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  S A L I N A N 

 
 
 
 

P U T U S A N 
Perkara Nomor: 01/KPPU-I/2010 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Komisi” ) 

yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut 

“UU No. 5 Tahun 1999”) berkaitan dengan Penetapan Harga dan Kartel Dalam Industri Semen 

yang dilakukan oleh:------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Terlapor I , PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk, berkedudukan di Wisma 

Indocement, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70 – 71 Jakarta 12910, Indonesia;-------------------- 

(2) Terlapor II , PT Holcim Indonesia, Tbk, berkedudukan di Menara Jamsostek, North 

Building 15th floor, Jalan Gatot Soebroto, No. 38 Jakarta, Indonesia;--------------------------- 

(3) Terlapor III, PT Semen Baturaja (Persero), berkedudukan di Jalan Abikusno 

Cokrosuyoso Kertapati, PO BOX 1175 Palembang 30001, Sumatera Selatan, Indonesia;--- 

(4) Terlapor IV, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, berkedudukan di Gedung Utama Semen 

Gresik, Jalan Veteran Gresik Jawa Timur 61122, Indonesia;-------------------------------------- 

(5) Terlapor V, PT Semen Andalas Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 

42A, Medan Sumatera Utara, Indonesia; ------------------------------------------------------------ 

(6) Terlapor VI, PT Semen Tonasa, berkedudukan di Biringere-Pangkep Sulawesi Selatan 

90651, Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------- 

(7) Terlapor VII, Semen Padang, berkedudukan di Indarung Padang, Sumatera Barat 25237, 

Indonesia;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(8) Terlapor VIII, PT Semen Bosowa Maros, berkedudukan di Menara Bosowa, Lantai 19 

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia;---------------------------- 
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telah mengambil Putusan sebagai berikut:------------------------------------------------------------------ 

Majelis Komisi: 

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ------------------- ---------- 

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut “LHPP” );-------  

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL” );------------ 

Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor;-------------------------------------- 

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP” );--------------------------- 

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 
 
1. Menimbang bahwa berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat, 

Sekretariat Komisi melakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan 

pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan dugaan kartel dalam industri 

semen di Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Menimbang bahwa setelah melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaku usaha, 

Sekretariat Komisi menyimpulkan adanya kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran 

yang disusun dalam bentuk Resume Monitoring;--------------------------------------------------- 

3. Menimbang bahwa setelah melakukan Kegiatan Pemberkasan terhadap Resume 

Monitoring, Sekretariat Komisi menyusun dan menyampaikan Berkas Laporan Dugaan 

Pelanggaran kepada Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan;------------------------------------- 

4. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Gelar Laporan, Komisi menilai Laporan Dugaan 

Pelanggaran layak untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan;---------------------------------- 

5. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

05/KPPU/PEN/I/2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-I/2010 

terhitung sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan 24 Februari 2010.(vide bukti A3);--  

6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan 

Keputusan Komisi Nomor 07/KPPU/KEP/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor 01/KPPU-I/2010 (vide bukti A4);-------------------------------------------------- 
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7. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat 

Tugas Nomor 25/SJ/ST/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang menugaskan Sekretariat 

Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti 

A5);--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan 

Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor (vide bukti 

A6 s/d A13);---------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa 

menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 

11 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dan merekomendasikan 

kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan yang 

dituangkan dalam bentuk LHPP (vide bukti A37);--------------------------------------------------  

10. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa, selanjutnya Komisi 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 43/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 

tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-I/2010 terhitung sejak tanggal 25 

Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 (vide bukti A39);---------------------------  

11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan 

Keputusan Komisi Nomor 110/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara 

Nomor 01/KPPU-I/2010 (vide bukti A40);---------------------------------------------------------- 

12. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat 

Tugas Nomor 248/SJ/ST/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang menugaskan Sekretariat 

Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A38);---  

13. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan 

Lanjutan dan Salinan LHPP kepada para Terlapor (vide bukti A42 s/d A49);------------------ 

14. Menimbang bahwa sehubungan dengan salah stau Anggota Tim Pemeriksa Lanjutan yang 

berhalangan untuk melakukan proses pemeriksaan, maka dilakukan penggantian Anggota 

Tim Pemeriksa Lanjutan berdasarkan Keputusan Nomor: 157/KPPU/KEP/IV/2010 tanggal 

19 April 2010 (vide A41);------------------------------------------------------------------------------ 

15. Menimbang setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 01/KPPU-I/2010, Tim 

Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka 
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Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 179/KPPU/KEP/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 

tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 01/KPPU-I/2010 terhitung sejak 

tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan 7 Juli 2010 (vide bukti A169);----------------------------- 

16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan No. 180/KPPU/KEP/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-I/2010 (vide bukti A170);------------------------------------ 

17. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat 

Tugas Nomor 780/SJ/ST/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang menugaskan Sekretariat 

Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (vide 

bukti A168);---------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A186 s/d A93);----------------------- 

19. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan 

serta perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, 

para Saksi dan Pemerintah;----------------------------------------------------------------------------- 

20. Menimbang bahwa identitas dan keterangan Terlapor dan para Saksi, telah dicatat dalam 

BAP yang telah diakui kebenarannya serta masing-masing telah ditandatangani oleh yang 

bersangkutan (vide bukti B1 s/d B70);---------------------------------------------------------------- 

21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim 

Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, 

BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----  

22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat 

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang memuat fakta-fakta sebagai berikut (vide bukti 

A229):----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Terlapor------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Tabel 1. 

Para Terlapor 
 

Terlapor I : PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. 
Wisma Indocement 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 
Jakarta 12910 

Terlapor II  : PT. Holcim Indonesia, Tbk. 
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Menara Jamsostek, North Building 15th floor 
Jl. Gatot Subroto No. 38, Jakarta 

Terlapor III  : PT. Semen Baturaja (Persero) 
Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati 
PO BOX 1175 Palembang 30001 

Terlapor IV  : PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 
Gedung Utama Semen Gresik  
Jl. Veteran Gresik, Jawa Timur 61122 

Terlapor V  : PT. Semen Andalas Indonesia 
Jl. Imam Bonjol No. 42A 
Medan, Sumatera Utara 

Terlapor VI  : PT. Semen Tonasa 
Biringere-Pangkep 
Sulawesi Selatan 90651 

Terlapor VII  : PT. Semen Padang 
Indarung Padang 25237 
Sumatera Barat 

Terlapor VIII : PT. Semen Bosowa Maros 
Menara Bosowa, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Makassar,  
Sulawesi Selatan 

 
B. Dugaan Pelanggaran------------------------------------------------------------------------------- 

Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-------------------------- 

C. Fakta ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa fakta-fakta yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 

Lanjutan, kecuali dinyatakan lain dalam laporan ini.----------------------------------------- 

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menemukan fakta-fakta 

sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------- 

a. Konsumsi Semen Nasional----------------------------------------------------------------- 

Bahwa konsumsi semen nasional sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 

untuk masing-masing wilayah propinsi adalah sebagai berikut:----------------------- 

Tabel 2. 
Konsumsi Semen Nasional 

           (ton) 
 Tahun No. Daerah 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 D.I. Aceh 417,427 461,528 916,680 1,027,009 1,057,192 958,480 
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2 Sumatera Utara 1,687,724 1,783,554 1,678,390 1,936,536 2,181,697 2,317,067 

3 Sumatera Barat 557,937 560,062 500,733 564,859 800,607 704,837 

4 Riau 907,618 786,319 827,793 978,980 899,721 875,694 

5 Kepulauan Riau 587,210 628,411 631,872 680,048 756,390 700,649 

6 Jambi 265,658 257,680 345,553 401,011 369,632 383,006 

7 Sumatera Selatan 715,909 781,412 820,949 965,511 1,110,342 1,159,505 

8 Bangka-Belitung 169,441 203,937 229,349 222,061 263,037 262,784 

9 Bengkulu 261,728 282,144 333,494 370,842 428,027 490,488 

10 Lampung 722,960 751,603 739,983 895,976 1,069,110 1,020,247 

 TOTAL SUMATERA 6,293,612 6,496,650 7,024,796 8,042,833 8,935,755 8,872,757 

11 DKI Jakarta 3,541,244 3,666,752 3,294,108 3,392,884 3,627,377 3,528,612 

12 Banten 1,768,083 2,107,707 1,877,605 1,977,810 2,044,455 1,837,419 

13 Jawa Barat 4,965,482 5,201,285 5,022,596 4,792,657 5,338,018 5,479,321 

14 Jawa Tengah 3,532,053 3,528,946 3,575,353 3,795,264 4,353,100 4,485,997 

15 D.I. Yogyakarta 589,700 600,018 805,174 985,261 719,922 600,840 

16 Jawa Timur 4,386,958 4,511,634 4,696,457 4,712,761 5,163,773 5,193,776 

  TOTAL JAWA 18,783,521 19,616,342 19,271,293 19,656,637 21,246,645 21,125,965 

17 Kalimantan Barat 343,293 366,151 390,165 446,396 560,711 553,584 

18 Kalimantan Selatan 296,803 376,307 384,882 466,858 594,760 631,077 

19 Kalimantan Tengah 122,976 149,260 181,413 258,434 358,835 326,516 

20 Kalimantan Timur 694,792 679,637 697,744 804,866 924,216 924,764 

  TOTAL KALIMANTAN 1,457,864 1,571,355 1,654,204 1,976,554 2,438,522 2,435,941 

21 Sulawesi Tenggara 196,328 174,392 215,178 231,425 258,290 297,061 

22 Sulawesi Selatan 843,683 894,060 963,708 1,006,614 1,374,347 1,668,974 

23 Sulawesi Barat          37,593 

24 Sulawesi Tengah 263,269 254,628 274,600 333,752 363,687 396,126 

25 Sulawesi Utara 378,027 343,923 389,192 401,885 473,932 472,293 

26 Gorontalo 73,670 71,250 85,200 98,960 130,437 130,669 

  TOTAL SULAWESI 1,754,977 1,738,253 1,927,878 2,072,636 2,600,693 3,002,716 

27 Bali 716,888 788,887 763,183 851,341 1,082,190 1,105,213 

28 Nusa Tenggara Barat 381,035 364,592 424,488 491,580 570,657 647,218 

29 Nusa Tenggara Timur 346,577 306,732 311,726 309,612 369,715 424,104 

  TOTAL NUSA TENGGARA 1,444,500 1,460,211 1,499,397 1,652,533 2,022,562 2,176,535 

30 Maluku 211,928 250,964 309,721 345,096 395,530 329,767 

31 Maluku Utara          42,240 

32 Papua Barat          11,521 

33 Papua 262,076 299,190 287,976 402,128 453,033 418,783 

  TOTAL INDONESIA TIMUR 474,004 550,154 597,697 747,224 848,563 802,311 

 TOTAL INDONESIA  30,208,478 31,432,965 31,975,265 34,148,417 38,092,740 38,416,225 

Sumber: Data Konsumsi Semen Nasional Per Propinsi dari ITP dalam penyampaian data 

berdasarkan Panggilan KPPU tanggal 27 Januari 2010); 

b. Tentang Para Terlapor--------------------------------------------------------------------- 

b.1. Terlapor I----------------------------------------- ----------------------------------- 

(a). Bahwa Terlapor I didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 

berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta dengan nama 
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Perseroan PT Inti Cahaya Manunggal. Selanjutnya berdasarkan 

Risalah Rapat PT Inti Cahaya Manunggal tanggal 11 Juni 1985 yang 

dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., nama Perseroan berubah  

menjadi PT Indocement Tunggal Prakarsa, berkedudukan serta 

berkantor pusat di Jakarta (vide Tambahan Berita Negara R.I. 

tanggal 16/7 – 1985 No.57);------------------------------------------------- 

(b). Bahwa pada tahun 2001, HedelbergCement Group menjadi 

pemegang saham mayoritas Terlapor I (vide Laporan Tahunan 

2009);--------------------------------------------------------------------------- 

(c). Bahwa kegiatan usaha Terlapor I antara lain adalah: menjalankan 

usaha dalam bidang industri pada umumnya termasuk termasuk 

tetapi tidak terbatas untuk mendirikan pabrik semen dan bahan 

bangunan, industri makanan dan minuman, indutri tekstil, industri 

kimia, industri kertas, industri telekomunikasi dan industri 

kelistrikan serta industri hulu dan hilir lainnya (vide Pernyataan 

Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk tanggal 10 Juni 2008 Nomor 23);--------------- 

(d). Bahwa pabrik Terlapor I terletak di Citeureup (Bogor, Jawa Barat), 

Palimanan (Cirebon, Jawa Barat) dan Tarjun (Kota Baru, 

Kalimantan Selatan) (vide Laporan Tahunan 2009);--------------------- 

(e). Bahwa Kapasitas Produksi dan Volume Produksi Clinker Terlapor I 

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:- 

Tabel 3. 
Kapasitas dan Volume Produksi Clinker Terlapor I (2004-2009) 

                                                                                                                                     (ton) 
Tahun Kapasitas Produksi Volume Produksi 

2004 14,800,000 11,303,807 
2005 14,800,000 10,689,193 
2006 14,800,000 11,724,320 
2007 14,800,000 12,870,842 
2008 14,800,000 13,151,707 
2009     

      Sumber: ASI, Laporan Tahunan ITP 2004-------------------------------------------------- 
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(f). Bahwa kapasitas produsi, volume produksi dan penjualan semen 

Terlapor I sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah 

sebagai berikut:---------------------------------------------------------------- 

Tabel 4. 
Kapasitas Produksi, Volume Produksi dan Penjualan Semen  

Terlapor I (2004-2009) 
          (ton) 

Tahun Kapasitas 
Produksi 

Volume 
Produksi 

Volume 
Penjualan Dalam 

Negeri 

Volume 
Penjualan 

Ekspor 

2004 16,500,000 10,483,836 9,051,742 832,921 
2005 16,500,000 10,874,171 9,335,410 370,959 
2006 16,500,000 10,577,511 9,765,579 580,046 
2007 17,100,000 11,299,257 10,552,271 496,772 
2008 17,100,000 12,544,436 12,050,893 79,936 
2009  17,100,000  11,805,440  11,588,483  43,061 

(Sumber: lampiran 1 Surat No:193/CSDITP-CK/V/2010 Kapasitas Produksi 

Terpasang  Dan Volume Produksi Semen,Lampiran II  ITP Sales Volume By 

Type)--------------------------------------------------------------------------------------------- 

(g). Bahwa jalur distribusi semen Terlapor I adalah sebagai berikut:------- 

Gambar 1. 
Jalur Distribusi Terlapor I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h). Bahwa Terlapor I menunjuk PT Dian Abadi Perkasa sebagai 

distributor utama yang bersifat non eksklusif yaitu Terlapor I tetap 

berhak untuk melakukan penjualan dan pendistribusian produknya 

Terlapor IV 

Distributor Utama 

Distributor 

Sub distributor 

Proyek/Toko/Industri/Pengguna 
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secara langsung kepada dan/atau melalui pihak-pihak lain (vide 

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Distribusi No. 

042/Agr-ITP/HO/V/08);----------------------------------------------------- 

(i). Bahwa PT Dian Abadi Perkasa menunjuk distributor non eksklusif 

dengan maksud yaitu PT Dian Abadi Perkasa tetap dapat 

memasarkan dan mendistribusikan produk kepada atau melalui 

pihak-pihak lain di luar distributor dan/atau pelanggan distributor 

(vide Perjanjian Distribusi No. 10/DAP/PD/05/08);--------------------- 

(j). Bahwa PT Dian Abadi Perkasa melakukan pengaturan zona 

distribusi dan pemasaran produk terhadap para distributornya dengan 

maksud untuk penataan dan kelancaran berkaitan dengan 

pendistribusian produk dalam memenuhi kebutuhan konsumen (vide 

Perjanjian Distribusi No. 10/DAP/PD/05/08);---------------------------- 

(k). Bahwa wilayah pemasaran Terlapor I meliputi: Daerah Istimewa 

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, 

Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Bengkulu, Lampung, 

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua 

(vide dokumen PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk 16 Juni 

2009);--------------------------------------------------------------------------- 

(l). Bahwa total penjualan semen Terlapor I jenis OPC, PPC dan PCC 

tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------- 

Tabel 5. 
Total Penjualan Semen Terlapor I (2004-2009) 

(ton) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PROPINSI 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Aceh   5,800 0 0 5,800 0 

Sumut 180,083 227,502 237,928 282,040 322,008 392,612 

Sumbar 40,392 58,560 49,172 50,256 14,088 30,976 
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Riau 32,004 24,944 18,096 17,744 11,224 7,304 

Kepri 153,230 163,625 152,134 189,981 232,467 166,888 

Jambi 26,592 33,888 24,000 31,192 27,976 23,944 

Sumsel 70,106 69,405 112,391 138,377 154,688 148,555 

Babel 92,532 83,936 140,608 166,776 177,000 183,584 

Bengkulu  21,020 17,120 36,640 20,432 42,200 37,016 

Lampung 235,592 227,204 238,011 332,613 356,672 386,124 

SUMATERA 851,551 911,984 1,008,980 1,229,411 1,344,123 1,377,003 

Jakarta  1,515,567 1,651,211 1,523,979 1,495,212 1,661,580 1,401,198 

Banten 907,248 918,892 780,444 976,213 1,084,842 1,001,730 

Jabar 2,696,780 2,733,429 2,876,802 2,814,170 3,133,481 3,100,727 

Jateng 1,277,071 1,297,225 1,476,173 1,601,375 1,923,625 1,989,351 

DIY 49,060 58,813 79,757 128,267 108,936 99,684 

Jatim 543,294 574,286 734,721 708,183 648,945 607,666 

JAWA 6,989,020 7,233,856 7,471,876 7,723,420 8,561,409 8,200,356 

Kalbar 224,472 205,448 232,578 270,276 334,808 260,040 

Kalsel 103,700 127,328 97,278 132,551 187,700 181,392 

Kalteng 11,000 20,904 13,052 17,804 49,504 22,018 

Kaltim 111,650 118,179 109,136 146,875 195,946 146,562 

KALIMANTAN 450,822 471,859 452,044 567,506 767,958 610,012 

Sulbar 0 0 0 0 0 42,706 

Sultra 22,650 26,950 23,500 22,600 41,275 39,900 

Sulsel 50,750 53,350 58,652 82,900 107,123 118,983 

Sulteng 30,808 27,998 22,764 31,023 46,229 37,900 

Sulut 86,425 80,400 91,652 104,250 130,400 130,800 

Gorontalo 6,250 10,650 12,250 22,600 32,400 35,100 

SULAWESI 196,883 199,348 208,818 263,373 357,427 405,389 

Bali 276,155 231,020 238,049 332,834 423,818 409,784 

NTB 180,795 182,035 248,187 277,783 363,654 436,387 

NTT 28,800 25,400 29,325 38,800 102,432 52,400 

NUSA 
TENGGARA 485,750 438,455 515,561 649,417 889,904 898,571 

Maluku 10,058 12,816 32,533 22,454 23,117 16,326 

Mal. Ut 0 0 0 0 0 900 

Papua Barat 0 0 0 0 0 0 

Papua 66,668 67,092 72,950 95,731 106,956 79,925 

KTI 76,728 79,908 105,483 118,185 130,073 97,151 

(sumber: Lampiran III surat No.:193/CSD/ITP-CK/V/2010 ITP 

Domestic Sales Volume Per Province)------------------------------------- 

(m). Bahwa ekspor semen Terlapor I sejak tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 adalah sebagai berikut:----------------------------------------- 
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Tabel 6. 
Ekspor Terlapor I (2004-2009) 

                                                                                              (ton) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Volume 832,921 370,959 580,046 496,046 79,936 43,061 

(Sumber:Lampiran II surat No.:193/CSD/ITP-CK/V/2010 ITP Sales 

Volume By Type);------------------------------------------------------------- 

(n). Biaya pokok pendapatan per ton terlapor I untuk tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------------------------------- 

Tabel 7. 
Biaya Pokok Pendapatan Terlapor I 

          (Rupiah/ton) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Biaya Pokok 
Pendapatan 

      

(sumber Lampiran IV surat No.:193/CSD/ITP-CK/V/2010 Biaya 

Produksi Per Ton Untuk Masing-Masing Jenis Semen Dan Struktur 

Biaya Produksi Dalam Bentuk Rupiah Tahun 2004 -2009);------------ 

(o). Bahwa harga jual Terlapor I untuk distributor loco pabrik untuk 

masing-masing propinsi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 

adalah sebagai berikut:  ------------------------------------------------------ 

Tabel 8. 
Harga Jual Terlapor I (2004) 

                                                                                                                                                (Rp/ton) 
 

Jan’04 Feb’04 Mar’04 Apr’04 Mei 04 Jun’04 Jul’04 Agt’04 Sep’04 Okt’04 Nov’04 Des’04 

DI Aceh 
            

Sumatera Utara 
            

Sumatera Barat 
            

Riau 
            

Kep Riau 
            

Jambi 
            

Sumatera Selatan 
            

Bangka-Belitung 
            

Bengkulu 
            

Lampung 
            

DKI Jakarta 
            

Banten 
            

Jawa Barat 
            

Jawa Tengah 
            

DI Jogjakarta 
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Jawa Timur 
            

Kalimantan Barat 
            

Kalimantan Selatan 
            

Kalimantan Tengah 
            

Kalimantan Timur 
            

Sulawesi Barat 
            

Sulawesi Tenggara 
            

Sulawesi Selatan  
            

Sulawesi Tengah 
            

Sulawesi Utara 
            

Gorontalo 
            

Bali 
            

NTB 
            

NTT 
            

Maluku 
            

Maluku Utara 
            

Papua Barat 
            

Papua 
            

 

Tabel 9. 
Harga Jual Terlapor I (2005) 

(Rp/ton) 
  Jan’05 Feb’05 Mar’05 Apr’05 Mei’05 Jun’05 Jul’05 Agt’05 Sep’05 Okt’05 Nov’05 Des’05 

DI Aceh             

Sumatera Utara             

Sumatera Barat             

Riau             

Kep Riau             

Jambi             

Sumatera Selatan             

Bangka-Belitung             

Bengkulu             

Lampung             

DKI Jakarta             

Banten             

Jawa Barat             

Jawa Tengah             

DI Jogjakarta             

Jawa Timur             

Kalimantan Barat             

Kalimantan Selatan             

Kalimantan Tengah             

Kalimantan Timur             
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Sulawesi Barat             

Sulawesi Tenggara             

Sulawesi Selatan              

Sulawesi Tengah             

Sulawesi Utara             

Gorontalo             

Bali             

NTB             

NTT             

Maluku             

Maluku Utara             

Papua Barat             

Papua             

 

Tabel 10. 
Harga Jual Terlapor I (2006) 

(Rp/ton) 
  Jan’06 Feb’06 Mar’06 Apr’06 Mei’06 Jun’06 Jul’06 Agt’06 Sep’06 Okt’06 Nov’06 Des’06 

DI Aceh             

Sumatera Utara             

Sumatera Barat             

Riau             

Kep Riau             

Jambi             

Sumatera Selatan             

Bangka-Belitung             

Bengkulu             

Lampung             

DKI Jakarta             

Banten             

Jawa Barat             

Jawa Tengah             

DI Jogjakarta             

Jawa Timur             

Kalimantan Barat             

Kalimantan Selatan             

Kalimantan Tengah             

Kalimantan Timur             

Sulawesi Barat             

Sulawesi Tenggara             

Sulawesi Selatan              

Sulawesi Tengah             
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Sulawesi Utara             

Gorontalo             

Bali             

NTB             

NTT             

Maluku             

Maluku Utara             

Papua Barat             

Papua             

 

Tabel 11. 
Harga Jual Terlapor I (2007) 

(Rp/ton) 
 Jan’07 Feb’07 Mar’07 Apr’07 Mei’07 Jun’07 Jul’07 Agt’07 Sep’07 Okt’07 Nov’07 Des’07 

DI Aceh             

Sumatera Utara             

Sumatera Barat             

Riau             

Kep Riau             

Jambi             

Sumatera Selatan             

Bangka-Belitung             

Bengkulu             

Lampung             

DKI Jakarta             

Banten             

Jawa Barat             

Jawa Tengah             

DI Jogjakarta             

Jawa Timur             

Kalimantan 
Barat 

            

Kalimantan 
Selatan 

            

Kalimantan 
Tengah 

            

Kalimantan 
Timur 

            

Sulawesi Barat             

Sulawesi 
Tenggara 

            

Sulawesi Selatan              

Sulawesi Tengah             

Sulawesi Utara             

Gorontalo             

Bali             

NTB             
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NTT             

Maluku             

Maluku Utara             

Papua Barat             

Papua             

 

Tabel 12. 
Harga Jual Terlapor I (2008) 

(Rp/ton) 
 Jan’08 Feb’08 Mar’08 Apr’08 Mei’08 Jun’08 Jul’08 Agt’08 Sep’08 Okt’08 Nov’08 Des’08 

DI Aceh             

Sumatera Utara             

Sumatera Barat             

Riau             

Kep Riau             

Jambi             

Sumatera Selatan             

Bangka-Belitung             

Bengkulu             

Lampung             

DKI Jakarta             

Banten             

Jawa Barat             

Jawa Tengah             

DI Jogjakarta             

Jawa Timur             

Kalimantan 
Barat 

            

Kalimantan 
Selatan 

            

Kalimantan 
Tengah 

            

Kalimantan 
Timur 

            

Sulawesi Barat             

Sulawesi 
Tenggara 

            

Sulawesi Selatan              

Sulawesi Tengah             

Sulawesi Utara             

Gorontalo             

Bali             

NTB             

NTT             

Maluku             

Maluku Utara             

Papua Barat             

Papua             
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Tabel 13. 
Harga Jual Terlapor I (2009) 

(Rp/ton) 
 Jan’09 Feb’09 Mar’09 Apr’09 Mei’09 Jun0’09 Jul’09 Agt’09 Sep’09 Okt’09 Nov’09 Des’09 

DI Aceh             

Sumatera Utara             

Sumatera Barat             

Riau             

Kep Riau             

Jambi             

Sumatera Selatan             

Bangka-Belitung             

Bengkulu             

Lampung             

DKI Jakarta             

Banten             

Jawa Barat             

Jawa Tengah             

DI Jogjakarta             

Jawa Timur             

Kalimantan Barat             

Kalimantan Selatan             

Kalimantan Tengah             

Kalimantan Timur             

Sulawesi Barat             

Sulawesi Tenggara             

Sulawesi Selatan              

Sulawesi Tengah             

Sulawesi Utara             

Gorontalo             

Bali             

NTB             

NTT             

Maluku             

Maluku Utara             

Papua Barat             

Papua             

(Sumber: Lampiran Surat No. 205/CSD/ITP-DL/VII/2010);------------------- 

(p). Bahwa laba operasional Terlapor I untuk jenis semen OPC, PCC dan 

PPC sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------- 
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Tabel 14. 
Laba Operasional Terlapor I (2004-2009) 

                                                                                                  (rupiah) 
  Pendapatan Bersih Harga Pokok 

Penjualan 
Laba Kotor 

OPC    

PCC    

PPC    
2004 

Total    

OPC    

PCC    

PPC    
2005 

Total    

OPC    

PCC    

PPC    
2006 

Total    

OPC    

PCC    

PPC    
2007 

Total    

OPC    

PCC    

PPC    
2008 

Total    

OPC    

PCC    

PPC    
2009 

Total    

(sumber Lampiran VI Surat surat No.:193/CSD/ITP-CK/V/2010 

Laba Operasional Perusahaan Tahun 2004-2009 Untuk jenis Semen 

PPC, PCC, OPC dan Curah Audited);------------------------------------- 

(q). Bahwa laporan keuangan Terlapor I sejak tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 adalah sebagai berikut:----------------------------------------- 

Tabel 15. 
Laporan Keuangan Terlapor I (2004-2009) 

                                                                                                                                        (Rupiah) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pendapatan bersih       

Beban Pokok Pendapatan       

Beban usaha       

Total beban       
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Laba Kotor       

Laba Usaha       

EBIT       

Laba Bersih       

(Laporan Keuangan Bisnis Semen)----------------------------------------- 

(r). Bahwa Terlapor I mengikuti kegiatan Rapat-Rapat yang dilakukan 

oleh ASI baik dalam Rapat Presidium ASI maupun dalam rapat-rapat 

lainnya antara lain rapat bidang Ekonomi dan Bisnis (vide Absensi 

Rapat Presidium ASI dan Rapat Bidang Ekonomi Bisnis);-------------- 

b.2. Terlapor II---------------------------------------- ----------------------------------- 

(a). Bahwa Terlapor II berdiri pada tanggal 15 Juni 1971 dengan nama 

PT Semen Tjibinong berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 26 April 

2005, nama Perseroan diubah menjadi PT Holcim Indonesia, Tbk 

(vide Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 12/10 – 1971 No. 82 

tambahan Nomor 466/1971, Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 

3/2 – 2006 Tambahan Nomor: 1311/2006);------------------------------- 

(b). Bahwa kegiatan usaha Terlapor II antara lain adalah: mengusahakan 

pabrik semen serta melakukan segala sesuatu yang berguna yang 

bertalian dengan usaha tersebut (vide Tambahan Berita Negara R.I. 

tanggal 12/10 – 1971 No. 82 tambahan Nomor 466/1971);------------- 

(c). Bahwa lokasi pabrik Terlapor II di Narogong dan Ciwandan (Jawa 

Barat dan di Cilacap (Jawa Tengah). Terlapor II melakukan 

pengembangan produksi dengan mendirikan pabrik di Tuban (vide 

Presentasi KPPU, 11 Februari 2010);-------------------------------------- 

(d). Bahwa Kapasitas Produksi dan Volume Produksi Clinker Terlapor II 

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:- 

Tabel 16. 
Kapasitas dan Volume Produksi Clinker Terlapor II (2004-2009) 

                                                                                                (ton) 

Tahun Kapasitas Produksi Volume Produksi 

2004   
2005 7,0913,84 5,997,937 
2006 6,358,264 5,535,576 
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2007 6,358,264 5,930,893 
2008 6,358,264 5,968,541 
2009 6,358,264  6,120,210 

(Sumber: Kapasitas Produksi Terpasang, Volume Produksi dan 

Volume Penjualan);------------------------------------------------------------ 

(e). Bahwa kapasitas produksi, volume produksi dan penjualan Terlapor 

II sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 17. 
Kapasitas Produksi, Volume Produksi dan Penjualan Terlapor II 

(2004-2009) 
                                                          (ton) 

 
Kapasitas 
Produksi 

Volume Produksi 
Volume 

Penjualan 

2004       
2005 8,230,176 5,660,550 4,857,000 
2006 7,563,524 4,533,964 4,077,951 
2007 7,446,000 5,588,582 4,973,483 
2008 7,819,525 5,964,535 5,372,589 
2009 8,265,060 6,101,579 5,340,675 

(sumber:Kapasitas Produksi Terpasang, Volume Produksi dan 

Volume Penjualan, Perbandingan Volume Domestik dan Ekspor)---- 

(f). Bahwa wilayah pemasaran Terlapor II meliputi: Aceh, Sumatera 

Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka 

Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, 

Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Papua (vide: volume 

penjualan per propinsi 2005 – 2009);-------------------------------------- 

(g). Bahwa total volume penjualan Terlapor II untuk masing-masing 

wilayah adalah sebagai berikut:--------------------------------------------- 

Tabel 18. 
Total Volume Penjualan Terlapor II (2004-2009) 

                                                                                                       (ton) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PROPINSI 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Aceh   0 27,712.50 8,165 3,520 900 
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Sumut   146,638 33,384 71,180 77,884.50 
     

111,791.28  

Sumbar             

Riau   6,825 9,166.49 46,477.66 48,560.44 
      

66,437.50  

Kepri   89,422 55,294.94 71,564.05 75,936.96 
         

67,622.58  

Jambi   9,636 3,386 16,725 32,095.80 
       

40,624.10  

Sumsel   31,419 23,178 44,308.75 73,742.70 
       

95,040.80  

Babel   118,262 76,455 51,274.90 82,017.90 
       

75,198.05  

Bengkulu    0 1,800 30,874.75 63,396.32 
      

74,324.00  

Lampung   136,582 97,961.96 123,861.72 189,457.45 
    

228,889.65  

SUMATERA   538,784 328,339 464,432 646,612 760,828 

Jakarta    389,992 315,108 437,154 422,608 
          

342,829  

Banten   383,000 313,503.67 385,409.04 443,265.73 
     

362,907.65  

Jabar   1,654,750 1,481,011 1,668,570 1,809,068 
       

1,836,626  

Jateng   1,045,025 784,781 931,313 917,691 
       

1,027,845  

DIY   286,321   457,341 299,945 
          

236,617  

Jatim   393,585 388,721 436,039 506,714 
          

494,481  

JAWA   4,152,673 3,283,125 4,315,826 4,399,292 4,301,306 

Kalbar   106,160 66,429 78,200 112,222.50 
           

93,024  

Kalsel       11,499 59,088.50 
      

44,911.75  

Kalteng           
            

9,450  

Kaltim     17,072.50 37,524.50 62,769 
   

39,694.50  

KALIMANTAN   106,160 83,502 127,224 234,080 187,080 

Sulbar             

Sultra             

Sulsel           
             

3,250  

Sulteng             

Sulut         380.20 
             

4,920  

Gorontalo             

SULAWESI         380 8,170 

Bali   67,365 30,431 63,397 82,220 
           

93,915  

NTB             

NTT             

NUSA 
TENGGARA 

  67,365 30,431 63,397 82,220 93,915 

Maluku             

Mal. Ut             

Papua Barat             

Papua       2,604 10,009.50 
         

8,830.50  

KTI       2,604 10,010 8,831 

(sumber: Volume Per Propinsi 2005 – 2009);---------------------------- 
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(h). Bahwa ekspor semen Terlapor II untuk tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 adalah sebagai berikut:----------------------------------------- 

Tabel 19. 
Ekspor Semen Terlapor II (2004-2009) 

                    (ton) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ekspor   818,979 436,584 644,324 546,486 718,977 
(sumber: Perbandingan Volume Domestik Dan Eskpor)------ 

(i). Bahwa biaya produksi per ton Terlapor II tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 adalah sebagai berikut:----------------------------------------- 

Tabel 20. 
Biaya Produksi Terlapor II (2004-2009) 

(Rupiah/ton) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Biaya Produksi       

(sumber Biaya Produksi HI Per Ton Semnen 2004 – 2009) ------------ 

(j). Bahwa harga jual Terlapor II Loco Pabrik untuk masing-masing 

wilayah adalah sebagai berikut:--------------------------------------------- 

Tabel 21. 
Harga Jual Terlapor II (2005) 

                                                                                                       (Rp/ton) 
 Jan’05 Feb’05 Mar’05 Apr’05 Mei’05 Jun’05 Jul’05 Agt’05 Sep’05 Okt’05 Nov’05 Des’05 

DI Aceh             

Sumatera Utara             

Sumatera Barat             

Riau             

Kep Riau             

Jambi             

Sumatera Selatan             

Bangka-Belitung             

Bengkulu             

Lampung             

DKI Jakarta             

Banten             

Jawa Barat             

Jawa Tengah             

DI Jogjakarta             

Jawa Timur             

Kalimantan 
Barat 

            

Kalimantan 
Selatan 

            

Kalimantan 
Tengah 

            

Kalimantan 
Timur 

            

Sulawesi Barat             

Sulawesi 
Tenggara 
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Sulawesi Selatan              

Sulawesi Tengah             

Sulawesi Utara             

Gorontalo             

Bali             

NTB                         

NTT                         

Maluku                         

Maluku Utara                         

Papua Barat                         

Papua                         

 

Tabel 22. 
Harga Jual Terlapor II (2006) 

       (Rp/ton) 
 Jan’06 Feb’06 Mar’06 Apr’06 Mei’06 Jun’06 Jul’06 Agt’06 Sep’06 Okt’06 Nov’06 Des’06 

DI Aceh             

Sumatera Utara             

Sumatera Barat             

Riau             

Kep Riau             

Jambi             

Sumatera Selatan             

Bangka-Belitung             

Bengkulu             

Lampung             

DKI Jakarta             

Banten             

Jawa Barat             

Jawa Tengah             

DI Jogjakarta             

Jawa Timur             

Kalimantan Barat             

Kalimantan Selatan             

Kalimantan Tengah             

Kalimantan Timur             

Sulawesi Barat             

Sulawesi Tenggara             

Sulawesi Selatan              

Sulawesi Tengah             

Sulawesi Utara             

Gorontalo             

Bali             

NTB             

NTT             

Maluku             

Maluku Utara             

Papua Barat                         

Papua                         
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Tabel 23. 
Harga Jual Terlapor II (2007) 

                                                                                                 (Rp/ton) 
 Jan’07 Feb’07 Mar’07 Apr’07 Mei’07 Jun’07 Jul’07 Agt’07 Sep’07 Okt’07 Nov’07 Des’07 

DI Aceh             

Sumatera Utara             

Sumatera Barat             

Riau             

Kep Riau             

Jambi             

Sumatera Selatan             

Bangka-Belitung             

Bengkulu             

Lampung             

DKI Jakarta             

Banten             

Jawa Barat             

Jawa Tengah             

DI Jogjakarta             

Jawa Timur             

Kalimantan Barat             

Kalimantan Selatan             

Kalimantan Tengah             

Kalimantan Timur             

Sulawesi Barat             

Sulawesi Tenggara             

Sulawesi Selatan              

Sulawesi Tengah             

Sulawesi Utara             

Gorontalo                         

Bali             

NTB             

NTT                         

Maluku                         

Maluku Utara                         

Papua Barat             

Papua             

 

Tabel 24. 
Harga Jual Terlapor II (2008) 

                                                                                                   (Rp/ton) 
 Jan’08 Feb’08 Mar’08 Apr’08 Mei’08 Jun’08 Jul’08 Agt’08 Sep’08 Okt’08 Nov’08 Des’08 

DI Aceh             

Sumatera Utara             

Sumatera Barat             

Riau             

Kep Riau             

Jambi             

Sumatera Selatan             
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Bangka-Belitung             

Bengkulu             

Lampung             

DKI Jakarta             

Banten             

Jawa Barat             

Jawa Tengah             

DI Jogjakarta             

Jawa Timur             

Kalimantan Barat             

Kalimantan Selatan             

Kalimantan Tengah             

Kalimantan Timur             

Sulawesi Barat             

Sulawesi Tenggara             

Sulawesi Selatan              

Sulawesi Tengah             

Sulawesi Utara             

Gorontalo                         

Bali             

NTB             

NTT             

Maluku             

Maluku Utara             

Papua Barat             

Papua             

 

Tabel 25. 
Harga Jual Terlapor II (2009) 

                                                                                                   (Rp/ton) 
 Jan’09 Feb’09 Mar’09 Apr’09 Mei’09 Jun’09 Jul’09 Agt’09 Sep’09 Okt’09 Nov’09 Des’09 

DI Aceh             

Sumatera Utara             

Sumatera Barat             

Riau             

Kep Riau             

Jambi             

Sumatera Selatan             

Bangka-Belitung             

Bengkulu             

Lampung             

DKI Jakarta             

Banten             

Jawa Barat             

Jawa Tengah             

DI Jogjakarta             

Jawa Timur             

Kalimantan Barat             

Kalimantan Selatan             
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Kalimantan Tengah             

Kalimantan Timur             

Sulawesi Barat             

Sulawesi Tenggara             

Sulawesi Selatan              

Sulawesi Tengah                         

Sulawesi Utara             

Gorontalo             

Bali             

NTB             

NTT             

Maluku             

Maluku Utara             

Papua Barat             

Papua             

 

(k). Bahwa margin keuntungan penjualan domestik dan ekspor tahun 

2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:---------------- 

Tabel 26. 
Margin Keuntungan Penjualan Domestik dan Ekspor Terlapor II 

(2004-2009) 
                                                                                 (Rupiah/ton) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Keuntungan Domestik        

Keuntungan Ekspor        

(sumber: Margin Domestik Komersial Vs Eskpor 2005 – 2009)------- 

(l). Bahwa laporan keuangan Terlapor II sejak tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------------------------------- 

Tabel 27. 
Laporan Keuangan Terlapor II (2004-2009) 

                                                                                                 (rupiah) 

 Penjualan Bersih Beban Pokok 
Penjualan 

Beban Usaha Total Beban Laba Kotor Laba Usaha 
Laba Sebelum 
Beban Pajak 
Penghasilan 

Laba Bersih 

2004         

2005         

2006         

2007         

2008         

2009         

(sumber: daftar dokumen yang diminta KPPU Laporan Keuangan 

PT Holcim Indonesia Tbk yang belum terkonsolidasi tahun 2004 – 

2008);--------------------------------------------------------------------------- 
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(m). Bahwa Terlapor II mengikuti Rapat-Rapat yang diselenggarakan 

oleh ASI baik itu Rapat Presidium maupun rapat-rapat lain 

diantaranya Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis (vide absensi Rapat 

Presidium dan Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis);--------------------- 

b.3. Terlapor III--------------------------------------- ----------------------------------- 

(a). Bahwa Terlapor III berdiri pada tanggal 14 November 1974 

berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang (vide Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar 

Biasa PT Semen Baturaja (Persero) No. 4 Tanggal 13 Juni2 008);--- 

(b). Bahwa kegiatan usaha Terlapor III antara lain adalah: menambang 

atau menggali dan/atau mengolah bahan-bahan mentah tertentu 

menjadi bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen atau 

produk lainnya, mengolah bahan-bahan pokok tersebut menjadi 

berbagai macam semen (portland, semen putih dan lainnya) serta 

mengolah berbagai macam semen atau produk lainnya atau lebih 

lanjut menjadi barang-barang jadi lebih bermanfaat (vide Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar 

Biasa PT Semen Baturaja (Persero) No. 4 Tanggal 13 Juni 2008);--- 

(c). Bahwa Pabrik Terlapor III terletak di Palembang, Baturaja dan 

Panjang (vide Klarifikasi danPermintaan Data Untuk KPPU tanggal 

28 Juli 2009);------------------------------------------------------------------ 

(d). Bahwa Terlapor III bekerjasama dengan dengan distributor untuk 

mendistribusikan produk semen yang dihasilkannya. Dalam 

perjanjian distribusinya, memuat antara lain distributor wajib untuk 

tidak menjual/memasarkan semen produksi Terlapor III ke daerah 

lain selain dari yang ditentukan Terlapor III (vide Perjanjian 

Penyaluran Semen Nomor HK.01.12/023/2007);------------------------- 

(e). Bahwa Kapasitas produksi dan volume produksi clinker Terlapor III 

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:- 
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Tabel 28. 
Kapasitas dan Volume Produksi Clinker Terlapor III  (2004-2009) 

                                                                                            (ton) 
Tahun Kapasitas Produksi Volume Produksi 
2004 1,200,000 808,455 
2005 1,200,000 877,812 
2006 1,200,000 878,043 
2007 1,200,000 914,161 
2008 1,200,000 1,002,449 
2009     

(sumber: ASI)------------------------------------------------------------------ 

(f). Bahwa kapasitas produksi, volume produksi dan penjualan Terlapor 

III sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 29. 
Kapasitas Produksi, Volume Produksi dan Penjualan Terlapor III  

(2004-2009) 
                                                                                             (ton) 

  Kapasitas 
Produksi  

Volume 
Produksi  

Volume Penjualan  

2004 1,200,000  914,363  911,733 
2005 1,200,000 896,631 895,232 
2006 1,200,000 928,808 932,861 
2007 1,200,000 1,010,226 1,015,877 
2008 1,200,000 1,070,910 1,062,516 
2009 1,200,000 1,047,300 1,041,808 

(sumber: Lampiran Surat Nomor: KU.10.01/0444/2010 tentang 

Kapasitas Produksi Semen Tahun 2004-2009, Volume Produksi 

Semen Tahun 2004-2009 )-------------------------------------------------- 

(g). Bahwa wilayah pemasaran Terlapor III meliputi: Riau, kepulauan 

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, 

Lampung dan Banten (vide Lampiran Surat Nomor: 

KU.10.01/0444/2010 tentang Volume Penjualan Semen Dalam 

Negeri Tahun 2004-2009);-------------------------------------------------- 

(h). Bahwa total pemasaran Terlapor III untuk masing-masing wilayah 

adalah sebagai berikut:------------------------------------------------------- 
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Tabel 30. 
Total Pemasaran Terlapor III  (2004-2009) 

                                                                                                       (ton) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PROPINSI 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Aceh             

Sumut             

Sumbar             

Riau 4,317 3,826 3,445 1,248 0 0 

Kepri 3,400 0 0 0 0 0 

Jambi 43,270 38,257 47,105 44,793 13,852 28,751 

Sumsel 454,964 460,910 527,487 576,190 677,722 672,278 

Babel 7,852 8,822 7,712 3,681 445 0 

Bengkulu  33,084 40,366 34,723 39,692 21,477 27,825 

Lampung 276,238 248,543 245,758 305,346 345,561 294,552 

SUMATERA 823,125 800,724 866,230 970,950 1,059,057 1,023,406 

Jakarta              

Banten 88,911 94,511 66,633 44,930 3,462 18,404 

Jabar             

Jateng             

DIY             

Jatim             

JAWA 88,911 94,511 66,633 44,930 3,462 18,404 

Kalbar             

Kalsel             

Kalteng             

Kaltim             

KALIMANTAN             

Sulbar             

Sultra             

Sulsel             

Sulteng             

Sulut             

Gorontalo             

SULAWESI             

Bali             

NTB             

NTT             
NUSA 
TENGGARA             

Maluku             

Mal. Ut             

Papua Barat             

Papua             

KTI             

(Sumber Lampiran Surat Nomor: KU.10.01/0444/2010 tentang 

Volume Penjualan Semen Dalam Negeri Tahun 2004-2009);---------- 
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(i). Biaya produksi semen per ton Terlapor III untuk tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------------------------------- 

Tabel 31. 
Biaya Produksi Semen Per Ton Terlapor III  (2004-2009) 

                                                                                           (rupiah/ton) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Biaya Produksi       

(sumber Lampiran Surat Nomor: KU.10.01/0444/2010 tentang 

Biaya Produksi Per Ton Untuk Masing-Masing Jenis Semen Tahun 

2004-2009);-------------------------------------------------------------------- 

(j). Bahwa harga jual semen Terlapor III loco pabrik tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 untuk masing-masing wilayah pemasaran adalah 

sebagai berikut:---------------------------------------------------------------- 

Tabel 32. 
Harga Jual Semen Loko Pabrik Terlapor III  (2004-2009) 

   (rupiah/ton) 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sumatera Selatan       
Lampung       
Riau       
Kepulauan Riau       
Jambi       
Bengkulu       
Bangka Belitung       
Banten       

(sumber: Lampiran Surat Nomor: KU.10.01/0444/2010 tentang 

Harga Jual Loco Pabrik);---------------------------------------------------- 
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(k). Bahwa laporan keuangan Terlapor III sejak tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------------------------------- 

Tabel 33. 
Laporan Keuangan Terlapor III  (2004-2009) 

                                                                                                         (Rupiah) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan Bersih       

Beban Pokok 
Penjualan 

      

Beban usaha       

Total Beban       

Laba Kotor       

Laba Usaha       

EBIT       

Laba Bersih       

(sumber Lampiran Surat Nomor: KU.10.01/0444/2010 tentang Laba 

Operasional perusahaan tahun 2004-2009);------------------------------ 

(l). Bahwa Terlapor III mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh 

ASI baik Rapat Presidium maupun rapat-rapat lainnya diantaranya 

adalah Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis (vide Absensi Rapat 

Presidium dan Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis);--------------------- 

b.4. Terlapor IV---------------------------------------- ---------------------------------- 

(a). Bahwa Terlapor IV berdiri pada tanggal 24 Oktober 1969 dengan 

nama Perseroan PT Semen Gresik (Persero) berkedudukan dan 

berkantor pusat di Surabaya (vide Tambahan Berita Negara R.I. 

Tanggal 28/11 – 1969 No. 96 Tambahan Nomor 255/1969);----------- 

(b). Bahwa kegiatan usaha Terlapor IV antara lain adalah: menggali 

dan/atau mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-

bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen (input 

product), mengolah bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai 

macam semen (semen portland, semen putih dan lain sebagainya) 

(main product) serta mengolah berbagai macam semen itu lebih 

lanjut menjadi barang jadi yang lebih bermanfaat (vide Tambahan 

Berita Negara R.I. Tanggal 28/11 – 1969 No. 96 Tambahan Nomor 

255/1969);---------------------------------------------------------------------- 
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(c). Bahwa Terlapor IV bekerjasama dengan distributor dalam 

memasarkan produk yang dihasilkannya. Dalam perjanjian jual beli 

semen, memuat antara lain: distributor wajib memasarkan semen 

pada daerah yang dicantumkan dalam lampiran perjanjian dan dapat 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan evaluasi Terlapor IV 

(vide Perjanjian Nomor: 9000051/PS.03.01/4054/1.2009);------------ 

(d). Bahwa kapasitas produksi dan volume produksi clinker Terlapor IV 

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:- 

Tabel 34. 
Kapasitas dan Volume Produksi Clinker Terlapor IV (2004-2009) 

(ton) 

Tahun Kapasitas Produksi Volume Produksi 

2004 6,900,000 6,819,284 
2005 7,400,000 7,023,311 
2006 6,600,000 7,030,035 
2007 6,600,000 7,068,586 
2008 6,600,000 7,550,172 
2009     

(sumber: ASI)------------------------------------------------------------------ 

(e). Bahwa kapasitas produksi, volume produksi dan penjualan Terlapor 

IV sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 35. 
Kapasitas Produksi, Volume Produksi dan Penjualan Terlapor IV 

(2004-2009) 
                                                                    (ton) 

 Kapasitas 
Produksi 

Volume 
Produksi 

Volume 
Penjualan 

2004 8,200,000 7,193,419  8,007,988 
2005 8,200,000 7,942,594 7,903,633 
2006 8,200,000 8,021,556 7,894,473 
2007 8,200,000 8,136,794 7,399,312 
2008 8,600,000 8,875,240 8,351,054 
2009 8,600,000 9,246,590 9,155,539 

(sumber: PT Semen Gresik (Persero), Tbk)------------------------------- 

(f). Bahwa Terlapor IV bekerjasama dengan pihak lain dalam 

menyalurkan hasil produksinya. Dalam Perjanjian Jual Beli Semen 
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antara Terlapor IV dengan pihak lain tersebut memuat antara lain 

bahwa pihak lain tersebut memasarkan semen pada daerah yang 

ditentukan dalam lampiran perjanjian. Daerah pemasaran dapat 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan evaluasi Terlapor IV 

(vide perjanjian No. 900005/PS.03.01/4054/1.2009); ------------------ 

(g). Bahwa wilayah pemasaran Terlapor IV meliputi: DKI Jakarta, 

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, 

Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Maluku dan Papua (vide Volume Penjualan Per 

Wilayah Per Jenis Semen)--------------------------------------------------- 

(h). Bahwa total penjualan Terlapor IV untuk masing-masing wilayah 

pemasaran adalah sebagai berikut:------------------------------------------ 

Tabel 36. 
Total Penjualan Terlapor IV (2004-2009) 

                                                                                                       (ton) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PROPINSI 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Aceh             

Sumut             

Sumbar             

Riau             

Kepri             

Jambi             

Sumsel             

Babel             

Bengkulu              

Lampung             

SUMATERA 0 0 0 0 0 0 

Jakarta  478,058 517,413 555,566 414,676 410,707 481,008 

Banten 1,079,065 499,962 457,983 325,071 350,015 328,709 

Jabar 1,161,923 1,341,903 1,089,089 849,405 1,058,340 1,173,150 

Jateng 1,079,065 1,103,587 1,313,567 1,230,834 1,383,291 1,551,608 

DIY 267,215 259,641 388,772 369,846 256,169 247,059 

Jatim 3,186,036 3,320,765 3,158,020 3,351,706 3,704,372 3,860,725 

JAWA 7,251,362 7,043,271 6,962,997 6,541,538 7,162,894 7,642,259 

Kalbar 600       31,655 71,291 

Kalsel 100,261 140,422 175,417 167,069 186,141 244,826 

Kalteng 89,588 115,543 149,758 187,639 238,931 275,571 

Kaltim 109,879 99,298 90,366 65,528 109,359 167,746 

KALIMANTAN 300,328 355,263 415,541 420,236 566,086 759,434 
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Sulbar             

Sultra             

Sulsel             

Sulteng             

Sulut             

Gorontalo             

SULAWESI 0 0 0 0 0 0 

Bali 313,936 373,836 358,507 294,292 300,029 325,142 

NTB 47,510 43,870 47,643 29,672 59,520 62,509 

NTT 12,710 5,425 25,730 3,410 97,799 159,015 

NUSA 
TENGGARA 374,156 423,131 431,880 327,374 457,348 546,666 

Maluku 32,932 27,408 34,284 38,829 80,077 61,944 

Mal. Ut             

Papua Barat             

Papua 49,209 54,559 49,769 71,337 84,347 145,237 

KTI 82,141 81,967 84,053 110,166 164,424 207,181 

(Sumber Volume Penjualan Per wilayah Per Jenis Semen);------------ 

(i). Bahwa biaya produksi per ton Terlapor IV tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------------------------------- 

Tabel 37. 
Biaya Produksi Per Ton Terlapor IV (2004-2009) 

                                                                                           (rupiah/ton) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Biaya Pokok 
Penjualan  

     

(Sumber: PT Semen Gresik, Tbk)------------------------------------------- 

(j). Bahwa harga jual Terlapor IV loco pabrik untuk masing-masing 

wilayah adalah sebagai berikut:--------------------------------------------- 

Tabel 38. 
Harga Jual Loko Pabrik Terlapor IV (2005)                     

                                                                             (Rp/ton) 
Propinsi Jan'05 Feb’05 Mar’05 Apr;05 Mei’05 Jun’05 Jul’05 Agust’05 Sep’05 Okt’05 Nop’05 Des’05 

Jawa 
Timur             

Jawa 
tengah 

            

DIY             

Jawa Barat             

Banten             

DKI 
Jakarta             

Bali             

Kalimantan 
Selatan 

            

Kalimantan 
tengah 

            

Kalimantan 
Timur             
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Tabel 39. 
Harga Jual Loko Pabrik Terlapor IV (2006) 

(Rp/Ton) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

Tabel 40. 
Harga Jual Loko Pabrik Terlapor IV (2007) 

   (Rp/ton) 
 
 
 
 
(
R
p
/
t
o
n
) 
 
 
 
 

 
 
 
                      

 

Wilayah Jan’06 Feb’06 Mar’06 Apr’06 Mei’06 Jun’06 Jul’06 Agust’06 Sep’06 Okt’06 Nop’06 Des’06 

Jawa 
Timur             

Jawa 
Tengah             

DIY             

Jawa Barat             

Banten             

DKI 
Jakarta             

Bali             

Kalimantan 
Selatan             

Kalimantan 
Tengah 

            

Kalimantan 
Timur             

NTB             

NTT             

Maluku             

Wilayah Jan’07 Feb’07 Mar’07 Apr’07 Mei’07 Jun’07 Jul’07 Agst’07 Sep’07 Okt’07 Nop’07 Des’07 

Jawa 
Timur             

Jawa 
Tengah             

DIY             

Jawa Barat             

Banten             

DKI             

Bali             

Kalimantan 
Selatan 

            

Kalimantan 
Tengah             

Kalimantan 
Timur 

            

NTB             

NTT             

Maluku             

Papua             
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Tabel 41. 
Harga Jual Loko Pabrik Terlapor IV (2008) 

(Rp/ton) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 42. 
Harga Jual Loko Pabrik Terlapor IV (2009) 

                                                                                                                                         (Rp/ton) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber harga jual netto loco pabrik);----------------------------------------------------------- 

(k). Bahwa laporan keuangan Terlapor IV sejak tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------------------------------- 

 

Wilayah Jan’08 Feb’08 Mar’08 Apr’08 Mei’08 Jun’08 Jul’08 Agust’08 Sep’08 Okt’08 Nop’08 Des’08 

Jawa 
Timur             

Jawa 
Tengah 

            

DIY             

Jawa Barat             

Banten             

DKI             

Bali             

Kalimantan 
Selatan 

            

Kalimantan 
Tengah 

            

Kalimantan 
Timur 

            

NTB             

NTT             

Maluku             

Papua             

Wilayah Jan’09 Feb’09 Mar’09 Apr’09 Mei’09 Jun’09 Jul’09 Agust’09 Sep’09 Okt’09 Nop’09 Des’09 

Jawa 
Timur             

Jawa 
tengah 

            

DIY             

Jawa Barat             

Banten             

DKI 
Jakarta             

Bali             

Kalimantan 
Selatan 

            

Kalimantan 
Tengah             

Kalimantan 
Timur 

            

NTB             

NTT             

Maluku             

Papua             
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Tabel 43. 
Laporan Keuangan Terlapor IV (2004-2009) 

                                                                                               (rupiah) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan Bersih       

Biaya Produksi       

Beban Pokok 
Penjualan       

Total Beban       

Laba Kotor       

Laba Usaha       

EBITDA       

Laba Bersih       

 

(l). Bahwa Terlapor IV mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh 

ASI yaitu Rapat Presidium dan rapat-rapat lainnya diantaranya 

adalah Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis (vide Absensi rapat 

Presidium dan Absensi Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis);----------- 

b.5. Terlapor V----------------------------------------- ---------------------------------- 

(a). Bahwa Kapasitas Produksi dan Volume Produksi Clinker Terlapor V 

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:- 

Tabel 44. 
Kapasitas Produksi dan Volume Produksi Clinker Terlapor V 

(2004-2009) 
                                                      (ton) 

Tahun Kapasitas Produksi Volume Produksi 

2004 1,150,000 1,075,331 
2005 Rekontruksi  
2006 Rekontruksi  
2007 Rekontruksi  
2008 Rekontruksi  

2009     
(sumber; ASI)------------------------------------------------------------------ 

(b). Bahwa kapasitas produksi, volume produksi, penjualan dan 

pendapatan Terlapor V sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 

adalah sebagai berikut:------------------------------------------------------- 
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Tabel 45. 
Kapasitas Produksi, Volume Produksi, Penjualan dan Pendapatan 

Terlapor V (2004-2009) 
(ton) 

 Kapasitas 
Produksi 

Volume 
Produksi Volume Penjualan 

2004      
2005  Rekontruksi N/A 1,125,000 
2006 Rekontruksi N/A 1,274,000 
2007 Rekontruksi N/A 1,400,000 
2008 Rekontruksi N/A 1,551,000 
2009 Rekontruksi N/A 1,549,000 

(sumber ASI dan PT SAI)---------------------------------------------------- 

(c). Bahwa wilayah pemasaran Terlapor V adalah: Aceh, Sumatera 

Utara, Riau dan kepulauan Riau (vide Tanggapan Atas Laporan 

Pada Pemeriksaan Pendahuluan);----------------------------------------- 

(d). Bahwa total penjualan Terlapor V untuk masing-masing wilayah 

adalah sebagai berikut:------------------------------------------------------- 

Tabel 46. 
Total Penjualan Terlapor V (2004-2009) 

(ton) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aceh   323,173 494,650 614,613 680,740 622,804 
Sumut   657,980 653,587 690,240 785,156 780,693 
Riau   36,055 37,371 57,777 56,958 102,107 
Kepri   107,372 88,454 37,231 28,273 43,605 

(Sumber: ASI)------------------------------------------------------------------ 

(e). Bahwa harga jual loco pabrik/gudang Terlapor V untuk masing-

masing wilayah adalah sebagai berikut:----------------------------------- 

Tabel 47. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor V (2005) 

(rupiah/ton) 
 Jan-06 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 

DI Aceh              

 

Tabel 48. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor V (2006) 

(rupiah/ton) 
 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 

DI Aceh             
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Tabel 49. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor V (2007) 

(rupiah/ton) 
 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 

DI Aceh             

 

Tabel 50. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor V (2008) 

(rupiah/ton) 
 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 

DI Aceh             

 

Tabel 51. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor V (2009) 

(rupiah/ton) 
 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 

DI Aceh             

(sumber Surat Ketetapan Harga 2005-2009)----------------------------- 

(f). Bahwa laporan keuangan Terlapor V sejak tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------------------------------- 

Tabel 52. 
Laporan Keuangan Terlapor V (2004-2009) 

                                                                                                                       (Rp/ton) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan Bersih       

Beban Pokok 
Penjualan 

      

Beban Usaha       

Total Beban       

Laba Kotor       

Laba Usaha       

EBIT       

Laba Bersih       

 

(g). Bahwa Terlapor V mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh 

ASI baik Rapat Presidium maupun rapat-rapat lainnya diantaranya 

adalah Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis (vide Absensi Rapat 

Presidium dan Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis);--------------------- 
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b.6. Terlapor VI---------------------------------------- ---------------------------------- 

(a). Bahwa Kapasitas Produksi dan Volume Produksi Clinker Terlapor 

VI sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 53. 
Kapasitas Produksi dan Volume Produksi Clinker Terlapor VI (2004-2009) 

                                                         (ton) 

Tahun Kapasitas Produksi Volume Produksi 

2004 3,380,000 2,942,499 
2005 3,380,000 3,134,133 
2006 3,320,000 3,179,634 
2007 3,320,000 2,714,902 
2008 3,320,000 3,359,436 
2009     

(sumber:ASI)------------------------------------------------------------------- 

(b). Bahwa kapasitas produksi, volume produksi dan penjualan Terlapor 

VI sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 54. 
Kapasitas Produksi, Volume Produksi dan Penjualan Terlapor VI 

(2004-2009) 
                                                                   (ton) 

 

 

 

 

 

 

 

(c). Bahwa dalam memasarkan produknya, Terlapor VI bekerjasama 

dengan Distributor. Dalam perjanjian antara Terlapor VI dengan 

distributor memuat antara lain: Terlapor VI menunjuk distributor 

untuk pemasaran wilayah tertentu (vide addendum Pertama 

Perjanjian Nomor:1954/SP/HK.02.04/05.00/11-2000)------------------ 

 Kapasitas 
Produksi 

Volume 
Produksi Volume Penjualan 

2004 3,480,000     
2005 3,480,000 2,697,544 2,742,552 
2006 3,480,000 2,774,814 2,943,901 
2007 3,480,000 3,017,901 3,299,799 
2008 3,480,000 3,658,893 3,392,473 
2009 3,480,000 3,771,054 3,769,312 
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(d). Bahwa wilayah pemasaran Terlapor VI meliputi: Gorontalo, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi tengah, Sulawesi 

tenggara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan 

Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 

Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan 

Papua (vide PT Semen Tonasa Realisasi Penjualan);-------------------- 

(e). Bahwa total penjualan Terlapor VI untuk masing-masing wilayah 

adalah sebagai berikut:------------------------------------------------------- 

Tabel 55. 
Total Penjualan Terlapor VI (2004-2009) 

                                                                                                       (ton) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PROPINSI 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Aceh             

Sumut             

Sumbar             

Riau             

Kepri             

Jambi             

Sumsel             

Babel             

Bengkulu              

Lampung             

SUMATERA 0 0 0 0 0 0 

Jakarta  23,969 14,175 16,538 20,435 6,420 12,634 

Banten             

Jabar             

Jateng 42,435 26,369 17,187 15,259 8,282 1,345 

DIY             

Jatim             

JAWA 66,404 40,544 33,725 35,694 14,702 13,979 

Kalbar 58,925 51,490 77,058 68,386 42,370 32,950 

Kalsel 91,105 107,555 124,038 130,569 137,191 162,569 

Kalteng 21,032 8,954 19,851 37,807 25,719 23,376 

Kaltim 405,972 404,205 437,200 484,578 470,889 528,586 

KALIMANTAN 577,034 572,204 658,147 721,340 676,169 747,481 

Sulbar             

Sultra 133,020 114,808 150,763 174,270 154,307 114,808 

Sulsel 566,050 603,597 647,832 668,775 905,266 1,058,161 

Sulteng 218,204 206,825 232,198 257,073 272,480 321,987 

Sulut 248,358 247,923 262,255 267,590 298,572 320,198 

Gorontalo 0 0 45,350 40,500 50,500 54,308 

SULAWESI 1,165,632 1,173,153 1,338,398 1,408,208 1,681,125 1,869,462 

Bali 85,432 91,542 86,367 96,395 169,494 205,107 
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NTB 87,517 91,000 79,137 102,049 74,510 76,350 

NTT 116,770 156,477 117,951 131,368 82,631 158,344 

NUSA 
TENGGARA 

289,719 339,019 283,455 329,812 326,635 439,801 

Maluku 152,334 199,480 222,260 247,950 274,544 265,960 

Mal. Ut             

Papua Barat             

Papua 126,104 155,504 147,460 189,185 204,461 219,288 

KTI 278,438 354,984 369,720 437,135 479,005 485,248 

(sumber: PT Semen Tonasa)------------------------------------------------- 

(f). Bahwa harga jual Terlapor VI loco pabrik untuk masing-masing 

wilayah adalah sebagai berikut:--------------------------------------------- 

Tabel 56. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor VI (2004-2009) 

                                                                                                 (Rp/ton) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gorontalo       
Sulselbar       
Sulteng       
Sultra       
Sulut       
DKI Jakarta       
Jateng       
Kalbar       
Kalsel       
Kalteng       
Kaltim       
Bali       
Maluku       

Maluku Utara       

Nusa Tenggara 
Barat 

      

Nusa Tenggara 
Timur 

      

Papua       

 

(g). Bahwa laporan keuangan Terlapor VI sejak tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------------------------------- 

Tabel 57. 
Laporan Keuangan Terlapor VI (2004-2009) 

                                                                                              (Rupiah) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan Bersih       

Beban Pokok 
Penjualan 
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Beban Usaha       

Total Beban       

Laba Kotor       

Laba Usaha       

EBIT       

Laba Bersih       

 

(h). Bahwa Terlapor VI mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh 

ASI baik Rapat Presidium maupun rapat-rapat lainnya diantaranya 

adalah Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis (vide absensi Rapat 

Presidium dan Absensi Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis)------------ 

b.7. Terlapor VII--------------------------------------- ---------------------------------- 

(a). Terlapor VII berdiri pada tanggal 18 Maret 1910 oleh swasta 

Belanda dengan nama NV Nederlandsch Indische Portland Cement 

Maatschappij. Mulai berproduksi pada tahun 1913 dengan kapasitas 

22.900 ton/tahun (dua puluh dua ribu sembilan ratus ton per tahun). 

Pada tahun 1939 pernah memproduksi semen sebanyak 170.000 

ton/tahun (seratus tujuh puluh ribu ton per tahun) (vide Sejarah 

Ringkas PT Semen Padang);------------------------------------------------ 

(b). setelah melalui banyak proses, pada tahun 1971 melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 tahun 1971 ditetapkan status Semen Padang 

menjadi PT (Persero) berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 

Juli 1972 (vide Sejarah Ringkas PT Semen Padang);-------------------- 

(c). Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 5-

326/MK.016/1995, Pemerintah melakukan konsolidasi atas 3 (tiga) 

pabrik semen milik Pemerintah yaitu PT Semen Tonasa, PT Semen 

Padang dan PT Semen Gresik yang terealisasi pada tanggal 15 

September 1995, sehingga saat ini Terlapor VII berada di bawah PT 

Semen Gresik (Terlapor IV) (vide Sejarah Ringkas PT Semen 

Padang);------------------------------------------------------------------------ 

(d). Bahwa kapasitas produksi dan volume produksi Clinker Terlapor VII 

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:- 
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Tabel 58. 
Kapasitas Produksi Dan Volume Produksi Clinker Terlapor VII  

(2004-2009) 
                                                            (ton) 

Tahun Kapasitas Produksi Volume Produksi 

2004 5,100,000 4,639,896 
2005 5,100,000 4,925,195 
2006 5,000,000 5,163,030 
2007 5,000,000 5,171,748 
2008 5,000,000 5,288,850 
2009     

(Sumber: ASI)------------------------------------------------------------------ 

(e). Bahwa kapasitas produksi dan volume produksi semen Terlapor VII 

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:- 

Tabel 59. 
Kapasitas Produksi Dan Volume Produksi Semen Terlapor VII 

(2004-2009) 
                                                                                                       (ton) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

KAPASITAS 
PRODUKSI 
TERPASANG 

  5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 

VOLUME 
PRODUKSI 

  5,112,443 5,312,823 5,473,573 5,882,637 5,364,706 

VOLUME 
PENJUALAN 

 5,011,975 5,357,263 6,402,993 6,069,838 5,516,022 

(sumber: PT Semen Padang);----------------------------------------------- 

(f). Bahwa Terlapor VII memiliki packing plant di Aceh, Medan, Batam, 

Tanjung Priok dan Banten. Saat ini sedang dibangun packing plant 

di Dumai dan direncanakan akan membangun packing plant di 

Lampung (vide Tanggapan PT Semen Padang atas laporan dugaan 

pelanggaran);------------------------------------------------------------------ 

(g). Bahwa terlapor VII bekerjsama dengan distributor dalam 

memasarkan hasil produknya. Dalam perjanjian distribusi memuat 

antara lain: Distributor akan membeli dan menerima semen dari 

produsen dalam bentuk bag dan curah untuk daerah pemasaran 

tertentu dengan tidak mengurangi hak distributor untuk memasarkan 

pada daerah lain akan tetapi dengan terlebih dahulu memberitahukan 
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kepada produsen (vide perjanjian distributor No. 

122/PJJ/DEPPP/01.08);----------------------------------------------------- 

(h).  Bahwa wilayah pemasaran Terlapor VII meliputi: Aceh, Sumatera 

Utara, Sumatera Barat, Riau Daratan, Riau Kepulauan, Jambi, 

Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI 

Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan ekspor 

Terlapor VII ke negara Sri Langka dan Maldives (vide Tanggapan 

PT Semen Padang atas laporan dugaan pelanggaran);----------------- 

(i). Bahwa total penjualan Terlapor VII untuk masing-masing wilayah 

pemasaran adalah sebagai berikut:------------------------------------------ 

Tabel 60. 
Total Penjualan Terlapor VII (2004-2009) 

                                                                                                       (ton) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PROPINSI 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Aceh 33,887 132,156 407,633 397,697 349,319 332,276 

Sumut 799,282 807,393 741,905 892,519 1,008,513 958,277 

Sumbar 489,720 499,676 451,595 514,602 804,525 727,857 

Riau 704,056 632,394 714,687 793,643 756,354 678,023 

Kepri 286,527 283,983 330,760 425,318 371,925 342,771 

Jambi 182,149 168,897 272,455 307,101 288,720 282,362 

Sumsel 152,782 227,525 160,020 193,785 191,902 213,187 

Babel 14,900 11,500 7,550 3,650 3,508 4,000 

Bengkulu  245,940 239,123 263,168 279,953 300,945 355,319 

Lampung 94,430 125,950 148,238 134,136 176,417 108,161 

SUMATERA 3,003,673 3,128,597 3,498,011 3,942,404 4,252,128 4,002,233 

Jakarta  496,450 418,153 498,261 480,965 435,920 487,293 

Banten 67,172 107,308 161,383 157,726 225,743 251,134 

Jabar 68,832 108,520 102,208 150,533 139,245 184,826 

Jateng 87,186 115,661 95,734 97,259 71,335 77,306 

DIY             

Jatim 4,500           

JAWA 724,140 749,642 857,586 886,483 872,243 1,000,559 

Kalbar 8,050 3,300   7,700     

Kalsel             

Kalteng             

Kaltim 4,250           

KALIMANTAN 12,300 3,300 0 7,700 0 0 

Sulbar             

Sultra             

Sulsel             

Sulteng             

Sulut             
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Gorontalo             

SULAWESI 0 0 0 0 0 0 

Bali             

NTB             

NTT             

NUSA TENGGARA 0 0 0 0 0 0 

Maluku             

Mal. Ut             

Papua Barat             

Papua             

KTI 0 0 0 0 0 0 

(sumber: Lampiran Surat Nomor:2333/KRE/HKM10/05.10)---------- 

(j). Bahwa harga jual Terlapor VII loco pabrik utnuk masing-masing 

wilayah adalah sebagai berikut:--------------------------------------------- 

Tabel 61. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor VII (2004) 

                                                                                        (rupiah) 
  Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 Mei’04 Jun-04 Jul-04 Agt-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Des-04 

DI ACEH             

SUMATERA UTARA             

SUMATERA BARAT             

JAMBI             

SUMATERA 
SELATAN             

RIAU             

KEPULAUAN RIAU             

BANGKA 
BELITUNG 

            

BENGKULU             

LAMPUNG             

BANTEN             

DKI JAKARTA             

JAWA BARAT             

JAWA TENGAH             

KALIMANTAN 
TIMUR 

            

 
Tabel 62. 

Harga Jual Loco Pabrik Terlapor VII (2005) 
(rupiah) 

  Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 

DI ACEH             

SUMATERA UTARA             

SUMATERA BARAT             

JAMBI             

SUMATERA 
SELATAN 

            

RIAU             

KEPULAUAN RIAU             

BANGKA BELITUNG             

BENGKULU             

LAMPUNG             

BANTEN             

DKI JAKARTA             

JAWA BARAT             

JAWA TENGAH             
KALIMANTAN 
TIMUR 
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Tabel 63. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor VII (2006)                                                                                  

               (rupiah) 
  Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 

DI ACEH             

SUMATERA 
UTARA 

            

SUMATERA 
BARAT 

            

JAMBI             

SUMATERA 
SELATAN             

RIAU             

KEPULAUAN 
RIAU 

            

BANGKA 
BELITUNG 

            

BENGKULU             

LAMPUNG             

BANTEN             

DKI JAKARTA             

JAWA BARAT             

JAWA 
TENGAH 

            

KALIMANTAN 
TIMUR 

            

 

Tabel 64. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor VII (2007) 

                                                                                                 (rupiah) 
 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 

DI ACEH             

SUMATERA 
UTARA 

            

SUMATERA 
BARAT 

            

JAMBI             

SUMATERA 
SELATAN 

            

RIAU             

KEPULAUAN 
RIAU 

            

BANGKA 
BELITUNG 

            

BENGKULU             

LAMPUNG             

BANTEN             

DKI JAKARTA             

JAWA BARAT             

JAWA TENGAH             

KALIMANTAN 
TIMUR 

            

 
Tabel 65. 

Harga Jual Loco Pabrik Terlapor VII (2008) 
                                                                                                 (rupiah) 

 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 

DI ACEH             

SUMATERA 
UTARA             

SUMATERA 
BARAT 

            

JAMBI             

SUMATERA 
SELATAN 

            

RIAU             

KEPULAUAN 
RIAU 

            

BANGKA 
BELITUNG 

            

BENGKULU             

LAMPUNG             

BANTEN             

DKI JAKARTA             

JAWA BARAT             

JAWA 
TENGAH 

            

KALIMANTAN 
TIMUR 
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Tabel 66. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor VII (2009) 

(rupiah) 
 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 

DI ACEH             

SUMATERA 
UTARA 

            

SUMATERA 
BARAT 

            

JAMBI             

SUMATERA 
SELATAN             

RIAU             

KEPULAUAN 
RIAU 

            

BANGKA 
BELITUNG 

            

BENGKULU             

LAMPUNG             

BANTEN             

DKI JAKARTA             

JAWA BARAT             

JAWA 
TENGAH 

            

KALIMANTAN 
TIMUR 

                        

(sumber: PT Semen Padang diolah);--------------------------------------- 

(k). Bahwa laporan keuangan Terlapor VII sejak tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------------------------------- 

Tabel 67. 
Laporan Keuangan Terlapor VII (2004-2009) 

                                                                                                (Rupiah) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan 
Bersih 

      

Beban Pokok 
Pendapatan 

      

Beban Usaha       

Total Beban       

Laba Kotor       

Laba Usaha       

Laba Bersih       

 

(l). Bahwa Terlapor VII mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan 

oleh ASI yaitu Rapat Presidium maupun rapat-rapat lainnya 

diantaranya adalah Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis (vide Absensi 

Rapat Presidium dan Absensi Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis);--- 
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b.8. Terlapor VIII-------------------------------------- ---------------------------------- 

(a). Bahwa kapasitas produksi dan volume produksi clinker Terlapor 

VIII sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 68. 
Kapasitas Produksi Dan Volume Produksi Clinker Terlapor VIII 

(2004-2009) 
                                                  (ton) 

Tahun Kapasitas Produksi Volume Produksi 

2004 1,710,000 1,628,193 
2005 1,710,000 1,409,119 
2006 1,710,000 1,239,699 
2007 1,710,000 1,186,524 
2008 1,710,000 1,333,392 
2009     

(sumber: ASI)------------------------------------------------------------------ 

(b). Bahwa kapasitas produksi, volume produksi dan penjualan Terlapor 

VIII sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 69. 
Kapasitas Produksi, Volume Produksi Dan Penjualan Terlapor VIII 

(2004-2009) 
                                                                  (ton) 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: PT Semen Bosowa Maros)--------------------------------------- 

(c). Bahwa total penjualan Terlapor VIII di masing-masing wilayah 

pemasaran sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah 

sebagai berikut:---------------------------------------------------------------- 

 

 

 Kapasitas 
Produksi 

Volume 
Produksi 

Volume 
Penjualan 

2004 1,800,000   
2005 1,800,000 949,323 998,763 
2006 1,800,000 1,041,776 1,026,226 
2007 1,800,000 994,256 1,003,624 
2008 1,800,000 1,349,154 1,369,464 
2009 1,800,000 1,482,057 1,793,231 
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Tabel 70. 
Total Penjualan Terlapor VIII (2005-2009) 

                                                                                                           (ton) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PROPINSI 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Aceh           2,500 

Sumut         4,060 19,680 

Sumbar             

Riau   18,749 5,141 3,500 8,036 21,821 

Kepri   16,722 40,294 7,693 41,802 79,774 

Jambi         1,985 5,320 

Sumsel     3,700 12,980 12,286 28,317 

Babel             

Bengkulu              

Lampung   16,468 20,015       

SUMATERA 0 51,939 69,150 24,173 68,169 157,412 

Jakarta    48,593   16,111 118,176 233,522 

Banten   97,800 128,656 107,679 40,385 1,330 

Jabar             

Jateng             

DIY             

Jatim   183,717 167,454 126,745 112,643 170,550 

JAWA 0 330,110 296,110 250,535 271,204 405,402 

Kalbar     14,100 15,330 39,954 108,277 

Kalsel     1,150 5,261 4,000 6,525 

Kalteng       1,350 4,000 2,199 

Kaltim   55,954 50,968 60,361 93,742 98,166 

KALIMANTAN 0 55,954 66,218 82,302 141,696 215,167 

Sulbar             

Sultra   32,090 40,913 34,555 57,707 56,642 

Sulsel   237,099 257,272 254,940 361,180 482,252 

Sulteng   19,805 19,622 45,616 44,977 36,201 

Sulut   36,550 28,437 30,045 44,961 18,556 

Gorontalo   39,650 31,450 35,860 47,537 41,261 

SULAWESI 0 365,194 377,694 401,016 556,362 634,912 

Bali   59,553 48,808 44,456 61,630 79,253 

NTB   46,635 50,497 60,880 74,972 88,970 

NTT   50,887 62,111 73,246 100,883 139,344 
NUSA 
TENGGARA 0 157,075 161,416 178,582 237,485 307,567 

Maluku   10,956 26,645 22,512 27,590 29,467 

Mal. Ut             

Papua Barat             

Papua   21,135 22,796 44,504 55,758 34,906 

KTI 0 32,091 49,441 67,016 83,348 64,373 

(sumber: PT Semen Bosowa Maros)--------------------------------------- 
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(d). Bahwa harga jual loco pabrik Terlapor VIII untuk masing-masing 

wilayah pemasaran tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah 

sebagai berikut:--------------------------------------------------------------- 

Tabel 71. 
Harga Jual Loco Pabrik Terlapor VIII (2005-2009) 

(rupiah/ton) 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Aceh      
Sumatera Utara      
Sumatera Barat      
Riau      
Kepulauan Riau      
Jambi      
Sumatera Selatan      
Bangka-Belitung      
Bengkulu      
Lampung      
DKI Jakarta      
Banten      
Jawa Barat      
Jawa Tengah      
D.I. Yogyakarta      
Jawa Timur      
Kalimantan Barat      
Kalimantan Selatan      
Kalimantan Tengah      
Kalimantan Timur      
Sulawesi Tenggara      
Sulawesi Selatan      
Sulawesi Tengah      
Sulawesi Utara      
Gorontalo      
Bali      
Nusa Tenggara 
Barat 

     

Nusa Tenggara 
Timur 

     

Maluku      
Papua      

(sumber: PT Semen Bosowa Maros diolah);------------------------------ 

(e). Bahwa laporan keuangan Terlapor VIII sejak tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------------------------------- 

 

 

 



 

Halaman 51 dari 425 
 

  S A L I N A N 

Tabel 72. 
Laporan Keuangan Terlapor VIII (2005-2009) 

                                                                                                                             (rupiah) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Total Aktiva      

Penjualan Bersih      

Beban Pokok 
Penjualan 

     

Beban Usaha      

Total Beban      

Laba Kotor      

Laba Usaha      

EBIT      

Laba Bersih      

 

(f). Bahwa Terlapor VIII mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan 

oleh ASI baik Rapat Presidium maupun rapat-rapat lainnya 

diantaranya adalah Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis (vide Absensi 

Rapat Presidium dan Absensi Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis);--- 

c. Tentang Asosiasi Semen Indonesia------------------------------------------------------ 

c.1. Bahwa Asosiasi Semen Indonesia (selanjutnya disebut ASI) berdiri pada 

tanggal 7 Oktober 1960 dan berkedudukan di Jakarta.------------------------- 

c.2. Bahwa ASI adalah organisasi perusahaan produsen semen dalam bentuk 

forum yang merupakan wadah komunikasi, konsultasi, kerjasama dan 

koordinasi antara sesama produsen semen di Indonesia;----------------------- 

c.3. Bahwa ASI bertindak selaku jembatan dan saluran komunikasi, konsultasi 

dan informasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain terkait baik 

ditingkat nasional, regional dan internasional.----------------------------------- 

c.4. Bahwa anggota ASI wajib untuk memberikan saran, data dan segala 

sesuatu yang dianggap perlu untuk tercapai tujuan dan usaha ASI.---------- 

c.5. Bahwa presidium adalah perangkat organisasi ASI sebagai lembaga 

perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi ASI.----- 

c.6. Bahwa dalam rapat Presidium ASI pernah dilakukan pembahasan 

tentang:-------------------------------------------------------------------------------- 
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���� ASI bukan merupakan partner pemerintah, namun ASI harus 

melakukan lobby mengatur pemerintah dan menjadi badan yang 

diperhitungkan pemerintah.---------------------------------------------------- 

���� perlu mengecek kebenaran bahwa mengumpulkan data-data tidak 

diperbolehkan karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.------ 

���� perlu mengecek apakah menjaga gejolak harga semen tidak 

diperbolehkan karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.------ 

���� mengganti istilah rapat informasi.--------------------------------------------- 

���� ASI supaya melakukan lobby ke pemerintah c.q. Direktrorat Jenderal 

Agro dan Kimia untuk usulan pengenaan bea masuk import semen 

sebesar 10% (sepuluh persen) dan clinker sebesar 15% (lima belas 

persen).--------------------------------------------------------------------------- 

c.7. Bahwa dalam rapat-rapat ASI Bidang Ekonomi dan Bisnis yang dihadiri 

oleh wakil dari Pemerintah yaitu dari Kementerian Perindustrian 

(Sebelumnya Departemen Perindustrian) dan Kementerian Perdagangan 

(Sebelumnya Departemen Perdagangan) , secara rutin mengagendakan:---- 

���� evaluasi mengenai distribusi semen disetiap daerah pemasaran 

berkaitan dengan masalah kelancaran pasokan dan stok------------------- 

���� Konfirmasi realisasi pengadaan semen per pabrik dan per daerah.------- 

���� Kinerja masing-masing unit pabrik ------------------------------------------ 

���� Evaluasi pengadaan semen.---------------------------------------------------- 

���� Proyeksi sementara pengadaan semen nasional.---------------------------- 

c.8. Bahwa ASI mengumpulkan data-data terkait dengan produksi dan 

pemasaran  karena adanya surat dari Kementerian Perindustrian yang 

memohon bantuan kepada ASI untuk  secara rutin setiap bulan 

melaporkan perkembangan produksi, pemasaran dan stok semen per 

produsen (vide Surat Kementrian Perindustrian Nomor: 

222/AK.6/5/2010);------------------------------------------------------------------- 

c.9. Bahwa menurut pemerintah, peran ASI dalam penyelenggaraan rapat-rapat 

teknis dan ekonomi bisnis adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (vide Surat 

Kementerian Perindustrian Nomor: 297/IAK/5/2010)------------------------- 

d. Tentang Peran Serta Pemerintah-------------------------------------------------------- 

d.1. Bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 Tentang 

Perindustrian menyebutkan:-------------------------------------------------------- 

� Ayat (1) ”sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya 

berdasarkan Pasal 13 ayat (1), perusahaan industri wajib 

menyampaikan informal industri secara berkala mengenai kegiatan 

dan hasil produksinya kepada pemerintah”------------------------------- 

� Ayat (3) ” ketentuan tentang bentuk, isi dan tata cara penyampaian 

informal industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah-------------------------------------- 

d.2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 Tentang 

Perindustrian menyebutkan: ”barangsiapa karena kelalaiannya 

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana kurungan selama-

lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- 

(satu juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan izin usaha 

industrinya”-------------------------------------------------------------------------- 

d.3. Bahwa perusahaan-perusahaan semen yang merupakan Perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara didirikan dengan maksud antara lain adalah mengejar 

keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan harus bersaing 

secara sehat mengikuti mekanisme pasar serta mengikuti ketentuan 

peraturan perundangan (vide Surat Kemenerian Badan usaha Milik 

Negara Nomor: S-109/D5.MBU/2010);------------------------------------------ 

e. Tentang Pendapat Ahli--------------------------------------------------------------------- 

e.1. Bahwa terdapat dua alat bukti yang dapat digunakan untuk dugaan kartel, 

yaitu direct evidence dan indirect evidence. ------------------------------------ 

e.2. Bahwa secara konsep, kartel adalah agreement untuk menyepakati dalam 

menentukan harga maupun pasar untuk tujuan bersama. Dalam kartel 

harus ada perencanaan dalam suatu program, ada kesepakatan dan ada 
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proses untuk memonitor efektivitasnya sehingga harus ada koordinasi 

sebagai bukti implementasi;-------------------------------------------------------- 

e.3. Bahwa direct evidence dapat berupa dokumen cetak biru proses kartel dan 

ada dokumen kesepakatan mengenai bagaimana pelaksanaan dan 

monitoringnya;----------------------------------------------------------------------- 

e.4. Bahwa untuk membuktikan indirect evidence dapat dilakukan analisis 

ekonomi terhadap kecenderungan yang terjadi di lapangan. Indirect 

evidence dapat ditunjukkan dengan harga dan harga yang dievaluasi dalam 

trend non-transitory dalam jangka panjang yang bisa diduga;---------------- 

e.5. Bahwa motivasi pelaku usaha melakukan kartel adalah untuk 

memaksimalkan keuntungan;------------------------------------------------------ 

e.6. Bahwa motivasi kartel bukan semata-mata untuk memperoleh excessive 

profit tapi juga kontinuitas dari eksistensi masing-masing pelaku dan 

didukung assymetric information yang sangat luas;---------------------------- 

e.7. Bahwa dalam oligopoli yang simetris, perusahaan tidak dapat menaikkan 

harga untuk memaksimumkan keuntungan tanpa diikuti oleh pelaku usaha 

pesaing. Hal tersebut disebabkan naluri bisnis;---------------------------------- 

e.8. Bahwa excessive profit dapat terjadi pada kondisi persaingan karena ada 

shortage;------------------------------------------------------------------------------ 

e.9. Bahwa pola harga yang sama harus dibuktikan dari direct evidence 

(pembuktian apakah ada bukti tertulis atau tidak) dan indirect evidence 

(analisa pasar dan analisa struktur harga). Apabila harga naik secara 

serentak belum tentu bisa dikatakan sebagai price fixing, harus ditentukan 

terlebih dahulu teritorial market dan product market, apakah ada 

substitusinya atau tidak;------------------------------------------------------------- 

e.10. Bahwa contoh direct evidence yaitu adanya dokumen tertulis yang 

mengindikasikan adanya perjanjian antar pihak, tertulis maupun tidak 

tertulis;-------------------------------------------------------------------------------- 

e.11. Bahwa contoh perjanjian tidak tertulis adalah, setelah pelaku usaha 

menaikkan harga maka dianggap sebagai salah satu perjanjian tidak 

tertulis (harga yang digunakan dari hasil angket). Selain itu terdapat 
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indikator lain yaitu baik dari survey maupun pendapat orang-orang dan 

mengarah pada suatu angka maka dapat dikatakan sebagai perjanjian tidak 

tertulis;-------------------------------------------------------------------------------- 

e.12. Bahwa dalam direct evidence harus ada angka yang dijadikan patokan 

/indikasi sehingga semua produsen mengacu pada angka tersebut;----------- 

e.13. Bahwa terdapat economic evidence dan indirect evidence. Evidence by 

conduct ada harga naik secara tidak normal, parallel price, dan facilitating 

prices. Struktur evidence contohnya ada standardize dan homogenize 

product. Bila sinyal-sinyal komunikasi tersebut tidak menunjukkan adanya 

angka tidak dapat dikatakan tacit, harus mempertimbangkan factor-faktor 

terjadinya paralel price;------------------------------------------------------------ 

f. Fakta Lain------------------------------------------------------------------------------------ 

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan para Terlapor menyampaikan tanggapan baik 

tertulis maupun secara lisan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

yang pada pokoknya menyatakan menolak tuduhan dugaan pelanggaran Pasal 5 

dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan ini;----------------------------- 

-------------------------------------------------ANALISIS------------------------------------------------ 
 

I. Analisa Pangsa Pasar------------------------------------------------------------------------------ 
 

Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, Total penjualan semen di pasar nasional  

selalu meningkat. Sebagaimana terlihat dalam tabel dan grafik di bawah ini, total 

penjualan semen secara nasional dan penjualan semen untuk setiap perusahaan dapat 

ditunjukkan sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------- 

Tabel 73. 
Total Penjualan Semen Dalam Negeri (2004-2009) 

 
  PT. 

Indocement 
Tunggal 

Prakarsa, 
Tbk. 

PT. Holcim 
Indonesia, 

Tbk. 

PT. 
Semen 

Baturaja 
(Persero) 

PT. 
Semen 
Gresik 

(Persero) 
Tbk. 

PT. 
Semen 

Andalas 
Indonesia 

PT. 
Semen 
Tonasa 

PT. 
Semen 
Padang 

PT. 
Semen 
Bosowa 
Maros 

2004 29.96%   3.02% 26.51%   8.12%     
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2005 28.40% 14.78% 2.72% 24.05% 3.42% 8.34% 15.25% 3.04% 

2006 29.35% 12.26% 2.80% 23.73% 3.83% 8.85% 16.10% 3.08% 

2007 29.27% 13.80% 2.82% 20.52% 3.88% 9.17% 17.76% 2.78% 

2008 30.73% 13.70% 2.71% 21.29% 3.95% 8.65% 15.48% 3.49% 

2009 29.16% 13.44% 2.62% 23.03% 3.90% 9.47% 13.88% 4.51% 

 
Gambar 2. 

Total Penjualan Semen Dalam Negeri (2004-2009) 
 

 
 
 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terjadi pergerakan pangsa pasar untuk masing-

masing Terlapor. Namun pergerakan pangsa pasar tersebut tidak mempengaruhi posisi 

masing-masing Terlapor yang tetap dalam urutan penguasaan pangsa pasar.--------------- 

Tabel 74. 
Pergerakan Pangsa Pasar Semen Dalam Negeri (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nasional   4.22% 1.46% 6.99% 11.41% 0.89% 
Terlapor I   3.13% 4.61% 8.06% 14.20% -3.84% 
Terlapor II     -7.83% 14.50% 0.01% 3.65% 
Terlapor III   -1.81% 4.20% 8.90% 4.59% -1.95% 
Terlapor IV   -1.30% -0.12% -6.27% 12.86% 9.63% 
Terlapor V     13.24% 9.89% 10.79% -0.13% 
Terlapor VI   11.85% 7.34% 12.25% 2.66% 10.92% 
Terlapor VII     12.34% 10.91% 7.00% -2.08% 
Terlapor VIII     2.75% -2.20% 36.45% 30.94% 

 
 

Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, terjadi peningkatan permintaan rata-rata 

sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen). Peningkatan permintaan 
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nasional tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 11,41% (sebelas koma empat puluh satu 

persen) dan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,89% (nol koma 

delapan puluh sembilan persen). Kondisi peningkatan permintaan secara nasional ini 

tidak berjalan beriringan dengan peningkatan penjualan untuk masing-masing Terlapor. 

Pada tahun 2006, Terlapor II dan Terlapor IV mengalami penurunan penjualan. Pada 

tahun 2007, Terlapor IV tetap mengalami penurunan. Penurunan penjualan pada tahun 

2007 juga dihadapi oleh Terlapor VIII. Sedangkan Terlapor II yang pada tahun 2006 

mengalami penurunan penjualan, maka pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan 

penjualan yang cukup tinggi yaitu sebesar 14,50% (empat belas koma lima puluh 

persen).  Pada tahun 2008, dimana mencatat pertumbuhan permintaan secara nasional 

paling tinggi yaitu sebesar 11,41% (sebelas koma empat puluh satu persen), seluruh 

Terlapor mencatat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan tertinggi dicatat 

oleh Terlapor VIII sebesar 36,45% (tiga puluh enam koma empat puluh lima persen). 

Pada tahun 2009, pada saat petumbuhan permintaan secara nasional hanya mencatat 

sebesar 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen), 4 (empat perusahaan) yaitu 

Terlapor I, Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VII mengalami penurunan penjualan. 

Berdasarkan keseluruhan analisa di atas, pada saat pertumbuhan permintaan nasional di 

atas 10% (sepuluh persen) maka seluruh perusahaan mencatat pertumbuhan penjualan 

yang positif. Sedangkan pada saat pertumbuhan permintaan nasional di bawah 10% 

(sepuluh persen), maka beberapa perusahaan mencatat pertumbuhan negatif dan 

sebagian lainnya mencatat pertumbuhan positif.------------------------------------------------ 

Pengaruh peningkatan atau penurunan penjualan terhadap pangsa pasar nasional 

ditampilkan dalam tabel dan grafik di bawah ini:---------------------------------------------- 

Tabel 75. 
Pengaruh Peningkatan Atau Penurunan Penjualan Terhadap Pangsa Pasar 

Nasional (2004-2009) 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapr I 29.96% 29.65% 30.57% 30.88% 31.65% 30.17% 
Terlapor II   20.94% 19.03% 20.36% 18.28% 18.78% 
Terlapor III 3.02% 2.84% 2.92% 2.97% 2.79% 2.71% 
Terlapor IV 26.51% 25.10% 24.72% 21.65% 21.93% 23.83% 
Terlapor V   3.57% 3.99% 4.10% 4.07% 4.03% 
Terlapor VI 8.12% 8.71% 9.22% 9.67% 8.91% 9.80% 
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Terlapor VII   12.33% 13.65% 14.15% 13.59% 13.19% 
Terlapor VIII   3.17% 3.21% 2.94% 3.60% 4.67% 

 
Gambar 3. 

Pengaruh Peningkatan Atau Penurunan Penjualan Terhadap Pangsa Pasar 
Nasional (2004-2009) 

 

 
 
 

A. Propinsi Daerah Istimewa Aceh------------------------------------------------------- 

Penjualan semen di Daerah Istimewa Aceh untuk tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 ditampilkan dalam tabel berikut:------------------------------------------- 

Tabel 76. 
Penjualan Semen di Daerah Istimewa Aceh (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I   5,800 0 0 5,800 0 
Terlapor II   0 27,712.50 8,165 3,520 900 
Terlapor III             
Terlapor IV             
Terlapor V   323,173 494,650 614,613 680,740 622,804 
Terlapor VI             
Terlapor VII 33,887 132,156 407,633 397,697 349,319 332,276 
Terlapor VIII           2,500 
Total   461,129 929,996 1,020,475 1,039,379 958,480 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Daerah Istimewa 

Aceh sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-------- 

Tabel 77. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Daerah Istimewa Aceh (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor V   70.08% 53.19% 60.23% 65.49% 64.98% 
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Terlapor VII   28.66% 43.83% 38.97% 33.61% 34.67% 
Terlapor II   0.00% 2.98% 0.80% 0.34% 0.09% 
Terlapor I   1.26% 0.00% 0.00% 0.56% 0.00% 
Terlapor VIII           0.26% 

 
Gambar 4. 

Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Daerah Istimewa Aceh (2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, pelaku utama perdagangan semen di 

Daerah Istimewa Aceh adalah Terlapor V dan Terlapor VII. Berdasarkan grafik 

di atas, Terlapor V yang pasokan semennya tergantung dari semen impor 

Malaysia masih mampu mendominasi pasar semen di Daerah Istimewa Aceh. 

Dari grafik di atas, diduga Terlapor VII mempunyai kemampuan untuk 

mengambil alih penguasaan pasar semen di Aceh namun hal ini tidak terjadi.  

Dengan selisih biaya per ton yang cukup tinggi sebagaimana di uraikan dalam 

butir analisa paralisme harga di bawah dan dengan melihat kecenderungan 

bahwa Terlapor VII pada tahun 2006 mampu mendekati pangsa pasar Terlapor 

V, maka penurunan pasokan Terlapor VII ke Daerah Istimewa Aceh di duga 

sebagai upaya untuk tetap mempertahankan posisi Terlapor V sebagai leader di 

pasar Daerah Istimewa Aceh karena lokasi pabrik Terlapor V yang sedang 

direkontruksi terletak di Daerah Istimewa Aceh. Upaya penurunan pasokan 

Terlapor VII ke Daerah Istimewa Aceh juga diduga dimaksudkan untuk 

mengatur pasokan di Daerah Istimewa Aceh dan tetap mempertahankan harga 

mengikuti harga Terlapor V. hal ini dapat dilakukan karena diduga pasokan 

semen ke Daerah Istimewa Aceh. Pelaku usaha lain yang masuk ke wilayah 
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Daerah Istimewa Aceh pada dasarnya tidak cukup mampu bersaing dalam hal 

harga karena biaya transportasi. Namun masuknya pelaku usaha lain yaitu 

Terlapor I, II dan VIII secara bergantian diduga hanya sebagai upaya untuk 

menunjukkan tidak adanya pembagian wilayah.--------------------------------------- 

B. Propinsi Kepulauan Riau---------------------------------------------------------------- 

Penjualan semen di Propinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 ditampilkan dalam tabel berikut:------------------------------------------- 

Tabel 78. 
Penjualan Semen di Propinsi Kepulauan Riau (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 153,230 163,625 152,134 189,981 232,467 166,888 
Terlapor II   89,422 55,294.94 71,564.05 75,936.96 7,622.58  
Terlapor III 3,400 0 0 0 0 0 
Terlapor IV             
Terlapor V   107,372 88,454 37,231 28,273 43,605 
Terlapor VI             
Terlapor VII 286,527 283,983 330,760 425,318 371,925 342,771 
Terlapor VIII   16,722 40,294 7,693 41,802 79,774 
Total   661,124 666,937 731,787 750,404 700,661 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi 

Kepulauan Riau sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 79. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Kepulauan Riau 

(2004-2009) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor VII   42.95% 49.59% 58.12% 49.56% 48.92% 
Terlapor I   24.75% 22.81% 25.96% 30.98% 23.82% 
Terlapor II   13.53% 8.29% 9.78% 10.12% 9.65% 
Terlapor V   16.24% 13.26% 5.09% 3.77% 6.22% 
Terlapor VIII   2.53% 6.04% 1.05% 5.57% 11.39% 
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Gambar 5. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Kepulauan Riau 

(2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, pelaku usaha yang cukup dominan di 

Propinsi Kepulauan Riau adalah Terlapor VII dan Terlapor I. Meskipun terjadi 

pergerakan pangsa pasar, namun posisi pangsa pasar Terlapor VII dan Terlapor 

I tidak berubah. Masuknya Terlapor II, Terlapor V dan Terlapor VIII dalam 

pemasaran di Propinsi Kepulauan Riau diduga tidak untuk bersaing secara 

sungguh-sungguh. Berdasarkan biaya per ton sebagaimana di uraikan dalam 

butir analisa harga paralel di bawah, Terlapor II memiliki biaya per ton yang 

lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya dan secara lokasi pabrik, tidak 

berbeda jauh dengan Terlapor sehinggasecara harga mempunyai kapasitas untuk 

bersaing. Demikian pula secara pasokan, Terlapor II juga mempunyai kapasitas 

untuk dapat memasok melebihi yang telah dipasok. Namun meskipun memiliki 

kapasitas untuk bersaing baik secara harga maupun pasokan, hal ini tidak 

dilakukan karena diduga untuk menjaga agar harga tetap dapat dipertahankan 

dan pasokan tetap terkontrol.------------------------------------------------------------- 

C. Propinsi Sumatera Utara---------------------------------------------------------------- 

Penjualan semen di Propinsi Sumatera Utara untuk tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 ditampilkan dalam tabel berikut:------------------------------------------- 

Tabel 80. 
Penjualan Semen di Propinsi Sumatera Utara (2004-2009) 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor I 180,083 227,502 237,928 282,040 322,008 392,612 
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Terlapor II   146,638 33,384 71,180 77,884.50 11,791.28  
Terlapor III             
Terlapor IV             
Terlapor V   657,980 653,587 690,240 785,156 780,693 
Terlapor VI             
Terlapor VII 799,282 807,393 741,905 892,519 1,008,513 958,277 
Terlapor VIII         4,060 19,680 
Total   1,839,513 1,666,804 1,935,979 2,197,622 2,263,053 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi 

Sumatera Utara sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 81. 
Penjualan Semen di Propinsi Sumatera Utara (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VII   43.89% 44.51% 46.10% 45.89% 42.34% 
Terlapor V   35.77% 39.21% 35.65% 35.73% 34.50% 
Terlapor I   12.37% 14.27% 14.57% 14.65% 17.35% 
Terlapor II   7.97% 2.00% 3.68% 3.54% 4.94% 
Terlapor VIII      0.18% 0.87% 

 
Gambar 6. 

Penjualan Semen di Propinsi Sumatera Utara (2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, pelaku usaha yang cukup dominan di 

Propinsi Kepulauan Riau adalah Terlapor VII dan Terlapor V. Pangsa pasar di 

Sumatera Utara memang fluktuatif namun sejak tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 tidak mengalami perubahan dalam urutan pelaku usaha yang 

menguasai pangsa pasar.------------------------------------------------------------------ 
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D. Propinsi Sumatera Barat---------------------------------------------------------------- 

Penjualan semen di Propinsi Sumatera Barat untuk tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 ditampilkan dalam tabel berikut:------------------------------------------- 

Tabel 82. 
Penjualan Semen di Propinsi Sumatera Barat(2004-2009) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor I 40,392 58,560 49,172 50,256 14,088 30,976 
Terlapor II             
Terlapor III             
Terlapor IV             
Terlapor V             
Terlapor VI             
Terlapor VII 489,720 499,676 451,595 514,602 804,525 727,857 
Terlapor VIII             
Total   558,236 500,767 564,858 818,613 758,833 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi 

Sumatera Barat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 83. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Sumatera Barat(2004-2009) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor VII   89.51% 90.18% 91.10% 98.28% 95.92% 
Terlapor I   10.49% 9.82% 8.90% 1.72% 4.08% 

 

Gambar 7. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Sumatera Barat 

(2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, Terlapor VII hampir memonopoli pasar 

semen di Propinsi Sumatera Barat. Terlapor I dan perusahaan lainnya yang tidak 

masuk dalam pasar di Propinsi Sumatera Barat diduga hanya untuk 

mempertahankan posisi Terlapor VII untuk menjaga harga agar tetap dapat 

dipertahankan dalam level harga yang ditentukan oleh Terlapor VII.--------------- 

E. Propinsi Sumatera Selatan-------------------------------------------------------------- 

Penjualan semen di Propinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 ditampilkan dalam tabel berikut:------------------------------------------- 

Tabel 84. 
Penjualan Semen di Propinsi Sumatera Selatan (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 70,106 69,405 112,391 138,377 154,688 148,555 
Terlapor II   31,419 23,178 44,308.75 73,742.70 95,040.80  
Terlapor III 454,964 460,910 527,487 576,190 677,722 672,278 
Terlapor IV             
Terlapor V             
Terlapor VI             
Terlapor VII 152,782 227,525 160,020 193,785 191,902 213,187 
Terlapor VIII     3,700 12,980 12,286 28,317 
Total   789,259 826,776 965,641 1,110,341 1,157,378 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi 

Sumatera Selatan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 85. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Sumatera Selatan  

(2004-2009) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor III   58.40% 63.80% 59.67% 61.04% 58.09% 
Terlapor VII   28.83% 19.35% 20.07% 17.28% 18.42% 
Terlapor I   8.79% 13.59% 14.33% 13.93% 12.84% 
Terlapor II   3.98% 2.80% 4.59% 6.64% 8.21% 
Terlapor VIII   0.00% 0.45% 1.34% 1.11% 2.45% 
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Gambar 8. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Sumatera Selatan  

(2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 

2009 pergerakan pangsa pasar masing-masing Terlapor di Propinsi Sumatera 

Selatan cenderung konstan dan diduga ada upaya mempertahankan pangsa pasar 

masing-masing.----------------------------------------------------------------------------- 

F. Propinsi Lampung------------------------------------------------------------------------ 

Penjualan semen di Propinsi Lampung untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 

2009 ditampilkan dalam tabel berikut:-------------------------------------------------- 

Tabel 86. 
Penjualan Semen di Propinsi Lampung (2004-2009) 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor I 235,592 227,204 238,011 332,613 356,672 386,124 
Terlapor II   136,582 97,961.96 123,861.72 189,457.45 28,889.65 
Terlapor III 276,238 248,543 245,758 305,346 345,561 294,552 
Terlapor IV             
Terlapor V             
Terlapor VI             
Terlapor VII 94,430 125,950 148,238 134,136 176,417 108,161 
Terlapor VIII   16,468 20,015       
Total   754,747 749,984 895,957 1,068,107 1,017,727 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi 

Lampung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:-- 

Tabel 87. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Lampung (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor III   32.93% 32.77% 34.08% 32.35% 28.94% 
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Terlapor I   30.10% 31.74% 37.12% 33.39% 37.94% 
Terlapor II   18.10% 13.06% 13.82% 17.74% 22.49% 
Terlapor VII   16.69% 19.77% 14.97% 16.52% 10.63% 
Terlapor VIII   2.18% 2.67% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
Gambar 9. 

Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Lampung (2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, persaingan di Propinsi Lampung sangat 

dinamis. Perusahaan saling bersaing untuk dapat meningkatkan pangsa 

pasarnya. ------------------------------------------------------------------------------------ 

G. Propinsi DKI Jakarta------------------------------- ------------------------------------- 

Penjualan semen di Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 ditampilkan dalam tabel berikut:------------------------------------------- 

Tabel 88. 
Penjualan Semen di Propinsi DKI Jakarta (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 1,515,567 1,651,211 1,523,979 1,495,212 1,661,580 1,401,198 
Terlapor II   389,992 315,108 437,154 422,608    342,829  
Terlapor III             
Terlapor IV 478,058 517,413 555,566 414,676 410,707 481,008 
Terlapor V             
Terlapor VI 23,969 14,175 16,538 20,435 6,420 12,634 
Terlapor VII 496,450 418,153 498,261 480,965 435,920 487,293 
Terlapor VIII   48,593   16,111 118,176 233,522 
Total   3,039,537 2,909,452 2,864,553 3,055,411 2,958,484 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi DKI 

Jakarta sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:----- 

 



 

Halaman 67 dari 425 
 

  S A L I N A N 

Tabel 89. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi DKI Jakarta (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I   54.32% 52.38% 52.20% 54.38% 47.36% 
Terlapor IV   17.02% 19.10% 14.48% 13.44% 16.26% 
Terlapor VII   13.76% 17.13% 16.79% 14.27% 16.47% 
Terlapor II   12.83% 10.83% 15.26% 13.83% 11.59% 
Terlapor VIII   1.60% 0.00% 0.56% 3.87% 7.89% 

 
Gambar 10. 

Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi DKI Jakarta (2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diduga terjadi upaya untuk menjaga pangsa 

pasar Terlapor I tetap stabil meskipun perusahaan-perusahaan lain memiliki 

kemampuan pasokan dan harga untuk dapat bersaing dengan Terlapor I.---------- 

H. Propinsi Jawa Barat---------------------------------------------------------------------- 

Penjualan semen di Propinsi Jawa Barat untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 

2009 ditampilkan dalam tabel berikut:-------------------------------------------------- 

Tabel 90. 
Penjualan Semen di Propinsi Jawa Barat (2004-2009) 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor I 2,696,780 2,733,429 2,876,802 2,814,170 3,133,481 3,100,727 
Terlapor II   1,654,750 1,481,011 1,668,570 1,809,068 1,836,626  
Terlapor III             
Terlapor IV 1,161,923 1,341,903 1,089,089 849,405 1,058,340 1,173,150 
Terlapor V             
Terlapor VI             
Terlapor VII 68,832 108,520 102,208 150,533 139,245 184,826 
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Terlapor VIII             
Total   5,838,602 5,549,110 5,482,678 6,140,134 6,295,329 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi Jawa 

Barat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:------- 

Tabel 91. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Jawa Barat (2004-2009) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor I   46.82% 51.84% 51.33% 51.03% 49.25% 
Terlapor II   28.34% 26.69% 30.43% 29.46% 29.17% 
Terlapor IV   22.98% 19.63% 15.49% 17.24% 18.64% 
Terlapor VII   1.86% 1.84% 2.75% 2.27% 2.94% 

 
Gambar 11. 

Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Jawa Barat (2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diduga terjadi upaya untuk menjaga pangsa 

pasar para Terlapor di Propinsi Jawa Barat meskipun terdapat 2 (dua) Terlapor 

yang memiliki pabrik di propinsi tersebut .--------------------------------------------- 

I. Propinsi Banten---------------------------------------------------------------------------- 

Penjualan semen di Propinsi Banten untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 

2009 ditampilkan dalam tabel berikut:-------------------------------------------------- 

Tabel 92. 
Penjualan Semen di Propinsi Banten (2004-2009) 

 
  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 907,248 918,892 780,444 976,213 1,084,842 1,001,730 
Terlapor II   383,000 313,503.67 385,409.04 443,265.73 362,907.65  
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Terlapor III 88,911 94,511 66,633 44,930 3,462 18,404 
Terlapor IV 1,079,065 499,962 457,983 325,071 350,015 328,709 
Terlapor V             
Terlapor VI             
Terlapor VII 67,172 107,308 161,383 157,726 225,743 251,134 
Terlapor 
VIII 

  97,800 128,656 107,679 40,385 1,330 

Total   2,101,473 1,908,603 1,997,028 2,147,713 1,964,215 
 

Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi Banten 

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:--------------- 

Tabel 93. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Banten (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I   43.73% 40.89% 48.88% 50.51% 51.00% 
Terlapor IV   23.79% 24.00% 16.28% 16.30% 16.73% 
Terlapor II   18.23% 16.43% 19.30% 20.64% 18.48% 
Terlapor VII   5.11% 8.46% 7.90% 10.51% 12.79% 
Terlapor III   4.50% 3.49% 2.25% 0.16% 0.94% 
Terlapor VIII   4.65% 6.74% 5.39% 1.88% 0.07% 

 
Gambar 12. 

Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Banten (2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diduga terjadi upaya untuk menjaga pangsa 

pasar Terlapor I tetap stabil meskipun perusahaan-perusahaan lain memiliki 

kemampuan pasokan dan harga untuk dapat bersaing dengan Terlapor I.---------- 

J. Propinsi Jawa Tengah-------------------------------------------------------------------- 

Penjualan semen di Propinsi Jawa Tengah untuk tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 ditampilkan dalam tabel berikut:------------------------------------------- 



 

Halaman 70 dari 425 
 

  S A L I N A N 

Tabel 94. 
Penjualan Semen di Propinsi Jawa Tengah (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 1,277,071 1,297,225 1,476,173 1,601,375 1,923,625 1,989,351 
Terlapor II   1,045,025 784,781 931,313 917,691 1,027,845  
Terlapor III             
Terlapor IV 1,079,065 1,103,587 1,313,567 1,230,834 1,383,291 1,551,608 
Terlapor V             
Terlapor VI 42,435 26,369 17,187 15,259 8,282 1,345 
Terlapor VII 87,186 115,661 95,734 97,259 71,335 77,306 
Terlapor VIII             
Total   3,587,867 3,687,442 3,876,040 4,304,224 4,647,455 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi Jawa 

Tengah sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:----- 

Tabel 95. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Jawa Tengah (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I   36.16% 40.03% 41.31% 44.69% 42.81% 
Terlapor IV   30.76% 35.62% 31.75% 32.14% 33.39% 
Terlapor II   29.13% 21.28% 24.03% 21.32% 22.12% 
Terlapor VII   3.22% 2.60% 2.51% 1.66% 1.66% 
Terlapor VI   0.73% 0.47% 0.39% 0.19% 0.03% 

 
Gambar 13. 

Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Jawa Tengah (2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diduga terjadi upaya untuk menjaga pangsa 

pasar Terlapor I tetap stabil meskipun perusahaan-perusahaan lain memiliki 

kemampuan pasokan dan harga untuk dapat bersaing dengan Terlapor I.---------- 
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K.  Propinsi Jawa Timur--------------------------------------------------------------------- 

Penjualan semen di Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 ditampilkan dalam tabel berikut:------------------------------------------- 

Tabel 96. 
Penjualan Semen di Propinsi Jawa Timur (2004-2009) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor I 543,294 574,286 734,721 708,183 648,945 607,666 
Terlapor II   393,585 388,721 436,039 506,714    494,481  
Terlapor III             
Terlapor IV 3,186,036 3,320,765 3,158,020 3,351,706 3,704,372 3,860,725 
Terlapor V             
Terlapor VI             
Terlapor VII             
Terlapor VIII   183,717 167,454 126,745 112,643 170,550 
Total   4,472,353 4,448,916 4,622,673 4,972,674 5,133,422 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi Jawa 

Timur sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:------ 

Tabel 97. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Jawa Timur (2004-2009) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor IV   74.25% 70.98% 72.51% 74.49% 75.21% 
Terlapor I   12.84% 16.51% 15.32% 13.05% 11.84% 
Terlapor II   8.80% 8.74% 9.43% 10.19% 9.63% 
Terlapor VIII   4.11% 3.76% 2.74% 2.27% 3.32% 

 
Gambar 14. 

Struktur Penguasaan Pangsa Pasar di Propinsi Jawa Timur (2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diduga terjadi upaya untuk menjaga pangsa 

pasar Terlapor IV tetap stabil meskipun perusahaan-perusahaan lain memiliki 

kemampuan pasokan dan harga untuk dapat bersaing dengan Terlapor IV.-------- 

L.  Propinsi Sulawesi Selatan ---------------------------------------------------------------   

Penjualan semen di Propinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 ditampilkan dalam tabel berikut; -------------------------------------------    

Tabel 98. 
Penjualan Semen di Propinsi Sulawesi Selatan(2004-2009) 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor I 50,750 53,350 58,652 82,900 107,123 118,983 
Terlapor II                  3,250  
Terlapor III             
Terlapor IV             
Terlapor V             
Terlapor VI 566,050 603,597 647,832 668,775 905,266 1,058,161 
Terlapor VII             
Terlapor VIII   237,099 257,272 254,940 361,180 482,252 
Total   894,046 963,756 1,006,615 1,373,569 1,662,646 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi 

Sulawesi Selatan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Tabel 99. 
              Struktur Penguasaan Pangsa Pasar Di Propinsi Sulawesi Selatan 

(2004-2009) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor VI   67.51% 67.22% 66.44% 65.91% 63.64% 
Terlapor VIII   26.52% 26.69% 25.33% 26.30% 29.01% 
Terlapor I   5.97% 6.09% 8.24% 7.80% 7.16% 
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Gambar 15. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar Di Propinsi Sulawesi Selatan  

(2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diduga terdapat upaya untuk menjaga 

pasokan untuk mempertahankan pangsa pasar meskipun terdapat perusahaan 

yang dapat bersaing di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. -------------------------  

M. Propinsi Kalimantan Timur-------------------------- ---------------------------------- 
 

Penjualan semen di Propinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:--------------------------------------------- 

Tabel 100. 
Penjualan Semen Di Propinsi Kalimantan Timur (2004-2009) 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor I 111,650 118,179 109,136 146,875 195,946 146,562 
Terlapor II     17,072.50 37,524.50 62,769 39,694.50  
Terlapor III             
Terlapor IV 109,879 99,298 90,366 65,528 109,359 167,746 
Terlapor V             
Terlapor VI 405,972 404,205 437,200 484,578 470,889 528,586 
Terlapor VII             
Terlapor VIII   55,954 50,968 60,361 93,742 98,166 
Total   677,636 704,743 794,867 932,705 980,755 

 
Berdasarkan tabel di atas, struktur penguasaan pangsa pasar di Propinsi 

Kalimantan Timur sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut--------------------------------------------- -------------------------------------------  
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Tabel 101. 
Struktur Penguasaan Pangsa Pasar Di Propinsi Kalimantan Timur 

(2004-2009) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Terlapor VI   59.65% 62.04% 60.96% 50.49% 53.90% 
Terlapor I   17.44% 15.49% 18.48% 21.01% 14.94% 
Terlapor IV   14.65% 12.82% 8.24% 11.72% 17.10% 
Terlapor VIII   8.26% 7.23% 7.59% 10.05% 10.01% 
Terlapor II   0.00% 2.42% 4.72% 6.73% 4.05% 

 
       Gambar 16. 

Struktur Penguasaan Pangsa Pasar Di Propinsi Kalimantan Timur 
(2004-2009) 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diduga terdapat upaya mempertahankan 

pangsa pasar Terlapor I di Propinsi Kalimantan Timur------------------------------- 

 

II.  Analisa Pasokan------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Pasokan semen adalah seluruh semen yang diproduksi oleh  seluruh perusahaan yang 

terdapat dalam pasar tersebut. Tabel di bawah ini menunjukkan selisih antara produksi 

dan penjualan secara nasional.--------------------------------------------------------------------- 

Tabel 102. 
Selisih Antara Produksi Dan Penjualan Secara Nasional 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 1,432,094 1,538,761 811,932 746,986 493,543 216,957 
Terlapor II   803,550 456,013 615,099 591,946 760,904 
Terlapor III 2,630 1,399 -4,053 -5,651 8,394 5,492 
Terlapor IV -814,569 38,961 622,244 737,482 524,186 91,052 
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Terlapor V             
Terlapor VI -32,584 -45,008 -598,545 -128,520 63,654 -235,629 
Terlapor VII   100,468 -44,440 -929,420 -187,201 -151,316 
Terlapor VIII   -49,440 15,550 -9,368 -20,310 -311,174 

 
 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki pasokan yang 

cukup untuk mengambil alih pangsa pasar Terlapor lain yang produksinya lebih kecil 

dibandingkan dengan penjualannya. Hal ini duga terdapat upaya pengaturan pasokan di 

masing-masing wilayah propinsi dan untuk tetap menjaga pasar yang telah dibangun 

sebelumnya.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
III.  Analisa Harga Paralel----------------------------------------------------------------------------- 
 

Berikut adalah biaya per ton untuk semua jenis semen yang diproduksi. Perhitungan 

Biaya prodksi per ton di dasarkan pada volume produksi dan beban pokok pendapatan 

(cost of goods sold/COGS) kecuali Terlapor IV yang telah memberikan perhitungan 

biaya per ton.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 103. 
Biaya Per Ton Semua Jenis Semen Diproduksi (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I       
Terlapor II       
Terlapor III       
Terlapor IV       
Terlapor V       
Terlapor VI       
Terlapor VII       
Terlapor VIII       
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Gambar 17. 
Biaya Per Ton Semua Jenis Semen Diproduksi (2004-2009) 

 

 
 
 
 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, maka Terlapor IV memiliki beban biaya per ton 

yang paling rendah. Urutan biaya per ton untuk setiap tahunnya dari yang paling 

rendah adalah sebagai berikut:------------------------------------------------------------------ 

Tahun 2004---------------------------------------------------------------------------------------- 

Gambar 18. 
Beban Biaya Per Ton 
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Tahun 2005--------------------------------------------------------------------------------------- 

Gambar 19. 
Beban Biaya Per Ton 
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Tahun 2006--------------------------------------------------------------------------------------- 

Gambar 20. 
Beban Biaya Per Ton 
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Tahun 2007--------------------------------------------------------------------------------------- 

Gambar 21. 
Beban Biaya Per Ton 
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Tahun 2008-------------------------------------------------------------------------------------- 

Gambar 22. 
Beban Biaya Per Ton 
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Terlapor VIII  

Terlapor V   
 

 
 

Tahun 2009-------------------------------------------------------------------------------------- 

Gambar 23. 
Beban Biaya Per Ton 

 2009 

Terlapor IV  

Terlapor I  

Terlapor III  

Terlapor VIII  

Terlapor VII  

Terlapor VI  

Terlapor V  

Terlapor II   
 

 
Berdasarkan perbandingan biaya per ton di atas, maka dalam kurun 2004 sampai 

dengan tahun 2009, Terlapor IV memiliki biaya per ton paling rendah.  Terlapor V 

dan Terlapor VIII tidak kompetitif untuk memasarkan hasilnya di luar wilayah 

produksinya. Dengan memperhatikan biaya produksi per tonnya, maka berikut akan 

ditampilkan harga jual loco pabrik untuk melihat pergerakan harga jual. ---------------- 
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A. Propinsi Daerah Istimewa Aceh-------------------------------------------------------- 

Gambar 24. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi Daerah Istimewa Aceh 
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B. Propinsi Sumatera Utara---------------------------------------------------------------- 

Gambar 25. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi Sumatera Utara 
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C. Propinsi Sumatera Barat---------------------------------------------------------------- 

               Gambar 26. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi Sumatera Barat 

 

 
 

D. Propinsi Sumatera Selatan--------------------------------------------------------------------- 

       Gambar 27. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi Sumatera Selatan 
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E. Propinsi Lampung------------------------------------------------------------------------------- 

Gambar 28. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi lampung 

 

 
 

 

F. Propinsi DKI Jakarta------------------------------- -------------------------------------------- 

     Gambar 29. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi DKI Jakarta 
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G. Propinsi Jawa Barat----------------------------------------------------------------------------- 

    Gambar 30. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi Jawa Barat 

 

 
 

H. Propinsi Banten---------------------------------------------------------------------------------- 

     Gambar 31. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi Banten 
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I.  Propinsi Jawa Tengah-------------------------------------------------------------------------- 

    Gambar 32. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi Jawa Tengah 

 

 
 

J. Propinsi Jawa Timur---------------------------------------------------------------------------- 

             Gambar 33. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi JawaTimur 
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K.  Propinsi Sulawesi Selatan---------------------------------------------------------------------- 

      Gambar 34. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi Sulawesi Selatan 

 

 
 

L. Propinsi Kalimantan Timur-------------------------- ----------------------------------------- 

             Gambar 35. 
Harga Jual Loco Pabrik Propinsi Kalimantan Timur 

 

 
 

Berdasarkan analisa pergerakan harga untuk beberapa propinsi yang menjadi wilayah 

pemasaran untuk masing-masing Terlapor dibandingkan dengan biaya per ton, terlihat 

bahwa pergerakan harga hampir bersamaan dan paralel serta dengan selisih harga 

yang relatif tipis bahkan untuk daerah-daerah diluar wilayah pabrik/pelabuhan. Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam hal harga, tidak linier dengan biaya per ton sehingga 

di duga terdapat upaya untuk mengatur harga sehingga masing-masing perusahaan 

tetap dapat mempertahankan pangsa pasar dan kelangsungan usaha pesaingnya.------- 
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IV.  Analisa Keuangan---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Analisa terhadap kemampuan keuangan perusahaan dimaksudkan untuk melihat 

seberapa besar keuntungan (profit) yang diperoleh suatu perusahaan setiap tahunnya. 

Penentuan besaran keuntungan (profit) ini untuk melihat apakah tujuan dari kartel yaitu 

memaksimalkan keuntungan terjadi dalam perkara ini.---------------------------------------- 

 
Terlapor I----------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Laporan keuangan Terlapor I tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 104. 
Laporan keuangan Terlapor I (2004-2009) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pendapatan bersih       

Beban Pokok Pendapatan       

Beban usaha       

Total beban       

Laba Kotor       

Laba Usaha       

EBIT       

Laba Bersih       

 
Keuntungan (profit) Terlapor I dapat dihitung berdasarkan rumus:------------- 

 
π = TR –TC 

 
π    = Keuntungan (profit) 
TR = Pendapatan Total (Total Revenue) 
TC = Biaya Total (Total Cost) 

 
Berdasarkan rumus di atas, maka keuntungan Terlapor I ditunjukkan oleh laba usaha. 

Prosentase besarnya keuntungan dibandingkan dengan total biaya adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 105. 
Prosentase Keuntungan Terlapor I (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% Keuntungan  22,68% 28,54% 20,52% 27,95% 36,15% 54,18% 
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Berdasarkan tabel di atas, tingkat keuntungan Terlapor I cukup tinggi untuk tahun 

2005, 2007, 2008 dan 2009.  tingkat keuntungan yang cukup tinggi tersebut didukung 

oleh indikator kinerja keuangan yang cukup tinggi untuk tahun-tahun tersebut 

sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.---------------------------------------------- 

Tabel 106. 
Indikator Kinerja Keuangan Terlapor I 

 

 
Margi
n Laba 
Kotor 

Margin 
Laba 
Usaha 

Margin Laba 
Sebelum 

Beban Pajak 
Penghasilan 

Margin 
Laba Bersih 

Basic 
Earning 
Power 

Contri
bution 
Margi

n 

ROA ROI EBITDA 
margin 

2004 32.91% 18.49% 3.84% 2.37% 1.77% 32.91% 1.09% 2.30% 3.84% 

2005 36.52% 22.20% 20.97% 14.78% 10.81% 36.52% 7.62% 14.21% 20.97% 

2006 34.21% 17.03% 13.52% 9.25% 8.69% 34.21% 5.95% 9.43% 13.52% 

2007 37.88% 21.85% 19.71% 13.73% 14.12% 37.88% 9.83% 14.19% 19.71% 

2008 42.57% 26.55% 24.42% 18.33% 20.85% 42.57% 15.65% 20.54% 24.42% 

2009 48.64% 35.14% 36.24% 26.22% 28.30% 48.64% 20.47% 25.23% 36.24% 

 
 

Terlapor II---------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Laporan keuangan Terlapor II tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 107. 
Laporan keuangan Terlapor II (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan Bersih       

Beban Pokok Penjualan       

Laba Kotor       

Beban Usaha       

Total Beban       

Laba Usaha       

Laba Sebelum Beban Pajak 
Penghasilan 

      

Laba Bersih       

 
Keuntungan (profit) Terlapor II dapat dihitung berdasarkan rumus:------------------------- 

 
π = TR –TC 

 
π    = Keuntungan (profit) 
TR = Pendapatan Total (Total Revenue) 
TC = Biaya Total (Total Cost) 
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Berdasarkan rumus di atas, maka keuntungan Terlapor II ditunjukkan oleh laba usaha. 

Prosentase besarnya keuntungan dibandingkan dengan total biaya adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 108. 
Prosentase Keuntungan Terlapor II (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% Keuntungan  -21.13% 5.91% 3.02% 20.46% 30.44% - 
 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2008, Terlapor II mencatat keuntungan yang 

cukup tinggi. Tahun 2005, meskipun keuntungannya kecil, namun terdapat lonjakan 

yang cukup tinggi, yaitu awalnya keuntungan pada tahun 2004 negatif (- 21,13%) 

menjadi positif. Dan sejak tahun 2007 mencatat keuntungan yang cukup baik dan 

meningkat cukup tinggi pada tahun 2008. tingkat keuntungan yang cukup tinggi 

tersebut didukung oleh indikator kinerja keuangan yang cukup tinggi sebagaimana 

tercantum dalam tabel di bawah ini--------------------------------------------------------------- 

Tabel 109. 
Indikator Kinerja Keuangan Terlapor II 

 

 

Margi
n dari 
Laba 
Kotor 

Margi
n Laba 
Usaha 

Margin dari 
Laba/Rugi 
Sebelum 
Beban 
Pajak 

Margin 
Laba 
Bersih 

Basic 
Earning 
Power 

Contribu
tion 

Margin 
ROA ROI EBITDA 

margin 

2004 8.11% -2.18% -22.81% -22.81% -6.25% 8.11% -6.52% -20.70% -22.81% 

2005 14.82% 5.58% -5.56% -10.63% -2.40% 14.82% -3.90% -13.53% -5.56% 

2006 21.28% 2.93% 11.48% 9.14% 4.21% 21.28% 3.35% 9.89% 11.48% 

2007 34.54% 16.98% 7.87% 6.68% 3.59% 34.54% 3.05% 8.43% 7.87% 

2008 40.73% 23.33% 7.97% 7.27% 4.31% 40.37% 3.93% 10.34% 7.97% 

2009                   

 
 

Terlapor III--------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Laporan keuangan Terlapor III tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 110. 
Laporan keuangan Terlapor III (2004-2009) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan Bersih       

Beban Pokok 
Penjualan 

      

Beban usaha       

Total Beban       
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Laba Kotor       

Laba Usaha       

EBIT       

Laba Bersih       

 
Keuntungan (profit) Terlapor III dapat dihitung berdasarkan rumus:------------------------ 

 
π = TR –TC 

 
π    = Keuntungan (profit) 
TR = Pendapatan Total (Total Revenue) 
TC = Biaya Total (Total Cost) 

 
Berdasarkan rumus di atas, maka keuntungan Terlapor III ditunjukkan oleh laba usaha. 

Prosentase besarnya keuntungan dibandingkan dengan total biaya adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 111. 
Prosentase Keuntungan Terlapor III (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% Keuntungan  17.39% 21.13% 15.63% 17.86% 37.00% 43.69% 
 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2008 dan 2009, Terlapor III mencatat keuntungan 

yang cukup tinggi. Tingkat keuntungan yang cukup tinggi tersebut didukung oleh 

indikator kinerja keuangan yang cukup tinggi sebagaimana tercantum dalam tabel di  

bawah ini---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 112. 
Indikator Kinerja Keuangan Terlapor III 

 

 
Margin 
Laba 
Kotor 

Margin 
dari Laba 

Usaha 

Margin 
laba 

sebelum 
pajak 

Margin 
Laba 
Bersih 

Contribution 
Margin 

ROA ROI EBITDA 
margin 

2004 26.95% 14.81% 1.99% 1.07% 24.95% 0.70% 3.38% 1.99% 

2005 29.23% 17.44% 7.13% 4.28% 29.23% 3.10% 13.57% 7.13% 

2006 26.97% 13.52% 7.84% 4.99% 26.97% 4.18% 17.22% 7.84% 

2007 26.34% 15.15% 9.03% 5.75% 26.34% 5.49% 19.69% 9.03% 

2008 37.37% 27.01% 24.81% 17.12% 37.37% 18.21% 46.01% 24.81% 

2009 46.06% 30.41% 30.58% 21.90% 43.06% 25.47% 43.42% 30.58% 

 
Terlapor IV---------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Laporan keuangan Terlapor IV tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tabel 113. 
Laporan keuangan Terlapor IV (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan 
Bersih 

      

Biaya 
Produksi 

      

Beban 
Pokok 
Penjualan 

      

Total Beban       

Laba Kotor       

Laba Usaha       

EBITDA       

Laba Bersih 346,773,707,000 710,337,950,000 832,579,629,000 1,168,228,282,000 1,706,553,430,000 2,309,340,759,000 

 
Keuntungan (profit) Terlapor IV dapat dihitung berdasarkan rumus:------------------------ 

 
π = TR –TC 

 
π    = Keuntungan (profit) 
TR = Pendapatan Total (Total Revenue) 
TC = Biaya Total (Total Cost) 

 
Berdasarkan rumus di atas, maka keuntungan Terlapor IV ditunjukkan oleh laba usaha. 

Prosentase besarnya keuntungan dibandingkan dengan total biaya adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 114. 
Prosentase Keuntungan Terlapor IV (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% Keuntungan  24.14% 35.46% 32.29% 44.36% 53.84% 59.33% 
 

Berdasarkan tabel di atas, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Terlapor IV 

mencatat keuntungan yang cukup tinggi. Meskipun tahun 2006 keuntungan mengalami 

penurunan, namun masih cukup tinggi. Tingkat keuntungan yang cukup tinggi tersebut 

didukung oleh indikator kinerja keuangan yang cukup tinggi sebagaimana tercantum 

dalam tabel di bawah ini---------------------------------------------------------------------------- 

Tabel 115. 
Indikator Kinerja Keuangan Terlapor IV 

 
  margin 

laba 
kotor 

margin 
laba 

usaha 

margin 
sebelum 
pajak 

margin 
laba 

bersih 

Basic 
Earning 
Power 

Contribu
tion 

Margin 

ROA ROI EBITDA 
margin 

2004 40.97% 19.45% 16.01% 10.69% 10.51% 40.97% 7.02% 9.52% 16.01% 
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2005 48.62% 26.18% 24.92% 17.32% 17.91% 48.62% 12.44% 15.90% 24.92% 

2006 47.87% 24.41% 25.76% 18.27% 18.91% 47.87% 13.42% 15.14% 25.76% 

2007 52.25% 30.68% 33.35% 23.54% 22.44% 52.25% 15.84% 17.63% 33.35% 

2008 55.81% 35.00% 37.18% 26.45% 26.15% 55.81% 18.61% 21.15% 37.18% 

2009 58.93% 37.24% 40.69% 29.51% 27.49% 58.93% 19.94% 22.65% 40.69% 

 

Terlapor V----------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Laporan keuangan Terlapor V tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 116. 
Laporan keuangan Terlapor V (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan 
Bersih 

      

Beban Pokok 
Penjualan 

      

Beban Usaha       

Total Beban       

Laba Kotor       

Laba Usaha       

EBIT       

Laba Bersih       

 

Keuntungan (profit) Terlapor V dapat dihitung berdasarkan rumus:------------------------- 

 
π = TR –TC 

 
π    = Keuntungan (profit) 
TR = Pendapatan Total (Total Revenue) 
TC = Biaya Total (Total Cost) 

 
Berdasarkan rumus di atas, maka keuntungan Terlapor V ditunjukkan oleh laba usaha. 

Prosentase besarnya keuntungan dibandingkan dengan total biaya adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 117. 
Prosentase Keuntungan Terlapor V (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% Keuntungan  26.22% -2.64% 2.71% 5.96% 12.44% - 
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Berdasarkan tabel di atas, hanya pada tahun 2004 keuntungan Terlapor V cukup tinggi. 

Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 keuntungan Terlapor V cukup rendah. 

Namun keuntungan yang rendah ini perlu dikaitkan dengan beban biaya per ton yang 

cukup tinggi untuk dapat bersaing dengan pesaingnya di pasar bersangkutan yang sama 

sehingga belum dapat menggambarkan Terlapor V bukan merupakan bagian dari 

pelaku usaha yang melakukan kartel. Indikator kinerja keuangan Terlapor V adalah 

sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini----------------------------------------------- 

Tabel 118. 
Indikator Kinerja Keuangan Terlapor V 

 

 
Margin 
Laba 
Kotor 

Margin 
Laba 
Usaha 

Margin Laba 
Bersih 

Basic 
Earning 
Power 

ROA ROI EBITDA 
Margin 

2004 46.86% 20.78% 5.07%  6.05% -68.26%  

2005 8.03% -2.71% -36.82%  -
33.21% 

83.51%  

2006 10.12% 2.64% 50.13% 49.24% 40.81% 66.57%  

2007 11.38% 5.63% 2.87% 2.97% 2.11% 2.57%  

2008 14.54% 11.07% 3.51% 3.03% 1.88% 4.05%  

2009 11.47%       

 
 

Terlapor VI---------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Laporan keuangan Terlapor VI tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 119. 
Laporan keuangan Terlapor VI (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan 
Bersih 

      

Beban Pokok 
Penjualan 

      

Beban Usaha       

Total Beban       

Laba Kotor       

Laba Usaha       

EBIT       

Laba Bersih       
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Keuntungan (profit) Terlapor VI dapat dihitung berdasarkan rumus:------------------------ 

 
π = TR –TC 

 
π    = Keuntungan (profit) 
TR = Pendapatan Total (Total Revenue) 
TC = Biaya Total (Total Cost) 

 
Berdasarkan rumus di atas, maka keuntungan Terlapor VI ditunjukkan oleh laba usaha. 

Prosentase besarnya keuntungan dibandingkan dengan total biaya adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 120. 
Prosentase Keuntungan Terlapor VI (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% Keuntungan  15.31% 16.78% 20.17% 20.30% 23.29% 25.90% 
 

Berdasarkan tabel di atas, keuntungan Terlapor VI selalu meningkat meskipun 

keuntungan tidak cukup tinggi, hal ini diduga karena struktur biaya per ton Terlapor VI 

juga cukup tinggi. Indikator kinerja keuangan Terlapor VI adalah sebagaimana 

tercantum dalam tabel di bawah ini--------------------------------------------------------------- 

Tabel 121. 
Indikator Kinerja Keuangan Terlapor VI 

 

 
Margin 
Laba 
Kotor 

Margin 
Laba 
Usaha 

Margin Laba 
Sebelum 

Beban Pajak 
Penghasilan 

Margin 
Laba 

Bersih 

Basic 
Earning 
Power 

Contribution 
Margin ROA ROI 

2004 27.18% 13.28% 10.46% 7.60% 7.84% 27.18% 5.70% 11.28% 

2005 26.23% 14.34% 14.36% 10.30% 12.78% 26.23% 9.17% 16.22% 

2006 29.63% 16.79% 17.30% 12.46% 17.49% 29.63% 12.60% 19.62% 

2007 29.08% 16.88% 17.42% 12.23% 19.66% 29.08% 13.80% 19.56% 

2008 29.73% 18.89% 19.16% 13.35% 22.73% 29.73% 15.85% 23.17% 

2009 31.85% 20.57% 21.46% 15.27% 25.14% 31.85% 17.90% 27.67% 

 
 

Terlapor VII--------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Laporan keuangan Terlapor VII tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tabel 122. 
Laporan keuangan Terlapor VII (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penjualan Bersih       

Beban Pokok Pendapatan       

Beban Usaha       

Total Beban       

Laba Kotor       

Laba Usaha       

Laba Bersih       

 

Keuntungan (profit) Terlapor VII dapat dihitung berdasarkan rumus:----------------------- 

 
π = TR –TC 

 
π    = Keuntungan (profit) 
TR = Pendapatan Total (Total Revenue) 
TC = Biaya Total (Total Cost) 

 
Berdasarkan rumus di atas, maka keuntungan Terlapor VII ditunjukkan oleh laba usaha. 

Prosentase besarnya keuntungan dibandingkan dengan total biaya adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 123. 
Prosentase Keuntungan Terlapor VII (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% Keuntungan  9.72% 12.80% 16.12% 19.42% 21.05% 23.45% 
 

Berdasarkan tabel di atas, keuntungan Terlapor VII selalu meningkat meskipun 

keuntungan tidak cukup tinggi, hal ini diduga karena struktur biaya per ton Terlapor 

VII juga cukup tinggi. Indikator kinerja keuangan Terlapor VII adalah sebagaimana 

tercantum dalam tabel di bawah ini--------------------------------------------------------------- 

Tabel 124. 
Indikator Kinerja Keuangan Terlapor VII 

 

 
Margin 
Laba 
Kotor 

Margin 
Laba Usaha 

Margin 
Laba 
Bersih 

Basic 
Earning 
Power 

Countribtion 
Margin ROA ROI 

2004 21.79% 8.86% 4.32% 5.73% 22,86% 3,60% 8,51% 

2005 23.14% 11.35% 6.23% 11,63% 28,98% 7,81% 16,80% 
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2006 23.41% 13.88% 9.04% 21,05% 36,66% 14,15% 24,28% 

2007 25.20% 16.26% 11.07% 28,33% 43,39% 19,07% 28,98% 

2008 26.58% 17.39% 12.79% 29,31% 42,55% 20,47% 31,23% 

2009 27.92% 18.99% 13.15% 29,10% 42,57% 20,04% 28,06% 

 
 

Terlapor VIII- -------------------------------------------------------------------------------------- 

Laporan keuangan Terlapor VIII tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 125. 
Laporan keuangan Terlapor VIII (2004-2009) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Total Aktiva      

Penjualan Bersih      

Beban Pokok 
Penjualan 

     

Beban Usaha      

Total Beban      

Laba Kotor      

Laba Usaha      

EBIT      

Laba Bersih      

 
Keuntungan (profit) Terlapor VIII dapat dihitung berdasarkan rumus:---------------------- 

 
π = TR –TC 

 
π    = Keuntungan (profit) 
TR = Pendapatan Total (Total Revenue) 
TC = Biaya Total (Total Cost) 

 
Berdasarkan rumus di atas, maka keuntungan Terlapor VIII ditunjukkan oleh laba 

usaha. Prosentase besarnya keuntungan dibandingkan dengan total biaya adalah sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabel 126. 
Prosentase Keuntungan Terlapor VIII (2004-2009) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% Keuntungan    0.66% 5.93% 15.14% 13.25% 11.54% 
 

Berdasarkan tabel di atas, keuntungan Terlapor VIII untuk tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2008 meningkat meskipun tidak tinggi. Tahun 2008 dan tahun 2009 keuntungan 
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Terlapor VIII menurun. Meskipun terjadi penurunan keuntungan, namun hal ini diduga 

karena struktur biaya per ton Terlapor VIII juga cukup tinggi. Indikator kinerja 

keuangan Terlapor VIII adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini--------- 

Tabel 127. 
Indikator Kinerja Keuangan Terlapor VIII 

 

 
Margin 
Laba 
Kotor 

Margin 
Laba 
Usaha 

Margin 
Laba 

Bersih 

Basic 
Earning 
Power 

ROA ROI 
EBITDA 
Margin 

2004        
2005 18.39% 0.65% -21.10% -6.12% -6.12% 31.13% -21.13% 
2006 21.65% 5.60% -11.91% -4.78% -4.24% 17.35% -13.41% 
2007 32.67% 13.15% -13.34% -0.75% -5.75% 19.38% -1.74% 
2008 35.09% 11.70% -9.08% -0.13% -5.50% 14.43% -0.22% 
2009 28.53% 10.35% -1.89% -0.20% -1.04% 2.71% -0.37% 

 
Berdasarkan telaahan keuntungan masing-masing perusahaan, dalam bentuk grafik di 

bawah ini akan di analisa perbandingan trend keuntungan masing-masing perusahaan.-- 

Gambar 36.  

Trend Keuntungan Masing-Masing Perusahaan (2004-2009) 

TREND PROSENTASE KEUNTUNGAN
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Berdasarkan grafik di atas, maka kecuali Terlapor VIII, seluruh Terlapor 

menunjukkan kecenderungan peningkatan keuntungan. Apabila dibandingkan dengan 

beban biaya per ton yang berbeda-beda dan harga jual yang variasinya  sama 

sebagaimana  telah diuraikan dalam butir analisa di atas, maka dapat diduga terjadi 

upaya mengontrol harga dan menetapkan harga pada kisaran tertentu agar semua 

pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.----------------------------- 
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V. Analisa Hukum------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Berdasarkan analisa ekonomi di atas dan dengan fakta-fakta sebagaimana telah 

diuraikan diatas maka:------------------------------------------------------------------------------ 

1. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah produk semen OPC, PCC dan PPC 

dengan wilayah pasar untuk masing-masing propinsi di seluruh wilayah 

Indonesia.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, untuk keseluruhan 

pasar di masing-masing propinsi kecuali propinsi Lampung diduga terjadi upaya 

untuk menjaga pasokan setiap Terlapor untuk tetap mempertahankan dominasi 

pelaku usaha.---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah dianalisa di atas, diduga terjadi upaya 

memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain yang memiliki biaya produksi 

per ton relatif tinggi untuk dapat memasarkan di produknya di wilayah propinsi 

lainnya dengan menjaga harga dalam level yang cukup tinggi.------------------------ 

4. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah dianalisa di atas, dengan beberapa 

pelaku usaha memiliki pasokan yang cukup dan biaya per ton yang cukup rendah 

dibandingkan dengan pesaingnya, terdapat kecenderungan pergerakan harga yang 

sama yang diduga untuk mempertahankan pangsa pasar.------------------------------- 

5. Berdasarkan analisa tentang tingkat keuntungan untuk masing-masing Terlapor 

dan dengan dikaitkan dengan tujuan dari kartel adalah memaksimalkan 

keuntungan, maka dengan memperhatikan perbandingan biaya per ton, sejak 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 diduga terjadi upaya untuk mengatur harga 

pada level yang cukup tinggi untuk mempertahankan tingkat keuntungan.---------- 

6. Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan mempertimbangkan 

adanya rapat-rapat di ASI yang menyajikan laporan realisasi produksi dan 

pemasaran dari masing-masing Terlapor serta adanya presentasi dari pemerintah 

terkait dengan harga dimasing-masing wilayah Ibukota Propinsi. Hal ini diduga 

merupakan fasilitas untuk mengatur pasokan dan menentukan harga.---------------- 

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian mewajibkan pelaku 

usaha melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah dan bukan kepada 

Asosiasi. Permintaan Pemerintah agar Asosiasi Semen Indonesia membantu 
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melaporkan perkembangan kegiatan usaha anggotanya setiap bulan tidak 

menentukan bentuk pelaporan tersebut sehingga rapat-rapat yang dilaksanakan 

oleh ASI diduga hanya sebagai fasilitas untuk mengatur pasokan dan harga.-------- 

 

Kesimpulan---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa diduga terjadi pelanggaran Pasal 5 

ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh: Terlapor I, terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII.---------- 

23. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor 

I , PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk menyampaikan hal-hal sebagai berikut;  

RINGKASAN PEMBELAAN HUKUM ---------------------------------------------------------- 

Di dalam LPHL, Tim Pemeriksa Perkara No. 01/KPPU-I/2010 (“Tim Pemeriksa”) dalam 

bagian Kesimpulan LHPL menyatakan bahwa Terlapor I (dan Para Terlapor lainnya) 

diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 

5/1999.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan fakta ini, terlihat jelas bahwa sampai dengan berakhirnya Pemeriksaan 

Lanjutan, sebenarnya Tim Pemeriksa TIDAK MENEMUKAN  adanya bukti-bukti yang 

sah mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 

5/1999. Sampai dengan berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, yang dapat dilakukan oleh Tim 

Pemeriksa hanyalah melakukan dugaan atau sangkaan, suatu hal yang sudah mereka 

lakukan sejak memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, yang berarti 

bahwa sampai dengan berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan ternyata Tim Pemeriksa tidak 

mengalami kemajuan apapun dalam hal yang berkaitan dengan pembuktian untuk 

membuktikan sangkaannya. ---------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan asas hukum universal, ketika suatu lembaga peradilan dan/atau lembaga 

quasi-judical (seperti misalnya arbitrase ataupun KPPU) tidak menemukan bukti 

mengenai adanya suatu pelanggaran hukum, maka terlepas dari adanya dugaan dan/atau 

indikasi mengenai terjadinya pelanggaran hukum, lembaga peradilan itu (termasuk juga 

KPPU) tidak punya pilihan lain kecuali menyatakan bahwa pihak yang diperiksa tersebut 

tidak bersalah atau tidak melakukan pelanggaran hukum apapun. ------------------------------ 
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Tugas KPPU adalah MELAKSANAKAN  ketentuan undang-undang (UU No. 5/1999), dan 

bukannya membuat undang-undang yang merupakan kewenangan badan legislatif. Oleh 

karena itu, secara yuridis Majelis Komisi hanya boleh memutuskan terjadinya pelanggaran 

terhadap Pasal 5 ayat (1)  UU No.5/1999 jika dapat dibuktikan terpenuhinya unsur-unsur 

berikut ini:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pelaku Usaha;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaing;------------------------------------------------------ 

- Menetapkan harga yang harus dibayar konsumen; ------------------------------------------- 

- Barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang sama. ------------------------------------ 

 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999 hanya dapat dikatakan terbukti 

jika dipenuhi unsur-unsur berikut ini:----------------------------------------------------------------- 

- Pelaku Usaha;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaing;------------------------------------------------------ 

- Maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran 

suatu barang dan/atau jasa;----------------------------------------------------------------------- 

- Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. -- 

Untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 

5/1999, Majelis Komisi harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang secara limitatif 

diatur dalam Pasal 42 UU No.5/1999, yaitu:--------------------------------------------------------- 

a. Keterangan saksi;---------------------------------------------------------------------------------- 

b. Keterangan ahli;----------------------------------------------------------------------------------- 

c. Surat dan/atau dokumen;------------------------------------------------------------------------- 

d.  Petunjuk;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. Keterangan Pelaku Usaha. ----------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas (inzage) yang dilakukan oleh Terlapor I pada 

tanggal 29 Juli 2010, TIDAK ADA ALAT BUKTI  apapun baik berupa: (i) keterangan 

saksi; (ii) keterangan ahli; (iii) surat atau dokumen; dan (iv) keterangan pelaku usaha yang 

membuktikan bahwa Terlapor I dan Para Terlapor lainnya telah mengadakan perjanjian 

untuk menentukan harga dan/atau membentuk kartel sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 

ayat (1) maupun Pasal 11 UU No. 5/1999. ---------------------------------------------------------- 
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Mengenai alat bukti “Petunjuk”, penjelasan Pasal 42 UU No.5/1999 hanya menyatakan 

“cukup jelas”. Mengingat UU No. 5/1999 tidak memberikan penjelasan yang memadai 

mengenai alat bukti “Petunjuk”, maka makna dari alat bukti Petunjuk ini harus dicari lewat 

penafsiran hukum sistematik, yaitu dengan melihat pada arti alat bukti Petunjuk pada 

ketentuan hukum Indonesia lainnya. Penjelasan mengenai alat bukti Petunjuk ini ternyata 

dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(“KUHAP ”). Pasal 188 ayat (1) KUHAP mendefinisikan alat bukti Petunjuk sebagai 

berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara 

yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa 

telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. ------------------------------------------ 

Selanjutnya Pasal 188 ayat (2) KUHAP mengatur:------------------------------------------------- 

“Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: (a). 

keterangan saksi; (b) surat; (c) keterangan terdakwa”. ------------------------------------------- 

Jadi, berdasarkan penafsiran hukum sistematik, Majelis Komisi hanya diperkenankan 

untuk menggunakan alat bukti Petunjuk atau alat bukti tidak langsung (indirect evidence) 

sepanjang petunjuk itu diperoleh dari alat bukti lainnya berupa: (i) keterangan saksi; (ii) 

keterangan ahli; (iii) keterangan pelaku usaha; dan (iv) bukti surat. ----------------------------- 

Mengenai nilai pembuktian dari bukti Petunjuk, banyak ahli hukum yang meragukan 

obyektivitas putusan yang didasarkan pada alat bukti yang tidak langsung semacam ini. M. 

Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” (Penerbit 

Sinar Grafika, 1985, hal. 291) secara tepat menyatakan sebagai berikut:------------------------ 

“Agak sulit menjelaskan pengertian alat bukti petunjuk secara konkret. Bahkan dalam 

praktek peradilanpun, sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Kekuranghati-

hatian mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang 

pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan itu lebih dekat 

kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut 

didominasi oleh penilaian subyektif yang berlebihan....“.  (diberi huruf tebal untuk 

memberikan penekanan). ------------------------------------------------------------------------------- 
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Pada kasus ini, berdasarkan kajian Terlapor I terhadap isi LPHL, dapat disimpulkan bahwa 

Tim Pemeriksa menduga adanya perjanjian diantara Para Terlapor untuk menetapkan 

harga dan/atau membentuk kartel semata-mata hanya berdasarkan petunjuk yang didapat 

dari: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(i)  alat bukti tertulis berupa absensi atau bukti kehadiran para Terlapor dalam rapat-rapat 

Asosiasi Semen Indonesia (“ASI“); dan  ------------------------------------------------------ 

(ii)  keterangan para pelaku usaha Terlapor bahwa mereka menjadi anggota ASI dan 

memberikan data produksi mereka kepada ASI.  -------------------------------------------- 

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Tim Pemeriksa, Terlapor I berpendapat bahwa jika 

berdasarkan alat bukti di atas Tim Pemeriksa lantas mengambil kesimpulan bahwa terdapat 

perjanjian penetapan harga dan/atau pembentukan kartel, maka penarikan kesimpulan ini 

adalah KELIRU,  karena tidak ada relevansi antara premis-premis yang ada dengan 

kesimpulan yang dihasilkan (irrelevance conclusion).  Bukti tertulis berupa daftar hadir 

dan keterangan pelaku usaha hanya menjadi bukti bahwa para Terlapor mengikuti rapat-

rapat Presidium ASI dan Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis, dan bukannya membuktikan 

adanya perjanjian untuk menetapkan harga dan/atau membentuk kartel. ----------------------- 

Dalam LPHL halaman 87 disebutkan bahwa:   ----------------------------------------------------- 

“Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan mempertimbangkan 

adanya rapat-rapat di ASI yang menyajikan laporan realisasi produksi dan pemasaran 

dari masing-masing Terlapor serta adanya presentasi dari pemerintah terkait dengan 

harga di masing-masing wilayah ibukota propinsi. Hal ini diduga merupakan fasilitas 

untuk mengatur pasokan dan menentukan harga“. ------------------------------------------------- 

 

Dugaan semacam ini adalah tidak tepat, karena fungsi ASI adalah semata-mata untuk 

membantu pemerintah dalam menyediakan data mengenai produksi, pemasaran, dan stok 

semen nasional kepada Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, tidak ada satupun 

bukti  yang menunjukkan rapat ASI yang mana, kapan serta dihadiri siapa saja yang 

membahas mengenai penetapan harga dan/atau kartel. Kalaupun diasumsikan bahwa 

dugaan KPPU adalah beralasan, (meskipun jelas tidak), sangat disayangkan bahwa KPPU 

tidak melakukan tindakan koreksi berupa saran ataupun pertimbangan apapun kepada 

Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Perindustrian untuk mencegah 
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digunakannya ASI untuk hal-hal yang melanggar hukum meskipun tanpa disengaja. 

Padahal, sesuai ketentuan Pasal 35 (e)  UU No. 5/1999, salah satu tugas KPPU adalah  

“memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan 

dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat“. ----------------------------- 

Jika selama ini KPPU membiarkan saja tindakan Pemerintah yang menggunakan ASI 

sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi mengenai produksi, pemasaran, dan stok 

semen nasional, maka KPPU dapat dianggap melalaikan tugasnya, atau lebih parah lagi 

“menjebak“ Pemerintah dan khususnya para produsen semen untuk “melakukan 

pelanggaran“ guna kemudian ditangkap dan dihukum. -------------------------------------------- 

Sekiranya Tim Pemeriksa akan menggunakan fakta bahwa setiap kali Terlapor I menaikkan 

harga jual semennya maka beberapa hari atau minggu kemudian para Terlapor lainnya juga 

akan menaikkan harga produknya sebagai bukti tidak langsung (indirect evidence atau 

circumstantial evidence ) akan adanya kartel, maka Terlapor I mohon dengan hormat agar 

Majelis Komisi mempelajari dengan cermat Policy Brief yang dikeluarkan oleh OECD 

pada bulan Juni 2007 mengenai  “Prosecuting Cartels Without Direct Evidence of 

Agreement“.  Di dalam OECD Policy Brief itu dibahas:------------------------------------------- 

“ Is evidence of parallel conduct by competitors sufficient to prove an agreement? No. In 

almost every country it is not sufficient simply to show that competitors acted in parallel 

fashion, because such conduct could be consistent either with agreement or with 

independent action taken by each competitor unilaterally……”. (diberi penekanan dengan 

huruf tebal).  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

[Terjemahan Bebas: Apakah tingkah laku paralel oleh para pesaing cukup untuk 

membuktikan adanya perjanjian? Tidak . Di hampir setiap Negara adalah tidak cukup 

hanya dengan menunjukkan  bahwa para pesaing bertingkah laku secara paralel, karena 

tingkah laku semacam itu dapat konsisten dengan adanya perjanjian atau dengan tindakan 

independen  yang dilakukan oleh setiap pesaing secara sepihak]. --------------------------- 

Jadi, hampir di semua negara adanya tingkah laku yang paralel (misalnya: kenaikan harga) 

tidak cukup untuk digunakan sebagai bukti tidak langsung mengenai adanya kartel 

ataupun penetapan harga. Tingkah laku paralel memang bisa terjadi jika ada perjanjian. 

Tapi sebagaimana halnya yang terjadi dalam kasus ini, tingkah laku paralel juga bisa terjadi 
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sebagai akibat dari tindakan yang independen dari para pelaku usaha yang bersaing (dalam 

hal ini distributor dan toko retail) untuk menaikkan harga sesuai dengan kondisi pasar di 

daerah mereka masing-masing. ------------------------------------------------------------------------ 

Sejalan dengan prinsip hukum yang dinyatakan dalam Policy Brief OECD, Stephen F. Ross 

dalam bukunya “Principles of Antirust” (The Foundation Press Inc. Westbury, New York, 

1963, Hal 161) 1 juga menyatakan hal yang sama bahwa: ----------------------------------------- 

“Conscious Paralleism is insufficient to prove a conspiracy, because while parallel 

conduct is consistent with cartel behaviour, it is also consistent with competition. Indeed, 

in a perfectly competetitive market, all firms will set all the identical price ...“---------------- 

[Terjemahan bebas: Paralelisme secara sadar tidak cukup untuk membuktikan adanya 

persekongkolan, karena sementara tingkah laku paralel konsisten dengan tingkah laku 

kartel, hal itu juga konsisten dengan kompetisi. Sesungguhnya, di dalam suatu pasar 

persaingan sempurna, semua perusahaan akan menetapkan harga yang sama]. ---------------- 

Lebih penting lagi, dalam konteks Hukum Pembuktian yang saat ini berlaku di Indonesia 

sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999, tingkah laku (conduct) tidak dapat 

dijadikan sebagai bukti Petunjuk, mengingat berdasarkan penafsiran hukum sistematik 

terhadap Pasal 188 ayat (2) KUHAP, bukti Petunjuk hanya dapat diperoleh dari kesesuaian 

fakta antara hal-hal yang ditemukan dalam (i) keterangan saksi; (ii) keterangan ahli; (iii) 

bukti surat; dan (iv) keterangan pelaku usaha.  Mengingat tugas dan kewajiban KPPU 

adalah MELAKSANAKAN HUKUM  dan bukannya membentuk hukum yang merupakan 

tugas dan wewenang lembaga legislatif, maka Majelis Komisi hendaknya melaksanakan 

ketentuan Pasal 42 UU No. 5/1999 secara benar dalam membuktikan ada atau tidak adanya 

praktek penetapan harga dan/atau kartel dalam perkara ini. --------------------------------------- 

Kalaupun diasumsikan bahwa tingkah laku (conduct) dapat dijadikan alat bukti Petunjuk, 

meskipun faktanya jelas tidak, Terlapor I tidak melakukan tingkah laku yang sifatnya anti 

persaingan. Keterangan para saksi yang merupakan sub-distributor Terlapor I yang 

diberikan di bawah sumpah telah membuktikan bahwa kenaikan harga semen di wilayah 

mereka masing-masing sama sekali tidak diatur  oleh Terlapor I, melainkan sepenuhnya 

                                                 
1 Lihat: Makalah Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait “Memahami Parameter dan Kasus-kasus Kartel di Indonesia”, 
Hukumonline, Jakarta 28 Juli 2010.  
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merupakan keputusan komersial mereka dan para pemilik toko pengecer semen dengan 

memperhatikan kondisi pasar yang ada. ------------------------------------------------------------- 

Keterangan Saksi dari Departemen Perdagangan cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri 

dalam BAP Keterangan Saksi tanggal 30 Juni 2010 menyatakan dengan tegas bahwa dalam 

rapat-rapat ASI: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

“…Produsen semen/pelaku usaha melaporkan realisasi pasokan, menyampaikan penjualan 

semen, kinerja masing-masing unit, realisasi penyaluran masing-masing provinsi….”------- 

Keterangan Saksi yang merupakan bukti langsung (direct evidence) sebagaimana diatur 

dalam Pasal 42 UU No.5/1999 jelas tidak menyatakan bahwa rapat-rapat ASI 

disalahgunakan untuk menetapkan harga dan/atau mengatur pasokan. Logikanya, kalau 

benar rapat-rapat ASI digunakan untuk menetapkan harga dan/atau membentuk kartel, 

maka perwakilan Pemerintah yang hadir dalam rapat-rapat itu, pasti AKAN 

MEMBERIKAN TEGURAN  dan melarang diteruskannya praktek yang melawan hukum 

tersebut. Faktanya, Pemerintah tidak pernah memberikan teguran apapun kepada ASI. ------ 

Terlapor I selaku produsen tidak pernah menentukan ataupun mengatur harga jual 

dari distributor, sub-distributor, maupun para toko pengecer. Kebijakan penetapan harga 

jual sepenuhnya ada di tangan para distributor sampai toko pengecer. Fakta ini dikuatkan 

pula oleh keterangan para saksi yang merupakan distributor dan sub-distributor Terlapor I.  

Mengingat tidak ada bukti  mengenai adanya perjanjian (baik tertulis maupun tidak 

tertulis) untuk menetapkan harga dan/atau membentuk kartel, maka berdasarkan fakta ini 

saja cukup bagi Majelis Komisi untuk menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti 

melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999. Namun demikian, untuk 

kelengkapan pembelaan hukum ini, akan diuraikan argumentasi hukum mengenai tidak 

terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999. ------------------ 

 

RAPAT-RAPAT ASI TIDAK DAPAT DIJADIKAN PETUNJUK ATAU  INDIRECT 

EVIDENCE AKAN ADANYA PERJANJIAN UNTUK MENETAPKAN HARGA 

ATAUPUN MEMBENTUK KARTEL, MENGINGAT TUJUAN DARI RAP AT ITU 

JUSTRU UNTUK MEMASTIKAN AGAR PASOKAN SEMEN NASIONAL  DAPAT 

MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN NASIONAL ------------------------------ 
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1. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU No. 5/1999, Perjanjian adalah suatu perbuatan 

satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku 

usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, esensi dari 

suatu perjanjian adalah niat atau keinginan untuk mengikatkan diri dengan pelaku 

usaha lain, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kasus penetapan harga, 

maka niat itu adalah untuk mengikatkan diri guna mengatur harga, sedangkan dalam 

kasus kartel niat itu adalah untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi 

dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. ---------------------------------------------------- 

2. Dalam perkara ini, tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan adanya 

Perjanjian di antara Terlapor I dengan para Terlapor lainnya, baik untuk menentukan 

harga ataupun untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau 

pemasaran. Tim Pemeriksa sejak awal sudah mengenakan “kacamata hitam” dalam 

menilai keberadaan ASI, sehingga rapat-rapat ASI (walaupun tanpa adanya bukti 

apapun) dinilai sebagai hal yang negatif yaitu sebagai fasilitas untuk mengatur 

pasokan dan menentukan harga. Padahal, jika dilihat secara obyektif dalam perspektif 

kepentingan nasional, keberadaan ASI adalah penting dalam membantu upaya 

Pemerintah untuk menjaga kelangsungan pembangunan. -------------------------------- 

3. Perwakilan dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian 

Perdagangan RI dalam keterangan mereka tanggal 28 Juni 2010 menyatakan: ---------- 

“Baik dalam rangka kepentingan pemerintah maupun dunia usaha, dalam rangka 

pembangunan proyek/fisik sehingga semen dikategorikan sebagai barang strategis”.- 

 

Jadi, jika dilihat lewat kacamata yang positif tanpa prasangka buruk apapun, maka 

pertemuan-pertemuan ASI adalah justru untuk membantu Pemerintah dalam menjaga 

ketersediaan pasokan semen, agar pembangunan nasional tidak terganggu. Selain itu, 

sebagai saksi yang hadir dalam rapat-rapat ASI, saksi dari Departemen Perdagangan 

itu tidak memberikan kesaksian akan adanya kegiatan penetapan harga dan/atau 

mengatur pasokan untuk mempengaruhi harga dalam rapat-rapat ASI. Malahan, 

dalam BAP Kesaksian Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tanggal 30 Juni 2010, justru 

diperoleh fakta bahwa Pemerintah yang menghimbau agar produsen semen bersedia 

untuk memasok wilayah yang kekurangan pasokan. Jadi, pembicaraan mengenai 
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pasokan semen justru untuk mengakomodir keinginan Pemerintah, dan bukannya 

kemauan para anggota ASI. --------------------------------------------------------------------- 

4. Sangat disayangkan bahwa Tim Pemeriksa ternyata tidak berupaya untuk 

mendapatkan keterangan dari Pemerintah cq. Departemen Perindustrian yang 

membutuhkan keberadaan ASI sebagai mitra kerja dalam mengembangkan industri  

semen nasional.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Sebagaimana dinyatakan dalam BAP Ketua Umum ASI, Departemen Perindustrian 

selalu mengirim surat kepada ASI untuk menanyakan jumlah produksi semen, dan 

terdapat kewajiban bagi perusahaan semen untuk mengirim data kepada Departemen 

Perindustrian. Jadi, fungsi ASI adalah untuk menjembatani komunikasi antara 

Pemerintah dengan para produsen semen guna menjamin ketersediaan pasokan guna 

menunjang pembangunan nasional. Selain itu, di dalam Program Kerja ASI tahun 

2010, juga jelas-jelas disebutkan bahwa:------------------------------------------------------ 

“.....Bersama Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan secara rutin 

mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

pengadaan semen, tempat penyelenggaraan bergantian di lokasi pabrik anggota 

ASI“. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Keterangan Ketua Umum ASI ini juga sejalan dengan isi Surat Dirjen Industri Agro 

dan Kimia No.297/IAK/5/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang ditujukan kepada Tim 

Pemeriksa dan/atau Majelis Komisi  yang pada kesimpulannya menyatakan:------------ 

“ .....maka menurut pendapat kami pertemuan rutin yang dilakukan oleh ASI dan 

dihadiri para Anggotanya dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian 

Perdagangan tidak melanggar UU Nomor 5 tahun 1999, karena kegiatan dimaksud 

merupakan amanat dari Pasal 14 UU Nomor 5 tahun 1984. Untuk itu kegiatan ASI 

tetap dilanjutkan guna pengamanan  pasok semen dalam negeri agar tidak terjadi 

kelangkaan yang mengganggu proses pembangunan“. ------------------------------------- 

 

Jadi, keberadaan ASI adalah justru sebagai kepanjangan tangan Pemerintah untuk 

memastikan agar industri semen tumbuh seiring dengan kebutuhan pembangunan 

nasional, dan bukannya sebagai sarana untuk menetapkan harga ataupun membentuk 
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kartel. Dalam setiap rapat ASI, Pemerintah cq. Departemen Perindustrian dan/atau 

Departemen Perdagangan selalu hadir dan berperan serta dalam rapat-rapat itu. Jika 

Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa ASI adalah wadah untuk menetapkan 

harga dan/atau kartel, bukankah itu berarti Pemerintah juga terlibat dalam 

praktek pelanggaran hukum itu? ------------------------------------------------------------ 

5. Agenda rapat-rapat ASI mengenai realisasi produksi dan pasokan semen nasional 

adalah suatu fakta. Namun demikian, bagaimana menafsirkan fakta itu menjadi hal 

yang sangat subyektif, karena tergantung pada sudut pandang masing-masing. Jika 

Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi menganggap rapat-rapat ASI sebagai suatu 

indirect evidence akan adanya perjanjian penetapan harga dan/atau kartel, hal ini jelas 

disebabkan oleh faktor subyektivitas yang oleh M. Yahya Harahap, SH sebagaimana 

diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai penerapan hukum secara sewenang-

wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subyektif yang 

berlebihan. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Fakta akan adanya faktor subyektivitas yang berlebihan terlihat jelas dari pernyataan-

pernyataan salah seorang komisioner KPPU di media massa yang meskipun 

pemeriksaan masih berlangsung, sudah mengambil kesimpulan dan  mengancam 

para Terlapor dengan sanksi ganti kerugian Trilyunan Rupiah,  suatu hal yang jika 

benar-benar dilaksanakan akan mematikan industri semen nasional! ------------------ 

  

 Dalam kesempatan ini, Terlapor I ingin mengingatkan Majelis Komisi akan 

kewenangannya yang terbatas pada MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG , dan 

bukannya membuat undang-undang sesuai kemauan subyektifnya sendiri. Dalam hal 

ini, Terlapor I sepakat dengan dissenting opinion yang diberikan oleh Dr. A. M. Tri 

Anggraini, SH, MH dalam kasus Fuel Surcharge (Perkara No. 25/KPPU-I/2009) 

yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun KPPU berwenang untuk menetapkan 

adanya kerugian masyarakat, tetapi KPPU tidak dapat memerintahkan pembayaran 

ganti kerugian kepada Negara. Mengingat perkara ini adalah inisiatif KPPU sendiri 

dan tidak ada masyarakat yang menuntut ganti kerugian. -------------------------------- 
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 Dalam prinsip Hukum Acara Perdata, Hakim dilarang untuk memutuskan hal-hal 

yang tidak diminta (ultra petitum). Oleh karena itu, sekiranya Majelis Komisi tetap 

berpendapat bahwa rapat-rapat ASI merupakan indirect evidence mengenai adanya 

Perjanjian, (meskipun faktanya jelas bukan), maka mengingat tidak ada masyarakat 

yang merasa dirugikan dan menuntut ganti kerugian, Majelis Komisi tidak berwenang 

untuk memutuskan hal-hal yang tidak dituntut  tersebut. ---------------------------------- 

6. Sekali lagi Terlapor I tegaskan bahwa di dalam LHPL, Tim Pemeriksa tidak 

menyebutkan satupun fakta ataupun bukti yang menunjukkan adanya peristiwa 

dimana para anggota ASI berkumpul untuk membahas mengenai kartel ataupun 

penetapan harga. Jadi, apabila Tim Pemeriksa menduga adanya kartel dan penetapan 

harga semata-mata dari fakta adanya kenaikan harga dalam kurun waktu yang 

berdekatan dan distribusi pemasaran semen saja, maka dugaan ini hanya didasarkan 

pada indirect evidence atau circumstantial evidence saja tanpa didukung dengan alat 

bukti lainnya. Uraian mengenai diperlukannya setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti 

dalam pembuktian pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 secara spesifik akan 

diuraikan di bagian bawah pembelaan ini.----------------------------------------------------- 

 Selain itu, kalaupun Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi ingin menggunakan bukti 

petunjuk berupa indirect evidence atau circumstantial evidence dengan menafsirkan 

dari adanya faktor kenaikan harga dalam kurun waktu yang berdekatan, tetap saja 

fakta kenaikan harga tersebut tidak dapat serta merta menjadi indirect evidence atau 

circumstantial evidence. Doktrin atau pendapat para ahli Hukum Persaingan 

sebagaimana dinyatakan dalam Policy Brief OECD  maupun  pendapat Stephen F. 

Ross jelas menunjukkan bahwa  adanya tingkah laku paralel tidak cukup untuk 

membuktikan adanya perjanjian ataupun persekongkolan guna menetapkan harga 

ataupun membentuk kartel.  -------------------------------------------------------------------- 

 

BUKTI-BUKTI LANGSUNG ( DIRECT EVIDENCE) BERUPA 

KETERANGAN SAKSI JUSTRU MEMBUKTIKAN TIDAK ADA 

PENETAPAN HARGA DAN/ATAU KARTEL ------------------------------------------ 

 

7. Tim Pemeriksa seharusnya menganalisa apakah kenaikan harga yang terjadi tersebut 

memang benar-benar disebabkan adanya kenaikan biaya atau tidak? Apabila di suatu 
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waktu memang terjadi kenaikan biaya energi yang sama (misalnya pencabutan 

subsidi PLN atau kenaikan BBM), maka tentu saja semua Terlapor akan merasakan 

kenaikan biaya produksi yang relatif sama walaupun nilainya secara spesifik pasti 

tidak akan sama persis. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 Konsekuensi dari adanya kenaikan biaya tersebut tentu akan berdampak pada 

kenaikan harga yang juga masuk akal bila naik pada kisaran persentase yang kurang 

lebih sama karena semua pelaku usaha berusaha menjaga pangsa pasarnya dan/atau 

bahkan mencoba merebut pangsa pasar pelaku usaha lainnya dengan meminimalisir 

persentase kenaikan harganya. ------------------------------------------------------------------ 

  

 Hal ini sesuai dengan keterangan Harsono Lukito dari PT Bumi Pembangunan 

Pertiwi dalam BAP Keterangan Saksi tanggal 17 Juni 2010, yang menyatakan bahwa:  

 “…dahulu setiap ada salah satu merek semen naik harga (Gresik), maka diikuti 

semen lainnya. Namun untuk saat sekarang tidak bisa dipastikan bila ada salah satu 

semen naik harga (Holcim), tidak bisa diikuti semen lainnya. Seperti contoh 

walaupun Gresik turun Rp.1000 maka Holcim bisa naik Rp.500……”. ------------------ 

 

 Saksi lainnya, perwakilan dari Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan 

(Persero) dalam BAP Keterangan Saksi tanggal 15 Juni 2010 ketika ditanya 

“Pernahkah terjadi ketika habis kontrak, lalu ada perubahan harga contohnya dari 

Semen Tiga Roda?”; menjawab bahwa: ------------------------------------------------------- 

 “Kalau dari pabrik pernah terjadi pada 2008 lalu saya mencari alternatif  dari 

Semen Padang, lalu 2009 kami kembali ke Tiga Roda karena harga sudah stabil”.  -- 

 

 Keterangan Saksi Harsono Lukito dan PT Pembangunan Perumahan ini justru 

membuktikan adanya pasar yang dinamis, dimana para produsen semen memiliki 

strateginya masing-masing dalam market positioning, dan para konsumen juga 

memiliki pilihan dalam membeli produk semen yang sesuai dengan kondisinya. ------- 

8. Selain itu, harus dipertimbangkan fakta yaitu semen adalah produk yang pada 

dasarnya adalah ”bulky product” atau produk yang berat, sehingga sangatlah penting 

untuk diingat bahwa faktor kenaikan harga pada industri semen harus 
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mempertimbangkan faktor lokasi dan biaya angkut yang berbeda-beda besarannya 

pada setiap pelaku usaha. Untuk memasok suatu daerah yang kekurangan pasokan 

semen membutuhkan perencanaan yang tidak bisa mendadak dan harus 

dipertimbangkan secara matang, misalnya untuk persiapan pemesanan pengangkutan 

kapal laut dan lain sebagainya.  Hal-hal seperti ini sama sekali tidak pernah dianalisa 

oleh Tim Pemeriksa. Selain itu, Pemerintah cq. Departemen Perindustrian telah 

menyampaikan bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan 

fisik di seluruh wilayah Indonesia sangatlah perlu untuk memastikan serta 

mempersiapkan ketersediaan semen, dan peran ASI-lah yang memfasilitasi 

komunikasi antara pelaku usaha dengan Pemerintah untuk membahas agar tidak 

terjadi kelangkaan pasokan semen di daerah serta untuk mendapatkan masukan 

tentang kebijakan pembangunan semen di Indonesia (sumber: Surat dari Direktur 

Jendral Industri Agro dan Kimia kepada Tim Pemeriksa KPPU tertanggal 31 Mei 

2010). Namun nampaknya dari hasil LHPL terlihat bahwa Tim Pemeriksa lebih 

mendasarkan dirinya hanya pada prasangka-prasangka bahwa ASI sebagai wadah 

dan jalan bagi Para Terlapor untuk melakukan kartel dan penetapan harga, meskipun 

tidak ada satupun bukti yang mendukung kesimpulan itu selain dari analisa subjektif 

semata.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

TIDAK ADA BUKTI BAHWA TERLAPOR I MENGATUR PRODUKSI 

ATAU PEMASARAN SEMEN DI PASAR BERSANGKUTAN SERTA 

TINDAKAN MENETAPKAN HARGA ( PRICE FIXING) ----------------------------- 

 

9. Di dalam LHPL halaman 86-87, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya upaya 

penetapan harga dan kartel dari beberapa hal-hal sebagai berikut:------------------------- 

a. Adanya upaya menjaga pasokan setiap Terlapor untuk mempertahankan 

dominasi pelaku usaha.-------------------------------------------------------------------- 

Dari data dan analisa Pangsa Pasar yang dilakukan Tim Pemeriksa sebagaimana 

tertuang dalam halaman 48-66, dinyatakan untuk pangsa pasar di propinsi DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah bahwa ”diduga terjadinya upaya untuk 

menjaga pangsa pasar Terlapor 1 tetap stabil meskipun perusahaan-perusahaan 
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lain memiliki kemampuan pasokan dan harga untuk dapat bersaing dengan 

Terlapor 1“-------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Logikanya, jika memang benar terjadi kartel maka setiap pelaku usaha (Para 

Terlapor) pasti akan berusaha untuk menjaga pangsa pasar secara terus-menerus 

secara stabil dan konsisten di seluruh wilayah pemasarannya dengan cara 

mengikuti adanya peningkatan permintaan barang dari pasar. Akan tetapi pada 

kenyataannya pangsa pasar Terlapor 1 justru mengalami fluktuasi sebagaimana 

terjadi pada tahun 2004-2009 di pasar utamanya. Sebagai contoh, pangsa pasar 

Terlapor I di Propinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dari 44,98% di tahun 

2005 menjadi 39,71% pada tahun 2009. Di Propinsi Jawa Barat, Terlapor I juga 

mengalami fluktuasi dari 52,45% di tahun 2005, naik menjadi 58.72% di tahun 

2007, lalu turun ke 56,59% di tahun 2009. Data mengenai fluktuasi terhadap 

kenaikan atau penurunan pangsa pasar di atas sekaligus juga merupakan koreksi  

Terlapor I terhadap angka-angka di dalam LHPL. --------------------------------------  

Merujuk pada data di atas, pernyataan bahwa adanya upaya untuk menjaga pasar 

Terlapor I tetap stabil dengan mekanisme yang diatur secara kartel adalah terbukti 

tidak benar. Terlebih lagi, apabila ditinjau dari segi utilisasi produksi dari setiap 

produsen semen.  Jika ada kartel, maka logikanya setiap produsen semen akan 

berusaha mempunyai utilisasi produksi yang kurang lebih sama dengan kapasitas 

produksi yang dimilikinya.------------------------------------------------------------------ 

 

Dari data yang tersedia di LHPL, apabila dibandingkan antara total volume 

produksi dan kapasitas produksi diantara para Terlapor maka akan diperoleh fakta 

bahwa terjadi disparitas utilisasi produksi yang besar antara satu Terlapor dengan 

Terlapor lainnya. Sebagai contoh di tahun 2009, Terlapor I mempunyai utilisasi 

69% dibandingkan dengan Terlapor IV dan Terlapor VI yang mempunyai 

kapasitas utilisasi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 107,5% dan 108,3%.----- 

Secara teoritis, 2 (dua) simptom atas kartel adalah: ------------------------------------- 

(i) harga jual diatur sama di daerah yang sama; -------------------------------------- 

(ii)  pangsa pasar dari setiap produsen semen seharusnya dipertahankan sama 

dengan mengikuti tren kenaikan permintaan, dan sejalan atau seimbang 
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dengan proporsi kapasitas produksi semen terpasang dari setiap produsen 

semen tersebut (atau mempunyai tingkat utilisasi produksi yang sama). ------ 

Akan tetapi dari fakta-fakta yang tersedia dalam LHPL sebagaimana diuraikan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa simptom-simptom tersebut tidaklah ditemukan dan 

tidak terbukti. Disparitas atas harga, pangsa pasar dari waktu ke waktu dan juga 

tingkat utilisasi yang berbeda di antara para pelaku usaha di daerah yang sama, 

akan membawa dampak perbedaan pada pendapatan dan keuntungan yang 

berujung pada deviden bagi para pemegang saham masing-masing pelaku usaha. - 

 

Selain itu juga, pelaku usaha mana yang mau menurunkan penjualannya demi 

menjaga posisi kartel apabila tidak ada insentif secara finansial dari para 

anggota kartel lainnya? Sementara dari seluruh LHPL, tidak ada satupun bukti 

yang menunjukkan adanya insentif yang diterima oleh Terlapor I yang mengalami 

penurunan pangsa pasar dari Para Terlapor lainnya di beberapa daerah pasar 

utamanya seperti di Jakarta dan Jawa Barat sebagaimana diuraikan diatas. --------- 

 

Dalam point 2 halaman 86 LHPL, Tim Pemeriksa juga menemukan fakta bahwa 

di Propinsi Lampung terjadi persaingan usaha yang sehat. Apabila memang benar 

terjadi kartel di antara Para Terlapor, quod non, mengapa Lampung dilewatkan 

begitu saja? Padahal tingkat penjualan semen di Lampung bahkan lebih besar 

daripada Propinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Aceh. Secara geografis, 

Lampung juga bisa dikatakan berada dalam posisi “di tengah“ di antara lokasi 

penjualan semen di antara Para Terlapor sehingga memudahkan dari segi logistik 

untuk Para Terlapor memasok daerah ini. Dengan permintaan pasokan yang 

tinggi, jika memang benar terdapat kartel dan penetapan harga di antara Para 

Terlapor, mengapa Para Terlapor tidak sekalian saja melakukan kartel dan 

penetapan harga di Lampung mengingat potensi Lampung yang demikian besar? 

Adanya persaingan usaha yang sehat di Lampung juga menjadi salah satu bukti 

yang tidak terbantahkan akan tidak adanya penetapan harga dan kartel serta 

adanya kesempatan untuk memasok daerah tersebut tanpa kendala dari segi 

logistik yang signifikan di antara Para Terlapor.-----------------------------------------  
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b. Adanya upaya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain yang 

memiliki biaya produksi per ton relatif tinggi untu k dapat memasarkan 

produknya di wilayah propinsi lainnya dengan menjaga harga dalam level 

yang tinggi.----------------------------------------------------------------------------------- 

Dalam mencapai Kesimpulan ini, Tim Pemeriksa di dalam LHPL tidak 

menguraikan secara spesifik pelaku usaha siapa yang memberikan kesempatan 

kepada pelaku usaha yang mana, dalam bentuk apa tindakan pemberian 

kesempatan itu dilakukan, dan di propinsi mana terjadi penjagaan harga dalam 

level yang tinggi.----------------------------------------------------------------------------- 

Ada hal utama yang terlupakan dalam menarik kesimpulan di atas, yaitu Tim 

Pemeriksa tidak mempertimbangkan faktor logistik dan distribusi atas semen 

yang secara bentuknya adalah komoditas besar dan berat yang membutuhkan 

infrastruktur pendukung seperti pelabuhan maupun jalan darat, serta ketersediaan 

truk dan silo di wilayah propinsi tertentu. Tidaklah cukup hanya membandingkan 

biaya produksi per ton akan. Tetapi sangatlah penting untuk memasukkan biaya 

transportasi dan distribusi apalagi di beberapa wilayah di Indonesia yang tidak 

mempunyai infrastruktur yang memadai.------------------------------------------------- 

Di halaman 70 LHPL, Tim Pemeriksa sendiri telah menemukan fakta bahwa: -----

“Terlapor V dan Terlapor VIII tidak kompetitif untuk memasarkan hasilnya di 

luar wilayah produksinya“------------------------------------------------------------------ 

 

Fakta yang diperoleh Tim Pemeriksa di atas saja sudah dengan sendirinya 

membuktikan bahwa tuduhan adanya kartel dan penetapan harga jelas tidak benar. 

Tim Pemeriksa sudah menemukan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Terlapor 

V dan Terlapor VIII tidak akan efisien bila menjual produknya di luar wilayah 

produksinya. Walaupun kapasitas produksi dan market share dari Terlapor V dan 

Terlapor VIII belum sebesar Terlapor lainnya, namun fakta ini justru menjadi 

bukti bahwa pemasaran semen harus mempertimbangkan tingkat kompetitif 

dalam mencapai efisensi yang antara lain harus mempertimbangkan faktor biaya 

transportasi dan distribusi, biaya produksi, biaya pemasaran dan marjin 

keuntungan. Faktor kompetitif ini tentu saja berlaku juga bagi Terlapor I dimana 



 

Halaman 113 dari 425 
 

  S A L I N A N 

Terlapor I harus mempertimbangkan tingkat efisiensi usahanya demi mencapai 

keuntungan perusahaan secara maksimal.  ----------------------------------------------- 

Dalam halaman 66 LHPL, disebutkan bahwa:-------------------------------------------- 

“Terlapor I dan Terlapor II memiliki pasokan yang cukup untuk mengambil alih 

pangsa pasar Terlapor lain yang produksinya lebih kecil dibandingkan 

penjualannya.“-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hal yang mungkin “terlupa“ juga untuk dipertimbangkan oleh Tim Pemeriksa 

adalah ke wilayah mana kelebihan pasokan tersebut dapat dijual? Sebagaimana 

telah diuraikan di atas, wilayah penjualan akan sangat menentukan tingkat 

efisiensi dan efektifitas penjualan dari Terlapor I karena adanya faktor-faktor 

seperti misalnya ketersediaan sarana pengangkutan, biaya transportasi, 

ketersediaan logistik, dll. -------------------------------------------------------------------- 

 

Sangat tidak ekonomis apabila melepaskan pasokan ke wilayah yang jelas biaya 

transportasi dan distribusi yang sangat tinggi, serta membutuhkan biaya 

pemasaran yang tinggi dan kurang efisien jika dibandingkan dengan wilayah 

lainnya, hanya semata-mata untuk membantah adanya tuduhan kartel dan 

penetapan harga? Apakah memang Tim Pemeriksa dan KPPU memiliki prinsip 

bahwa setiap pelaku usaha harus menjual semua hasil produksinya walaupun hal 

itu akan menurunkan tingkat efisiensi dan keuntungan dari pelaku usaha 

tersebut?----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Fakta bahwa Terlapor V dan Terlapor VIII dianggap tidak kompetitif untuk 

memasarkan di luar wilayah produksinya membuktikan pula bahwa lokasi 

produksi memegang peranan yang sangat siginifikan dalam upaya mencapai 

tingkat efisensi usaha. Jadi, tindakan Terlapor I dalam memasarkan kelebihan 

produksinya tentu saja harus mempertimbangkan faktor efisensi usaha seperti 

misalnya biaya transportasi dan distribusi, hal mana nampaknya tidak 

dipertimbangkan oleh Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa seharusnya 

mempertimbangkan faktor-faktor efisensi bisnis dari kacamata pelaku bisnis dan 
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tidak semata-mata mempertimbangkan apakah adanya kartel dan penetapan harga 

dari kacamata “teoritis“ semata.------------------------------------------------------------ 

 

Dalam halaman 77-78 LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa Terlapor I 

memiliki tingkat keuntungan yang cukup tinggi untuk Tahun 2005, 2007, 2008 

dan 2009. Pertanyaan mendasarnya adalah: ---------------------------------------------- 

a. Apakah pelaku usaha dilarang untuk mencapai tingkat keuntungan yang 

tinggi?  ---------------------------------------------------------------------------------- 

b. Seberapa tinggi patokan tingkat keuntungan yang dianggap wajar?------------ 

c. Apakah menilai tingkat keuntungan usaha dapat disama-ratakan untuk setiap 

bidang usaha, padahal industri semen merupakan industri yang 

membutuhkan modal yang besar dengan tingkat pengembalian investasi 

yang lama? ----------------------------------------------------------------------------- 

d. Apakah Tim Pemeriksa hanya mengukur tingkat keuntungan tersebut secara 

jangka pendek tanpa memperhitungkan berapa tingkat keuntungan yang 

dibutuhkan untuk membiayai modal investasi dalam rangka 

mempertahankan usaha dalam industri semen yang berkesinambungan di 

masa depan?---------------------------------------------------------------------------- 

 

Dari LHPL, tidak ada satupun analisa dari Tim Pemeriksa yang 

mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut di atas. -------------- 

 

Sebaliknya, dengan analisa keuangan yang “minim“ pada halaman 77-86 LHPL, 

Tim Pemeriksa langsung “jump to conclusion“ bahwa diduga terjadi “upaya 

mengontrol harga dan menetapkan harga pada kisaran tertentu agar semua 

pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya“ . --------------------- 

Dari premis-premis dalam analisa keuangan berupa data-data tingkat keuntungan 

saja, mengapa kesimpulannya jadi “upaya mengontrol harga dan menetapkan 

harga?“. Dalam menghitung keuntungan, Tim Pemeriksa mempergunakan rumus 

pendapatan yang dikurangi biaya total. Padahal, setiap perusahaan memiliki 

kebijakannya sendiri berkaitan dengan penentuan marjin keuntungan dikaitkan 

dengan tingkat pengembalian investasi yang diperlukan secara internal atau IRR 
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(Internal Rate of Return).  Apabila elemen-elemennya tidak sama persis, 

bagaimana Tim Pemeriksa dapat membuat perbandingan keuntungan (profit) yang 

“apple to apple“ dan menyimpulkan bahwa telah terjadi “penjagaan harga dalam 

level yang tinggi“? Kealpaan Tim Pemeriksa dalam menganalisa tersebut menjadi 

suatu kekeliruan yang fatal dan menyebabkan mendapatkan kesimpulan yang 

keliru dalam Kesimpulannya (irrelevant conclusion).  --------------------------------- 

c. Terdapat kecenderungan pergerakan harga yang sama yang diduga untuk 

mempertahankan harga pasar mengingat beberapa Pelaku Usaha memiliki 

pasokan yang cukup dan biaya per ton yang cukup rendah dibandingkan 

dengan pesaingnya serta adanya upaya mengatur harga pada level yang 

cukup tinggi untuk mempertahankan tingkat keuntungan.----------------------- 

Tim Pemeriksa nampaknya hanya menyandarkan diri pada fakta bahwa adanya 

kenaikan harga dalam kurun waktu yang “berdekatan“ di antara para pelaku usaha 

sudah cukup menjadi bukti adanya kartel dan penetapan harga. Sebagaimana telah 

berulangkali dijelaskan di atas, penggunaan indirect evidence atau circumstantial 

evidence berupa adanya kesamaan fakta kenaikan harga dalam kurun waktu yang 

berdekatan di antara para pelaku usaha untuk menyimpulkan adanya 

kecenderungan pergerakan harga semen yang sama, jelas tidak mencukupi. 

Indirect evidence atau circumstantial evidence harus selalu didukung dengan alat 

bukti lain atau faktor lain (plus factor) dan tidak dapat berdiri sendiri. -------------- 

Merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, SH sebagaimana telah diuraikan di 

atas, penggunaan indirect evidence atau circumstantial evidence yang tidak 

didukung dengan adanya alat bukti lain akan cenderung membuat “putusan itu 

lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena 

putusan tersebut didominasi oleh penilaian subyektif yang berlebihan“. ------------ 

 

KPPU sendiri tidak menganut paham bahwa indirect evidence atau 

circumstantial evidence dapat digunakan sebagai satu-satunya alat bukti dalam 

menentukan adanya suatu pelanggaran UU No. 5/1999. Hal ini antara lain dapat 

terlihat dalam Pasal 48 Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara yang digunakan dalam pemeriksaan perkara ini yang 
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mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti dalam pembuktian 

pelanggaran. Konsep penggunaan alat bukti setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti 

dalam pembuktian pelanggaran juga diterapkan dalam Peraturan Komisi yang 

lebih baru yaitu Pasal 39 ayat (4) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Penanganan Perkara. Dengan demikian jelas bahwa di dalam 

pembuktian kartel dan penetapan harga di dalam perkara ini, Tim Pemeriksa dan 

Majelis Komisi harus memiliki setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti dalam 

pembuktian telah terjadinya kartel dan penetapan harga, dan tidak bisa semata-

mata mendasarkan diri pada indirect evidence atau circumstantial evidence saja 

yang berasal dari penafsiran atas adanya pertemuan-pertemuan di ASI 

sebagaimana telah diuraikan di atas.------------------------------------------------------- 

 

Selain itu, di dalam LHPL Tim Pemeriksa tidak menyebutkan apa sebenarnya 

bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor I telah berpartisipasi dalam 

tindakan “mempertahankan kecenderungan harga semen di pasar“. Faktanya, 

dalam menentukan harga kenaikan harga semen Terlapor I sangat independen dan 

tidak menggantungkan diri pada kenaikan harga semen dari para pelaku usaha 

lain. Kalaupun Tim Pemeriksa mencoba menggunakan indirect evidence atau 

circumstantial evidence dari fakta adanya kecenderungan harga yang sama, quod 

non, namun Tim Pemeriksa tidak dapat memberikan adanya bukti lain yang 

menunjukkan bahwa pergerakan harga semen yang sama itu diakibatkan adanya 

kesepakatan dari Terlapor I dengan para Terlapor lainnya. Tim Pemeriksa tidak 

bisa menunjukkan alat bukti mana yang membuktikan Terlapor I berperan serta 

dalam kartel dan penetapan harga.--------------------------------------------------------- 

 

Sebaliknya, dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di 

bawah sumpah ternyata tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa 

pergerakan harga semen atau kenaikan harga semen diatur oleh Para Terlapor 

termasuk Terlapor I. Bahkan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta 

bahwa:------------------------------------------------------------------------------------------ 

i.  pemilihan merek semen yang dijual oleh distributor sepenuhnya bergantung 

pada permintaan pasar semata. Pada dasarnya, semua produsen semen dapat 
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memasok kepada semua distributor namun kalau permintaan konsumen 

terhadap merek semen tersebut memang tidak ada maka distributor juga 

memilih untuk tidak menjual merek semen tersebut. ----------------------------- 

ii.  kenaikan harga semen seringkali dinaikkan oleh para pengecer atau 

distributor dengan mempertimbangkan kondisi supply dan demand di pasar 

dan tidak pernah ada permintaan untuk menyeragamkan harga jual baik dari 

pabrik maupun dari tingkat distributor. -------------------------------------------- 

 

Diketemukannya 2 (dua) fakta utama di atas justru menjadi bukti bahwa terjadi 

persaingan usaha yang sehat dan pasar yang sempurna di industri semen. Berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai keterangan saksi-saksi yang mengemukakan 

kedua fakta tersebut di atas:----------------------------------------------------------------- 

i. Saksi dari Agung Podomoro Grup menyatakan bahwa pemilihan 

penggunaan merek semen tidak dipengaruhi oleh produsen melainkan 

ditetapkan menurut kriteria dan komposisi yang ditetapkan oleh kontraktor 

sendiri;---------------------------------------------------------------------------------- 

ii. Saksi dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) menyatakan bahwa 

pemilihan penggunaan merek semen dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu 

harga, kualitas dan kemudahan pengiriman. PT Pembangunan Perumahan 

(Persero) sendiri menggunakan beberapa merek semen antara lain Semen 

Padang, Semen Holcim dan Semen Tiga Roda tergantung dari lokasi proyek 

dan pertimbangan 3 (tiga) hal tersebut di atas;------------------------------------- 

iii.  Saksi dari PT Wika Beton menyatakan bahwa produk semen yang mereka 

gunakan bergantung pada lokasi pabrik mereka yang terdekat sehingga 

dengan demikian mereka menggunakan berbagai merek semen yaitu Semen 

Andalas, Semen Padang, Semen Holcim, Semen Gresik, Semen Bosowa, 

dan juga Semen Tonasa. Selain itu faktor kualitas semen dan ketersediaan 

juga menjadi faktor lainnya dalam pemilihan merek semen;-------------------- 

iv. Saksi dari PT Bumi Pembangunan Pertiwi (Madiun) menyatakan bahwa 

justru terdapat selisih harga yang tinggi antara Semen Holcim dan Semen 

Gresik yaitu berkisar antara Rp. 4.000 - Rp. 5.000. Saksi juga menyatakan 
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bahwa ketika terjadi kenaikan harga yaitu ketika harga Semen Holcim naik 

sementara Semen Gresik dan Semen Tiga Roda turun, maka penjualan 

Semen Holcim menjadi sepi dan saksi sudah mengajukan komplain ke 

produsen. Di Madiun, penjualan Semen Gresik lebih banyak karena 

pengaruh brand yang kuat. Fakta yang paling signifikan dari keterangan 

saksi ini adalah fakta bahwa saat ini ketika salah satu merek semen naik 

(Semen Holcim), justru tidak diikuti oleh produsen semen lainnya. Seperti 

misalnya ketika Semen Holcim naik Rp. 500 maka Semen Gresik malah 

turun Rp. 1.000. Toko atau distributor juga sering menaikkan harga semen 

duluan sebelum kenaikan harga dari pabrik semata-mata demi memperoleh 

untung.----------------------------------------------------------------------------------- 

v. Saksi dari Toko Amal Jaya, Toko LA, Toko Aneka Logam, Toko Siti 

Khadijah dan Toko UD Rimo seluruhnya dari Makasar, yang menyatakan 

bahwa harga semen yang mereka jual bervariasi setiap tokonya dan juga 

bervariasi kenaikan atau penurunan harganya;------------------------------------ 

vi. Saksi dari PT Cahaya Mulia Makmur Abadi dan PT Multi Nusa Kreasi 

keduanya dari Makasar, yang menyatakan bahwa mereka tidak menjual 

semen merek lain selain Semen Bosowa dan Semen Tonasa karena tidak 

adanya permintaan dari konsumen/pembeli. Selain itu tidak ada 

pembagian/penentuan distribusi wilayah untuk semen-semen tersebut. 

Saksi-saksi ini juga menyatakan masyarakat Makasar lebih memilih semen 

merek Tonasa dibandingkan Semen Bosowa semata-mata karena image dan 

kualitas, bukan karena adanya pembagian wilayah pemasaran;----------------- 

vii. Saksi dari Toko Mitra Sepuluh, Toko Sumber Utama dan Toko Mitra Anda 

seluruhnya dari Batam, yang menyatakan bahwa Semen Tiga Roda 

menguasai pasar disana karena banyaknya permintaan dari 

konsumen/pembeli. Namun kalau stok Semen Tiga Roda sedang kosong, 

maka mereka akan mencari juga dari produsen semen merek lain. Selain itu, 

ketika Semen Tiga Roda menaikkan harga, Semen Padang malah 

menurunkan harganya. Harga jual yang diberlakukan juga sepenuhnya 
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bergantung pada kebijakan toko masing-masing dan tidak ada penetapan 

harga jual dari distributor dan pabrik;----------------------------------------------- 

viii.  Saksi dari PT Cipta Pembangunan, PT Cipta Sarana Bangun, PT Joko Tole 

Jaya, PT Royal Inti Mandiri Abadi, PT Suri Buana Perkasa seluruhnya dari 

Surabaya, yang menyatakan bahwa para pembeli di wilayah Surabaya 

cenderung memilih Semen Gresik walaupun mereka menjual semen-semen 

merek lainnya. Selain itu, tidak ada larangan bagi toko untuk menjual hanya 

1 (satu) merek semen saja;------------------------------------------------------------ 

ix. Saksi dari Toko Sinar Sengkaling (Dau) yang menyatakan bahwa di wilayah 

Dau masyakatnya fanatik dengan Semen Gresik saja;---------------------------- 

x. Saksi dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Inti Niaga Sukses 

Abadi dan PT Mulia Sakti Perkasa seluruhnya dari Medan, yang 

menyatakan bahwa justru ada area manajer dari pabrikan yang menanyakan 

apakah mereka dapat memperbesar volume penjualan di wilayah Medan. 

Selain itu, harga penjualan berbeda-beda tergantung dari tempat 

pengambilan barang apakah dari gudang, atau diantar dan juga tergantung 

dari seberapa banyak permintaan dari setiap tokonya, jadi tidak ada 

penetapan harga;----------------------------------------------------------------------- 

xi. Saksi dari Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (GAPEKSINDO) 

menyatakan bahwa mereka tidak pernah bermasalah dengan harga semen 

karena harga tersebut adalah harga pasar dan dibayar secara wajar oleh 

Pemerintah dan Pemda;--------------------------------------------------------------- 

xii. Saksi dari PT Bina Jaya Bhakti Utama (Jakarta) yang menyatakan bahwa 

walaupun ada kenaikan harga dari Semen Gresik yang dijualnya, namun 

sebagian pelanggannya tetap saja membeli semen tersebut karena adanya 

brand loyalty. Sementara harga jual sepenuhnya bergantung dari kekuatan 

pasar dan tidak ada penetapan harga;------------------------------------------------ 

xiii.  Saksi dari PT Inti Sarwaboga (Jakarta) yang menyatakan bahwa 

perusahaannya menjadi distributor Semen Tonasa untuk wilayah Sulawesi 

Tengah dan Sulawesi Tenggara. Semen Tonasa lebih banyak penjualannya 

karena loyalitas masyarakat walaupun harga jualnya lebih mahal daripada 
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produk semen lainnya. Penetapan harga juga bergantung pada pasar karena 

setiap distributor menetapkan harganya sendiri-sendiri untuk memenangkan 

persaingan;------------------------------------------------------------------------------ 

10. Dari seluruh uraian di atas dan seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa 

oleh Tim Pemeriksa, ternyata tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Terlapor I 

pernah melakukan penetapan harga jual kepada para distributornya. Terlapor I juga 

tidak pernah melakukan pembatasan penjualan semen di wilayah manapun. Seluruh 

penetapan harga dan volume penjualan sepenuhnya dipengaruhi oleh situasi 

pemintaan di pasar.-------------------------------------------------------------------------------- 

   

TIDAK ADA BUKTI TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI ATAU 

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PASAR SEMEN DI 

INDONESIA ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11. Pasal 11 UU No. 5/1999 merupakan ketentuan yang sifatnya rule of reason. Oleh 

karena itu, tidak mungkin ada pelanggaran terhadap Pasal 11 jika tidak dibuktikan 

adanya ketentuan dalam perjanjian yang telah menyebabkan atau dapat 

menyebabkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Menurut 

ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 5/1999, unsur-unsur yang merupakan praktek 

monopoli adalah: (i) konsentrasi kekuatan ekonomi yang berakibat pada pengendalian 

pasar dan (ii) persaingan usaha tidak sehat. -------------------------------------------------- 

12. Industri semen adalah industri padat modal dan padat teknologi. Siapapun dapat 

masuk pada bisnis ini, sepanjang memiliki kemampuan modal dan teknologi yang 

memadai. Saat ini tidak ada hambatan apapun (entry barrier) bagi siapapun yang 

hendak mengimpor semen, karena saat ini tidak ada tarif bea masuk yang dikenakan 

untuk mengimpor semen (import duties = 0 %) dan juga tidak ada hambatan apapun 

bagi investor manapun yang hendak berinventasi pada industri semen nasional. Fakta 

bahwa struktur pelaku usaha di industri semen bersifat oligopoli bukanlah disebabkan 

oleh adanya praktek monopoli, melainkan disebabkan oleh sifat industri semen itu 

sendiri yang padat modal dan padat teknologi. Oleh karena itu, unsur menimbulkan 

“praktek monopoli” dalam perkara ini jelas tidak terbukti . ------------------------------- 
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Sebaliknya, jika KPPU secara sewenang-wenang memutuskan bahwa produsen 

semen yang jumlahnya terbatas ini bersalah melakukan penetapan harga dan/atau 

kartel serta menjatuhkan denda yang besar apalagi menghukum pembayaran ganti 

kerugian yang jelas tidak beralasan mengingat tidak ada pelapor yang menuntut hal 

itu dan tidak ada bukti apapun mengenai adanya pelanggaran terhadap UU No. 

5/1999, maka putusan  KPPU  itu dapat bersifat kontra produktif bagi  industri semen 

nasional yang pada gilirannya menghambat proses pembangunan nasional yang saat 

ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Pemerintah. ------------------------------ 

13. Mengenai unsur persaingan usaha tidak sehat, Pasal 1 ayat (6) UU No. 5/1999 

menyebutkan bahwa unsur-unsur bagi adanya persaingan usaha tidak sehat dapat 

berbentuk (i) persaingan tidak jujur, (ii) persaingan tidak sah, (iii) persaingan yang 

dilarang. Sampai saat ini, tidak ada bukti  apapun yang membuktikan adanya 

persaingan tidak jujur, persaingan tidak sah, maupun persaingan yang dilarang dalam 

perkara ini.  Persaingan dalam industri semen bersifat dinamis, dan hal ini terbukti 

dari berfluktuasinya pangsa pasar (market share) dari Terlapor I. Hal ini juga 

dikuatkan dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa 

sebagaimana telah diuraikan di atas. ----------------------------------------------------------- 

 

Berdasarkan semua hal yang terurai di atas, maka Terlapor I dengan segala kerendahan hati 

memohon agar Majelis Komisi berkenan memutuskan:-------------------------------------------- 

1. Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti  melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 

No. 5/1999. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti  melanggar ketentuan Pasal 11 UU No. 

5/1999. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor 

II , Holcim Indonesia Tbk menyampaikan hal-hal sebagai berikut;----------------------------- 

I. PENDAHULUAN---------------------------------------- ---------------------------------------- 

Sebagaimana ditegaskan dalam Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha Nomor: 126/KPPU/PEB/VII/2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara 

Nomor: 01/KPPU-I/2010 tertanggal 7 Juli 2010 jo. Surat dari Ketua Majelis Komisi 
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Perkara No. 949/AK/KMK/VII/2010 tertanggal 28 Juli 2010 perihal: Pemberitahuan 

Sidang Majelis Komisi Perkara No. 01/KPPU-I/2010 (”Surat Komisi No. 949”), dan 

juga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penanganan Perkara (“Perkom No. 1/2006”), PTHI/Terlapor II berhak 

untuk didengar pendapatnya atau mengajukan pembelaan secara lisan maupun tertulis 

dan/atau mengajukan tambahan alat bukti kepada Majelis Komisi untuk menjadi 

pertimbangan bagi Majelis Komisi dalam mengambil Putusan Komisi dalam Perkara 

a quo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sesuai dengan hak PTHI/Terlapor II yang dijamin oleh peraturan perundang-

undangan, dengan ini PTHI/Terlapor II bermaksud untuk memberikan tanggapan, 

tambahan keterangan, penjelasan dan bukti-bukti guna mendukung fakta yang 

menunjukkan bahwa PTHI/Terlapor II  secara sah dan meyakinkan tidak melanggar 

Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Setelah mempelajari secara seksama 

dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada PTHI/Terlapor II dalam Salinan 

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana terlampir dalam Surat Komisi 

No.949 (”Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan” atau “LHPL ”), maka 

PTHI/Terlapor II dengan ini menolak dan secara tegas menyatakan bahwa dugaan 

pelanggaran Pasal 5 dan 11 UU No.5/1999 dalam perkara ini adalah tidak benar dan 

sama sekali tidak berdasar. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Segala keterangan, fakta, dan bukti-bukti serta penjelasan yang disampaikan oleh 

PTHI/Terlapor II dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan 

merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Pembelaan 

dan keterangan lisan yang  disampaikan oleh PTHI/Terlapor II dalam tahap Sidang 

Majelis Komisi ini.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lebih lanjut PTHI/Terlapor II berharap Majelis Komisi KPPU tetap konsisten 

menerapkan prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan berdasarkan fakta-fakta 

sesungguhnya yang didukung oleh alat bukti yang cukup, kuat dan sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal yaitu due process of law, legal 
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certainty, dan presumption of innocent agar tercipta suatu kepastian hukum bagi 

dunia usaha khususnya terhadap pelaku industri semen.------------------------------------ 

 

II.  TANGGAPAN ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LANJUTAN 

(”LHPL”)------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

II.1.  Definisi pasar bersangkutan (relevant market) yang ditetapkan oleh 

KPPU dalam perkara ini adalah tidak tepat, tidak jelas dan tidak 

konsisten---------------------------------------------------------------------------------- 

1. KPPU dalam halaman 48 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan atau 

LHPL menyatakan sebagai berikut:-------------------------------------------- 

”Kesimpulan Pasar Bersangkutan---------------------------------------------. 

Bahwa dengan demikian berdasarkan analisis pasar produk dan pasar 

geografis diatas Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa pasar 

bersangkutan pada perkara ini adalah pasar semen dengan jenis OPC, 

PPC dan PCC yang dijual dalam cakupan propinsi di seluruh wilayah 

Indonesia.”-------------------------------------------------- ---------------------- 

2. Bahwa, penilaian pasar bersangkutan harus dilihat berdasarkan definisi 

pasar bersangkutan dalam Pasal 1 angka (10) UU No. 5/19992, yaitu 

dari segi pasar produk dan pasar geografis.----------------------------------- 

3. Sebagaimana dinyatakan oleh KPPU dalam LHPL halaman 48, pasar 

bersangkutan dari segi geografis dalam perkara ini adalah “dalam 

cakupan propinsi di seluruh wilayah Indonesia”. Pada kenyataannya, 

PTHI/Terlapor II tidak memasarkan produk semennya di seluruh 

propinsi di wilayah Indonesia, namun hanya di 22 (dua puluh dua) 

propinsi. --------------------------------------------------------------------------- 

4. Terkait dengan analisa pasar bersangkutan dari segi geografis ini, 

KPPU terbukti tidak konsisten, karena dalam tahap pemeriksaan 

pendahuluan KPPU sendiri menyatakan dalam Tabel 11 pada halaman 

9 – 10 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) bahwa 

                                                 
2 Pasal 1 angka (10) UU No. 5/1999: “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran 

tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”  
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kedelapan produsen semen di Indonesia terbukti tidak memasarkan 

produk mereka di dalam wilayah pemasaran yang sama di seluruh 

wilayah Indonesia (Lihat  - butir 31 halaman 19 Tanggapan 

PTHI/Terlapor II dalam Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 16 

Februari 2010).-------------------------------------------------------------------- 

5. Padahal jelas terlihat dari data yang disajikan oleh KPPU sendiri dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) sebagaimana Gambar 

1 dibawah ini, bahwa PTHI/Terlapor II hanya memasarkan produknya 

ke 22 provinsi (dari 33 provinsi di Indonesia) yang sebagian besar 

berlokasi di Pulau Jawa, dan juga ke Bali, Sumatera, dan Kalimantan.--- 

 

DAERAH SAI SP SB ITP HI SG ST SBW SK 

DI Aceh 680,740 354,319 - 5,800 3,520 - - - - 

Sumut 785,156 992,513 - 322,008 77,960 - - 4,060 - 

Sumbar - 786,519 - 14,088 - - - - - 

Riau 56,958 769,355 - 11,224 52,677 - - 8,036 - 

Kep. Riau 28,273 381,952 - 232,467 71,824 - - 41,802 - 

Jambi - 293,720 13,854 27,976 32,097 - - 1,985 - 

Sumsel - 191,905 677,720 154,688 73,743 - - 12,286 - 

Babel - 3,508 445 177,000 82,084 - - - - 

Bengkulu - 300,951 21,480 42,200 63,396 - - - - 

Lampung - 177,418 345,563 356,672 189,457 - - - - 

Tot. Sumatera 1,551,128 4,252,133 1,059,062 1,344,123 646,758 - - 68,169 - 

DKI Jakarta - 435,920 - 1,661,580 1,106,632 297,791 7,278 118,176 - 

Banten - 225,567 3,462 1,084,843 443,267 246,931 - 40,385 - 

Jabar - 139,246 - 3,133,480 1,126,953 938,339 - - - 

Jateng - 71,335 - 1,923,625 898,565 1,451,293 8,282 - - 

DIY - - - 108,936 321,817 289,169 - - - 

Jatim - - - 648,944 504,016 3,898,170 - 112,643 - 

Tot. Jawa - 872,068 3,462 8,561,408 4,401,250 7,121,693 15,560 271,204 - 

Kalbar - - - 334,808 112,223 31,356 42,370 39,954 - 

Kalsel - - - 187,699 50,727 215,142 137,192 4,000 - 

Kalteng - - - 49,504 10,683 268,930 25,718 4,000 - 

Kaltim - - - 195,946 60,470 103,159 470,899 93,742 - 

Tot. 

Kalimantan 

- - - 767,957 234,103 618,587 676,179 141,696 - 

Sultera - - - 41,275 - - 154,308 57,707 - 

Sulsel - - - 107,123 - - 906,044 361,180 - 

Sulteng - - - 46,229 - - 272,481 44,977 - 

Sulut - - - 130,400 - - 298,571 44,961 - 

Gorontalo - - - 32,400 - - 50,500 47,537 - 

Tot. Sulawesi - - - 357,427 - - 1,681,940 556,362 - 

Bali - - - 423,818 82,200 345,028 169,494 61,630 - 
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DAERAH SAI SP SB ITP HI SG ST SBW SK 

NTB - - - 363,654 - 57,521 74,510 74,972 - 

NTT - - - 102,432 - 62,800 82,632 100,883 20,968 

Tot. Nusa 

Teng 

- - - 889,904 82,200 465,349 326,636 237,485 20,968 

Maluku - - - 23,117 - 70,078 274,745 27,590 - 

Papua - - - 106,956 10,010 75,347 204,962 55,758 - 

Tot. Ind. 

Timur 

- - - 130,073 10,010 145,425 479,707 83,348 - 

Tot. Indonesia 1,551,128 5,124,201 1,062,524 12,050,892 5,374,341 8,351,054 3,179,986 1,358,264 20,968 

 
Gambar 1. Perbandingan Wilayah Pemasaran Produsen Semen di Indonesia (sumber: 
Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) KPPU). 
 

6. Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa KPPU telah salah dan keliru 

dalam menerapkan definisi “pasar bersangkutan” pada perkara ini, 

karena faktanya PTHI/Terlapor II hanya memasarkan produk semennya 

di 22 propinsi di Indonesia dan tidak bersaing dengan seluruh produsen 

semen pada seluruh wilayah Indonesia.--------------------------------------- 

7. Jika melihat fakta bahwa terdapat 33 propinsi di wilayah Indonesia dan 

PTHI/Terlapor II memasarkan produknya hanya di 22 propinsi, di 

Indonesia dari seluruh 33 propinsi yang ada di Indonesia, dengan 

demikian dalil dan analisa KPPU mengenai pasar bersangkutan 

(relevant market) adalah tidak lengkap, tidak beralasan dan tidak 

berdasar sama sekali karena jumlah propinsi yang dianalisa oleh Tim 

Pemeriksa KPPU dalam LHPL adalah hanya sejumlah 13 (tiga belas 

propinsi) yang berarti kurang dari setengah dari seluruh propinsi yang 

ada, yang mana hanya merepresentasikan besaran konsumsi produk 

semen berkisar 77,8% - 81,3% dari seluruh total konsumsi, yaitu 

wilayah propinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Sumatra 

Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, sebagaimana 

grafik dibawah ini:---------------------------------------------------------------- 
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Gambar 2. Pangsa Penjualan Semen Yang Dianalisa KPPU (sumber: 

LHPL KPPU -  data diolah)----------------------------------------------------- 

 

8. Selain fakta bahwa PTHI/Terlapor II tidak memasarkan produk 

semennya di seluruh wilayah propinsi di Indonesia sebagaimana 

dijelaskan di atas, definisi pasar bersangkutan dari segi produk yang 

ditetapkan KPPU dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) 

ini juga keliru dan tidak berdasar sama sekali, karena PTHI/Terlapor II 

hanya menjual produk semen OPC dan PCC dan tidak menjual jenis 

produk semen lainnya yaitu PPC sebagaimana dinyatakan dalam 

definisi pasar bersangkutan KPPU.-------------------------------------------- 

9. Disamping fakta-fakta tersebut di atas, KPPU juga telah tidak konsisten 

dalam menetapkan definisi pasar bersangkutan dalam perkara ini, 

dimana pada saat tahap pemeriksaan pendahuluan pasar bersangkutan 

yang ditetapkan adalah “pemasaran semen diseluruh wilayah 

Indonesia”, sedangkan pada tahap pemeriksaan lanjutan KPPU secara 

semena-mena merubah definisi pasar bersangkutan menjadi “pasar 

semen dengan jenis OPC, PPC dan PCC yang dijual dalam cakupan 
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propinsi di seluruh wilayah Indonesia”. ------------------------------------ 

10. Selain itu bukti ketidakkonsistenan KPPU lainnya adalah dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) KPPU menyatakan telah 

melakukan pemeriksaan atas pemasaran semen di 13 (tiga belas) 

propinsi, yaitu wilayah propinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra 

Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. 

Sedangkan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan wilayah-wilayah 

pemasaran yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa KPPU adalah daerah 

Batam, Prapat, Palembang, Lampung, DKI Jakarta, Bogor, Cirebon, 

Tuban dan Denpasar.------------------------------------------------------------- 

11. Ketidakkonsistenan tersebut di atas secara nyata telah menimbulkan 

ketidakjelasan atas obyek dan ruang lingkup pemeriksaan perkara ini 

dan karenanya bertentangan dengan prinsip-prinsip due process of law 

sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para terlapor 

termasuk PTHI/Terlapor II.----------------------------------------------------- 

 

II.2. Analisa pangsa pasar dalam LHPL tidak tepat 

a. Pangsa Pasar Secara Nasional 
 

1. KPPU pada halaman 49 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan atau 

LHPL menyatakan sebagai berikut:------------------------------------- 

”Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terjadi pergerakan pangsa 

pasar untuk masing-masing Terlapor. Namun pergerakan pangsa 

pasar tersebut tidak mempengaruhi posisi masing-masing 

Terlapor yang tetap dalam urutan penguasaan pangsa pasar.”---- 

2. Selama periode 2004 -2009 seperti yang ditunjukkan dalam LHPL 

(halaman 48) pangsa  pasar produsen semen (Terlapor) 

mengalami perubahan dengan tingkat yang berbeda-beda. Sebagai 

akibat dari perubahan tersebut, posisi atau ranking dari masing-

masing produsen/Terlapor mengalami perubahan pula. Dengan 
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memperhatikan data-data dan bagan yang terdapat dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) menyangkut pangsa pasar 

dengan mudah dapat diketahui bahwa tingkat perubahan pangsa  

pasar sangat signifikan bagi satu produsen tertentu terutama 

karena perubahan besarannya. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 

3 dibawah ini:-------------------------------------------------------------- 

Pangsa Penjual Semen

Perusahaan/TerlaporI II III IV V VI VII VIII
2004 29.96      3.02         26.51      8.12         
2005 28.40      14.78      2.72         24.05      3.42         8.34         15.25    3.04         
2006 29.35      12.26      2.80         23.73      3.83         8.85         16.10    3.08         
2007 29.27      13.80      2.82         20.52      3.88         9.17         17.76    2.78         
2008 30.73      13.70      2.71         21.29      3.95         8.65         15.48    3.49         
2009 29.16      13.44      2.62         23.03      3.90         9.47         13.88    4.51         

Prosentase Perubahan Pangsa Penjualan Semen

2004
2005 -5.2% -9.9% -9.3% 2.7%
2006 3.3% -17.1% 2.9% -1.3% 12.0% 6.1% 5.6% 1.3%
2007 -0.3% 12.6% 0.7% -13.5% 1.3% 3.6% 10.3% -9.7%
2008 5.0% -0.7% -3.9% 3.8% 1.8% -5.7% -12.8% 25.5%
2009 -5.1% -1.9% -3.3% 8.2% -1.3% 9.5% -10.3% 29.2%

 Gambar 3. Pangsa Penjualan Semen dan Prosentase Perubahan 

Pangsa Penjualan Semen (sumber: LHPL KPPU – data diolah) 

 

3. Dari Gambar 3 diatas dengan jelas dapat dilihat bahwa prosentase 

perubahan pangsa pasar masing-masing produsen semen 

mengalami perubahan yang tidak teratur dan sangat fluktuatif. 

Pangsa pasar PTHI/Terlapor II mengalami perubahan yang 

berkisar antara minus  (-)17,1% sampai dengan plus (+)12,6%. 

Perubahan porsentase pangsa pasar ini dapat dilihat juga dalam 

Gambar 4 dibawah ini, yang pada dasarnya menjadi indikasi 

bahwa persaingan yang dialami oleh PTHI/Terlapor II adalah 

sangat tajam. --------------------------------------------------------------- 

 



 

Halaman 129 dari 425 
 

  S A L I N A N 

  

Gambar 4. Pangsa Penjualan Para Terlapor (%) (sumber: LHPL 
KPPU – data diolah)------------------------------------------------------ 

 

4. Lebih jauh, hasil analisa Tim Pemeriksa KPPU juga menunjukkan 

bahwa selama periode yang dianalisa ternyata telah terjadi 

perubahan ranking (posisi) pangsa pasar dari produsen-produsen 

semen seperti ditunjukkan oleh Gambar 5 dibawah ini. Sehingga 

dalil KPPU yang menyatakan bahwa pangsa pasar di propinsi 

tertentu adalah tidak berubah adalah keliru karena terbukti adanya 

perubahan posisi pangsa pasar antara produsen semen untuk 

periode tertentu.------------------------------------------------------------ 

 

Gambar 5. Perubahan urutan pangsa penjualan semen 
(sumber: LHPL KPPU – data diolah)---------------------------------- 

 

5. Lebih lanjut berdasarkan Gambar 6 dibawah ini dapat dilihat 

bahwa porsentase penjualan dari para produsen semen termasuk 

PTHI/Terlapor II berfluktuasi secara tidak terpola dan/atau 

mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang berarti 
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membuktikan adanya persaingan dalam industri semen yang 

cukup tajam. Terbukti bahwa pada tahun 2007 pada saat pasar 

domestik tumbuh sebesar 8%, pertumbuhan pasar PTHI/Terlapor 

II sebesar 14,50%. Dan pada tahun 2006 pada saat pasar domestik 

tumbuh sebesar 4,6%, pangsa pasar PTHI/Terlapor II turun 

sebesar 7,8%.--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Gambar 6. Perubahan Penjualan Para Terlapor (%) (sumber: 
LHPL KPPU – data diolah) 
 

6. PTHI/Terlapor II memiliki pangsa pasar nasional dalam jumlah 

yang relatif kecil (selalu berada di bawah 16%) dan lebih rendah 

dari pada pangsa pasar beberapa perusahaan pesaingnya yang 

memproduksi produk yang sama sebagaimana ditunjukkan dalam 

Gambar 3 – 4 diatas. Walaupun di beberapa wilayah propinsi 

harga semen PTHI/Terlapor II lebih rendah dari produsen semen 

lain, namun demikian praktek di lapangan menunjukkan bahwa 

PTHI/Terlapor II tidak dengan mudah dapat meningkatkan pangsa 

pasarnya secara terus-menerus.------------------------------------------ 

7. Sehubungan dengan hal tersebut, PTHI/Terlapor II berusaha 

menerapkan suatu strategi agar dapat terus berada di pasar. Untuk 
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itu PTHI/Terlapor II mempunyai kebijakan dan metode sendiri 

dan secara independen untuk menghitung dan menentukan target 

harga jual dan target pangsa pasar produk semennya untuk 

mencapai tingkat keuntungan yang optimal, sebagaimana 

dimaksud dalam Gambar 7 berikut ini, tanpa sama sekali 

melakukan kesepakatan atau pengaturan dengan produsen 

lainnya.---------------------------------------------------------------------- 

 

Gambar 7. Strategi Prosedur dan Kebijakan Harga Semen 
Kantong dan Curah PTHI/Terlapor II Tahun 2006 – 2007 
(sumber: PTHI/Terlapor II). 

 

b. Pangsa Pasar Pada Propinsi Tertentu-------------------------------------- 
 

1. Bahwa analisa dan dalil-dalil Tim Pemeriksa KPPU terkait 

dengan pangsa pasar dan pasokan produk di 13 (tiga belas) 

wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam LHPL, adalah 

keliru dan tidak beralasan sama sekali dengan alasan sebagai 

berikut: ---------------------------------------------------------------------- 

a) Propinsi Daerah Istimewa Aceh---------------------------------- 

Perubahan pangsa pasar di wilayah propinsi Aceh adalah 

sebagai berikut:-------------------------------------------------------- 
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Gambar 8. Perubahan Pangsa Pasar di Aceh (sumber: LHPL 
KPPU – data diolah)-------------------------------------------------- 

 

Dalam LHPL halaman 52, Tim Pemeriksa KPPU telah 

menyimpulkan bahwa masuknya  pelaku usaha lain selain 

Terlapor V dan Terlapor VII di pasar wilayah Aceh, yaitu 

Terlapor I, II dan VIII secara bergantian diduga hanya sebagai 

upaya untuk menunjukkan tidak adanya pembagian wilayah.-- 

 

Bagi PTHI/Terlapor II dugaan tersebut sama sekali tidak 

benar. Sampai saat ini PTHI/Terlapor II tidak mempunyai 

distributor tetap di Daerah Istimewa Aceh dan oleh karenanya 

seandainya ada penjualan di daerah ini maka hal tersebut 

merupakan usaha distributor PTHI/Terlapor II yang berada di 

Medan atau daerah sekitarnya. Sebagaimana terlihat dari 

Gambar 9 dibawah ini, secara bisnis keuntungan hasil 

penjualan ke Aceh lebih kecil dari pada hasil penjualan ke 

daerah lainnya.--------------------------------------------------------- 

 

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa segera setelah tragedi 

Tsunami menghantam Aceh, PTHI/Terlapor II mematuhi 

anjuran pemerintah untuk mengutamakan penyediaan semen 
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di Aceh, sehingga dalam data terlihat seolah-olah ada lonjakan 

pasokan oleh PTHI/Terlapor II yang seakan-akan didasarkan 

pada alasan lain. ------------------------------------------------------ 

 

Dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil 

KPPU yang menyatakan bahwa ”masuknya PTHI/Terlapor II 

di pasar propinsi Aceh adalah sebagai upaya menunjukkan 

tidak adanya pembagian wilayah” adalah keliru dan sangat 

tidak berdasar sama sekali.------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Hasil penjualan di Aceh (sumber: PTHI Internal 
data - PTM)----------------------------------------------------------- 

 

b) Propinsi Kepulauan Riau------------------------------------------ 

Didalam LHPL halaman 54, Tim Pemeriksa KPPU telah 

menyimpulkan bahwa ”masuknya PTHI/Terlapor II, Terlapor 

V dan Terlapor VIII dalam pasar Riau diduga tidak untuk 

bersaing secara sungguh-sungguh, karena PTHI/Terlapor II 

dianggap memiliki biaya per ton yang lebih murah 

dibandingkan dengan pesaingnya dan secara lokasi pabrik, 

tidak berbeda jauh dengan Terlapor lain sehingga secara 

harga mempunyai kapasitas untuk bersaing. Disamping itu 

PTHI/Terlapor II juga mempunyai kapasitas untuk dapat 

memasok melebihi yang telah dipasok”. --------------------------- 
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Kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut adalah tidak benar, 

karena pada faktanya sebagaimana ditunjukkan dalam LHPL 

(halaman 53) pangsa pasar PTHI/Terlapor II mengalami 

perubahan yang sangat besar yaitu berkisar antara minus           

(-)89,2% sampai dengan (+)17,2%. Perubahan yang cukup 

signifikan ini adalah merupakan bukti bahwa pasar yang 

dihadapi PTHI/Terlapor II adalah sangat ketat. ------------------ 

Perubahan pangsa pasar di wilayah propinsi Kepulauan Riau 

adalah sebagai berikut:----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Perubahan Pangsa Pasar di Kep Riau (sumber: 
LHPL KPPU – data diolah)----------------------------------------- 
 
Disamping itu terdapat beberapa faktor yang sangat 

menentukan pasokan atau distribusi produk semen khususnya 

di wilayah propinsi Kepulauan Riau, yaitu antara lain:---------- 

a. Kepulauan Riau terdiri dari beberapa pulau sehingga biaya 

transportasi, ketersediaan gudang, jenis pembeli (apakah 

pembeli besar atau kecil) akan sangat menentukan 

keberhasilan memasarkan produk di Riau Kepulauan.------ 

b. Loyalitas konsumen : seperti yang ditunjukkan oleh hasil 

survey yang dilakukan oleh PTHI (yang dilaksanakan oleh 
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Nielsen, sebagaimana yang telah PTHI/Terlapor II 

sampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya) faktor harga 

bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan pembeli 

untuk menetukan pilihannya membeli semen merk 

tertentu.------------------------------------------------------------- 

c. Ketidaktersediaan infrastruktur penjualan yang memadai 

di Wilayah Kepulauan Riau dan relatif kecilnya penjualan 

sampai saat ini menyebabkan usaha penetrasi pasar oleh 

PTHI/Terlapor II menghadapi banyak hambatan.------------ 

 

c) Propinsi Sumatera Utara ------------------------------------------ 

Di dalam LHPL halaman 55, Tim Pemeriksa KPPU telah 

menyimpulkan bahwa ”pangsa pasar di Sumatera utara 

memang fluktuatif namun sejak tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2009 tidak mengalami perubahan dalam urutan pelaku 

usaha yang menguasai pangsa pasar”. --------------------------- 

 

Dalil-dalil Tim Pemeriksa KPPU tersebut adalah keliru dan 

tidak beralasan sama sekali dan hanya didasarkan pada asumsi 

semata, karena pada faktanya selama periode 2004-2009 

pangsa penjualan PTHI/Terlapor II mengalami fluktuasi yang 

sangat berarti. Bila pada tahun 2005 Pangsa Pasar 

PTHI/Terlapor II masih sekitar 7,97% maka pada tahun 2009 

turun menjadi hanya sekitar 4,94%.-------------------------------- 

Berdasarkan hal tersebut maka terbukti bahwa perkembangan 

dan fluktuasi pangsa pasar menunjukkan bahwa 

PTHI/Terlapor II menghadapi persaingan yang tajam di 

Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbukti dalam Gambar 

berikut. ---------------------------------------------------------------- 
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Gambar 
11.  

 
 
Perubahan Pangsa Pasar di Sumatera Utara (sumber: LHPL 
KPPU – data diolah)------------------------------------------------- 

 

d) Propinsi Sumatera Barat ------------------------------------------ 

Di dalam LHPL halaman 56, Tim Pemeriksa menyimpulkan 

bahwa Terlapor VII hampir memonopoli pasar semen di 

Propinsi Sumatera Barat. Masuknya Terlapor I dengan jumlah 

volume yang jauh lebih sedikit dibanding Terlapor VII di 

pasar di Propinsi Sumatera Barat dan tidak masuknya 

produsen lain di pasar di Propinsi Sumatera Barat, diduga 

hanya untuk mempertahankan posisi pangsa pasar Terlapor 

VII dan juga untuk menjaga agar harga dapat dipertahankan 

dalam level harga yang ditetapkan oleh Terlapor VII. ----------- 

Dalil-dalil KPPU ini sama sekali tidak akurat dan 

menyesatkan serta tidak mempunyai dasar sama sekali, karena 

pada faktanya PTHI/Terlapor II pernah melakukan upaya-

upaya untuk penetrasi pasar Sumatera Barat, yaitu pada awal 

tahun 2000-an. Namun hal tersebut sangat sulit dilakukan, 

karena begitu kuatnya merek dan tekanan dari produsen lokal 

dan malahan yang terjadi adalah PTHI/Terlapor II menghadapi 

berbagai ancaman termasuk pada ancaman phisik dari pihak-

pihak tertentu, sehingga menimbulkan biaya tinggi bagi 
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PTHI/Terlapor II jika melakukan penetrasi pasar di Sumatera 

Barat. Bahkan dapat dikatakan bahwa sentimen kedaerahan 

sangat sulit ditembus dalam memasuki pasar Sumatera Barat.- 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, PTHI/Terlapor II 

terbukti pernah melakukan upaya-upaya untuk melakukan 

penetrasi ke Sumatra Barat dan tidak melakukan atau terlibat 

melakukan “pembiaran” seperti yang disimpulkan oleh Tim 

Pemeriksa KPPU dalam LHPL.------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 12. Perubahan Pangsa Pasar di Sumatera Barat 
(sumber: LHPL KPPU – data diolah)------------------------------ 

 
e) Propinsi Sumatera Selatan ---------------------------------------- 

Di dalam LHPL halaman 57, Tim Pemeriksa KPPU 

menyimpulkan bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 

2009 pergerakan  pangsa pasar masing-masing terlapor di 

Propinsi Sumatera Selatan cenderung konstan dan diduga ada 

upaya untuk mempertahankan pangsa pasar masing-masing. 

Kesimpulan Tim Pemeriksa ini sangat berbeda dengan 

kenyataan yang diungkapkan oleh Tim Pemeriksa. -------------- 
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Berdasarkan data pangsa pasar yang dianalisa oleh Tim 

Pemeriksa sebagaimana ditunjukan dalam Gambar 13 dibawah 

ini, terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Pangsa Pasar 

PTHI/Terlapor II mengalami perubahan yang sangat berarti. 

Pada tahun 2005, Pangsa Pasar PTHI/Terlapor II di Sumatera 

Selatan adalah sebesar 3,95%, dan pada tahun 2009 meningkat 

lebih dari dua kali lipat hingga mencapai 8,21%. Dengan 

terjadinya perubahan dan atau peningkatan yang sangat berarti 

seperti yang diraih oleh PTHI/Terlapor II dapat disimpulkan 

bahwa telah terjadi perubahan pangsa pasar yang signifikan.--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Perubahan Pangsa Pasar di Sumatera Selatan 

(sumber: LHPL KPPU – data diolah)------------------------------ 

 

f) Propinsi Lampung---------------------------------------------------  

Di dalam LHPL halaman 58, Tim Pemeriksa KPPU 

menyimpulkan bahwa persaingan di Propinsi Lampung sangat 

dinamis. Sebagaimana dapat dilihat dari Gambar 14 dibawah 

ini, para produsen semen saling bersaing untuk dapat 

meningkatkan pangsa pasarnya di Lampung, seperti halnya 

yang dialami oleh PTHI/Terlapor II dalam menghadapi 
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persaingan yang tajam atau dinamis di propinsi lain seperti 

yang terjadi di lampung.---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Perubahan Pangsa Pasar di Lampung (sumber: 

LHPL KPPU – data diolah)------------------------------------------ 

 

g) Propinsi DKI Jakarta------------------------------- ---------------- 

Di dalam LHPL halaman 59, Tim Pemeriksa KPPU 

menyimpulkan bahwa diduga terjadi upaya untuk menjaga 

pangsa pasar Terlapor I tetap stabil meskipun perusahaan-

perusahaan lain memiliki kemampuan pasokan dan harga 

untuk dapat bersaing dengan Terlapor I. -------------------------- 

Kesimpulan Tim Pemeriksa KPPU ini sangat tidak berdasar, 

karena berdasarkan LHPL (halaman 58-59) jelas-jelas 

menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pangsa pasar 

yang sangat signifikan di pasar DKI Jakarta. Besaran 

perubahan pangsa pasar yang dialami oleh PTHI/Terlapor II 

adalah berkisar minus (-)16,2% - plus (+)40,9%. Sedang disisi 

lain untuk Terlapor VI, prosentase perubahan pangsa pasarnya 

berkisar minus (-)75,5% - plus (+)103,2%. Dengan rentang 

perubahan pangsa pasar yang terjadi tersebut, maka terbukti 
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bahwa di pasar Propinsi DKI telah terjadi persaingan yang 

sangat dinamis seperti halnya yang terjadi di Lampung, 

sebagaimana dibuktikan dalam Gambar 15 dibawah ini.-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 15. Perubahan Pangsa Pasar di DKI Jakarta 
(sumber: LHPL KPPU – data diolah)------------------------------ 

 
 

h) Propinsi Jawa Barat------------------------------------------------- 

Di dalam LHPL halaman 60, Tim Pemeriksa KPPU 

menyimpulkan bahwa diduga terjadi upaya menjaga pangsa 

pasar para terlapor di Propinsi Jawa Barat meskipun terdapat 2 

(dua) terlapor yang memiliki pabrik di propinsi tersebut. ------ 

Kesimpulan Tim Pemeriksa KPPU ini sangat tidak berdasar, 

karena jelas-jelas terbukti bahwa PTHI/Terlapor II 

menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan para 

pesaing, sebagaimana dibuktikan dalam Gambar 16 dibawah 

ini. Atas dasar itu PTHI/Terlapor II selalu bekerja atas dasar 

strategi baik yang bersifat jangka Pendek maupun jangka 

panjang. Propinsi Jawa Barat sampai saat ini merupakan 

daerah pemasaran yang sangat penting bagi PTHI/Terlapor II.- 
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Gambar 16. Perubahan Pangsa Pasar di Jawa Barat 
(sumber: LHPL KPPU – data diolah)------------------------------ 

 

Dalam usaha memperluas dan mempertahankan Pasar 

PTHI/Terlapor II melakukan berbagai tindakan seperti usaha 

promosi dalam berbagai bentuk. Walau demikian Pangsa 

Pasar PTHI/Terlapor II di Jawa Barat tidak dapat meningkat 

terus tetapi mengalami perubahan yang berarti. Seperti 

ditunjukan oleh bagan pada tahun 2007 pangsa pasar 

PTHI/Terlapor II di Jawa Barat menembus angka diatas 30% 

kemudian menurun kembali hingga pada tahun 2009 mencapai 

29,17%. Perkembangan ini dengan jelas menunjukkan bahwa 

persaingan memperebutkan pembeli semen di Jawa Barat bagi 

PTHI/Terlapor II adalah persaingan yang tajam.----------------- 

 

i) Propinsi Banten------------------------------------------------------ 

Di dalam LHPL halaman 61, Tim Pemeriksa KPPU 

menyimpulkan bahwa diduga terjadi upaya untuk menjaga 

pangsa pasar Terlapor I tetap stabil meskipun perusahaan-

perusahaan lain memiliki kemampuan pasokan dan harga 

untuk dapat bersaing dengan Terlapor I. -------------------------- 

Kesimpulan Tim Pemerksa adalah jauh dari kenyataan yang 

sesungguhnya, karena berdasarkan data LHPL terbukti bahwa 

pangsa pasar PTHI/Terlapor II selama periode 2005-2009 
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berkisar 16,43% -20,64% (rentang perbedaaan sekitar 25%), 

sedang pangsa pasar Terlapor I berkisar 40,89% - 51,00% 

(rentang perbedaan 24,7%), sedang rentang perbedaan 

pemasok lainnya ada yang melebihi 100% (Terlapor VII). 

Berdasarkan fakta hasil analisa Tim Pemeriksa sebenarnya 

sangat jelas bahwa PTHI/Terlapor II menghadapi persaingan 

tajam dari pesaingnya, sebagaimana terbukti dari Gambar 17 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 17. Perubahan Pangsa Pasar di Banten (sumber: 
LHPL KPPU – data diolah)----------------------------------------- 

 

j)  Propinsi Jawa Tengah --------------------------------------------- 

Di dalam LHPL halaman 62, Tim Pemeriksa KPPU 

menyimpulkan bahwa diduga terjadi upaya menjaga pangsa 

pasar Terlapor I tetap stabil meskipun perusahaan-perusahaan 

lain memiliki kemampuan pasokan dan harga untuk dapat 

bersaing dengan Terlapor I. ----------------------------------------- 

 

Kesimpulan Tim Pemeriksa KPPU ini sangat tidak berdasar, 

karena jelas-jelas terbukti bahwa PTHI/Terlapor II 

menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan para pesaing 
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yang berada di pasar Jawa Tengah, sebagaimana dibuktikan 

dalam Gambar 18 dibawah ini. Berdasarkan data LHPL 

terbukti bahwa saham PTHI/Terlapor II pernah mencapai 

29,131% (tahun 2006) tetapi kemudian menurun hingga 

menjadi 22,12% pada tahun 2009, sebagaimana terbukti dalam 

Gambar 18 dibawah ini. Dengan memperhatikan besaran-

besaran perubahan pangsa pasar dari setiap terlapor (yang 

bergerak dengan tidak teratur) seharusnya kesimpulannya 

adalah di pasar propinsi Jawa Tengah telah terjadi persaingan 

yang ketat pada industri semen.------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 18. Perubahan Pangsa Pasar di Jawa Tengah 

(sumber: LHPL KPPU – data diolah)------------------------------ 

 

k) Propinsi Jawa Timur ----------------------------------------------- 

Di dalam LHPL halaman 63, Tim Pemeriksa KPPU 

menyimpulkan bahwa diduga terjadi upaya untuk menjaga 

pangsa pasar Terlapor IV tetap stabil meskipun perusahaan-

perusahaan lain memiliki kemampuan pasokan dan harga 

untuk dapat bersaing dengan Terlapor IV.------------------------- 

Bahwa sebagaimana dalil Tim Pemeriksa KPPU dalam halam 
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67 LHPL, terbukti bahwa biaya produksi PTHI/Terlapor II 

bukanlah yang termurah, dimana sepanjang tahun 2005-2009 

biaya produksi PTHI/Terlapor II paling tinggi berada di urutan 

ketiga dan terendah urutan ke enam. Sedangkan dalam urutan 

volume penjualan PTHI/Terlapor II berada pada urutan ketiga 

atau keempat. Dalam posisi seperti ini dengan demikian 

PTHI/Terlapor II tidak memiliki kemampuan mendikte harga. 

Dan seandainya pun jika PTHI/Terlapor II memiliki 

kemampuan tersebut (untuk menurunkan harga misalnya), 

maka PTHI/Terlapor II akan dihadapkan pada konsekuensi 

untuk mampu memasok volume produk yang dibutuhkan oleh 

pasar secara berkesinambungan. ----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Perubahan Pangsa Pasar di Jawa Timur 
(sumber: LHPL KPPU – data diolah)------------------------------ 

 

Pada faktanya beberapa tahun lalu PTHI/Terlapor II 

mengalami kesulitan atau menghadapi hambatan besar untuk 

memasarkan produknya ke berbagai toko di wilayah Jawa 

Timur. Pada saat itu pada umumnya PTHI/Terlapor II 

menghadapai hambatan karena kekuatan merek produk lokal 

(yang sebagaimana diketahui memiliki sistem dan jaringan 
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penjualan ekslusif  yang sangat kuat). Hal ini terbukti dengan 

adanya Keputusan KPPU No.11/KPPU-I/2005 tentang 

distribusi produk semen di kota tertentu di Jawa Timur. ------- 

 

Keputusan KPPU dimaksud kiranya dapat menjadi gambaran 

tentang kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh  

PTHI/Terlapor II untuk memasarkan dan meningkatkan 

pangsa pasar di wilayah Jawa Timur. Bagi PTHI/Terlapor II, 

Jawa Timur tetap merupakan daerah yang akan terus digarap 

melalui persaingan. Untuk itu PTHI/Terlapor II merencanakan 

mendirikan pabrik semen baru ”Greenfield” dengan kapasitas 

yang relatif besar.----------------------------------------------------- 

 

l) Propinsi Sulawesi Selatan ----------------------------------------- 

Di dalam LHPL halaman 64, Tim Pemeriksa KPPU 

menyimpulkan bahwa diduga terdapat upaya untuk menjaga 

pasokan untuk mempertahankan pangsa pasar meskipun 

terdapat perusahaan yang dapat bersaing di wilayah Propinsi 

Sulawesi Selatan. ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Perubahan Pangsa Pasar di Sulawesi Selatan 
(sumber: LHPL KPPU – data diolah)------------------------------ 

 

Pemasaran produk PTHI/Terlapor II di pasar Sulawesi Selatan 

adalah sangat bergantung pada biaya transportasi, yang pada 

umumnya relatif tinggi untuk biaya transportasi dari pabrik 
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sampai dengan ke tempat pengiriman konsumen. Dengan 

demikian dengan mempertimbangkan keputusan secara bisnis 

dan  juga kemampuan bersaing dengan produsen semen 

lainnya yang mempunyai lokasi pabrik atau fasilitas produksi 

yang lebih dekat dengan pasar Sulawesi Selatan, maka sampai 

saat ini PTHI/Terlapor II belum memfokuskan untuk 

memasarkan produknya atau mengembangkan pasar di 

Sulawesi Selatan. ----------------------------------------------------- 

 

m) Propinsi Kalimantan Timur  -------------------------------------- 

Di dalam LHPL halaman 66, Tim Pemeriksa KPPU 

menyimpulkan bahwa diduga terdapat upaya mempertahankan 

pangsa pasar Terlapor I di Propinsi Kalimantan Timur.--------- 

Pada faktanya PTHI/Terlapor II telah beberapa tahun terakhir 

serius untuk memasarkan produknya atau mengembangkan 

pasarnya di propinsi Kalimantan Timur, yang mana perubahan 

pangsa pasar di Kalimantan Timur dapat digambarkan sebagai 

berikut:----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Perubahan Pangsa Pasar di Kalimantan Timur 
(sumber: LHPL KPPU – data diolah)------------------------------ 

 

Bagi PTHI/Terlapor II propinsi Kalimantan Timur merupakan 

propinsi yang sedang tumbuh dengan pesat dan oleh 

karenanya PTHI/Terlapor II berkeinginan memasuki  pasar 
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Kalimantan Timur. Dengan keyakinan dan tindakan memasuki 

pasar Kalimantan mulai tahun 2006 kiranya telah menjelaskan 

sendiri bahwa PTHI/Terlapor II tidak dalam posisi 

berkeinginan mempertahankan pangsa pasar yang menjadi 

pesaingnya.------------------------------------------------------------- 

 
2. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dijelaskan pada butir-butir 

di atas, dengan demikian dalil KPPU yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa ”tidak adanya atau terbatasnya suplai produk 

semen ke wilayah propinsi tertentu merupakan upaya untuk 

menjaga pangsa pasar masing-masing produsen semen” adalah 

tidak berdasar sama sekali, karena terbukti secara nyata bahwa 

volume penjualan dan pangsa pasar dari PTHI/Terlapor II 

terutama di wilayah-wilayah propinsi sebagaimana dimaksud di 

atas selama tahun 2004 – 2009 adalah berfluktuasi atau berubah 

secara signifikan sesuai dengan permintaan/demand dari pasar.---- 

 
II.3. PTHI/Terlapor II tidak melakukan pembatasan p asokan produk semen - 

1. Tim Pemeriksa KPPU pada halaman 66 Laporan Hasil Pemeriksaan 

Lanjutan atau LHPL menyatakan sebagai berikut:-------------------------- 

”…Tabel di bawah ini menunjukan selisih antara produksi dan 

penjualan secara nasional.----------------------------------------------------- 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 1,432,094 1,538,761 811,932 746,886 493,543 216,967 

Terlapor II  803,550 456,013 615,099 591,946 760,904 

Terlapor III 2,630 1,399 -4,053 -5,651 8,394 5,492 

Terlapor IV -814,569 38,961 622,244 737,482 524,186 91,052 

Terlapor V       

Terlapor VI -32,584 -45,008 -598,545 -128,520 63,654 -235,629 

Terlapor VII  100,488 -44,440 -929,420 -187,201 -151,316 

Terlapor VIII  -49,440 15,550 -9,368 -20,310 -311,174 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki 

pasokan yang cukup untuk mengambil alih pangsa pasar Terlapor lain 

yang produksinya lebih kecil dibandingkan dengan penjualannya. Hal 
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ini diduga terdapat upaya pengaturan pasokan di masing-masing 

wilayah propinsi dan untuk tetap menjaga pasar yang telah dibangun 

sebelumnya.”-------------------------------------------------- -------------------- 

2. Bahwa kemampuan produksi atau suplai dari PTHI/Terlapor II pada 

hakekatnya tidak ditujukan untuk mengisi kekurangan volume suplai 

yang dihadapi oleh para pesaingnya di wilayah-wilayah tertentu. -------- 

3. Dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis di Indonesia 

PTHI/Terlapor II mempunyai “Rencana Bisnis” yang antara lain 

mempertimbangakan:------------------------------------------------------------ 

a. Kapasitas produksi yang direncanakan (membangun pabrik 

dengan kapasitas tertentu)------------------------------------------------ 

b. Lokasi pabrik dikaitkan dengan market potensial. Dalam hal ini 

PTHI/Terlapor II berusaha memasarkan produknya untuk 

memenuhi kebutuhan domestik dan bila daya serap domestik tidak 

memadai dilakukan ekspor bila memungkinkan.--------------------- 

c. Ketersediaan bahan baku dan bahan penolong.----------------------- 

4. Dengan demikian jelas bahwa PTHI/Terlapor II menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan business plan atau rencana usaha yang jelas dan 

terukur termasuk dalam rangka untuk memenuhi permintaan pasar, dan 

tidak didasarkan pada ketidakteraturan permintaan, seperti misalnya 

untuk memenuhi kekurangan pasokan suplai oleh pesaing 

PTHI/Terlapor II di wilayah tertentu pada periode tertentu. -------------- 

5. Yang menjadi pertimbangan utama PTHI/Terlapor II adalah bagaimana 

menjaga kesinabungan pasokan kepada para distributor/konsumen dari 

PTHI/Terlapor II, serta bagaimana menjaga kualitas agar tercipta 

loyalitas konsumen. Oleh karena itu, PTHI/Terlapor II selalu berusaha 

memproduksi sesuai kapasitas yang dimilikinya dan berusaha untuk 

mempertahankan adanya ketersediaan untuk menjaga agar kepercayaan 

konsumen tetap terjaga. --------------------------------------------------------- 

6. Dengan demikian, adanya sisa kelebihan produksi seperti yang 
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dikemukan oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam LHPL, adalah semata-

mata untuk keperluan menjaga ketersediaan tadi, dan tidak digunakan 

untuk mengatur atau membatasi jumlah produksi dan/atau pasokan 

semen ke pasar.------------------------------------------------------------------- 

  
II.4. Analisa biaya produksi dan margin keuntungan (profitabilitas) tidak 

tepat---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Tim Pemeriksa KPPU pada halaman 67 dan 78 Laporan Hasil 

Pemeriksaan Lanjutan atau LHPL menyatakan sebagai berikut:---------- 

Halaman 67:----------------------------------------------------------------------- 

”Perhitungan biaya produksi per ton didasarkan pada volume produksi 

dan beban pokok pendapatan (cost of goods sold/COGS) kecuali 

Terlapor IV yang telah memberikan perhitungan biaya per ton 

(confidential).”-------------------------------------------------- ------------------ 

Halaman 78:----------------------------------------------------------------------- 

”Berdasarkan analisa pergerakan harga untuk beberapa propinsi yang 

menjadi wilayah pemasaran untuk masing-masing Terlapor 

dibandingkan dengan biaya per ton, terlihat bahwa pergerakan harga 

hampir bersamaan dan paralel serta dengan selisih harga yang relatif 

tipis bahkan untuk daerah-daerah diluar wilayah pabrik/pelabuhan. 

Hal ini menunjukan bahwa dalam hal harga, tidak linear dengan biaya 

per ton sehingga diduga terdapat upaya untuk mengatur harga 

sehingga masing-masing perusahaan tetap dapat mempertahankan 

pangsa pasar dan kelangsungan usaha pesaingnya.”----------------------- 

2. Kemudian Tim Pemeriksa KPPU pada halaman 80 dan halaman 87 

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan atau LHPL juga menyatakan 

sebagai berikut:------------------------------------------------------------------- 

Halaman 80:----------------------------------------------------------------------- 

”Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2008 Terlapor II mencata 

keuntungan yang cukup tinggi. Tahun 2005, meskipun keuntungannya 
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kecil, namun terdapat lonjakan yang cukup tinggi, yaitu awalnya 

keuntungan pada tahun 2004 negatif (-21,13%) menjadi positif. Dan 

sejak tahun 2007 mencatat keuntungan yang cukup baik dan meningkat 

cukup tinggi pada tahun 2008. Tingkat keuntungan yang cukup tinggi 

tersebut didukung oleh indikator kinerja keuangan yang cukup tinggi 

sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini (confidential).”------- 

Halaman 87:----------------------------------------------------------------------- 

”Berdasarkan grafik di atas maka kecuali Terlapor VIII seluruh 

Terlapor menunjukan kecenderungan peningkatan keuntungan. Apabila 

dibandingkan dengan beban biaya per ton yang berbeda-beda dan 

harga jual yang variasinya sama sebagaimana telah diuraikan dalam 

butir analisa di atas, maka dapat diduga terjadi upaya mengontrol 

harga dan menetapkan harga pada kisaran tertentu agar semua pelaku 

usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.”------------------ 

3. Hasil analisa Tim Pemeriksa KPPU yang ditunjukkan pada LHPL 

(halaman 67) adalah tidak berdasar sama sekali dan hanya didasarkan 

pada asumsi semata, karena dengan jelas menunjukkan bahwa biaya 

per-ton dari para perusahaan semen mengalami perubahan dan posisi 

masing-masing juga berubah. Hasil analisa Tim Pemeriksa KPPU 

sendiri dalam LHPL, sebagaimana ditunjukan dalam Gambar 22 

dibawah ini menunjukkan bahwa biaya produksi PTHI/Terlapor II 

tidaklah yang termurah.---------------------------------------------------------- 
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Gambar 22. Fluktuasi ranking biaya produksi dan selisih produksi 
dengan penjualan (sumber: LHPL KPPU – data diolah) 

 

4. Disisi lain ditunjukkan juga bahwa dari segi kemampuan berproduksi 

ternyata masih terdapat beberapa perusahaan yang mempunyai 

kemampuan yang lebih besar dari PTHI/Terlapor II. Atas dasar 

pemahaman ini dan struktur pasar di Indonesia PTHI/Terlapor II 

menerapkan strategi bersaing (strategi harga) yang sangat unik yang 

dirancang secara khusus oleh PTHI/Terlapor II. ---------------------------- 

5. Dengan kondisi permintaan yang bersifat seasonal serta kapasitas 

industri yang sudah lebih besar dari potensi permintaan (dalam jangka 

pendek), PTHI/Terlapor II memahami betul pentingnya meningkatkan 

efisiensi di berbagai bidang. Dengan berbagai tindakan effisensi, dalam 

beberapa tahun belakangan ini PTHI/Terlapor II berhasil memperbaiki 

rasio biaya dengan pendapatannya. Perbaikan ini dengan sendirinya 

merubah wajah PTHI/Terlapor II yang sebelumnya rugi menjadi 

memperoleh keuntungan. Namun sesuai dengan hasil analisa Tim 

Pemeriksa (halaman 87), prosentase keuntungan PTHI/Terlapor II 

masih berada dibawah beberapa perusahaan sejenis. Bahkan bila diukur 

dengan berbagai ukuran keuangan (ROI, ROA, Margin Keuntungan) 

raihan PTHI/Terlapor II masih relative rendah sehingga PTHI/Terlapor 

II akan terus melakukan berbagai tindakan efisiensi agar dapat 
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memperbaiki posisinya.--------------------------------------------------------- 

6. Bahwa disamping itu, sebagaimana telah PTHI/Terlapor II sampaikan 

dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, pada faktanya peningkatan laba 

kotor dan laba bersih adalah karena PTHI/Terlapor II secara terus 

menerus melakukan usaha-usaha efisiensi melalui tindakan-tindakan 

berikut:----------------------------------------------------------------------------- 

a. Bauran dari biaya input yang lebih murah (mis. penurunan rata-rata 

clinker factor (CF) dari 93% (2004) menjadi 81% (2008));---------- 

b. Peningkatan efisiensi penggunaan peralatan (Net OEE) secara total 

dari 78.7% (2004) menjadi 83% (2008);-------------------------------- 

c. Penghematan konsumsi energi listrik per ton semen yang menurun 

dari 111.6 Kwh/t semen pada tahun 2004, menjadi 97 Kwh/t semen 

pada tahun 2008;------------------------------------------------------------ 

d. Kesadaran merk yang lebih baik untuk produk dan jasa PTHI 

sebagaimana dibuktikan oleh hasil survei AC Neilson.--------------- 

7. Usaha-usaha efisiensi yang dilakukan oleh PTHI/Terlapor II tersebut 

berdampak jelas dengan adanya penurunan rasio antara beban pokok 

penjualan dengan pendapatan, sebagaimana digambarkan oleh Gambar-

gambar berikut ini:--------------------------------------------------------------- 
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Gambar 23. Kinerja PTHI/Terlapor II Tahun 2004 – 2008 (sumber: 

PTHI/Terlapor II)----------------------------------------------------------------- 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 24. Kinerja Keuangan Tidak Terkonsolidasi (Unconsolidated) 
PTHI/Terlapor II Tahun 2004 – 2009 (sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan 
Pendahuluan)--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Kinerja PT Holcim Indonesia 2004-2008 

 
 
 
 
 
 
 

(confidential) 
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8. Peningkatan kinerja PTHI/Terlapor II seperti diagram di atas (Gambar 

23 dan Gambar 24 diatas), yaitu tindakan efisiensi dibarengi dengan 

peningkatan volume penjualan yang dilakukan PTHI/Terlapor II sejak 

tahun 2006, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini: 

 

 
Gambar 25. Kapasitas Produksi, Volume Produksi dan Penjualan 
Semen Domestik PTHI/Terlapor II Tahun 2005 – 2009 (sumber: 
Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan KPPU).------------------------- 

9. Dari bagan diatas juga dengan jelas tampak bahwa sejak tahun 2006 

PTHI/Terlapor II terus meningkatkan volume produksi dan terus 

memenuhi permintaan pasar sesuai kemampuan produksinya. Hal ini 

dengan jelas terlihat dari rasio antara penjualan dan produksi. Jumlah 

penjualan dalam negeri selama lima tahun terakhir (2005-2009) selalu 

lebih kecil dari jumlah yang diproduksi. Dengan kata lain 

PTHI/Terlapor II selama periode yang dimaksudkan tidak pernah tidak 

mampu memenuhi permintaan akan semen di dalam negeri. ------------- 

10. Dalam diagram di atas ini dapat dilihat bahwa sejak tahun 2006 

PTHI/Terlapor II telah mulai memperoleh keuntungan walaupun 

dengan tingkat atau jumlah yang relatif masih kecil. Pada tahun 2004 

perbandingan antara Rugi Laba Bersih dengan Pendapatan adalah -
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22,8%. Kemudian pada tahun 2005 menjadi –10,6%, dan selanjutnya 

menjadi 9,1% pada tahun 2006, 6,7% pada tahun 2007, 7,3% pada 

tahun 2008 dan 12,7% pada tahun 2009. Dengan raihan tersebut 

PTHI/Terlapor II tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang 

memperoleh keuntungan yang besar, apalagi dengan membandingkan 

dengan nilai investasi. Walau demikian terlihat kecenderungan 

terjadinya peningkatan pendapatan. Atas dasar peningkatan kinerja dan 

prospek perkembangan kebutuhan konsumsi semen di Indonesia, 

PTHI/Terlapor II merencanakan untuk membangun pabrik baru di 

Tuban, dengan jumlah investasi yang relatif besar.------------------------- 

 

 II.5. Peranan Asosiasi Semen Indonesia dan peran serta pemerintah ------------ 

1. Bahwa KPPU dalam butir 8 halaman 43 LHPL menyatakan sebagai 

berikut:----------------------------------------------------------------------------- 

“Bahwa ASI mengumpulkan data-data terkait dengan produksi dan 

pemasaran karena adanya surat dari Kementrian Perindustrian yang 

memohon bantuan kepada ASI untuk secara rutin setiap bulan 

melaporkan perkembangan produksi, pemasaran dan stok semen per 

produsen (vide Surat Kementrian Perindustrian Nomor 

222/AK.6/5/2010))”-------------------------------------------------- ------------- 

2. Bahwa KPPU dalam butir 9 halaman 43 LHPL menyatakan sebagai 

berikut:---------------------------------------------------------------------------- 

“Bahwa menurut pemerintah, peran ASI dalam penyelenggaraan rapat-

rapat teknis dan ekonomi bisnis adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 

14 Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (vide Surat 

Kementerian Perindustrian Nomor: 297/IAK/5/2010)”.--------------------- 

3. Di samping itu, KPPU dalam butir 6 dan 7 halaman 88 LHPL 

menyatakan sebagai berikut:--------------------------------------------------- 

“6.  Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan 

mempertimbangkan adanya rapat-rapat di ASI yang menyajikan 

laporan realisasi produksi dan pemasaran dari masing-masing 
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Terlapor serta adanya presentasi dari pemerintah terkait dengan 

harga dimasing-masing wilayah Ibukota Propinsi. Hal ini diduga 

merupakan fasilitas untuk mengatur pasokan dan menentukan 

harga.------------------------------------------------------------------------- 

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

mewajibkan pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya kepada 

pemerintah dan bukan kepada Asosiasi. Permintaan Pemerintah 

agar Asosiasi Semen Indonesia membantu melaporkan 

perkembangan kegiatan usaha anggotanya setiap bulan tidak 

menentukan bentuk pelaporan tersebut sehingga rapat-rapat yang 

dilaksanakan oleh ASI diduga hanya sebagai fasilitas untuk 

mengatur pasokan dan harga.”------------------------------------------- 

4. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam tahap Pemeriksaan 

Pendahuluan, dimana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang berlaku sejak 29 Juni 

1984, terdapat suatu kewajiban yang dikenakan bagi seluruh perusahaan 

industri untuk secara berkala memberikan informasi sehubungan 

dengan kegiatan dan hasil produksi kepada Pemerintah.------------------- 

5. Meskipun UU Perindustrian tidak mengatur mekanisme pemberian 

informasi kegiatan dan hasil produksi dari pelaku usaha industri kepada 

Pemerintah, namun sudah menjadi praktek yang berlangsung sejak lama 

yang tidak hanya diketahui namun juga diterima oleh Pemerintah dan 

pelaku usaha industri, bahwa penyampaian informasi kegiatan dan hasil 

produksi dilakukan oleh pelaku usaha industri melalui asosiasi yang 

menaunginya. --------------------------------------------------------------------- 

6. Pengumpulan informasi melalui asosiasi itu sendiri tidak lepas dari 

peran Pemerintah, dalam hal ini Departemen Perindustrian yang telah 

memberikan keterangan dalam Surat Direktorat Jenderal Industri Agro 

dan Kimia No.297/IAK/5/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditujukan 

kepada Tim Pemeriksa dan/atau Majelis Komisi Perkara No.01/KPPU-

I/2010 KPPU (”Surat Dirjen No.297 tahun 2010”), bahwa 
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pengumpulan informasi kegiatan dan hasil produksi dilakukan melalui 

asosiasi untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban berdasarkan Pasal 

14 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

mengingat begitu banyaknya pelaku usaha industri di Indonesia3. ------- 

7. Kenyataannya, PTHI/Terlapor II selaku salah satu anggota ASI justru 

melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 

ayat (1) UU Perindustrian sebagaimana disebutkan di atas, yaitu 

memberikan informasi sehubungan dengan kegiatan dan hasil produksi 

kepada Pemerintah melalui ASI, sebagaimana diminta oleh Pemerintah 

melalui Departemen Perindustrian. Mengenai peran dari ASI dalam 

kaitanya dengan hal tersebut diatas juga telah secara tegas diakui oleh 

KPPU berdasarkan Surat KPPU No.89/K/V/2010 tertanggal 24 Mei 

2010 yang ditujukan kepada ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) 

yang menyatakan antara lain sebagai berikut:-------------------------------- 

 “3. Berkaitan dengan keberatan ASI terkait dengan peran asosiasi 

yang mendapat perhatian khusus KPPU dalam permasalahan 

persaingan usaha, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut:------------ 

a. KPPU mendukung sepenuhnya keberadaan ASI yang memiliki 

manfaat banyak bagi perkembangan industri semen di Indonesia. 

Berbagai data dan informasi yang disampaikan ASI ke Pemerintah 

dan stakeholder semen lainnya, sangat membantu kebutuhan data 

berkaitan dengan industri semen.---------------------------------------- 

b. Dari berbagai best practice di berbagai Negara, asosiasi memiliki 

manfaat yang banyak dengan menjadi wahana pertukaran 

informasi, yang dapat mendorong pada tumbuh berkembangnya 

sebuah industri serta proses-proses efisiensi di industri tersebut”.- 

8. Pelaksanaan kewajiban tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan 

atau melakukan pertukaran informasi kegiatan dan hasil produksi 

                                                 
3 Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian: “Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya 

berdasarkan Pasal 13 ayat (1), perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil 
produksinya kepada Pemerintah.” 
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kepada anggota ASI lainnya, namun PTHI/Terlapor II semata-mata 

hanya beritikad baik untuk taat pada pelaksanaan kewajiban hukum 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni 

menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.--------- 

9. Pemberian informasi oleh PTHI/Terlapor II ini juga sesuai dengan 

Anggaran Dasar ASI, di mana fungsi utama ASI, yaitu sebagai 

jembatan dan saluran komunikasi, konsultasi dan informasi dengan 

Pemerintah dan lembaga-lembaga lain terkait baik ditingkat nasional, 

regional maupun internasional. ------------------------------------------------ 

10. Sehingga dengan demikian keanggotaan dan partisipasi PTHI/Terlapor 

II dalam ASI bukan merupakan cara dan tujuan bagi PTHI/Terlapor II 

untuk mengikatkan diri pada suatu kesepakatan (baik tertulis maupun 

tidak tertulis) dengan produsen semen lainnya yang menjadi anggota 

ASI, khususnya kesepakatan mengenai harga, produksi, atau strategi 

pemasaran produk semen. ------------------------------------------------------ 

11. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh KPPU yang secara 

implisit menyatakan bahwa dalam pertemuan-pertemuan ASI terdapat 

diskusi mengenai menjaga keseragaman harga semen antar produsen 

adalah tidak berdasar sama sekali. Karena pada kenyataannya para 

anggota ASI bersaing dalam industri semen dan hal tersebut tidak 

mungkin dapat dilakukan dengan adanya suatu kesepakatan menjaga 

gejolak harga semen.------------------------------------------------------------ 

12. Meskipun pada kenyataannya terdapat pertemuan-pertemuan rutin yang 

pernah diadakan oleh ASI, yang juga dihadiri oleh PTHI/Terlapor II, 

namun dalam pertemuan-pertemuan itu PTHI/Terlapor II sama sekali 

tidak pernah membuat kesepakatan atau melakukan koordinasi dengan 

anggota ASI lainnya, khususnya menyangkut harga, volume produksi, 

atau strategi pemasaran produk semen. --------------------------------------- 

13. Disamping itu, lagipula faktanya dalam pertemuan-pertemuan rutin 

antara anggota ASI tersebut dihadiri pula oleh pihak Departemen 
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Perdagangan (Direktorat Pengawasan Pendistribusian Barang) dan juga 

Departemen Perindustrian (Direktorat Agro dan Kimia). Dengan 

demikian terbukti bahwa pemerintah juga mengetahui dan mempunyai 

kepentingan serta terlibat dalam pertemuan-pertemuan rutin yang 

diadakan antar anggota ASI tersebut.------------------------------------------ 

14. Berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan tersebut di atas, maka terbukti 

secara jelas bahwa dalil-dalil KPPU sebagaimana dimaksud di atas 

terutama terkait dengan pernyataan ”ASI diduga sebagai fasilitas untuk 

mengatur pasokan dan harga” adalah tidak benar dan tidak berdasar 

sama sekali karena hanya didasarkan pada asumi-asumsi semata tanpa 

adanya bukti nyata secara hukum.---------------------------------------------- 

 

III.  Penggunaan Indirect Evidence SEBAGAI satu-satunya ALAT BUKTI adalah 

bertentangan dengan hukum acara yang berlaku---------------------------------------- 

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen (inzage) yang dilakukan oleh 

PTHI/Terlapor II pada tanggal 29 Juli 2010, ditemukan bahwa pada dasarnya 

alat-alat bukti sebagaimana yang dikenal dalam Pasal 42 dari UU No. 5/1999, 

yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk dan 

keterangan terlapor, tidak ada yang menunjukkan bukti adanya praktek kartel 

sebagaimana yang dituduhkan oleh KPPU.-------------------------------------------- 

2. Adapun dasar tuduhan KPPU dimaksud semata-mata dilakukan dengan 

menerapkan “indirect evidence” atau “bukti tidak langsung” tanpa didukung 

oleh alat-alat bukti lainnya berdasarkan Pasal 42 UU No. 5/1999, dimana alat 

bukti pendukung lainnya kalaupun ada haruslah mengenai hal yang secara 

substansial sama dengan masalah yang dicoba untuk dibuktikan dengan 

Indirect Evidence dimaksud. Dengan kata lain, suatu Indirect Evidence yang 

tidak didukung dengan alat bukti lain yang secara substansial sama maka 

Indirect Evidence dimaksud haruslah diabaikan atau dikesampingkan. 

Tegasnya, Indirect Evidence dimaksud tidak dapat digunakan sebagai alat bukti 

untuk membuktikan adanya dugaan kartel sebagaimana dituduhkan oleh KPPU 

dalam LHPL terhadap PTHI/Terlapor II.----------------------------------------------- 
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3. Dengan tidak adanya alat-alat bukti lain guna mendukung “bukti tidak 

langsung” tersebut maka demi hukum haruslah dikatakan bahwa dugaan 

pelanggaran yang dituduhkan KPPU terhadap PTHI/Terlapor II sebagaimana 

dimaksud dalam LHPL menjadi tidak sah. -------------------------------------------- 

4. Sesuai dengan doktrin, “Indirect Evidence” atau “bukti tidak langsung” tidak 

dapat secara langsung menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi 

kesepakatan antara pelaku usaha yang terdiri dari bukti ekonomi dan bukti 

komunikasi. Mengenai hal tersebut para ahli dalam buku “Prosiding Seminar” 

Eksaminasi Putusan No. 25/KPPU-I/2009 (Penetapan Harga Fuel Surcharge  

Dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik) yang diselenggarakan oleh 

Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 1 

Juli 2010, menegaskan sebagai berikut:------------------------------------------------ 

 

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D, ------------------------------------ 

” Apakah suatu indirect evidence bisa diterapkan atau tidak sebagai satu-

satunya bukti? Menurut hemat saya, indirect evidence itu harus didahului oleh 

direct evidence, adanya suatu bukti konkrit yang tertulis terlebih dahulu….----- 

….Oleh karena itu, menurut hemat saya dalam hukum acara ini ada hal-hal 

yang perlu diperbaiki dimasa yang akan datang. Maka dalam hal ini saya tidak 

sepakat bahwa indirect evidence yang sudah diterapkan dinegara-negara 

OECD misalnya diambil over begitu saja di Indonesia.----------------------------- 

…..dari segi hukum nasional kita, kalau hukum diluar negeri, hukum asing, 

atau konvensi internasional itu belum dituangkan dalam hukum nasional kita, 

maka hukum itu tidak bisa berlaku”. --------------------------------------------------- 

 
(huruf miring dan cetak tebal dari PTHI/Terlapor II)--------------------------------- 

 

Prof. DR. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI------------------------------------- 

”Dukungan akan Indirect Evidence (bukti langsung, bukti ekonomi, substantial 

evidence) menjadi faktor penentu bila unsur perjanjian untuk menetapkan 

harga berdasrkan Pasal 5 UU No.5/1999 harus dibuktikan:------------------------ 
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Alat Bukti yang sah dalam Hukum Acara Persaingan Usaha adalah sebagai 

berikut, Pasal 42 UU No.5/1999:------------------------------------------------------- 

”Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:----------------------------------------- 

a. Keterangan saksi;------------------------------------------------------------------- 

b. Keterangan ahli;-------------------------------------------------------------------- 

c. Surat dan atau dokumen;---------------------------------------------------------- 

d. Petunjuk;----------------------------------------------------------------------------- 

e. Keterangan Pelaku Usaha.”------------------------------------------------------ 

 

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Perkom KPPU No.1 tahun 2006 yang 

menyatakan dengan lebih tegas:--------------------------------------------------------- 

” Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, Tim Pemeriksa atau 

Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti berupa:------------------------------ 

a. Keterangan  Saksi;----------------------------------------------------------------- 

b. Keterangan ahli;-------------------------------------------------------------------- 

c. Surat dan/atau dokumen;--------------------------------------------------------- 

d. Petunjuk;---------------------------------------------------------------------------- 

e. Keterangan Terlapor.-------------------------------------------------------------- 

Bukti dari Indirect Evidence harus menunjukkan kesesuaian baik ada 

perjanjian atau tidak, dia tetap harus teruji secara metodologi dan konsisten 

sehingga keputusan yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan.”------------------ 

 

(huruf miring dan cetak tebal dari PTHI/Terlapor II)--------------------------------- 

 

DR. Pande Radja Silalahi--------------------------------------------------------------- 

”Bukti  tidak langsung (Indirect/circumstantial evidence) dapat berguna untuk 

mendukung bukti langsung dan juga dapat membuktikan keberadaan kartel  

itu sendiri. Tetapi adalah sangat penting agar hati-hati menafsirkan indirect 

evidence.------------------------------------------------------------------------------------ 

…. Based on experience from elsewhere, it is shown in the study that price 

parallelism is often used as an effective defence, posing a challenge for 

competition authorities.  US and European courts have adopted a “parallelism 
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plus” approach which requires showing the existence of “Plus factors” beyond 

merely the firms parallel behavior, in order to prove that an antitrust violation 

has occurred.------------------------------------------------------------------------------- 

The plus factors founds as sufficient to conclude that there was a collusion 

were:----------------------------------------------------------------------------------------- 

a. The fact that the firts company to raise the price was the company with 

the lowest market share;----------------------------------------------------------- 

b. There wasn’t an increase in costs that could explain the joint increase of 

prices;-------------------------------------------------------------------------------- 

c. The companies used the same way at almots the same time to communicat 

the price raising;-------------------------------------------------------------------- 

d. The joint meeting was organizeds (held)”--------------------------------------- 

  

(huruf miring dan cetak tebal dari PTHI/Terlapor II)--------------------------------- 

5. Bahwa disamping doktrin dimaksud diatas, Sutrisno Iwantono (mantan 

Ketua/Anggota KPPU periode 2000-2005 juga secara tegas dalam tulisannya 

yang berjudul ”Sulitnya membuktikan praktik kartel” yang dimuat di surat 

kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit  pada tanggal 23 Juli 2010 

menyatakan pada pokoknya bahwa:----------------------------------------------------- 

”Namun, ketentuan perundang-undangan (Pasal 42 UU No.5/1999 jo Pasal 64 

(Peraturan KPPU No.1/2006) secara tegas mempersyaratkan dalam menilai 

terjadi atau tidaknya pelanggaran alat bukti yang digunakan adalah 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, serta 

keterangan terlapor.----------------------------------------------------------------------- 

Dengan demikian apabila Indirect Evidence hendak digunakan, kedudukannya 

hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti yang 

dimaksud.----------------------------------------------------------------------------------- 

Di samping itu, dalam menggunakan Indirect Evidence harus terdapat 

kesesuaian fakta secara utuh yang diperoleh dari metodologi keilmuan.”--------  

6. Bahwa pada prinsipnya, keterangan ahli sebagaimana dikutip oleh KPPU 

dalam LHPL (halaman 45 butir 9) juga menegaskan hal yang sama dengan 
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pendapat para ahli tersebut diatas, dimana menurut keterangan ahli dalam 

LHPL dimaksud pada pokoknya pola harga yang sama harus dibuktikan dari 

direct evidence (pembuktian apakah ada bukti tertulis atau tidak) dan indirect 

evidence (analisa pasar dan analisa struktur harga). Jadi tegasnya, indirect 

evidence hanya dapat digunakan sepanjang terdapat bukti tertulis yang juga 

merujuk kepada masalah atau hal yang secara substansial sama.------------------- 

7. Bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas, Indirect Evidence terbukti belum 

dapat diterapkan di Indonesia, karena demi hukum alat alat bukti yang dikenal 

dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di indonesia hanya didasarkan 

pada alat alat bukti sebagaimana secara limitatif ditentukan dalam Pasal 42 UU 

No. 5 Tahun 1999. ------------------------------------------------------------------------ 

8. Bahwa Mengingat Hukum Positif yang mengatur alat-alat bukti hanyalah 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999, maka 

penggunaan Indirect Evidence untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran 

Pasal 5 dan 11 UU No.5 Tahun 1999 secara yuridis dimaksud juga dapat 

dianggap sebagai pelanggaran dari asas kepastian hukum, dimana berdasarkan 

asas kepastian hukum dimaksud, PTHI/Terlapor II selaku Pelaku Usaha yang 

juga merupakan bagian dari masyarakat seharusnya bebas dari tindakan pejabat 

Negara yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan 

pejabat dimaksud adalah karena tidak diimplementasikannya syarat legalitas 

dan publisitas dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU, 

baik pada tingkat Pemeriksaan Pendahuluan maupun pada tingkat Pemeriksaan 

Lanjutan, tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang diatur secara tegas dan 

limitatif dalam Pasal 42 UU No. 5/1999. ---------------------------------------------- 

9. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dari Undang-Undang No. 10 tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:------------------------------ 

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 

1945);--------------------------------------------------------------------------------- 

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-------- 

c. Peraturan Pemerintah;-------------------------------------------------------------- 
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d. Peraturan Presiden;----------------------------------------------------------------- 

e. Peraturan Daerah.------------------------------------------------------------------- 

10. Berkaitan dengan asas publisitas yang pada pokoknya semua orang dianggap 

mengetahui keberadaan dari suatu peraturan perundang-undangan, Pasal 45 

dari UU No. 10/2004 mensyaratkan pada pokoknya bahwa agar setiap orang 

mengetahuinya, peraturan perundang-undangan dimaksud harus diundangkan 

dengan menempatkannya dalam (i) Lembaran Negara, (ii) Berita Negara 

Republik Indonesia, (iii) Lembaran Daerah; atau (iv) Berita Daerah. 

Selanjutnya, Pasal 46 dari UU No. 10/2004 juga menegaskan bahwa peraturan 

perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia meliputi (i) UU/Perpu; (ii) Peraturan Pemerintah; (iii) Peraturan 

Presiden mengenai (a) pengesahan perjanjian antara Negara Republik 

Indonesia dan Negara lain atau badan internasional dan (b) pernyataan keadaan 

bahaya.-------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Bahwa pada faktanya, “indirect evidence” sama sekali tidak disebutkan dalam 

Pasal 42 dari UU No. 5/1999, undang-undang mana yang telah diumumkan 

dalam Berita Negara No. 33 tahun_1999, dan karenanya demi hukum “indirect 

evidence” sama sekali tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sebagaimana 

secara tegas diatur dalam Pasal 42 dari  UU No. 5/1999.---------------------------- 

12. Bahkan dalam praktek yang berlaku secara internasional, penggunaan ”indirect 

evidence” untuk membuktikan ada tidaknya kartel sebagaimana disampaikan 

oleh Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI dalam Seminar tentang 

“Memahami Parameter dan Kasus-Kasus  Kartel di Indonesia” pada tanggal 28 

Juli 2010 di Hotel Century, Jakarta, adalah sebagai berikut:------------------------ 

Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan kasus C-O-Two Fire 

Equipment.Co v.United States, 197 F.2d.489, 493 (9th Cir), cert.denied, 344 

U.S.892, 1952 menyatakan bahwa conscious parallelism merupakan bentuk 

lain dari kesepakatan yang bersifat illegal tetapi hanya sepanjang mampu 

dibuktikan dengan adanya plus factor dalam investigasinya.----------------------- 

Dari putusan tersebut bahwa “plus factor” merupakan faktor penentu yang 

dibutuhkan untuk memperkuat keyakinan akan bukti ekonomi sebagai bagian 
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dari “indirect evidence” dimana tidak terdapat perjanjian yang tertulis (naked 

agreement) dll”. --------------------------------------------------------------------------- 

13. Masih menurut Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI dalam seminar 

sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan bahwa:------------------------------------- 

“KPPU berpendapat bahwa indirect evidence dapat digunakan sebagai alat 

bukti berdasarkan Pasal 64 (1) Perkom No. 1/2006 juncto Pasal 42 UU 

No.5/1999;---------------------------------------------------------------------------------- 

Namun, Pasal 64 (1) juncto Pasal 42 UU No.5/1999 secara eksplisit 

mempersyaratkan bahwa dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, 

Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan 

Ahli, Surat dan/atau dokumen, Petunjuk, Keterangan Terlapor. Maka bila 

Indirect evidence  digunakan, maka kedudukannya hanyalah sebagai 

pendukung atau penguat salah satu alat bukti di atas;----------------------------- 

Indirect evidence untuk membuktikan adanya suatu perjanjian lisan dapat 

dilakukan dalam perspektif ekonomi, akan tetapi klasifikasi alat bukti tetap 

harus mengacu pada UU (Pasal 42 UU No.5/1999 : bukti petunjuk); ----------- 

Rasionya adalah bahwa syarat penggunaan indirect evidence adalah 

terdapatnya kesesuaian antara bukti-bukti yang disebut. Kesesuaian antara 

bukti-bukti tersebut membentuk hanya 1 alat bukti yaitu menjadi bukti 

petunjuk.------------------------------------------------------------------------------------ 

Bukti-bukti dalam indirect evidence harus menunjukkan kesesuaian sehingga 

membentuk suatu petunjuk terdapatnya suatu perjanjian tidak tertulis. Dalam 

hal ini seluruh faktor yang ditemukan wajib diaplikasikan melalui metodologi 

yang teruji baik secara ilmiah dan konsisten sehingga kesimpulannya didalam 

putusan dapat dipertanggung jawabkan”.--------------------------------------------- 

14. Dari pendapat para ahli tersebut diatas pada intinya mereka sependapat 

sehingga dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 42 UU No. 51/1999 adalah alat-alat bukti yang utama dan kalaupun 

indirect evidence akan digunakan, maka Indirect Evidence dimaksud hanyalah 

bersifat pendukung dari alat-alat bukti utama yang masih harus dibuktikan 

berdasarkan metodologi keilmuan.------------------------------------------------------ 
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15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, KPPU telah gagal untuk membuktikan 

dugaan pelanggaran kartel berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 42 UU No.5 tahun 1999. Kalaupun KPPU mengganggap memiliki 

”bukti” quad non maka ”bukti” dimaksud haruslah dikesampingkan karena 

merupakan bukti tidak langsung yang tidak dikenal dalam hukum positif 

Indonesia.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV.  Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5/1999------------------------- 

IV.1 Tentang dugaan pengaturan produksi dan atau pemasaran (Pasal 11 

UU No. 5/1999)------------------------------------------------------------------------ 

1. Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, 

PTHI/Terlapor II dituduh melakukan pelanggaran atas Pasal 11 UU 

No. 5/1999 yaitu melakukan kartel dengan produsen semen lainnya, 

dengan cara melakukan pengaturan produksi dan/atau pemasaran 

produk semen.---------------------------------------------------------------- 

2. Bahwa kenyataannya KPPU tidak dapat membuktikan dugaan kartel 

oleh PTHI/Terlapor II karena unsur-unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 

yang terpenuhi hanyalah unsur pelaku usaha, sedangkan unsur-

unsur lainnya sama sekali tidak terpenuhi. ------------------------------- 

a. Unsur Pelaku Usaha-------------------------------------------------- 
1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No. 5/1999, pelaku 

usaha adalah:---------------------------------------------------- 

”Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam bidang ekonomi.”---------------------------------------  

2. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 

53 tanggal 15 Juni 1971, dibuat dihadapan Abdul Latief 
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S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia No. 466, Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia No. 82, 

PTHI/Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta 

melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dalam 

wilayah hukum Republik Indonesia. ------------------------ 

3. Berdasarkan uraian di atas, PTHI/Terlapor II adalah 

pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Laporan 

KPPU dan diatur dalam Pasal 1 butir 5 UU No. 5/1999. 

Dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.--------- 

b. Unsur Perjanjian untuk Mempengaruhi Harga dengan 
Mengatur Produksi atau Pemasaran Barang dan atau Jasa- 
1. Tidak pernah ada suatu kesepakatan / perjanjian antara 

PTHI/Terlapor II dengan produsen semen lainnya, baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis, mengenai atau 

sehubungan atau yang berkaitan dengan harga, volume 

produksi, dan alokasi pasar produk semen, karena 

PTHI/Terlapor II menerapkan sendiri formula 

penghitungan harga produk semennya secara independen 

serta tidak adanya bukti ex pasal 42 UU No. 5/1999 yang 

membuktikan adanya kesepakatan antara PTHI/Terlapor 

II dengan produsen semen lainnya untuk mengatur 

produksi atau pemasaran barang dan atau jasa.------------ 

2. Faktanya, sebagaimana telah kami sampaikan pada 

Tanggapan PTHI/Terlapor II dalam Tahap Pemeriksaan 

Pendahuluan dan dalam Tanggapan PTHI/Terlapor II 

pada Tahap Pemeriksaan Lanjutan, volume produksi 

semen PTHI/Terlapor II selalu berada di atas permintaan 

konsumen, sebagai berikut:------------------------------------ 
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Dengan demikian, dari segi ekonomi dan operasional 

tidak dapat dibuktikan adanya upaya pengaturan atau 

kesamaan perilaku antara PTHI/Terlapor II dengan 

pelaku usaha lain dengan maksud untuk mengatur atau 

menetapkan harga, atau pembatasan kuota produksi atau 

pasokan, atau alokasi pasar, baik secara lisan maupun 

tertulis, secara langsung maupun tidak langsung.---------- 

3. Disamping fakta-fakta yang telah diungkapkan di atas, 

berdasarkan doktrin hukum perdata yang berlaku di 

Indonesia, ada atau tidaknya suatu perjanjian, baik 

tertulis maupun lisan, harus dibuktikan dengan ada atau 

tidaknya kesepakatan antara para pihak, yang 

mensyaratkan adanya  ”penawaran dan penerimaan”.  

Bahkan hal tersebut di pertegas lagi dalam keterangan 

Ahli yang dimuat dalam LHPL yang pada pokoknya 

bahwa dalam kartel harus ada perencanaan dalam suatu 

program, ada kesepakatan dan ada proses untuk 
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memonitor efektifitasnya sehingga harus ada koordinasi 

sebagai bukti implementasi.  Faktanya alat bukti ex Pasal 

42 UU No. 5/1999 yang menunjukkan hal tersebut sama 

sekali tidak ada.------------------------------------------------- 

4. Bahwa satu-satunya parameter (tolak ukur) berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

menentukan ada atau tidaknya suatu kesepakatan adalah 

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dimana ada atau 

tidaknya suatu perjanjian haruslah memenuhi empat 

syarat (kesepakatan antara mereka yang mengikatkan 

dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal). ------------ 

5. Dengan demikian, dari segi yuridis pun tidak dapat 

dibuktikan ada perjanjian atau kesepakatan antara 

PTHI/Terlapor II dengan pelaku usaha lain sehubungan 

dengan pengaturan atau penetapan harga, baik secara 

lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak 

langsung.--------------------------------------------------------- 

6. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, 

unsur ”perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan 

mengatur produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa” 

dalam Pasal 11 jo. Pasal 1 ayat (7) UU No. 5/1999 

menjadi tidak terpenuhi .------------------------------------- 

c. Unsur Maksud untuk Mempengaruhi Harga dengan 
Mengatur Produksi atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa 
1. Fakta bahwa PTHI/Terlapor II tidak pernah mengadakan 

suatu kesepakatan baik secara tertulis maupun secara 

lisan dengan produsen semen lainnya sehubungan 

dengan pengaturan harga, volume produksi, atau alokasi 

pasar atas produk semen merupakan bukti yang nyata 

bahwa PTHI/Terlapor II sama sekali tidak mempunyai 
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maksud atau dengan secara sengaja untuk mempengaruhi 

harga semen dengan cara mengatur volume produksi, 

alokasi pasar atas produk semennya.------------------------- 

2. Keanggotaan PTHI/Terlapor II dalam ASI serta 

pemberian informasi yang dilakukan oleh PTHI/Terlapor 

II kepada Departemen Perindustrian melalui ASI tidak 

dapat dipandang sebagai maksud untuk mengatur harga, 

volume produksi atau alokasi pasar produk semen, 

karena penyampaian informasi tersebut dilakukan dalam 

rangka melaksanakan kewajiban dalam Pasal 14 ayat (1) 

UU Perindustrian yang pada pokoknya mewajibkan 

PTHI/Terlapor II untuk secara berkala memberikan 

informasi sehubungan dengan kegiatan dan hasil 

produksi.--------------------------------------------------------- 

3. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka unsur ”maksud 

untuk mempengaruhi harga dengan mengatur volume 

produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa” 

menjadi tidak terpenuhi .------------------------------------- 

d. Unsur Dengan Pelaku Usaha Pesaing---------------------------- 
1. Bahwa yang dimaksud dengan ”pelaku usaha pesaing” 

adalah ”pelaku usaha pada pasar bersangkutan yang 

sama”. Pembahasan mengenai pasar bersangkutan yang 

sama harus dilihat dari sistem pemasaran dari produk 

yang bersangkutan.  ------------------------------------------- 

2. Faktanya, untuk setiap propinsi yang disebut sebagai 

”pasar bersangkutan” oleh KPPU, PTHI/Terlapor II 

tidak bersaing dengan seluruh Terlapor dalam perkara ini 

di masing-masing dari seluruh ”pasar bersangkutan” atau 

propinsi tersebut.------------------------------------------------ 

3. Berdasarkan fakta di atas, unsur ”pelaku usaha pesaing” 

berdasarkan Pasal 11 UU No. 5/1999 menjadi tidak 
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terpenuhi.------------------------------------------------------- 

e. Unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli Dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat---------------------------------------------------- 
1. Sebagaimana dinyatakan di atas, berdasarkan data pasar, 

volume produksi semen tahunan sejak 1996 – 2008 

selalu lebih besar dari jumlah permintaan konsumen. ---- 

2. Fakta bahwa jumlah produksi melebihi jumlah 

permintaan konsumen membuktikan bahwa telah terjadi 

persaingan usaha sehat dalam pasar produk semen.------- 

3. Dengan tidak terpenuhinya unsur ”perjanjian untuk 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan 

pemasaran barang dan/atau jasa”, ”maksud untuk 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan 

pemasaran barang dan/atau jasa”, dan ”pelaku usaha 

pesaing”, maka tidak pernah ada praktek monopoli dan 

selanjutnya unsur ”mengakibatkan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat” menjadi tidak terpenuhi. 

IV.2 Tentang dugaan penetapan harga (Pasal 5 UU No. 5/1999)----------------- 

1. Berbeda dengan tahap Pemeriksaan Pendahuluan, dalam tahap 

Pemeriksaan Lanjutan, KPPU juga menuduh PTHI/Terlapor II 

melakukan pelanggaran atas Pasal 5 UU No. 5/1999, yaitu 

perjanjian penetapan harga dengan produsen semen lainnya.---------- 

2. Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan, KPPU tidak dapat 

membuktikan bahwa PTHI/Terlapor II melakukan kartel 

berdasarkan Pasal 11 UU No. 5/1999, karena tidak terpenuhinya 

unsur-unsur Pasal 11 No. 5/1999 selain unsur “pelaku usaha”. 

Dengan logika berpikir tersebut, tentunya tidak mungkin 

PTHI/Terlapor II melakukan perjanjian penetapan harga tanpa dapat 

dibuktikan bahwa PTHI/Terlapor II melakukan kartel untuk 

mempengaruhi harga.-------------------------------------------------------- 

3. Pasal 5 UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:------------------- 
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“ (1)  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya untuk menetapkan biaya atas suatu 

barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen 

atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.-------- 

(2) Ketentuan sebagaimana yang dibuat dalam ayat (1) tidak 

berlaku bagi:--------------------------------------------------------- 

a.  suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha 

patungan; atau------------------------------------------------ 

b.  suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang 

yang berlaku.”------------------------------------------------ 

4. Bahwa unsur Pasal 5 UU No. 5/1999 yang terpenuhi hanyalah unsur 

pelaku usaha, sedangkan unsur-unsur lainnya sama sekali tidak 

terpenuhi.---------------------------------------------------------------------- 

a. Unsur Pelaku Usaha-------------------------------------------------- 
1. Sebagaimana telah kami uraikan dalam butir [*] di 

atas, unsur pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (5) 

UU No. 5/1999 terpenuhi.---------------------------------- 

b. Unsur Perjanjian untuk Menetapkan Harga------------------- 
1. Pasal 1 angka (7) UU No. 5/1999 menyatakan sebagai 

berikut:--------------------------------------------------------- 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih 

pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu 

atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, 

baik tertulis maupun tidak tertulis.”-----------------------  

2. Tidak pernah ada suatu kesepakatan / perjanjian antara 

PTHI/Terlapor II dengan produsen semen lainnya, baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis, mengenai atau 

sehubungan atau yang berkaitan dengan harga, baik 

dengan cara mengatur volume produksi, dan alokasi 

pasar produk semen atau dengan cara lainnya.----------- 
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3. Dalam hal ini, PTHI/Terlapor II menerapkan sendiri 

formula penghitungan harga produk semen secara 

mandiri agar dapat bersaing dengan produk semen 

pelaku usaha lainnya.---------------------------------------- 

4. Faktanya, pergerakan harga produk semen 

PTHI/Terlapor II pada daerah-daerah di mana 

PTHI/Terlapor II memasarkan produk semennya 

sangat berbeda dengan pergerakan harga produk semen 

produsen lain. Jika memang terdapat suatu perjanjian 

tidak tertulis antara PTHI/Terlapor II dengan produsen 

semen lainnya, tentunya pergerakan harga produk 

semen dimaksud akan selalu sama (conscious 

parallelism) atau terjadi dengan selisih yang selalu 

sama. ---------------------------------------------------------- 

5. Selain itu, seperti telah dijelaskan di atas, dari segi 

yuridis juga tidak dapat dikatakan terdapat suatu 

kesepakatan / perjanjian antara PTHI/Terlapor II 

dengan produsen semen lainnya mengenai sehubungan 

dengan pengaturan atau penetapan harga, atau 

pembatasan kuota produksi atau pasokan, atau alokasi 

pasar, baik secara lisan maupun tertulis, secara 

langsung maupun tidak langsung.-------------------------- 

6. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, 

unsur ”perjanjian untuk menetapkan harga” dalam 

Pasal 5 UU No. 5/1999 menjadi tidak terpenuhi .------ 

c. Unsur Pasar Bersangkutan yang Sama dan Pelaku Usaha 
Pesaing Lainnya------------------------------------------------------- 
1. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, 

yang dimaksud dengan “Pasar Bersangkutan Yang 

Sama” adalah sebagai berikut:------------------------------ 
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“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan 

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu 

oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama 

atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa 

tersebut.”-------------------------------------------------- ----- 

2. Pasar bersangkutan ini, sebagaimana telah kami 

sampaikan di atas, harus dilihat dari sudut pandang 

geografis, yaitu wilayah pemasaran produk semen dari 

masing-masing produsen semen.--------------------------- 

3. Faktanya, PTHI/Terlapor II tidak bersaing dengan 

seluruh produsen semen pada seluruh wilayah 

Indonesia, sehingga dalam hal ini PTHI/Terlapor II 

tidak berada dalam suatu pasar bersangkutan yang 

sama dengan seluruh produsen semen yang menjadi 

Terlapor dalam perkara ini.--------------------------------- 

4. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, 

unsur ”Pasar Bersangkutan yang Sama” dan “Pelaku 

Usaha Pesaing Lainnya” dalam Pasal 5 UU No. 5/1999 

menjadi tidak terpenuhi .----------------------------------- 

5. Dari fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana telah 

diuraikan di atas, menjadi fakta yang tidak 

terbantahkan lagi bahwa PTHI/Terlapor II tidak 

terbukti melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 

5/1999.--------------------------------------------------------- 

  

V. KESIMPULAN----------------------------------------- ----------------------------------------- 

1. Berdasarkan uraian fakta dan penjelasan dalam butir-butir di atas terkait dengan 

dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No.5/1999, maka PTHI/Terlapor 

II menyampaikan sebagai berikut:------------------------------------------------------- 

a. Penetapan pasar bersangkutan (relevant market) dalam perkara ini tidak 

tepat dan tidak konsisten sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip due 
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process of law dan kepastian hukum, dengan alasan-alasan sebagai 

berikut:-------------------------------------------------------------------------------- 

i. wilayah-wilayah propinsi yang diperiksa dalam perkara ini kurang 

dari separuh atau hanya sejumlah 13 (tiga belas) propinsi dari 33 

(tiga puluh tiga) propinsi yang ada di indonesia, sehingga tidak 

mewakili wilayah pasar geografis atau ruang lingkup sebagaimana 

dimaksud dalam pasar bersangkutan yang ditetapkan oleh KPPU.---- 

ii. PTHI/Terlapor II hanya memasarkan produknya ke 22 (dua puluh 

dua) propinsi, dan tidak ke seluruh propinsi di wilayah Indonesia 

sebagaimana di maksud dalam pasar bersangkutan yang ditetapkan 

oleh KPPU.-------------------------------------------------------------------- 

iii. PTHI/Terlapor II hanya menjual semen jenis OPC dan PCC, namun 

tidak menjual semen jenis PPC sebagaimana di maksud dalam pasar 

bersangkutan yang ditetapkan oleh KPPU.-------------------------------- 

b. Pangsa pasar penjualan semen, baik secara nasional maupun pada 13 (tiga 

belas) propinsi, berfluktuasi atau mengalami perubahan yang cukup 

signifikan. Fakta tersebut membuktikan adanya persaingan pada pasar 

produk semen, dan pangsa pasar semen tidaklah konstan sebagaimana 

dinyatakan sendiri oleh kppu dalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan 

(LHPL).------------------------------------------------------------------------------- 

c. Dalam memasarkan produk semen, PTHI/Terlapor II secara independen 

mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, yaitu :--------------------------- 

i. Pertimbangan bisnis, antara lain karena tingginya biaya transportasi 

dari lokasi pabrik ke tempat tujuan pasokan; atau------------------------ 

ii. Ada tidaknya hambatan langsung yang dihadapi oleh PTHI/Terlapor 

II dari produsen semen lokal, sebagai contoh pada pasar di Sumatra 

Barat dan Jawa Timur.------------------------------------------------------- 

d.  Dalam memasarkan produk semen ke wilayah tertentu, PTHI/Terlapor II 

tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk mengatur jumlah pasokan 

untuk menjaga pangsa pasar produsen semen lain.-----------------------------  
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e. PTHI/Terlapor II tidak pernah melakukan perjanjian dalam bentuk apapun 

dengan produsen semen lainnya, baik perjanjian penetapan harga maupun 

perjanjian pembatasan produksi dan/atau pemasaran dengan tujuan untuk 

mempengaruhi harga.---------------------------------------------------------------  

f. Volume produksi dan penjualan PTHI/Terlapor II ditetapkan secara 

independen berdasarkan rencana usaha tahunan (annual business plan) 

dan permintaan pasar yang didasarkan pada penghitungan komersial 

PTHI/Terlapor II.-------------------------------------------------------------------- 

g. Marjin keuntungan PTHI/Terlapor II bukan merupakan hasil dari 

pengaturan produksi, penjualan atau harga semen dengan produsen 

lainnya, namun merupakan hasil dari efisiensi usaha dibarengi dengan 

peningkatan volume penjualan yang berdampak pada peningkatan kinerja 

PTHI/Terlapor II.-------------------------------------------------------------------- 

h. PTHI/Terlapor II tidak menggunakan ASI untuk memfasilitasi 

kesepakatan untuk mengatur pasar, namun semata-mata hanya untuk 

kepentingan melakukan kewajiban pelaporan kepada pemerintah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Perindustrian. Hal ini juga 

dikonfirmasi secara jelas oleh Kementerian Perindustrian dalam Surat 

Dirjen Industri Agro dan Kimia No.297/IAK/5/2010 tanggal 31 Mei 2010 

dan juga Surat KPPU yang ditujukan kepada ASI No.89/K/V/2010 tanggal 

24 Mei 2010. ------------------------------------------------------------------------  

i. “Indirect evidence” sama sekali tidak dinyatakan secara tegas dalam Pasal 

42 dari UU No. 5/1999, undang-undang mana yang telah diumumkan 

dalam Berita Negara No. 33 tahun 1999. Dan karenanya demi hukum 

“indirect evidence” sama sekali tidak dapat dianggap sebagai alat bukti 

yang secara tegas dan limitatif diatur dalam Pasal 42 dari UU No. 5/1999.- 

j. Dengan tidak adanya alat alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

UU No 5/1999, Tim Pemeriksa KPPU telah gagal untuk membuktikan 

adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 dan/atau Pasal 11 UU No.5/1999 

dalam perkara ini.  ------------------------------------------------------------------ 
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Dari fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi fakta 

yang tidak terbantahkan lagi (notoir feiten) bahwa PTHI/Terlapor II tidak terbukti 

melanggar Pasal 5 dan/atau Pasal 11 UU No. 5/1999.--------------------------------------- 

Oleh karenanya, PTHI/Terlapor II dengan ini memohon kepada Majelis Komisi yang 

memeriksa perkara a quo dalam sidang komisi yang terhormat   ini untuk 

mempertimbangkan dan menerima serta memeriksa setiap dan seluruh fakta-fakta, 

bukti-bukti dan dalil-dalil yang telah disampaikan dan diajukan oleh PTHI/Terlapor 

II. Dengan diabaikannya fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan 

PTHI/Terlapor II, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kaidah 

hukum yang berlaku sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Yurisprudensi tetap 

Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 jo. Putusan Pengadilan Tinggi 

Jakarta No. 252/1968 PT Pdt. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 502/67 G, 

(sebagaimana terlampir) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:------------ 

1. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup 

pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd)  yaitu karena dalam putusannya 

itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam 

memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai 

fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan 

putusan Pengadlan Negeri begitu saja.-------------------------------------------------- 

2. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan soal 

tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan 

fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu 

mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah 

kurang lengkap dan karenanya harus dibatalkan.-------------------------------------- 

Berdasarkan hal tersebut, PTHI/Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi yang 

terhormat agar demi hukum memutuskan dan menyatakan sebagai berikut: ------------ 

1. Menolak dan mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti Tim Pemeriksa 

KPPU dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan.------- 

2. Mempertimbangkan dan menerima setiap dan seluruh fakta-fakta dan dalil-dalil 

yang telah disampaikan oleh PTHI/Terlapor II; -------------------------------------- 
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3. Mengesampingkan alat-alat bukti yang tidak sah atau tidak memiliki nilai 

pembuktian yang sempurna yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 UU 

No.5/1999; ---------------------------------------------------------------------------------- 

4. Menjatuhkan putusan dengan menyatakan PTHI/Terlapor II tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999;--------------------- 

5. Menjatuhkan putusan dengan menyatakan PTHI/Terlapor II tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU No.5/1999;  ------------------ 

 

Nota Pembelaan ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan baik dari penjelasan lisan dan resmi maupun tanggapan-tanggapan 

tertulis yang telah disampaikan kepada KPPU pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan 

tanggal 11 Februari 2010 dan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 Juni 

2010, termasuk namun tidak terbatas dokumen tambahan yang disampaikan ke 

KPPU tanggal 5 Juli 2010.---------------------------------------------------------------------- 

25. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor 

III, PT Semen Baturaja (Persero) menyampaikan hal-hal sebagai berikut;------------------ 

Terlapor III, mengajukan PEMBELAAN  terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan 

Tertanggal 7 Juli 2010 dari Tim Pemeriksa dalam perkara sebagaimana tersebut diatas, 

sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas seluruh analisa hukum yang disampaikan 

oleh Tim Pemeriksa dalam  Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 7 Juli 

2010, kecuali diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Terlapor III.-------------- 

2. Bahwa dari analisa hukum Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan poin 2, Tim 

Pemeriksa menyatakan bahwa untuk pasar propinsi Lampung dianggap tidak terjadi 

persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, Terlapor III juga menyatakan bahwa 

seharusnya untuk pasar propinsi Sumatera Selatan tentunya juga tidak terjadi 

persaingan usaha tidak sehat mengingat kondisi pasar propinsi Sumatera Selatan tidak 

berbeda dengan pasar di Propinsi Lampung. Hal ini dapat dilihat dari market share 

Terlapor III di propinsi Lampung dan Sumatera Selatan yang pergerakannya naik 

turun (Lampiran I). ini menjadi bukti bahwa dugaan pengaturan pasokan oleh 
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Terlapor III terutama di wilayah pasar Lampung dan  Sumatera Selatan adalah tidak 

benar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Bahwa mengenai dugaan terjadi upaya untuk menjaga pasokan setiap Terlapor untuk 

tetap mempertahankan dominasi pelaku usaha, dapat kami jelaskan sesungguhnya 

kapasitas produksi Terlapor III relatif kecil yaitu hanya 1,2 juta ton per tahun atau ± 

2% dari produksi nasional (Lampiran 2). Atas dasar itu, Terlapor III tidak mungkin 

mampu untuk mengatur pasokan di wilayah pasarnya. Selain itu, Terlapor III tidak 

dapat mengontrol atau intervensi terhadap harga di toko-toko atau pengecer karena 

sudah merupakan mekanisme pasar.------------------------------------------------------------ 

4. Bahwa analisa hukum dari Tim Pemeriksa pada poin 3 dan 4 dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan Lanjutan, menurut kami merupakan persepsi atau dugaan yang 

tendensius dan tidak berdasar karena hanya berdasarkan document study, tidak 

berdasarkan hasil observasi di lapangan dan tanpa didukung fakta-fakta hukum yang 

jelas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sebagaimana yang telah disampaikan pada poin terdahulu bahwa Terlapor III tidak 

mungkin mengatur atau mengontrol harga jual toko karena jangkauan Terlapor III 

hanya sebatas pada distributor. Mekanisme untuk harga semen di pasaran sangat erat 

kaitannya dengan jaminan pasokan, transportasi, handling di lapangan serta fanatisme 

konsumen pada merek.--------------------------------------------------------------------------- 

5. Bahwa mengenai dugaan terjadi upaya untuk mengatur harga pada poin 5 analisa 

hukum Tim Pemeriksa, dapat dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, 

Terlapor III telah menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh pihak KPPU atau 

dokumen-dokumen lain yang terkait dengan itu.  -------------------------------------------- 

 

Sesuai dengan berita acara penyerahan dokumen Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 

Februari 2010 Terlapor III telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut : i) 

Kapasitas produksi terpasang, volume produksi dan volume penjualan, ii) Konsumsi 

semen nasional dan per wilayah lima tahun terakhir,  iii) Penjualan per wilayah dan 

per provinsi lima tahun terakhir, iv) Harga semen di tingkatan distributor, v) Harga 

semen ritel per provinsi dan per kabupaten lima tahun terakhir, vi) HPP dan struktur 
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biaya produksi, vii) Laporan keuangan Audited lima tahun terakhir, viii) Nama dan 

alamat distributor terakhir di seluruh Indonesia.-------------------------------------------- 

 

Bahwa berdasarkan dokumen – dokumen yang ada, KPPU tidak menemukan atau 

tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor III telah membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya guna menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus 

dibayar oleh konsumen. Dengan demikian, secara formil berdasarkan bukti - bukti 

tertulis tersebut maka dugaan KPPU tidak terbukti.------------------------------------------ 

 

Demikian juga dari aspek materil, secara fakta. KPPU dapat melakukan tindakan 

yang patut di lapangan untuk menemukan fakta ada tidaknya perjanjian Terlapor III 

dengan para pesaingnya. Artinya, jika pun secara formil tidak ada perjanjian khusus 

untuk itu, secara fakta dapat juga dibuktikan apakah telah ada ”perjanjian 

terselubung” diantara para produsen semen. Dugaan  secara materil ini juga tidak 

mampu dibuktikan. Tegasnya, KPPU tidak berhasil membuktikan adanya perjanjian 

terselubung tersebut. Atas dasar itu semua baik dari aspek formil maupun aspek 

materil dugaan bahwa Terlapor III telah membuat suatu perjanjian dengan para 

pesaingnya TIDAK TERBUKTI.--------------------------------------------------------------- 

 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga jual Terlapor III sangat fluktuatif 

(Lampiran 3). Ini merupakan bukti tidak adanya perjanjian pengaturan pasokan 

ataupun upaya untuk mengatur harga antara Terlapor III dengan pelaku usaha 

pesaingnya. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Bahwa mengenai dugaan pertemuan dalam Asosiasi Semen Indonesia (ASI) sebagai 

fasilitas untuk mengatur pasokan dan menentukan harga sebagaimana dimaksud pada 

poin 6 dan 7 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan,  dapat dijelaskan bahwa rapat-

rapat ASI lebih merupakan forum silaturahmi antar pabrik semen. Wakil dari 

Terlapor III yang hadir adalah karyawan dengan level Supervisor, dimana mereka 

tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur pasokan atau menetapkan harga dan 

memang tidak sedikitpun adanya niat bahwa pengiriman utusan tersebut terkait 

dengan upaya pengaturan harga. apalagi mekanisme untuk kebijakan penetapan harga 

harus melalui rapat direksi yang kemudian dijalankan oleh Direktur Komersial.-------- 
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7. Bahwa mengenai keberadaan ASI sendiri telah dijawab dan ditegaskan dalam 

keterangan tertulis pemerintah yaitu Kementerian Perindustrian melalui surat nomor 

297/IAK/5/2010 tertanggal 31 Mei 2010 (Lampiran 4), yang menyatakan bahwa 

pertemuan ASI dengan anggotanya yang dilakukan secara rutin dan selalu  dihadiri 

wakil dari pemerintah merupakan pertemuan komunikasi  antara pelaku usaha dengan 

pemerintah yang membahas agar tidak terjadi kelangkaan pasokan semen di daerah 

serta untuk mendapatkan masukan tentang kebijakan pembangunan semen di 

Indonesia. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam pertemuan tersebut tidak pernah 

dibicarakan tentang pengaturan produksi dan pemasaran, pengaturan wilayah, 

pengaturan harga atau pembicaraan lain yang bersifat pembentukan kartel.-------------- 

8. Bahwa dalam kesimpulannya Tim Pemeriksa menyatakan adanya  dugaan 

pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999. Untuk itu, 

KPPU perlu membuktikan unsur-unsur dari pasal yang disangkakan yaitu pasal 5 ayat 

(1) dan pasal 11. ---------------------------------------------------------------------------------- 

8.1. Dari rumusan pasal 5 ayat (1) tersebut terlihat bahwa suatu perjanjian 

penetapan harga dilarang jika terpenuhinya unsur-unsur, sebagai berikut :------ 

a) Adanya perjanjian.---------------------------------------------------------------- 

b) Perjanjian tersebut dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha 

pesaingnya.------------------------------------------------------------------------- 

c) Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk menetapkan harga 

atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau 

pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.------------------------------ 

Sedangkan untuk pasal 11, agar suatu perjanjian kartel dapat dikenakan 

larangan pada pasal 11 tersebut, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut :------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Adanya perjanjian.---------------------------------------------------------------- 

b) Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha pesaingnya.---------------- 

c) Tujuannya untuk mempengaruhi harga.---------------------------------------- 

d) Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur 

produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu.---------------- 
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e) Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan curang------------------------------------------------------ 

8.2. Bahwa dari aspek hukum, dalam dugaan pelanggaran pasal 5 ataupun pasal 11 

Undang – undang No. 5 tahun 1999 oleh Terlapor III maka KPPU harus dapat 

membuktikan dua hal pokok : pertama, adanya perjanjian antara Terlapor III 

dengan pelaku usaha pesaingnya, kedua, adanya maksud/niat (intent) bahwa 

perjanjian itu dimaksudkan :------------------------------------------------------------ 

a) untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus 

dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang 

sama (Pasal 5).--------------------------------------------------------------------- 

b) mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran 

suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 11)----------------- 

  

Adanya perjanjian ini merupakan syarat mutlak untuk terpenuhinya unsur-

unsur yang disangkakan kepada Terlapor III. Jika tidak terpenuhi kedua syarat 

tersebut maka dengan sendirinya tidak perlu adanya pembuktian lanjutan 

karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh kedua pasal 

tersebut.------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka baik dalam Pasal 5 maupun dalam Pasal 11 

Undang-Undang No 5 Tahun 1999, KPPU harus dapat membuktikan bahwa Terlapor 

III telah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang 

(semen) yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat.---------------------------------------------------------------------------------- 

  

KPPU tidak berhasil membuktikan bahwa Terlapor III telah membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga. 

Dugaan adanya perjanjian ini harus berdasarkan adanya perjanjian tertulis .  Secara 

yuridis, untuk dapat menjadi bukti yang kuat maka suatu perjanjian harus dibuat 

secara tertulis. Padahal jangankan bukti telah adanya perjanjian tertulis, perjanjian 

secara tidak tertulis saja tidak mampu didapat oleh KPPU untuk menguatkan 
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dugaannya.  Apalagi KPPU mendasarkan dugaannya berdasarkan dugaan “adanya 

kesepakatan tidak langsung.”  Tidak juga jelas apa yang dimaksudkan oleh KPPU 

sebagai adanya “kesepakatan tidak langsung tersebut.” KPPU tidak dapat 

mendasarkan “dugaannya” hanya menduga-duga adanya kesepakatan tidak langsung.  

Secara yuridis, tuduhan-tuduhan itu harus dengan bukti tertulis.-------------------------- 

 

Berdasarkan uraian-uraian  di atas, baik secara formil maupun materil, DUGAAN bahwa 

Terlapor III melakukan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang – 

undang No. 5 tahun 1999 jelas – jelas tidak terbukti.----------------------------------------------- 

 

Atas dasar uraian dan kesimpulan kami sebagai dasar pembelaan, kiranya Majelis Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pemeriksa Perkara No : 01/KKPU-I/2010 secara 

hukum berkenan memutuskan dan menetapkan bahwa dugaan pelanggaran terhadap 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 

Terlapor III adalah TIDAK TERBUKTI dan lemah dasarn ya (baseless).  ---------------- 

 

26. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor 

IV, PT Semen Gresik (Persero), Tbk  menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-------------- 

1. RESUME PEMBELAAN----------------------------------- ----------------------------------- 

2. SELURUH HASIL ANALISIS TIM PEMERIKSA TELAH DISIMPUL KAN 
SECARA KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU-------------------- -------------------- 

2. 1. Analisis Pasar Bersangkutan yang dilakukan Tim Pemeriksa tidak sesuai 
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.------------------------------ 

2. 2. Analisis Pangsa Pasar yang dilakukan Tim Pemeriksa telah disimpulkan 
secara keliru dan tidak berdasar.------------------------------------------------------- 

2. 2. 1. Nature bisnis semen menyebabkan pelaku usaha lebih terkonsentrasi 
dan unggul di pasar yang dekat dengan lokasi pabrik.------------------- 

2. 2. 2. Adanya loyalitas konsumen di daerah lain terhadap suatu produk 
semen tertentu (brand loyalty) dan kuatnya brand image suatu 
produk menyebabkan Terlapor IV/SG sulit untuk bersaing di daerah 
tersebut.------------------------------------------------------------------------ 
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2. 2. 3. Tingginya biaya distribusi semen menyebabkan rendahnya laba yang 
akan diperoleh apabila Terlapor IV/SG memasarkan produknya jauh 
dari lokasi pabrik.------------------------------------------------------------- 

2. 2. 4. Kapasitas Produksi yang telah penuh (full capacity) menyebabkan 
Terlapor IV/SG sulit untuk memasok produknya ke daerah lain 
melebihi dari jumlah yang dipasok pada saat ini.------------------------- 

2. 2. 5. Penambahan pasokan di suatu daerah hanya akan mengakibatkan 
pengurangan pasokan di daerah lain yang justru akan menyebabkan 
kerugian bagi perusahaan dan kemungkinan terjadinya gejolak 
pasar.--------------------------------------------------------------------------- 

2. 2. 6. Terlapor IV/SG tetap mengupayakan pasokan ke daerah-daerah lain 
sesuai dengan strategi bisnis perusahaan dalam rangka menjaga 
brand image dan penetrasi pasar.------------------------------------------- 

2. 2. 7. Fokus Daerah Pemasaran Terlapor IV/SG disesuaikan dengan 
prioritas yang memperhitungkan beberapa variabel.--------------------- 

2. 2. 8. Pangsa Pasar Terlapor IV/SG sangat berfluktuasi pada beberapa 
wilayah apabila dilihat melalui proxy volume penjualan bulanan.----- 

2. 3. Analisis harga paralel tidak tepat digunakan untuk membuktikan adanya kartel 
dan justru membuktikan terjadinya persaingan. ------------------------------------- 

2. 3. 1. Kesimpulan harga yang paralel dilakukan tanpa adanya uji statisik  
tertentu untuk membuktikan hal tersebut.--------------------------------- 

2. 3. 2. Tidak terjadi pola harga yang paralel karena banyaknya garis yang 
berpotongan pada grafik pola harga.--------------------------------------- 

2. 3. 3. Dalam hal terdapat pola harga yang parallel, hal itu pun bukan 
merupakan bukti terjadinya kartel. ----------------------------------------- 

2. 4. Kesimpulan mengenai analisis keuangan yang dilakukan Tim Pemeriksa 
adalah keliru, karena keuntungan yang diduga tinggi tersebut bukan diperoleh 
melalui adanya pengaturan harga.------------------------------------------------------ 

2. 4. 1. Perolehan laba Terlapor IV/SG masih dalam tingkat yang wajar, 
bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan laba perusahaan lain;- 

2. 4. 2. Perolehan laba Terlapor IV/SG adalah karena berbagai upaya 
efisiensi yang dilakukan berjalan dengan baik. -------------------------- 

2. 4. 3. Laba Terlapor IV/SG masih belum optimum untuk melakukan 
ekspansi berupa pendirian pabrik baru secara layak guna memenuhi 
permintaan semen nasional.------------------------------------------------- 
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3. RAPAT-RAPAT ASI BUKANLAH WADAH UNTUK MEMFASILITASI 
PEMBENTUKAN KARTEL -------------------------------- --------------------------------- 

3. 1. Rapat-rapat ASI sama sekali tidak memfasilitasi pembentukan kartel 
sebagaimana diduga Tim Pemeriksa pada butir 6 halaman 87 LHPL.------------ 

3. 2. Tim Pemeriksa telah membuat kesimpulan yang keliru dan menyesatkan pada 
butir 7 halaman 87 dan 88 LHPL.----------------------------------------------------- 

3. 3. Data ASI baik realisasi maupun prognosa tentang produksi dan penjualan 
tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun strategi bisnis 
perusahaan karena tidak teruji validitasnya------------------------------------------- 

4. SELURUH KESIMPULAN DALAM ANALISIS HUKUM TIDAK 
MEMPERTIMBANGKAN ALASAN-ALASAN YANG TELAH 
DIKEMUKAKAN TERLAPOR IV/SG SELAMA PEMERIKSAAN DAN 
SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YAN G 
CUKUP-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. 1. Pendefinisian Pasar Bersangkutan yang dilakukan Tim Pemeriksa 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku-------------- 

4. 2. Dugaan terjadinya pengaturan pasokan berdasarkan hasil analisis pangsa pasar 
disimpulkan oleh Tim Pemeriksa tanpa mempertimbangkan alasan-alasan 
yang telah dikemukakan Terlapor IV/SG--------------------------------------------- 

4. 3. Dugaan terjadinya pengaturan harga untuk mempertahankan tingkat 
keuntungan disimpulkan oleh Tim Pemeriksa tanpa mempertimbangkan 
alasan-alasan yang telah dikemukakan Terlapor IV/SG---------------------------- 

4. 4. Dugaan bahwa rapat-rapat ASI sebagai fasilitas untuk mengatur pasokan dan 
harga adalah tidak berdasar dan tidak memperdulikan semua fakta-fakta 
dalam LHPL----------------------------------------------------------------------------- 

4. 5. Analisis hukum hanya berupa asumsi tanpa disertai dengan alat bukti dan 
penguraian unsur pasal yang dituduhkan -------------------------------------------- 

5. TERLAPOR IV/SG TIDAK TERBUKTI MELANGGAR PASAL 5 AYA T 1 UU 
NOMOR 5/1999---------------------------------------------------------------------------------- 

5. 1. Unsur “Perjanjian” Tidak Terbukti.--------------------------------------------------- 

5. 2. Unsur “Penetapan harga atas suatu barang dan/atau jasa” Tidak Terbukti.------ 

5. 3. Unsur “Harga yang harus dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan” Tidak 
Terbukti.----------------------------------------------------------------------------------- 

5. 4. Unsur “Pasar bersangkutan yang sama” Tidak Terbukti.--------------------------- 
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6. TERLAPOR IV/SG TIDAK TERBUKTI MELANGGAR PASAL 11 UU  
NOMOR 5/1999---------------------------------------------------------------------------------- 

6.1. Unsur “Perjanjian” Tidak Terbukti.--------------------------------------------------- 

6.2. Unsur “Bermaksud Mempengaruhi Harga” Tidak Terbukti.----------------------- 

6.3. Unsur “Mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa” Tidak 
Terbukti.----------------------------------------------------------------------------------- 

6.4. Unsur “Mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang 
tidak sehat” Tidak Terbukti------------------------------------------------------------- 

6. 4. 1. Unsur “Mengakibatkan praktek monopoli” Tidak Terbukti.---------- 

6. 4. 2. Unsur “Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat” Tidak 
Terbukti.--------------------------------------------------------------------- 

7. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN TIM PEMERIK SA--- 

7. 1. Pola harga yang paralel tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti berdasarkan 
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku-------------- 

7. 2. Indirect Evidence atau bukti ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti 
berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan 
(” LHPL”) yang terdiri dari 88 halaman terlihat sangat mengutamakan atau 
menitikberatkan pada berbagai analisis yang berkaitan dengan ekonomi seperti 
pemasaran, distribusi dan keuangan serta produksi tanpa sama sekali memberikan 
analisis hukum yang memadai untuk menjustifikasi kesimpulan Tim Pemeriksa 
mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”). ------------------------------------------------------------- 

Bisa jadi, Tim Pemeriksa Lanjutan (”Tim Pemeriksa”) berpikir bahwa masalah 
persaingan usaha lebih erat kaitannya dengan isu-isu ekonomi dan produksi 
dibandingkan dengan isu hukum. Namun demikian perlu disadari bahwa pada akhirnya 
analisis-analisis ekonomi dan produksi harus dapat diformulasikan sedemikian rupa 

1. 1. Tanggapan Umum Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan 

1. RESUME PEMBELAAN  
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dalam bentuk kajian atau analisis hukum yang komprehensif agar dugaan terjadinya 
pelanggaran tersebut memperoleh legitimiasi sebagai sebuah perbuatan yang dilarang 
oleh hukum persaingan usaha. Tanpa melakukan hal tersebut, analisis ekonomi dan 
produksi hanya sebatas analisis yang tidak legitimate untuk menyimpulkan bahwa 
pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha telah terjadi.--------------------------------- 

Tampak jelas bahwa mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 86,  LHPL hanya 
membahas tentang berbagai analisis yang berkaitan dengan ekonomi seperti pemasaran, 
distribusi dan keuangan dan analisis produksi. Uraian tentang Pendapat Ahli pada 
halaman 44 dan 45 sama sekali tidak memberikan analisis hukum yang dapat 
mendukung dugaan Tim Pemeriksa tentang terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 5 
ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999.--------------------------------------------------------------- 

Akhirnya di bagian penutup, tepatnya di halaman 87 dan 88 LHPL dinyatakan tentang 
Analisis Hukum. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan secara komprehensif, 
sesungguhnya Analisis Hukum tersebut semata-mata hanya berupa kesimpulan yang 
diambil dari analisis ekonomi dan produksi. Kesimpulan ini kemudian diberi-nama atau 
disebut sebagai Analisis Hukum. Menurut hemat kami, bagian tersebut tidak tepat untuk 
disebut sebagai Analisis Hukum, melainkan kesimpulan dari analisis ekonomi dan 
produksi. Dengan perkataan, Pertimbangan dan Analisis Hukum sesungguhnya tidak 
dilakukan sama sekali oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam perkara ini.-------------------- 

Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal-hal yang dilakukan Terlapor IV/SG akhirnya 
disimpulkan oleh Tim Pemeriksaan Lanjutan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 5 
ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999? Logikanya, untuk sampai pada kesimpulan 
mengenai terjadinya pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, maka analisis hukum 
adalah sebuah keharusan untuk dielaborasi secara komprehensif dalam laporan tersebut. 
Fakta mengenai tidak adanya analisis hukum yang jelas dalam LHPL sebenarnya sudah 
cukup bagi Majelis Komisi untuk tidak sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan 
karena jika Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dan perkara ini 
dilanjutkan hingga ke tingkat pengadilan, sangat mungkin bahwa pengadilan akan 
menolak kesimpulan Tim Pemeriksa tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap 
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999.----------------------------------------------------- 

 

 

Dalam LHPL yang telah dibuat ini, Tim Pemeriksa pada pokoknya menduga telah terjadi 
kartel antar pelaku usaha semen yang secara sederhana hanya dibuktikan dengan, antara 
lain:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. 2. Tanggapan Khusus Terhadap Analisis Tim Pemeriksa 
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1. Pangsa pasar yang stabil;------------------------------------------------------------------------ 
2. Pola harga yang sama;--------------------------------------------------------------------------- 
3. Tingkat keuntungan yang tinggi;--------------------------------------------------------------- 
4. Adanya bukti rapat ekonomi bisnis Asosiasi Semen Indonesia (“ASI ”). ---------------- 

Seluruh analisis dalam LHPL tersebut sama sekali tidak relevan dengan Pasal 5 ayat 1 dan 
Pasal 11 UU No. 5/1999. Analisis-analisis tersebut tidak dapat dibuktikan secara kuat 
dengan disertai alat bukti yang cukup, namun hanya dibuat berdasarkan asumsi dan opini 
Tim Pemeriksa semata. --------------------------------------------------------------------------------- 

Dalam Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran ataupun Tanggapan Laporan Hasil 
Pemeriksaan Pendahuluan yang sebelumnya sudah kami serahkan kepada Tim Pemeriksa, 
sudah kami jelaskan bahwa Terlapor IV/SG sama sekali tidak melakukan kartel dengan 
pihak manapun dalam menjalankan bisnis usahanya. ---------------------------------------------- 

Adanya pangsa pasar yang stabil di beberapa daerah tertentu, sebagaimana juga sudah kami 
jelaskan dalam Tanggapan LHPP kami, adalah disebabkan oleh karakteristik alami dari 
bisnis semen yang pasti akan membuat produk semen tertentu unggul di daerah yang 
lokasinya berdekatan dengan pabrik. Hal-hal seperti loyalitas konsumen, tingginya biaya 
distribusi, serta telah  terpenuhinya kapasitas produksi Terlapor IV/SG adalah hal-hal yang 
secara nyata membuat kami sulit untuk bersaing di daerah-daerah yang jauh dari lokasi 
pabrik. Oleh karena itu, hal-hal tersebut di atas diyakini dapat menjawab berbagai isu 
pokok yang ditengarai oleh Tim Pemeriksa antara lain:-------------------------------------------- 

- Mengapa Terlapor IV/SG tidak memasok dalam jumlah banyak ke daerah-daerah 
tertentu dan mencoba bersaing dengan merebut pangsa pasar Terlapor lain? ------------ 

- Mengapa Terlapor IV/SG tetap memasok ke daerah-daerah yang lokasinya jauh dari 
pabrik?---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Mengapa pangsa pasar Terlapor IV/SG di Jawa Timur relatif stabil?--------------------- 

- Mengapa Terlapor IV/SG hanya fokus pada daerah pemasaran di Jawa Timur 
dibandingkan dengan daerah lain di luar Jawa Timur?-------------------------------------- 

Bukti rapat ASI yang dikatakan oleh Tim Pemeriksa turut memfasilitasi kartel pun tidak 
dapat dibenarkan karena setiap rapat ekonomi bisnis yang diadakan ASI ini selalu dihadiri 
pemerintah sehingga sangat tidak logis apabila disimpulkan bahwa rapat tersebut 
dimaksudkan untuk memfasilitasi kartel ataupun praktek lain yang dilarang oleh undang-
undang. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dalam LHPL ini pun Tim Pemeriksa tidak dapat membuktikan unsur-unsur dari Pasal 5 
ayat 1 dan Pasal 11 UU No. 5/1999 sebagaimana dituduhkan. Berdasarkan uraian tersebut 
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di atas, Terlapor IV/SG memohon kepada Majelis Komisi Perkara No. 1/KPPU-I/2010 
untuk memberikan Putusan yang menyatakan bahwa Terlapor IV/SG TIDAK 
TERBUKTI MELANGGAR Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999.---------------- 

 

 

Analisis Tim Pemeriksa KPPU---------------------------------------------------------------------- 

Dalam Analisis Pasar Bersangkutan (halaman 47 LHPL), mengacu kepada Peraturan 
Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar 
Bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPPU No. 3/2009”), 
Tim Pemeriksa telah melakukan analisis sebagai berikut:----------------------------------------- 

Pasar Produk--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Indikator harga; harga dari semen jenis OPC, PPC dan PCC hanya berbeda tipis 
sehingga kenaikan harga pada jenis yang satu akan menyebabkan konsumen beralih 
pada jenis yang lain. Dengan demikian berdasarkan indicator harga antara semen 
jenis OPC, PPC dan PCC merupakan substitusi bagi satu dengan yang lainnya.------- 

2) Karakteristik dan kegunaan produk; Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan 
Tim Pemeriksa diketahui bahwa baik semen jenis OPC, PPC dan jenis PCC memiliki 
karakteristik dan kegunaan yang sama, sehingga Tim Pemeriksa menilai kedua jenis 
semen tersebut merupakan substitusi satu dengan yang lainnya.-------------------------- 

3) Dengan demikian, pasar produk dari pada perkaran ini adalah pasar produk 
kategori semen, tidak dibedakan antara semen jenis OPC, PPC maupun PCC.--------- 

Pasar Geografis------------------------------------------------------------------------------------------ 

Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya 
peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah untuk 
melakukan pemasaran/penjualan semen. Namun demikian masing-masing perusahaan 
menerapkan kebijakan dalam memasarkan dan menjual semennya pada wilayah-wilayah 
tertentu saja. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan biaya transportasi yang ditimbulkan 
dalam memasarkan produk semen dari pabrik yang dimiliki oleh masing-masing 
perusahaan. Dengan demikian Tim Pemeriksa menilai bahwa pasar geografis untuk 
produk semen adalah pasar geografis propinsi, di mana produsen semen berdasarkan 

2. SELURUH HASIL ANALISIS KPPU TELAH DISIMPULKAN SECAR A 
KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 



 

Halaman 190 dari 425 
 

  S A L I N A N 

pertimbangannya. dapat memasarkan dan menjual semennya pada lebih dari satu 
propinsi.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pembelaan Terlapor IV/SG-------------------------------------------------------------------------- 

Mengenai penentuan pasar bersangkutan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa di atas, kami 
berpendapat bahwa pendefinisian pasar bersangkutan dalam LHPL tersebut bukanlah 
pendefinisian yang benar sesuai dengan Peraturan KPPU No. 3/2009. Penjelasan mengenai 
hal tersebut kami uraikan pada butir berikut.-------------------------------------------------------- 

 

Pendefinisian pasar bersangkutan tentu saja tidak dapat dijelaskan secara verbal melainkan 
harus dapat dibuktikan dengan tes atau uji tertentu melalui pendekatan elastisitas 
permintaan dan penawaran.----------------------------------------------------------------------------- 

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan KPPU No. 3/2009:------------------------------------
Penentuan pasar produk ini seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan 
elastisitas permintaan dan penawaran. Pendekatan terhadap elastisitas permintaan dan 
penawaran dapat dilakukan melalui analisis preferensi konsumen. -------------------------- 

Sebagai informasi, otoritas pengawas persaingan di beberapa negara menggunakan 
batasan kuantitatif kenaikan harga yang disimulasikan antara 5%-10%. Metode yang sama 
dapat diterapkan di Indonesia dengan batasan kuantitatif yang disesuaikan dengan kondisi 
lokal.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lebih jauh, juga dikatakan dalam buku karangan Dr. Andi Fahmi Lubis, SE., ME., yang 
berjudul “Hukum Persaingan Usaha – Antara Teks dan Konteks”, tahun 2009: (Bukti T.IV 
– 1)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pendekatan SSNIP Test (Small but Significant, Non-transitory Increase in Price) pada 
intinya ingin melihat apakah sebuah perusahaan akan mendapatkan keuntungan jika 
menaikkan harga. Proses membuktikan tes ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama 
adalah membuktikan apakah keputusan menaikkan harga akan menguntungkan 
perusahaan. Hal ini dilihat dari logika profit maksimum, yaitu perusahaan akan 
memutuskan untuk menaikkan harga jika marginal revenue lebih kecil dari marginal cost. 
Pembuktian dilakukan dengan melihat:-------------------------------------------------------------- 

Dimana ε menunjukkan elastisitas harga (own-price elasticity). Namun tahap pertama ini 
tidak memberikan batas seberapa besar perusahaan akan menaikkan harga. Merger 
Guidelines DOJ/FTC memberikan batas SSNIP sebesar 5%. Tahap kedua dilakukan 
dengan cara membandingkan critical elasticity of demand dengan own price elasticity-nya. 

2. 1.  Analisis Pasar Bersangkutan yang dilakukan Tim Pemeriksa tidak sesuai 
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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--------------------------------Critical elasticity = (1+t) / (m+t)------------------------------------ 

dimana t adalah batasan SSNIP, m menunjukkan margin yang dimiliki oleh perusahaan 
(nilainya berupa persentase bukan profit langsung misalnya ROE). Jika critical elasticity 
lebih besar dari own price elasticity, berarti pasar tersebut memenuhi SSNIP test.----------- 
 

Dengan demikian pendefinisian pasar bersangkutan yang benar seharusnya dilakukan 
dengan melakukan uji SSNIP test yang pastinya sudah dimengerti oleh Tim Pemeriksa 
sendiri. Atas dasar inilah kami mengatakan bahwa pendefinisian pasar bersangkutan 
dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan KPPU No. 3/2009 dan tidak tepat 
untuk dijadikan sebagai dasar analisis dalam LHPL.------------------------------------------ 

Faktanya, daerah pemasaran Terlapor IV/SG adalah meliputi daerah-daerah, sebagai 
berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JAWA 
1. Banten 
2. DKI Jakarta 
3. Jawa Barat 
4. Jawa Tengah  
5. DI Yogyakarta 
6. Jawa Timur 

 

KALIMANTAN 
7. Kalimantan Barat 
8. Kalimantan Selatan 
9. Kalimantan Tengah 
10. Kalimantan Timur 

 

NUSA TENGGARA 
11. Bali  
12. NTB 
13. NTT 

 
INDONESIA TIMUR 

14. Maluku 
15. Papua 

 

 
Dengan menyatakan bahwa pasar geografis dalam perkara ini adalah dalam cakupan 
propinsi, maka Tim Pemeriksa seharusnya dapat menjelaskan secara terperinci propinsi-
propinsi tersebut dengan menyebutkan pelaku-pelaku usaha yang bersaing di dalam 
masing-masing propinsi tersebut. --------------------------------------------------------------------- 
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Analisis Tim Pemeriksa KPPU---------------------------------------------------------------------- 

Dalam Analisis Pangsa Pasar (halaman 48 LHPL), Tim Pemeriksa pada pokoknya telah 
menyimpulkan bahwa Terlapor IV/SG sebenarnya memiliki kemampuan dan peluang 
untuk bersaing dengan Terlapor lain di beberapa daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, 
dan Jawa Tengah), akan tetapi hal ini tidak dilakukan untuk menjaga agar pangsa pasar 
pelaku usaha tertentu tetap stabil di daerah tersebut.----------------------------------------------- 

Hal serupa juga terjadi di propinsi Jawa Timur, dimana Tim Pemeriksa menduga bahwa 
beberapa Terlapor lain secara sengaja tidak memanfaatkan kemampuan dan peluangnya 
untuk bersaing dengan Terlapor IV/SG untuk menjaga pangsa pasar Terlapor IV/SG tetap 
stabil di daerah tersebut.-------------------------------------------------------------------------------- 

Pembelaan dan Tanggapan Terlapor IV/SG----------------------------------------------------- 

Kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut sangat tidak berdasar. Adapun alasan sulitnya 
Terlapor IV/SG untuk masuk dan bersaing dengan Terlapor lain di beberapa daerah adalah 
disebabkan oleh beberapa alasan antara lain:-------------------------------------------------------- 

1. Karakteristik alami dari industri semen;------------------------------------------------------- 
2. Adanya faktor loyalitas konsumen; ------------------------------------------------------------ 
3. Tingginya biaya distribusi; dan ----------------------------------------------------------------- 
4. Kapasitas produksi Terlapor IV/SG yang sudah penuh (full capacity). 
 Adapun penjelasan mengenai hal-hal tersebut kami uraikan pada butir di bawah ini.--- 

2. 2. 1. Nature bisnis semen menyebabkan pelaku usaha lebih terkonsentrasi dan 
unggul di pasar yang dekat dengan lokasi pabrik 

Semen merupakan suatu komoditi berat yang memanfaatkan potensi sumber daya alam 
bahan galian non logam berupa batu kapur, tanah liat, pasir besi dan gipsum dan diproses 
melalui pembakaran dengan temperatur yang tinggi (di atas 1000o C), dengan penyebaran 
tergantung dari penyebaran bahan baku.------------------------------------------------------------- 

Di samping itu, dalam buku Roadmap Industri Semen, yang dikeluarkan oleh Departmen 
Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia pada tahun 2009 (Bukti T.IV – 
2), juga dijelaskan bahwa industri semen juga dikenal sebagai industri yang memiliki 
karakteristik padat modal, padat energi, dan padat produksi.-------------------------------------- 

2. 2.  Analisis Pangsa Pasar yang dilakukan Tim Pemeriksa telah disimpulkan 
secara keliru dan tidak berdasar 
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(1) Padat modal artinya untuk  mendirikan pabrik  semen dibutuhkan modal yang 
sangat besar, karena itu tidak banyak pelaku usaha yang dapat memasuki industri 
semen; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Padat energi artinya bahwa proses pengolahan bahan baku menjadi semen yang siap 
pakai, membutuhkan energi yang tinggi, karena itu tidak dapat didirikan secara 
sembarangan. ----------------------------------------------------------------------------------- 

(3) Padat produksi artinya bahwa setiap industri semen selalu melakukan produksi 
dalam jumlah dan volume yang besar. Hal ini tentu saja akan membuat biaya 
transportasi yang merupakan bagian dari biaya distribusi menjadi tinggi.4 Terlebih 
lagi semen merupakan komoditas yang sangat sensitif terhadap cuaca sehingga 
memerlukan pengelolaan yang serius.------------------------------------------------------- 

Dengan karakteristik tersebut, tentunya akan membuat industri semen hanya dapat 
dimasuki oleh beberapa pelaku usaha saja. Hal inilah yang kemudian membentuk oligopoli 
secara alami dalam industri semen. Lokasi produsen atau pabrik semen itu pun pasti 
tergantung dengan lokasi ketersediaan bahan baku semen yang memanfaatkan Sumber 
Daya Alam. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perlu kami jelaskan bahwa sifat produk semen yang (i) berat; (ii) mudah rusak; dan (iii) 
kebutuhannya tidak bisa ditunda, membuat distribusi yang efektif dan efisien merupakan 
kunci dalam strategi penjualan semen. Semakin jauh jarak pengiriman, semakin besar pula 
kemungkinan semen menjadi rusak. Pada dasarnya kebutuhan akan semen untuk 
pembangunan suatu proyek tidak bisa ditunda tapi harus segera dikirim. ---------------------- 

Dalam suatu wilayah propinsi tertentu pasti terdapat satu pelaku usaha yang benar-benar 
menguasai pasar, yaitu mereka yang lokasi pabriknya berada di propinsi tersebut atau tidak 
jauh dari propinsi tersebut. Pelaku usaha tersebut biasanya hanya dapat menguasai pasar 
yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pabrik. Apabila pelaku usaha ini mencoba 
memasarkan produknya ke daerah-daerah lain yang jauh dari lokasi pabrik untuk merebut 
pasar, maka mereka akan menghadapi masalah-masalah yang pelik seperti adanya loyalitas 
konsumen, biaya distribusi yang tinggi yang disebabkan sifat semen yang bulky, dan lain 
sebagainya (Penjelasan mengenai hal-hal tersebut akan kami uraikan dalam butir 
selanjutnya). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namun demikian, pelaku usaha perlu melakukan pemasaran ke daerah lain demi 
membangun brand image dan persiapan upaya ekspansi perusahaan. Hal inilah yang 
berlaku secara umum pada industri semen di berbagai negara dan kami akui juga terjadi 
pada industri semen di Indonesia. --------------------------------------------------------------------- 

                                                 
4 Roadmap Industri Semen, Departemen Perindutrian; Direktorat Jenderal Industri Agro dan 

Kimia, 2009 
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Dalam suatu laporan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 
Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengenai Studi Distribusi Semen 
Nasional pada tahun 1997, adanya  sifat dan karakteristik produk semen sebagaimana 
diuraikan tersebut di atas pun pada dasarnya sudah diprediksikan akan membentuk suatu 
pasar oligopoli dimana pada daerah-daerah tertentu hanya akan dikuasai oleh beberapa 
pelaku usaha saja. Oleh karena itu, apa yang terjadi saat ini pada dasarnya sudah dapat 
diprediksi yang dikarenakan sifat atau karakteristik industri semen (Bukti T.IV – 3).--------  

Dengan demikian, hal tersebut di atas cukup menjelaskan mengapa pangsa pasar pelaku 
usaha lain dapat tetap stabil di beberapa daerah tertentu dan juga mengapa pangsa pasar 
Terlapor IV/SG dapat tetap stabil di propinsi Jawa Timur.---------------------------------------- 

 

2. 2. 2. Adanya loyalitas konsumen di daerah lain terhadap suatu produk semen tertentu 
(brand loyalty) dan kuatnya brand image suatu produk menyebabkan Terlapor IV/SG 
sulit untuk bersaing di daerah tersebut  

Salah satu faktor yang kami akui membuat kami sulit untuk dapat bersaing dengan Terlapor 
lain di daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah adalah 
karena adanya loyalitas konsumen yang tinggi di daerah-daerah tersebut terhadap suatu 
produk semen tertentu.---------------------------------------------------------------------------------- 

Sebagai contoh untuk wilayah DKI Jakarta, masyarakat yang berada di wilayah tersebut 
cenderung lebih memilih semen Tiga Roda yang merupakan produk dari Terlapor I. Untuk 
dapat bersaing dengan semen Tiga Roda, tentunya kami harus menurunkan harga produk 
semen kami jauh di bawah harga Tiga Roda, karena apabila selisih harga hanya sedikit, 
konsumen tentu akan tetap memilih semen Tiga Roda karena pengaruh Brand Loyalty dan 
Brand Image tersebut. Namun, untuk menjual produk kami dengan harga yang jauh lebih 
rendah dari harga semen Tiga Roda tersebut, tentu saja tidak layak (feasible) untuk 
dilakukan karena biaya distribusi yang kami keluarkan untuk mengangkut produk kami dari 
Tuban ke Jakarta sudah sangat tinggi. ---------------------------------------------------------------- 

Kami Terlapor IV/SG pun meyakini bahwa sebagian masyarakat di daerah Jawa Timur 
memiliki loyalitas yang cukup kuat kepada produk kami. Hal inilah yang kami usahakan 
agar terus dipertahankan sehingga pangsa pasar kami tetap stabil di daerah tersebut. --------- 

Sebuah Survey tentang Brand Image telah dilakukan oleh InMarc, sebuah lembaga survey 
khusus tentang branding yang memetakan Top of Mind Merek semen di beberapa kota 
besar di Jawa dan Bali.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Dari hasil survey tersebut, terlihat bahwa kekuatan Brand Image Terlapor IV/SG berada di 
daerah Jawa Timur, dan Jawa Tengah sedangkan semen Tiga Roda memiliki kekuatan di 
daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (“Jabodetabek”), dan Bandung. --------- 

Dengan Analisis Statistik maka keterkaitan daerah dengan Top of Mind adalah sebagai 
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dilihat dari gambar tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa semakin dekat hubungan 
antara pelaku usaha (lingkaran hitam) dengan kota (segitiga merah), maka semakin kuat 
loyalitas konsumen di daerah tersebut. Sehingga preferensi konsumen terhadap merek 
semen Tiga Roda di daerah Jabodetabek dan Bandung lebih kuat terhadap Semen Gresik di 
daerah tersebut. Begitu juga preferensi konsumen terhadap semen Gresik di Surabaya lebih 
kuat dibandingkan semen Tiga Roda. ---------------------------------------------------------------- 

Dari hasil survey InMarc juga diteliti tentang loyalitas konsumen terhadap Semen Gresik:  

 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 97% konsumen Semen Gresik menyatakan 
keinginan mereka untuk kembali membeli produk Semen Gresik di kemudian hari. 
Sementara hanya 3% dari konsumen Semen Gresik yang tidak puas dan memilih untuk 
tidak membeli produk Semen Gresik di kemudian hari. ------------------------------------------ 

Melalui hasil survey InMarc tentang Brand Loyalty konsumen di atas, terbukti bahwa 
loyalitas konsumen semen di Jawa Timur lebih kuat kepada Semen Gresik dibandingkan 
dengan merek semen lainnya. ------------------------------------------------------------------------- 

Keterangan:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seluruh hasil survey InMarc tersebut diatas kami peroleh melalui penelitian mengenai 
Market and Brand Performance pada tahun 2009 (Bukti T.IV – 4)   ----------------------------- 

Dengan demikian, kesulitan Terlapor IV/SG memasuki pasar di daerah-daerah seperti DKI 
Jakarta, Banten, dan Jawa Barat bukan disebabkan karena adanya pengaturan pasokan antar 
pelaku usaha (para Terlapor), melainkan karena adanya loyalitas konsumen di daerah-
daerah tersebut terhadap suatu produk tertentu (brand loyalty). ---------------------------------- 

 

 

 

Tidak
3% 

Ya
97% 
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2. 2. 3. Tingginya biaya distribusi semen menyebabkan rendahnya laba yang akan diperoleh 
apabila Terlapor IV/SG memasarkan produknya jauh dari lokasi pabrik 

 

Semen adalah produk yang sifatnya bulky yaitu padat dan berat. Oleh karena itu untuk 
mengangkut dan mendistribusikan produk semen pun dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.- 

Apabila kami ingin memasarkan produk kami ke daerah lain yang lokasinya jauh dari 
pabrik, tentu saja kami harus memperhitungkan komponen biaya distribusi yang tinggi 
tersebut. Dengan biaya distribusi yang tinggi, tentunya hal ini akan mengurangi laba yang 
dapat diperoleh.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Perbandingan perbedaan keuntungan yang Terlapor IV/SG peroleh pada setiap wilayah 
dapat diilustrasikan sebagai berikut:------------------------------------------------------------------- 

Pengaruh Biaya Distribusi terhadap Laba per Daerah tahun 2009 (Rp/ton) 

KWANTUM HARGA ONGKOS HARGA BIAYA LABA 

PENJUALA
N 

JUAL ANGKUT JUAL DAERAH 

(TON) BRUTTO PER-TON NETTO 

PRODUK
SI 

BEBAN  
USAHA 

  

Jatim        

Jateng        

DIY        

Jabar        

Banten        

DKI        

Data ini diolah dari hasil Laporan Keuangan Semen Gresik yang telah diaudit. 
 
Melalui perhitungan di atas dapat dilihat dengan jelas bagaimana pengaruh komponen 
biaya distribusi yang tinggi sangat mempengaruhi Harga Jual Netto pabrik yang pastinya 
akan mempengaruhi perolehan Laba. Dengan keuntungan pada daerah-daerah DKI Jakarta, 
Jawa Barat, dan Banten yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan laba kami di Jawa 
Timur, akan sangat masuk akal apabila Terlapor IV/SG lebih memprioritaskan pasokan 
untuk daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa 
tingginya biaya distribusilah yang menyebabkan laba kami rendah pada beberapa daerah 
tertentu, dan kecilnya laba inilah yang menyebabkan Terlapor IV/SG memilih untuk tidak 
memasok di daerah-daerah tersebut dengan volume yang besar. -------------------------------- 
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2. 2. 4. Kapasitas Produksi yang telah penuh (full capacity) menyebabkan Terlapor IV/SG 
sulit untuk memasok produknya ke daerah lain melebihi dari jumlah yang telah 
dipasok pada saat ini 

Hal lain yang dapat disampaikan sebagai alasan mengapa Terlapor IV/SG tidak dapat 
memasok produk kami lebih banyak ke daerah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten 
dan Jawa Tengah adalah karena selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Terlapor 
IV/SG telah melakukan produksi semen secara maksimal sesuai dengan kapasitas 
terpasangnya (full capacity) sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut.------------------ 

 
Data ini diolah dari Laporan Tahunan Semen Gresik tahun 2008 dan data Laporan 
Produksi dan Pemasaran 2009------------------------------------------------------------------------ 

Apabila kami ingin memanfaatkan kemampuan pasokan untuk kami pasarkan ke daerah-
daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah hal ini tentunya akan 
mempengaruhi jumlah pasokan Terlapor IV/SG ke daerah-daerah lain. Apabila hal ini 
dilakukan, kami khawatir akan terjadi kelangkaan pasokan semen pada daerah yang 
pasokannya dikurangi tersebut, yang pada akhirnya justru akan menimbulkan gejolak harga 
di wilayah tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Dengan demikian ketidakmampuan kami untuk memasok lebih ke daerah-daerah tertentu 
juga disebabkan oleh karena Terlapor IV/SG telah melakukan produksi sesuai dengan 
kapasitas terpasang yang dimilikinya.----------------------------------------------------------------- 
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2. 2. 5. Penambahan pasokan di suatu daerah hanya akan mengakibatkan pengurangan 
pasokan di daerah lain yang justru akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan 
dan kemungkinan terjadinya gejolak pasar 

Dalam hal kapasitas produksi telah memenuhi kapasitas terpasang suatu perusahaan, maka 
penambahan pasokan di suatu daerah hanya akan dapat dilakukan dengan mengurangi 
pasokan di daerah pemasaran lainnya. Pengurangan pasokan di suatu daerah tentu saja 
dapat berakibat langkanya semen di daerah tersebut. Apabila hal ini terjadi, tentu saja 
gejolak harga pun juga akan terjadi baik di daerah yang pasokan semennya dikurangi 
tersebut. Oleh karena itu supply di suatu wilayah sedapat mungkin disesuaikan dengan 
demand wilayah tersebut.------------------------------------------------------------------------------- 

Hal inilah yang membuat para pelaku usaha tidak akan dengan mudahnya menambah 
dan/atau mengurangi pasokan semen di suatu daerah.---------------------------------------------- 

Sebagai contoh dapat kami berikan ilustrasi perhitungan kerugian yang akan secara nyata 
diderita oleh Terlapor IV/SG dan kemungkinan terjadinya gejolak pasar pada daerah-
daerah tertentu apabila kami bersikeras untuk bersaing dengan Terlapor I di DKI Jakarta, 
Jawa Barat dan Banten dengan cara menurunkan harga di wilayah-wilayah tersebut. -------- 

Untuk mempertahankan tingkat pendapatan, maka penurunan harga di wilayah-wilayah 
tersebut harus dikompensasi dengan penambahan volume penjualan dengan mengurangi 
pasokan semen Terlapor IV/SG di daerah Indonesia Timur, sebagai salah satu lokasi yang 
labanya tergolong rendah.------------------------------------------------------------------------------ 

Agar penurunan harga secara efektif dapat terjadi, maka Terlapor IV/SG tidak hanya harus 
menurunkan harga semennya di wilayah-wilayah tersebut. Akibat dari penurunan harga 
tersebut, Terlapor IV/SG akan mengalami kehilangan pendapatan sebesar Rp 118,9 
Milyar.  Untuk memperoleh pendapatan yang tetap, maka SG harus menjual tambahan 
volume sebesar 188.254 ton ke pasar di wilayah-wilayah tersebut. 
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Data diolah dari hasil Laporan Keuangan dan Pemasaran Semen Gresik yang telah 
diaudit---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Karena pada tahun 2009 Terlapor IV/SG sudah mencapai utilisasi 103%, maka untuk 
mendapatkan tambahan volume penjualan sebesar 188.254 ton, Terlapor IV/SG harus 
memindahkan volume penjualan dari daerah yang jauh dari posisi pabrik dan dalam hal ini 
kami dapat memindahkan volume penjualan dari wilayah Indonesia Timur.------------------- 

Volume Penjualan Terlapor IV/SG ke Papua tahun 2009 mencapai 145.237 Ton, dengan 
demikian seluruh penjualan ke Papua harus dipindahkan. Namun itupun masih kurang 
43.018 ton, sehingga kekurangan volume penjualan harus diambil dari volume penjualan ke 
Maluku. Dengan demikian, penjualan ke Maluku yang sebelumnya sebesar 61.944 Ton 
hanya tinggal menjadi 18.926 Ton. Pemindahan alokasi yang seperti ini tentu saja akan 
menimbulkan gejolak harga semen di wilayah Indonesia Timur secara umum dan 
khususnya di Papua dan Maluku.---------------------------------------------------------------------- 

Apabila volume penjualan diambil dari wilayah Jawa Timur sebagai wilayah yang labanya 
paling besar, tentunya kerugian yang akan dialami oleh Terlapor IV/SG  pun akan semakin 
tinggi. Perhitungannya ekonomisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:-------------------------- 

Wilayah 

Vol. 
Penjualan 
Thn 2009 

(Ton) 

Harga 
Netto 

(Rp/Ton) 

Revenue 
Saat Ini 

(Rp 
Milyar) 

Market 
Share 

Saat ini  
(%) 

Harga 
Netto 

Penurunan 
Rp 3.000 

/zak 
(Rp/Ton) 

Asumsi 
Market 
Share 
karena 

Penurunan 
Harga(%) 

Volume 
Penjualan 

karena 
penurunan 

harga 
(Ton) 

Volume 
Penjualan 
Tambahan 

karena 
penurunan 

harga  
(Ton) 

Revenue 
Setelah 

Penurunan 
Harga  
(Rp 

Milyar) 

DKI 
JAKARTA          

BANTEN          

  JABAR          

           

Data diolah dari hasil Laporan Keuangan dan Pemasaran Semen Gresik yang telah 
diaudit----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dengan menurunkan harga jual Semen Gresik di 
Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten sebesar Rp. 3.000/zak, maka Terlapor IV/SG 
berasumsi akan memperoleh kenaikan pangsa pasar sebesar 20% (untuk DKI dan Banten) 
serta 25% (untuk Jawa Barat). Dengan demikian, total volume penjualan Terlapor IV/SG 
menjadi 2,4 Juta Ton. Dengan adanya kenaikan volume penjualan tersebut di wilayah Jawa 
Barat, DKI Jakarta dan Banten, maka revenue Terlapor IV/SG pada wilayah-wilayah 
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tersebut akan meningkat menjadi Rp. 1,546 Trilyun, atau memperoleh tambahan revenue 
sebesar Rp. 173,53 Milyar. ----------------------------------------------------------------------------- 

Akan tetapi peningkatan revenue pada wilayah-wilayah tersebut, akan berdampak pada 
kerugian yang kami derita di Jawa Timur sebesar Rp. 379 Milyar. Adapun perhitungan 
untung ruginya dapat dijelaskan  di bawah ini :----------------------------------------------------- 

Harga Netto 
Jawa Timur 

(Rp/Ton) 

Volume Penjualan yang 
di Pindahkan ke 

Jabar/DKI/Banten (Ton) 

Revenue Tambahan di 
Jabar/DKI/Banten (Rp 

Milyar) 

Penguranan 
Revenue di Jatim 

(Rp Milyar) 

Kentungan 
/Kerugian SG 

(Rp Milyar) 

     

Data diolah dari hasil Laporan Keuangan dan Pemasaran Semen Gresik yang telah 
diaudit----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa pengalihan volume Semen Gresik dari Jawa Timur ke 
Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten akan menyebabkan kerugian revenue sebesar Rp 
(confidential) dalam satu tahun. Hal inilah yang menyebabkan penambahan pasokan di 
suatu wilayah tidak dapat dilakukan dalam hal pelaku usaha tersebut sudah full capacity.--- 

 

2. 2. 6. Terlapor IV/SG tetap mengupayakan pasokan ke daerah-daerah lain sesuai dengan 
strategi bisnis perusahaan dalam rangka menjaga kestabilan pasokan semen nasional, 
menjaga brand image dan penetrasi pasar 

Kami tetap mengupayakan pasokan produk kami ke daerah-daerah DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Banten dan Jawa Tengah karena beberapa alasan, antara lain:---------------------------- 

1. Untuk menjaga kestabilan pasokan semen di berbagai wilayah Indonesia;--------------- 
2. Menjaga Brand Image produk Terlapor IV/SG di wilayah-wilayah tersebut;------------ 
3. Persiapan dalam rangka upaya ekspansi pasar;----------------------------------------------- 
4. Menjaga utilisasi infrastruktur (packing plant) yang telah dimiliki, sebagai contoh, 

packing plant di Banten.------------------------------------------------------------------------- 

Dengan demikian, pasokan semen yang kami kirim ke daerah-daerah seperti DKI Jakarta, 
Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah memang dilakukan sesuai dengan 
ketersediaan barang yang kami miliki dan dalam rangka menjaga Brand Image serta 
persiapan ekspansi. Penjelasan tersebut di atas sangat komprehensif menjelaskan walaupun 
pada daerah-daerah tertentu laba yang  dihasilkan kecil, namun Terlapor IV/SG 
memutuskan untuk tetap memasok ke daerah-daerah tersebut.----------------------------------- 

 



 

Halaman 202 dari 425 
 

  S A L I N A N 

2. 2. 7. Fokus Daerah Pemasaran Terlapor IV/SG disesuaikan dengan prioritas yang 
memperhitungkan beberapa variabel 

Dalam menentukan prioritas daerah pemasaran, Terlapor IV/SG mempertimbangkan 
beberapa variabel diantaranya adalah Brand Image, biaya distribusi, sebaran jaringan toko, 
time of delivery, serta term of payment.-------------------------------------------------------------- 

Kelima variabel tersebut selalu berbeda dalam setiap propinsi atau wilayah, dan sangat 
menentukan prioritas pemasaran Terlapor IV/SG sebagaimana dapat kami perlihatkan 
dalam tabel berikut.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Diolah dari data keuangan dan pemasaran Semen Gresik tahun 2009-------------------------- 

Dalam Tabel di atas kami hanya membandingkan lima wilayah propinsi yaitu Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 
tersebut, Terlapor IV/SG memiliki kekuatan Brand Image yang berbeda dan biaya 
distribusi yang bervariasi di masing-masing wilayah propinsi. Jawa Timur sebagaimana 
dapat dilihat dalam Tabel, disamping brand image Terlapor IV/SG kuat di daerah tersebut, 
biaya distribusi yang diperlukan pun juga sangat rendah karena berdekatan dengan lokasi 
pabrik. Dalam hal seperti ini, tentunya laba  di daerah ini pun juga akan tinggi. Hal inilah 
yang membuat kami menjadikan Jawa Timur sebagai prioritas utama dan pertama daerah 
pemasaran Terlapor IV/SG.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2. 2. 8. Pangsa Pasar Terlapor IV/SG sangat berfluktuasi pada beberapa wilayah apabila 
dilihat melalui proxy volume penjualan bulanan 

Sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan sebelumnya pada saat pemeriksaan melalui 
LHPP kami, bahwa pangsa pasar Terlapor IV/SG adalah sangat berfluktuatif pada beberapa 
wilayah apabila dilihat melalui proxy volume penjualan sebagaimana dapat dilihat melalui 
Tabel berikut.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Propinsi 
Brand 
Image 

Biaya 
Distribusi 
Thn 2009 
(Rp/Ton) 

Sebaran 
Jaringan Toko 

Time of 
Delivery 

Term of 
Payment 

Margin 
(Rp/ton) 

Prioritas 
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Sumber: Diolah dari data Indonesia Cement Statistic dan data internal 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa volume penjualan Terlapor IV/SG pun 
berfluktuasi, begitu juga dengan pangsa pasarnya yang juga tidak stabil pada level tertentu. 
Dalam menilai pangsa pasar, haruslah ditentukan dalam jangka waktu yang cukup panjang 
untuk dapat melihat adanya fluktuasi pangsa pasar. Dalam 10 tahun pangsa pasar Terlapor 
IV/SG terus mengalami penurunan dari 83,2% sampai 74,3% karena tekanan persaingan. 
Dengan demikian, kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa terdapat kestabilan 
pangsa pasar pelaku usaha tertentu di beberapa wilayah jelas-jelas keliru dan sangat tidak 
berdasar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Analisis Tim Pemeriksa KPPU---------------------------------------------------------------------- 

Dalam Analisis Harga Paralel dan grafik harga yang disampaikan dalam LHPL, Tim 
Pemeriksa telah menyimpulkan bahwa terlihat pergerakan harga hampir bersamaan dan 
paralel serta dengan selisih harga yang relatif tipis bahkan untuk daerah-daerah diluar 
wilayah pabrik/pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal harga, tidak linear 
dengan biaya per ton sehingga diduga terdapat upaya untuk mengatur harga sehingga 
masing-masing perusahaan tetap dapat mempertahankan pangsa pasar dan kelangsungan 
usaha pesaingnya.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. 3.  Analisis Harga Paralel tidak tepat digunakan untuk membuktikan adanya 
kartel dan justru membuktikan terjadinya persaingan  
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Pembelaan Terlapor IV/SG-------------------------------------------------------------------------- 

Kesimpulan yang diambil Tim Pemeriksa tersebut menurut kami tidak dilakukan sesuai 
metode yang benar seharusnya dilakukan uji statistik tertentu terlebih dahulu. Disamping 
itu adanya pola harga yang sama antar beberapa pelaku usaha yang berada dalam pasar 
yang sama merupakan hal yang lazim terjadi dan bukan merupakan hasil dari kolusi antar 
para pelaku usaha tersebut. Penjelasan mengenai hal tersebut akan kami uraikan dalam 
butir berikut.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. 3. 1. Kesimpulan Harga yang Paralel dilakukan tanpa adanya uji statistik tertentu untuk 
membuktikan hal tersebut 

Dalam perkara ini, Tim Pemeriksa hanya menyimpulkan bahwa telah terjadi pola harga 
yang sama tanpa disertai uji statistik tertentu. Menurut kami, untuk dapat menyimpulkan 
bahwa terjadi pola harga yang sama, hal ini tentu saja harus melakukan suatu tes atau uji 
tertentu. Tidak hanya dapat dikatakan berdasarkan grafik semata. Tim Pemeriksa hanya 
mendasarkan pada kecenderungan atau trend harga yang ditampilkan oleh grafik. Hal ini 
tentu saja dapat mengakibatkan kesalahan paralaks yang dapat membuat kesimpulan 
menjadi salah.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tim Pemeriksa seharusnya dapat terlebih dahulu melakukan uji secara statistik untuk 
membuktikan adanya pola harga yang sama. Salah satunya dengan menggunakan uji 
korelasi Pearson. Dalam uji ini, jika hasil uji memiliki nilai korelasi yang positif dan 
mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel yang dianalisis tersebut 
memang memiliki hubungan yang kuat atau memiliki pola yang sama. Akan tetapi, pola 
data yang sama tersebut secara statistik tidak dapat menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan sebab akibat antara dua sampel tersebut. Oleh karena itu belum tentu pola harga 
yang sama diantara para produsen semen memiliki hubungan sebab akibat.  ------------------ 

Fakta yang terjadi dalam perkara ini adalah bahwa Tim Pemeriksa sama sekali tidak 
menggunakan uji apapun untuk membuktikan pola harga yang sama tersebut. Karena itu 
kesalahan Tim Pemeriksa dengan tidak melakukan uji statistic tersebut membuat analisis 
pola harga yang sama tersebut menjadi tidak benar dan tidak layak untuk dijadikan sebagai 
bukti adanya kartel. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. 3. 2. Tidak terjadi pola harga yang paralel karena banyaknya garis yang berpotongan 
pada grafik pola harga 

Dapat secara jelas dilihat bahwa sama sekali tidak terjadi pola harga yang paralel antar 
pelaku usaha. Hal ini dapat disimpulkan karena banyaknya garis yang berpotongan pada 
grafik pola harga, sebagaimana dapat dilihat dalam grafik-grafik pola harga (LHPL 
halaman 72) yang berikut:------------------------------------------------------------------------------ 
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Berdasarkan grafik-grafik di atas pun dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola harga yang 
sama antara Terlapor IV/SG dengan Terlapor lain karena terdapat garis atau kurva yang 
berpotongan. Dengan demikian, kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa 
terdapat pola harga yang sama antar Terlapor adalah tidak benar dan tidak berdasar. -------- 

 

2. 3. 3. Sekiranya terdapat pola harga yang paralel, hal itu pun bukan merupakan bukti 
terjadinya kartel 

Sekalipun pola harga dalam LHPL tersebut tetap disimpulkan paralel, hal tersebut juga 
bukan merupakan hasil dari adanya kesepakatan diantara pelaku usaha semen, tetapi 
merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pasar yang bersaing. Bahkan di dalam 
sejumlah literatur, hal tersebut dapat saja terjadi karena coincident. ----------------------------- 

Pergerakan harga semata-mata terjadi karena adanya mekanisme pasar. Ketika permintaan 
semen meningkat, tentu harga pasar naik dan dengan sendirinya pelaku usaha 
menanggapinya dengan menaikkan harga, sehingga seolah-olah ada kesamaan kenaikan 
harga. Demikian juga ketika permintaan menurun, hal ini dengan sendirinya ditanggapi 
dengan penurunan  harga. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan dengn sangat jelas bahwa 
hal tersebut merupakan mekanisme pasar yang normal dan bukan karena kesepakatan. ----- 

Kondisi seperti itu adalah alami, justru hal tersebut menunjukkan terjadinya persaingan di 
pasar, karena fluktuasi pasarlah yang menyebabkan harga berubah. Harga di pasar justru 
sama dalam pasar yang bersaing sempurna (perfect competition), karena seluruh pelaku 
usaha adalah sebagai penerima harga (price taker), sehingga menunjukkan bahwa harga 
tidak diatur secara bersama-sama oleh pelaku usaha. ---------------------------------------------- 

Hal lain yang juga perlu kami tekankan disini adalah secara teori ekonomi, naik dan 
turunnya harga ditentukan oleh biaya dan permintaan yang terjadi di pasar. Apabila 
permintaan meningkat dan/atau biaya produksi meningkat, maka secara otomatis harga pun 
akan meningkat. Hal itulah yang terjadi pada industri semen di Indonesia.--------------------- 

Adanya bukti pola harga yang sama tersebut juga secara hukum tidak dapat secara 
langsung membuktikan adanya kartel. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Ahli hukum 
Profesor Hikmahanto Juwana di dalam Affidavitnya halaman 9 (Bukti T.IV – 5) yang 
menyatakan bahwa: ------------------------------------------------------------------------------------- 

“Tanpa adanya perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing maka pola 
kesamaan harga belum tentu akibat dari kartel ataupun kesepakatan kolusif.”---------------- 
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Dalam beberapa contoh kasus internasional, Mahkamah Agung (Supreme Court) menolak 
gugatan-gugatan ataupun keputusan-keputusan Komisi Persaingan Usaha yang hanya 
mendasarkan gugatannya berdasarkan conscious parallelism tersebut.5 ------------------------ 

Dalam teori persaingan usaha yang berlaku di negara manapun, pola harga yang sama 
tersebut lebih merupakan hasil dari keputusan-keputusan bisnis masing-masing pelaku 
usaha yang bebas dan kemudian harga tersebut menjadi paralel karena para pelaku usaha 
tersebut memiliki beberapa kesamaan dalam beberapa hal antara lain, struktur biaya, 
kepentingan ekonomi dan informasi mengenai pasar. --------------------------------------------- 

Data ekonomi yang  dinyatakan Tim Pemeriksa dalam hal adanya pola harga yang sama 
dalam best practice hukum persaingan usaha bukanlah alat bukti yang memadai untuk 
membuktikan terjadinya kartel, tetapi hanya indikator-indikator bahwa struktur pasarnya 
Oligopoli. Sebagaimana dinyatakan dalam buku karangan Massimo Motta, yang berjudul 
”Competition Policy – Theory and Practice” pada halaman 102 (Bukti T.IV – 6) .------------ 

Dalam Draft Pedoman Kartel (Pasal 11) yang telah dipublikasikan KPPU dalam 
websitenya, secara tegas dinyatakan tentang Indikator Awal Identifikasi Kartel (Halaman 
25 butir 4.2.1), bahwa:---------------------------------------------------------------------------------- 

”Untuk memenuhi persyaratan bukti awal yang cukup, KPPU dapat memeriksa beberapa 
indikator awal yang dapat disimpulkan sebagai faktor pendorong terbentuknya kartel.” 6 

Jelaslah bahwa menurut KPPU sendiri data-data ekonomi tersebut bukanlah merupakan 
alat bukti, melainkan hanya faktor pendorong.------------------------------------------------------ 

Adapun faktor-faktor pendorong tersebut diantaranya meliputi:---------------------------------- 

a. Faktor struktural:---------------------------------------------------------------------------------- 
- Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan;---------------------------------------------- 

- Ukuran perusahaan; -------------------------------------------------------------------------- 
- Homogenitas produk; ------------------------------------------------------------------------ 
- Kontak multi-pasar; -------------------------------------------------------------------------- 
- Persediaan dan kapasitas produksi; -------------------------------------------------------- 

- Keterkaitan kepemilikan: ------------------------------------------------------------------- 
- Kemudahan masuk pasar;  ------------------------------------------------------------------ 
- Karakter permintaan;  ------------------------------------------------------------------------ 

- Kekuatan tawar pembeli (buyer power).--------------------------------------------------- 

                                                 
5 Williamson Oil Co., Inc v. Phillip Morris USA, 2003 WL 22171708 
6 Draft Pedoman Larangan Kartel, Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memang belum dikeluarkan sebagai 
pedoman resmi, namun sudah cukup mewakili posisi KPPU dalam memeriksa Kartel. Kami sendiri selaku pelaku 
bisnis belum sepenuhnya dapat menerima uraian-uraian dalam draft ini. 
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b. Faktor Perilaku:------------------------------------------------------------------------------------ 
- Transparansi dan pertukaran informasi; --------------------------------------------------- 
- Peraturan Harga dan Kontrak.--------------------------------------------------------------- 
 

Disamping itu, pola harga paralel yang ditunjukkan oleh Terlapor IV/SG bersama dengan 
para Terlapor lainnya pada wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan 
Jawa Timur adalah bahwa harga naik dan turun secara bersamaan (Halaman 73-76 LHPL). 
Apabila kartel itu benar terjadi, tentunya para pelaku usaha tidak perlu melakukan 
penurunan harga sebagaimana digambarkan dalam grafik-grafik pada LHPL tersebut.------- 

Terlebih dari itu, harga paralel tidak dapat menjadi bukti yang cukup untuk membuktikan 
telah terjadinya kartel pada suatu pasar. Terjadinya harga paralel pada suatu industri 
disebabkan oleh adanya guncangan (shock) yang menyebakan produsen merespon dengan 
menaikkan harga jual poduknya di pasar. Terdapat dua jenis guncangan yang mampu 
mempengaruhi harga di pasar yaitu common shock dan specific shock. Common shock 
adalah guncangan yang berdampak sama kepada semua perusahaan, sedangkan specific 
shock adalah guncangan yang memberikan dampak pada satu perusahaan di pasar.7 -------- 

Paolo Buccirossi, (2006) menganalisa pengaruh adanya shock terhadap harga paralel pada 
suatu pasar. Dalam penelitiannya, Buccirossi menciptakan model yang mengukur apakah 
harga paralel merupakan indikasi terjadinya kolusi diantara pelaku usaha ataukah 
merupakan indikasi telah terjadinya persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha. 
Buccirosi menyimpulkan bahwa harga paralel cenderung merupakan hasil dari adanya 
persaingan yang kompetitif.8 Maka pembuktian adanya kolusi dengan menjadikan harga 
paralel sebagai alat bukti sangat tidak tepat karena adanya harga paralel merupakan 
hasil persaingan yang kompetitif dan bukan dari hasil kolusi. Hal tersebut dinyatakan 
Paolo Bucirossi dalam artikelnya yang berjudul “Does Parallel Behaviour Provide Some 
Evidence of Collusion” pada halaman 92 (Bukti T.IV – 7)----------------------------------- ---- 

Pada LHPL halaman 45 butir  D.7, Tim Pemeriksa menyatakan “Bahwa dalam oligopoli 
yang simetris, perusahaan tidak dapat menaikkan harga untuk memaksimalkan keuntungan 
tanpa diikuti oleh pelaku usaha pesaing. Hal tersebut disebabkan naluri bisnis.” Hal ini 
membuktikan Tim pemeriksa juga telah mengakui bawa harga paralel tidak disebabkan 
oleh terjadinya kartel.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa harga yang paralel adalah 
memang lazim terjadi dan bukan merupakan hasil dari adanya kesepakatan antar pelaku 
usaha. Dengan demikian segala analisis menyangkut pola harga paralel yang telah 
dikemukakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL tidak dapat dijadikan bukti adanya kartel.-- 

                                                 
7 Paolo Buccirossi. 2006. “Does Parallel Behaviour Provide Some Evidence of Collusion”. Review of Law & 
economics hal 92, Bepress.  
8 Ibid. 
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Analisis Tim Pemeriksa KPPU---------------------------------------------------------------------- 

Dalam Analisis Keuangan yang dilakukan Tim Pemeriksa, pada pokoknya telah 
disimpulkan bahwa Terlapor IV/SG sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah 
mencatatkan keuntungan yang tinggi. Meskipun tahun 2006 keuntungan mengalami 
penurunan, namun masih cukup tinggi. Tingkat keuntungan yang cukup tinggi tersebut 
didukung oleh indikator kinerja keuangan yang juga tinggi. Hal ini menunjukkan 
kecenderungan peningkatan keuntungan yang kemudian diduga telah terjadi upaya 
mengontrol harga pada kisaran tertentu agar semua pelaku usaha dapat mempertahankan 
kelangsungan usahanya.--------------------------------------------------------------------------------- 

Pembelaan dan Tanggapan Terlapor IV/SG------------------------------------------------------ 

Analisis keuangan yang dilakukan Tim Pemeriksa tersebut telah disimpulkan secara keliru 
karena tingkat profitabilitas Terlapor IV/SG masih dalam tingkat yang wajar. Terlebih jika 
tingkat profit tersebut dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Tingkat laba yang 
dihasilkan tersebut merupakan hasil kinerja efisiensi perusahaan yang berjalan dengan baik. 
Disamping itu, kami masih beranggapan bahwa presentase keuntungan yang Terlapor 
IV/SG peroleh tersebut adalah tidak tergolong tinggi terutama bila dikaitkan dengan 
kebutuhan investasi dan akumulasi modal sehubungan dengan rencana ekspansi perusahaan 
dengan pembuatan pabrik baru guna merespon permintaan semen yang terus meningkat 
setiap tahun. Uraian mengenai hal-hal tersebut kami jelaskan sebagai berikut.----------------- 

 

2. 4. 1. Perolehan laba Terlapor IV/SG masih dalam tingkat yang wajar, bahkan lebih 
rendah bila dibandingkan dengan laba perusahaan lain 

 
(Lihat tabel di bawah)----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Keterangan:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 4.  Kesimpulan mengenai analisis keuangan yang dilakukan Tim Pemeriksa 
adalah keliru, karena keuntungan yang diduga tinggi tersebut bukan 
diperoleh melalui upaya pengaturan harga 
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RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN SEMEN 
PERIODE 2005 S/D 2009 

(Dalam Miliar Rupiah) 
 
 
 
 

confidential) 

 

PERIODE: 2005 S/D 2009 
(Dalam Miliar Rupiah) 

 
 
 
 
 

(confidential) 
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ROA, ROE dan Basic Earning Power dalam suatu perusahaan tidak bisa 
diperbandingkan dengan perusahaan lain karena sangat tergantung dengan 
karakteristik tiap perusahaan. ROA, ROE dan Basic Earning Power digunakan 
untuk mengukur produktivitas suatu aset dan equity untuk menghasilkan return. 
Yang relevan untuk mengukur profitabilitas adalah Ebitda margin.------------------- 

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas Terlapor IV/SG; 
yang variabel utamanya adalah Ebitda margin; menunjukkan masih dalam batas 
kewajaran dibanding dengan beberapa perusahaan lain.-------------------------------- 

 

2. 4. 2. Perolehan laba Terlapor IV/SG adalah karena efisiensi yang dilakukan 
berjalan dengan baik dan faktor lain yang bukan merupakan hasil kolusi 

Perolehan laba yang diperoleh Terlapor IV/SG merupakan hasil efisiensi 
perusahaan yang berjalan dengan baik. Efisiensi ini dilakukan dalam hal 
menjalankan program cost reduction antara lain dengan cara mencapai yield 
optimation yang tinggi, efisiensi biaya bahan bakar, dan biaya tranportasi & 
distribusi, sehingga dapat menekan pertumbuhan harga pokok penjualan. ---------- 

Adapun salah satu upaya efisiensi tersebut di atas adalah dengan menurunkan 
biaya bahan bakar yang merupakan komponen terbesar dari total biaya, yaitu 
sekitar 19%. Penurunan biaya bahan bakar tersebut dilakukan dengan menurunkan 
proporsi penggunaan batubara berkalori tinggi (high calory), dan meningkatkan 
substitusi batubara terhadap minyak sejak tahun 2004. Dengan menurunnya 
proporsi batubara high calory, maka biaya penggunaan batubara akan menurun.---  

 

 
Diolah dari data produksi Semen Gresik 
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TREND SUBSITUSI BATUBARA (%)

2009 2008 2007 2006 2005 2004
Rata-rata 99              99              98              96              96              92               

Upaya lain yang Terlapor IV/SG lakukan adalah dengan menurunkan biaya 
transportasi dan distribusi, antara lain:---------------------------------------------------- 

1. Memaksimalkan model transportasi dari angkutan darat ke angkutan laut;---- 
2. Melakukan contract volume dengan ekspeditur, yaitu dengan memberikan 

jaminan pengiriman dengan volume tertentu;-------------------------------------- 
3. Memaksimalkan jumlah pengiriman ke pelanggan secara langsung, dalam 

pengertian tidak melalui gudang penyangga.--------------------------------------- 
4. Memanfaatkan gudang milik distributor sebagai pengganti gudang 

penyangga.------------------------------------------------------------------------------- 

Perlu kami jelaskan bahwa kami secara terus-menerus meningkatkan utilitas 
dengan mencapai kapasitas produksi secara maksimal sehingga diperoleh yield 
yang optimum.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Data ini diolah dari Laporan Tahunan Semen Gresik tahun 2008 dan data 
Laporan Produksi dan Pemasaran 2009 

Dengan adanya peningkatan volume produksi serta upaya-upaya efisiensi tersebut 
di atas, maka biaya produksi semen per ton pun menunjukkan kenaikan yang tidak 
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terlalu tinggi serta memiliki beban biaya per ton yang paling rendah dibandingkan 
dengan para Terlapor lainnya, sebagaimana dapat dilihat dalam grafik di bawah ini 
(LHPL halaman 68):-------------------------------------------------------------------------- 

 

Dengan biaya produksi kami yang rendah tersebut, tentu saja tidak sulit bagi 
Terlapor IV/SG untuk menghasilkan laba yang optimal. ------------------------------- 

Hal lain yang dapat kami jelaskan adalah bahwa terjadinya peningkatan laba kotor 
dan laba bersih selain karena hal-hal tersebut di atas juga disebabkan faktor-faktor 
antara lain:------------------------------------------------------------------------------------- 

• Pada tahun 2009 terjadi kenaikan volume penjualan sebesar 9% atau sebesar 
sekitar 800 ribu ton. Kenaikan tersebut mengakibatkan tambahan marjin. ---- 

• Revenue Manajemen dengan mengutamakan penjualan ke daerah-daerah 
yang mempunyai marjin yang tinggi------------------------------------------------- 

• Posisi  Kas dan setara kas yang cukup tinggi dengan pengelolaan yang 
optimal menyebabkan :---------------------------------------------------------------- 

o Meningkatnya pendapatan bunga----------------------------------------------------- 

o Tidak ada biaya bunga karena tidak ada pinjaman sejak 2006------------------- 

o Mampu memberikan Term of Payment dengan jangka waktu yang cukup 
bagi distributor sehingga dapat memacu penjualan.------------------------------- 

o Mempunyai ”bargaining position” yang tinggi dalam memperoleh harga 
beli yang kompetitif untuk pengadaan bahan baku dan penolong serta 
pengadaan barang lainnya------------------------------------------------------------ 
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Terlepas dari hal tersebut, perlu kami tekankan bahwa mengenai salah satu 
maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah  untuk mengejar keuntungan, 
sebagaimana  dinyatakan dalam Surat Kementerian BUMN Nomor S-
109/D5.MBU/2010 tertanggal 21 Juni 2010 (Bukti T.IV – 9)  yang juga telah 
disampaikan kepada Tim Pemeriksa. Adapun surat tersebut antara lain 
menyatakan bahwa: -------------------------------------------------------------------------- 

a. Bahwa sesuai amanat UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah “mengejar 
keuntungan”. Atas dasar amanat UU tersebut, Kementerian BUMN 
menjadikan profitabilitas sebagai salah satu aspek pembinaan dalam rangka 
mewujudkan kondisi BUMN termasuk BUMN semen menjadi entitas bisnis 
yang “sehat”. Dalam mengimplementasikan amanat UU dimaksud, 
Kementerian BUMN dalam berbagai arahan maupun keputusan mewajibkan 
Direksi BUMN untuk patuh dan comply dengan peraturan perundangan 
yang berlaku dalam menjalankan roda bisnis perseroan.------------------------ 

b. Bahwa target laba/profitabilitas merupakan “bottom line” dari pencapaian 
target kinerja secara keseluruhan. Relatif sama dengan penjelasan kami 
pada butir 2 di atas, target laba/profitabilitas BUMN pada umumnya dari 
tahun ke tahun cenderung harus memperlihatkan adanya pertumbuhan 
(growth) dari realisasi tahun sebelumnya. Pertumbuhan target 
laba/profitabilitas minimal yang harus dapat diraih adalah pada kisaran 
10%-25%.------------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuktikan dengan jelas bahwa peningkatan laba 
Terlapor IV/SG disebabkan karena adanya efisiensi yang berjalan dengan baik dan 
beberapa faktor lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.----------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2. 4. 3. Laba Terlapor IV/SG masih belum optimum untuk melakukan ekspansi 
berupa pendirian pabrik baru secara layak guna memenuhi permintaan 
semen nasional 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan semen nasional yang terus meningkat, 
Terlapor IV/SG berpendapat bahwa permasalahan tersebut hanya dapat diatasi 
dengan peningkatan  kapasitas produksi melalui pendirian pabrik baru. Pendirian 
pabrik baru ini hanya dapat terealisasi dengan pendanaan salah satunya melalui 
sumber laba yang ditahan. Dalam hal demikian, tingkat laba yang dihasilkan 
haruslah cukup agar investasi untuk pendirian pabrik baru layak dilakukan. Hal ini 
pernah kami sampaikan sebelumnya pada Penjelasan Tambahan tertanggal 1 Juli 
2010 beserta bukti-buktinya. --------------------------------------------------------------- 



S A L I N A N 

 

 Halaman 217 dari 425 

Adapun perhitungan investasi Terlapor IV/SG yang diperoleh dari laba usaha 
adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------- 

Data ini diolah dari laporan keuangan Semen Gresik yang telah diaudit.------------ 

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa dengan pertumbuhan permintaan 
semen sebesar 7% per tahun, maka setiap 4 tahun Terlapor IV/SG  harus 
membangun satu pabrik baru berkapasitas (confidential). Dari laba yang diperoleh, 
maka untuk membangun satu pabrik berkapasitas (confidential) dengan dana 
sendiri (confidential) dan pinjaman bank (confidential), Terlapor IV/SG 
membutuhkan waktu (confidential) untuk dapat membangun satu pabrik baru. 
Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa laba yang diperoleh Terlapor IV/SG 
bukanlah laba yang berlebihan dan laba yang dihasilkan dari adanya kartel.--------- 

PERHITUNGAN INVESTASI PABRIK BARU 

Penjualan SG Tahun 2009   

Pertumbuhan Semen Per Tahun   

Tambahan Kebutuhan Semen Per Tahun   

Kapasitas Pabrik Semen   

Waktu yang Diperlukan   

Laba Usaha Tahun 2009   

Pajak Perusahaan (25%)   

Laba Usaha Setelah Pajak   

Laba di tahan 41%   

Capex Rutin   

Sisa Laba untuk Investasi   

Investasi Pabrik   

Waktu yang dibutuhkan jika Investasi Sendiri   

Melakukan Pinjaman dengan DER 40 : 60   

   

Waktu yang dibutuhkan jika melakukan Pinjaman   
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Tim Pemeriksa pada Analisa Hukum pada Butir 6 Halaman 87 Laporan 
Pemeriksaan Lanjutan menyatakan bahwa :----------------------------------------------- 

“Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan 
mempertimbangkan adanya rapat-rapat di asosiasi semen indonesia yang 
menyajikan laporan realisasi produksi dan pemasaran masing-masing terlapor 
serta adanya presentasi dari pemerintah terkait dengan harga di masing-masing 
wilayah ibukota propinsi. Hal ini diduga merupakan fasilitas untuk mengatur 
pasokan dan menentukan harga”-------------------------------------------------- --------- 

Terlapor IV/SG keberatan dan menolak dengan tegas pernyataan Tim Pemeriksa 
Lanjutan sebagaimana dikemukakan di atas dengan dasar dan alasan sebagai 
berikut:------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Asosiasi Semen Indonesia (“ASI”) adalah mitra pemerintah untuk 
pengembangan indsutri semen di Indonesia dan menjaga agar pasokan 
semen nasional tersedia secara mencukupi guna mendorong proses 
pembagunan nasional;----------------------------------------------------------------- 

b. Rapat-rapat ASI dilakukan atas permintaan pemerintah sesuai Pasal 14 UU 
No.5 tahun 1984 tentang Perindustrian karena itu rapat ASI dihadiri oleh 
Wakil Pemerintah;---------------------------------------------------------------------- 

c. ASI bukan didirikan untuk memfasilitasi pembentukan kartel semen;---------- 

d. Rapat-rapat ASI sudah berlangsung sejak tahun 1960. Jika forum ini 
dimaksudkan untuk memfasilitasi pengaturan harga, produksi dan 
pemasaran, tentu jumlah pasokan dan harga akan stabil pada tingkat yang 
disepakati;------------------------------------------------------------------------------- 

e. Faktanya baik pangsa pasar dan harga semen dari tahun ke tahun sangat 
berfluktuasi di setiap daerah;---------------------------------------------------------- 

f. Berdasarkan fakta dan uraian di atas, dugaan Tim Pemeriksa yang 
menyatakan bahwa rapat-rapat ASI memfasilitasi terjadinya kartel adalah 
tidak benar terlebih lagi rapat-rapat tersebut selalu dihadiri oleh Wakil 

3. 1.  Rapat-rapat ASI sama sekali tidak memfasilitasi pembentukan 
kartel sebagaimana diduga Tim Pemeriksa pada butir 6 halaman 
87 LHPL  

 

3. RAPAT-RAPAT ASI BUKANLAH WADAH UNTUK 
MEMFASILITASI PEMBENTUKAN KARTEL  
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Pemerintah yaitu dari Departemen Perindustrian dan Departemen 
Perdangangan.--------------------------------------------------------------------------- 

Uraian pada butir 2 di atas antara lain dapat dibuktikan dengan pernyataan 
Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, melalui 
Surat No. 297/IAK/5/2010, tanggal 31 Mei 2010 kepada Tim Pemeriksa KPPU 
(Bukti T.IV - 10) sebagai berikut:---------------------------------------------------------- 

a. Peran ASI dalam penyelenggaraan rapat-rapat teknis dan ekonomi bisnis 
yang dilakukan adalah sebagai pelaksanaan Pasal 14 Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;------------------------------------------------ 

b. Pemerintah melalui ASI berkepentingan untuk mengetahui perkembangan 
industri semen dan distribusinya ke seluruh Indonesia serta kendala-kendala 
yang terjadi di lapangan setiap waktu;----------------------------------------------- 

c. Pemerintah meminta agar ASI dapat memberikan informasi dari industri 
semen secara cepat dan tepat tentang kondisi komoditi industri tersebut, 
sekaligus sebagai forum dan sarana komunikasi yang paling efektif untuk 
menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan 
ekonomi maupun pengembangan industri semen di Indonesia;------------------ 

d. Pertemuan ASI dengan para anggotanya yang dilakukan secara rutin dan 
selalu dihadiri oleh wakil dari Pemerintah (Kementerian Perindustrian dan 
Kementerian Perdagangan) merupakan pertemuan komunikasi antara para 
pelaku usaha dengan Pemerintah yang membahas agar tidak terjadi 
kelangkaan pasokan semen di daerah serta untuk mendapatkan masukan 
tentang kebijakan pembangunan semen di Indonesia. Dalam pertemuan 
tersebut tidak pernah dibicarakan tentang pengaturan produksi dan 
pemasaran, pengaturan wilayah, pengaturan harga atau pembicaraan lain 
yang bersifat pembentukan kartel;--------------------------------------------------- 

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa 
pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh ASI tidak melanggar UU 
No.5/1999 dan untuk itu kegiatan ASI tetap dilanjutkan dengan tujuan 
pengamanan pasok semen dalam negeri agar tidak terjadi kelangkaan yang 
mengganggu proses pembangunan.------------------------------------------------------ 

Sehubungan dengan kehadiran para karyawan dari BUMN semen dalam rapat-
rapat ASI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui Surat No. S-
109/DS.MBU/2010, tanggal 21 Juni 2010 kepada Tim Pemeriksa KPPU (Bukti 
T.IV - 11)  menyatakan hal-hal sebagai berikut:----------------------------------------- 

a. Rapat-rapat yang diselenggarakan ASI, selaku partner Pemerintah khususnya 
dalam pengembangan industri semen di Indonesia, dilakukan atas inisiatif 
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dari Pemerintah dengan tujuan untuk memonitor perkembangan industri 
semen agar dapat berperan secara dinamis dalam pembangunan fisik melalui 
penyediaan semen yang tepat jumlah dan tepat waktu sehingga 
kesinambungan pasokan semen dapat tetap terjamin di seluruh wilayah 
Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------- 

b. ASI diharapkan dapat memberikan berbagai masukan bagi Pemerintah dalam 
perumusan kebijakan pengembangan industri semen di Indonesia;------------- 

c. Oleh karenanya Pemerintah berpendapat bahwa ASI bukan merupakan 
alat bagi produsen semen yang memfasilitasi adanya kartel dalam 
industri semen di Indonesia. Sepanjang pengetahuan Pemerintah, rapat-
rapat yang diadakan oleh ASI tidak pernah membicarakan pengaturan 
produksi atau pemasaran atau penetapan harga atau hal-hal lain yang 
dapat memfasilitasi terbentuknya kartel.---------------------------------------- 

Peran beberapa asosiasi dalam berbagai industri strategis harus dilihat sejak awal, 
bahwa asosiasi adalah mitra pemerintah. Bila dikaitkan dengan tindakan yang 
dilakukan, maka ketikutsertaan pemerintah dalam kebijakan pengaturan di dunia 
industri sangat nyata dan bukan semata-mata bukan inisiatif dari asosiasi atau 
anggotanya. Peran asosiasi penting dan tidak mutlak dapat disimpulkan sebagai 
fasilitator dalam terjadinya perjanjian/kesepakatan antara anggota asosiasi. 
Sebagai contoh dapat dilihat beberapa Putusan Peradilan di Amerika Serikat 
sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------- 

a. Dalam perkara Maple Flooring Mfrs.Assn vs. United States Maple Flooring 
Mfrs.Assn vs. United States, 268 U.S. 563, 45.Sup.Ct.578, 69 L.Ed. 1093 
(1925).  Pengadilan mengeluarkan putusan yang menyatakan:------------------ 

“… trade association, or combination of persons or corporations which 
openly and fairly gather and disseminate information as to the cost of their 
product without however reaching or attempting to reach any agreement or 
any concerted action with respect to prices or production or restraining 
competition, do not hereby engage in unlawful restraint of commerce. 
Concerted action in use of trade information lawfully disseminated only if 
for the purpose of curtailing production and raising prices is illegal...”------- 

Terjemahan:----------------------------------------------------------------------------- 

“asosiasi perdagangan atau persatuan dari orang-orang atau korporasi 
yang secara terang-terangan dan terbuka mengumpulkan dan berbagi 
informasi biaya produksi mereka tanpa memperoleh atau bermaksud untuk 
membuat suatu perjanjian atau perbuatan bersama dengan maksud 
menetapkan harga-harga atau produksi atau menghambat persaingan, 
tidak termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat. Perbuatan bersama 
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dalam menggunakan informasi usaha yang disebarkan menurut hukum 
namun tujuannya untuk mengurangi produksi dan menaikkan harga adalah 
illegal…”------------------------------------------ -------------------------------------- 

b. Perkara Sugar Institute vs.United States, 297 U.S. 553, 598, 56 Sup.Ct. 629, 
642, 80 L.Ed. 859, 876 (1936), pengadilan mengeluarkan putusan yang 
antara lain berbunyi:------------------------------------------------------------------- 

“Further, the dissemination of information is normally an aid to 
commerce”.------------------------------------------------------------------------------ 

Terjemahan :---------------------------------------------------------------------------- 

“Lebih lanjut, penyebarluasan informasi adalah sesuatu yang normal dalam 
dunia usaha.”--------------------------------------------------------------------------- 

c. Lebih lanjut, Pendapat Hakim Holmes dalam kasus American Column & 
Lumber Co. vs United States, 257 U.S. 377. 42 Sup.Ct.114. 66 L.Ed. 284 
(1921) menyatakan:-------------------------------------------------------------------- 

“ I should have thought that the ideal of commerce was an intelligent 
interchange, made with full knowledge of the facts as basis for a forecast of 
the future” ------------------------------------------------------------------------------- 

Terjemahan :---------------------------------------------------------------------------- 

“Saya berpendapat bahwa idealnya dari dunia usaha adalah pertukaran 
kepandaian, yang terdiri dari pengetahuan yang luas dari fakta-fakta 
sebagai dasar untuk memperkirakan masa depan.”------------------------------- 

d. Bahkan yang lebih ekstrim lagi Hakim Brandeis dalam kasus American 
Column & Lumber Co. vs United States, 257 U.S. 377. 42 Sup.Ct.114. 66 
L.Ed. 284 (1921) berpendapat:------------------------------------------------------- 

“…Surely, it is not against the public interest to distribute knowledge of 
trades facts, however, detailed”.----------------------------------------------------- 

Terjemahan :---------------------------------------------------------------------------- 

“… Tentunya tidak bertentangan dengan kepentingan publik apabila 
membagikan pengetahuan atas fakta-fakta dalam dunia usaha, meskipun 
secara mendetail.”--------------------------------------------------------------------- 

e. Pendapat-pendapat tersebut di atas juga didukung oleh Hakim Stone dalam 
kasus Maple Flooring Mfrds.Assn Vs.United States, 268 U.S. 563, 582-583, 
45 Sup.Ct. 578, 585, 69 L.Ed. 1093, 1102 (1925) yang menyatakan: ---------- 
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“ It is the consensus of opinion of economists and many of the most important 
agencies of Government that the public interest is served by the gathering 
and dissemination, in the widest possible manner, of information with 
respect to the production and distribution, cost and price in actual sales, of 
market commodities”.------------------------------------------------------------------ 

Terjemahan:----------------------------------------------------------------------------- 

“Merupakan suatu kesepahaman dari para ahli ekonomi dan banyak 
departemen Pemerintahan yang penting bahwa kepentingan publik itu 
tersedia dengan adanya pengumpulan dan penyebarluasan informasi, seluas 
mungkin, yang berhubungan dengan produksi dan distribusi, biaya dan 
harga dalam penjualan sebenarnya, dari komoditas pasar.”-------------------- 

Uraian mengenai putusan pengadilan dan pendapat para Hakim di Amerika 
Serikat tersebut di atas dikutip dari Makalah Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, 
S.H. yang berjudul “Memahami Parameter dan Kasus-Kasus Kartel di Indonesia”, 
tertanggal 28 Juli 2010 yang beliau presentasikan  dalam Seminar Hukumonline di 
Hotel Atlit, Senayan, Jakarta pada tanggal tersebut. (Bukti T.IV - 12).---------------  

Dengan melihat pendapat para hakim dalam putusan-putusan di atas, maka 
pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa kita, dalam hal ini Tim Pemeriksa tidak 
dapat secara sepihak menyimpulkan dan menyatakan bahwa peran asosiasi (ASI) 
menjadi fasilitator kesepakatan dalam hal Kartel yang dilakukan oleh Pelaku 
Usaha. Sebaliknya diperlukan pembuktian yang kuat dan meyakinkan dari Tim 
Pemeriksa untuk menyatakan dan menyimpulkan bahwa rapat-rapat oleh asosiasi 
seperti ASI-lah yang mengakibatkan terjadinya kartel. Terlebih lagi, hampir 
seluruh perusahaan akan memberlakukan pricing strategy/policy secara 
independen karena persaingan yang sangat ketat dalam setiap industri terkait, 
dalam hal ini industri semen.---------------------------------------------------------------- 

Satu faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks asosiasi di Indonesia adalah 
pendiriannya yang memang dipersepsikan sejak awal sebagai mitra pemerintah 
dibandingkan dengan tujuan profesional dari industri asosiasi tersebut. Oleh sebab 
itu, otoritas pengawas persaingan usaha, dalam hal ini Tim Pemeriksa harus 
mampu melihat sampai sejauh mana peran pemerintah dalam keputusan yang 
diambil oleh asosiasi.------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan uraian, fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, sudah selayaknya bagi 
Majelis Komisi yang terhormat untuk sependapat dengan kami dan menolak 
pertimbangan Tim Pemeriksa yang menyatakan dan menyimpulkan bahwa kartel 
dan penetapan harga diduga terjadi karena adanya rapat-rapat di ASI dan adanya 
presentasi Pemerintah terkait dengan harga di masing-masing wilayah Ibukota 
Propinsi.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tim Pemeriksa pada Analisa Hukum pada Butir 7 Halaman 87 dan Halaman 88 
LHPL menyatakan bahwa :------------------------------------------------------------------ 

 “Laporan pemeriksaan lanjutan yang menyatakan bahwa undang-undang nomor 
5 tahun 1984 tentang perindustrian mewajibkan pelaku usaha melaporkan 
kegiatan usahanya kepada pemerintah dan bukan kepada asosiasi. Permintaan 
pemerintah agar asi membantu melaporkan perkembangan kegiatan usaha 
anggotanya setiap bulan tidak menentukan bentuk pelaporan tersebut sehingga 
rapat-rapat yang dilaksanakan oleh asi diduga hanya sebagai fasilitas untuk 
mengatur pasokan dan harga”-------------------------------------------------- ------------ 

Terlapor IV/SG keberatan dan menolak dengan tegas pernyataan Tim Pemeriksa 
sebagaimana dikemukakan di atas dengan dasar dan alasan sebagai berikut:--------- 

a. Kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa rapat-rapat yang diselenggarakan di ASI 
diduga hanya sebagai fasilitas untuk mengatur pasokan dan harga karena 
permintaan Pemerintah agar ASI membantu melaporkan perkembangan 
kegiatan usaha anggotanya setiap bulan tidak menentukan bentuk pelaporan 
tersebut adalah sebuah kesimpulan yang mengandung kesesatan berpikir 
(ignoratio elenchi);--------------------------------------------------------------------- 

b. Ignoratio elenchi adalah kesesatan yang terjadi saat seseorang (dalam hal ini 
Tim Pemeriksa Lanjutan) menarik kesimpulan yang sebenarnya tidak 
memiliki relevansi dengan premisnya. Loncatan secara keliru dari premis ke 
kesimpulan yang memiliki hubungan semu (tidak benar-benar berhubungan) 
biasanya dilatar belakangi oleh prasangka, emosi, dan perasaan subyektif. 
Untuk memperjelas hal ini, TERLAPOR IV/SG akan sampaikan uraian di 
bawah ini:-------------------------------------------------------------------------------- 

-  Premis:------------------------------------------------------------------------------ 
”Permintaan Pemerintah agar ASI membantu melaporkan perkembangan 
kegiatan usaha anggotanya setiap bulan tidak menentukan bentuk 
pelaporan tersebut”-------------------------------------------------------------------- 

- Kesimpulan:----------------------------------------------------------------------- 

”Karena bentuk laporan tidak ditentukan maka rapat-rapat yang 
diselenggarakan di ASI diduga hanya sebagai fasilitas untuk mengatur 
pasokan dan harga”--------------------------------------------------------------------- 

3. 2.  Tim Pemeriksa telah membuat kesimpulan yang keliru dan 
menyesatkan pada butir 7 halaman 87 dan 88 LHPL 
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Dalam perkara ini dapat dilihat dengan jelas bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa 
tidak relevan atau tidak memiliki hubungan langsung dengan premisnya karena:--- 

- Tidak ditentukannya bentuk pelaporan tersebut tidak langsung  atau tidak 
otomatis mengakibatkan  rapat-rapat yang diselenggarakan di ASI 
dipergunakan sebagai fasilitas untuk mengatur pasokan dan harga;------------- 

- Tidak dibenarkan bagi Tim Pemeriksa untuk menyimpulkan bahwa tidak 
ditentukannya bentuk pelaporan tersebut mengakibatkan  rapat-rapat yang 
diselenggarakan di ASI dipergunakan sebagai fasilitas untuk mengatur 
pasokan dan harga;--------------------------------------------------------------------- 

- Kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut merupakan kesesatan dalam berpikir 
karena belum tentu jika bentuk pelaporan tidak ditentukan maka rapat-
rapat yang diselenggarakan di ASI dipergunakan sebagai fasilitas untuk 
mengatur pasokan dan harga;------------------------------------------------------ 

Pemerintah jelas-jelas berpendapat bahwa pertemuan rutin yang diselenggarakan 
oleh ASI tidak melanggar UU No.5/1999 dan untuk itu kegiatan ASI tetap 
dilanjutkan dengan tujuan pengamanan pasok semen dalam negeri agar tidak 
terjadi kelangkaan yang mengganggu proses pembangunan. (Lihat: Pernyataan 
Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, melalui 
Surat No. 297/IAK/5/2010, tanggal 31 Mei 2010 kepada Tim Pemeriksa KPPU 
(Bukti T.IV – 13).---------------------------------------------------------------------------- 

Pemerintah juga menegaskan bahwa ASI bukan merupakan alat bagi produsen 
semen yang memfasilitasi adanya kartel dalam industri semen di Indonesia karena 
rapat-rapat yang diadakan oleh ASI tidak pernah membicarakan pengaturan 
produksi atau pemasaran atau penetapan harga atau hal-hal lain yang dapat 
memfasilitasi terbentuknya kartel. (Lihat: Pernyataan Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara melalui Surat No. S-109/DS.MBU/2010, tanggal 21 Juni 2010 
kepada Tim Pemeriksa KPPU (Vide Bukti T.IV - 14).---------------------------- ----- 

 

Data ASI baik realisasi maupun prognosa tentang produksi dan pemasaran yang 
Terlapor IV/SG berikan kepada ASI ataupun yang diterima melalui ASI 
merupakan data yang tidak mungkin dapat digunakan sebagai strategi bisnis 
perusahaan karena data-data tersebut tidak teruji validitasnya.------------------------ 

3. 3.  Data ASI baik realisasi maupun prognosa tentang produksi dan 
penjualan tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun strategi bisnis perusahaan karena tidak teruji 
validitasnya 
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Oleh karena itu, dalam rangka menyusun strategi bisnis, Terlapor IV/SG 
menggunakan jasa konsultan dan bukan menggunakan data ASI. --------------------- 

Berdasarkan uraian, fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, sudah selayaknya bagi 
Majelis Komisi yang terhormat untuk sependapat dengan kami dan menolak 
pertimbangan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa rapat-rapat yang 
diselenggarakan di ASI diduga hanya sebagai fasilitas untuk mengatur pasokan 
dan harga karena permintaan Pemerintah agar ASI membantu melaporkan 
perkembangan kegiatan usaha anggotanya setiap bulan tidak menentukan bentuk 
pelaporan tersebut.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Analisis Tim Pemeriksa KPPU------------------------------------------------------------ 

Pada Analisis Hukum LHPL, Tim Pemeriksa telah menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------- 

1. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah produk semen OPC, PCC dan 
PPC dengan wilayah pasar untuk masing-masing propinsi di seluruh wilayah 
Indonesia--------------------------------------------------------------------------------- 

2. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, untuk 
keseluruhan pasar di masing-masing propinsi kecuali propinsi Lampung di 
duga terjadi upaya untuk menjaga pasokan setiap Terlapor untuk tetap 
mempertahankan dominasi pelaku usaha.------------------------------------------- 

3. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, di duga terjadi 
upaya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain yang memiliki 
biaya produksi per ton relatif tinggi untuk dapat memasarkan di produknya 
di wilayah propinsi lainnya dengan menjaga harga dalam level yang cukup 
tinggi.------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, dengan 
beberapa pelaku usaha memiliki pasokan yang cukup dan biaya per ton yang 
cukup rendah dibandingkan dengan pesaingnya, terdapat kecendrungan 
pergerakan harga ynag sama yang di duga untuk mempertahankan pangsa 
pasar.------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  SELURUH KESIMPULAN DALAM ANALISIS HUKUM TIDAK 
MEMPERTIMBANGKAN ALASAN-ALASAN YANG TELAH 
DIKEMUKAKAN TERLAPOR IV/SG SELAMA PEMERIKSAAN 
DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN 
HUKUM YANG CUKUP 
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5. Berdasarkan analisa tentang tingkat keuntungan untuk masing-masing 
Terlapor dan dengan di kaitkan dengan tujuan dari kartel adalah 
memaksimalkan keuntungan, maka dengan memperhatikan perbandingan 
biaya per ton, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 di duga terjadi 
upaya untuk mengatur harga pada level yang cukup tinggi untuk 
mempertahankan tingkat keuntungan.----------------------------------------------- 

6. Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan 
mempertimbangkan adanya rapat-rapat di ASI yang menyajikan laproan 
realisasi produksi dan pemasaran dari masing-masing Terlapor serta adanya 
presentasi dari pemerintah terkait dengan harga di masing-masing wilayah 
ibu kota propinsi, hal ini di duga merupakan fasilitas untuk mengatur 
pasokan dan menentukan harga.----------------------------------------------------- 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian mewajibkan 
pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah dan bukan 
kepada Asosiasi. Permintaan Pemerintah agar Asosiasi Semen Indonesia 
membatu melaporkan perkembangan kegiatan usaha anggotanya setiap bulan 
tidak menentukan bentuk pelaporan tersebut sehingga rapat-rapat yang 
dilaksanakan oleh ASI di duga hanya sebagai fasilitas untuk mengatur 
pasokan dan harga.--------------------------------------------------------------------- 

Pembelaan dan Tanggapan Terlapor IV/SG------------------------------------------- 

Berdasarkan Analisis Hukum Tim Pemeriksa tersebut, Terlapor IV/SG 
berpendapat bahwa Analisis Hukum Tim Pemeriksa tersebut justru tidak 
mempertimbangkan aspek-aspek hukum dalam perkara ini, dan banyak pernyataan 
kesimpulan Tim Pemeriksa  yang tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang 
telah kami sampaikan dalam pemeriksaan. Hal-hal tersebut akan kami uraikan 
dalam butir berikut.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Pada butir 1 Analisis Hukum LHPL, Tim Pemeriksa telah menyimpulkan bahwa:- 

1. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah produk semen OPC, PCC dan 
PPC dengan wilayah pasar untuk masing-masing propinsi di seluruh 
wilayah Indonesia.--------------------------------------------------------------------- 

Pembelaan Terlapor IV/SG pada butir 2.1 tersebut di atas secara mutatis 
mutandis berlaku untuk menjelaskan bahwa kesimpulan pendefinisian Pasar 

4. 1.  Pendefinisian Pasar Bersangkutan yang dilakukan Tim 
Pemeriksa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 
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Bersangkutan dalam LHPL tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Peraturan KPPU No.3/2009.--------------- 

 

Pada butir 2, 3 dan 4 analisis hukum LHPL, Tim Pemeriksa telah 
menyimpulkan bahwa:----------------------------------------------------------------- 

2. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah dianalisa di atas, untuk 
keseluruhan pasar di masing-masing propinsi kecuali propinsi 
Lampung di duga terjadi upaya untuk menjaga pasokan setiap 
Terlapor untuk tetap mempertahankan dominasi pelaku usaha.---------- 

3. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah dianalisa di atas, di duga 
terjadi upaya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain yang 
memiliki biaya produksi per ton relatif tinggi untuk dapat memasarkan 
di produknya di wilayah propinsi lainnya dengan menjaga harga 
dalam level yang cukup tinggi.------------------------------------------------- 

4. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah dianalisa di atas, dengan 
beberapa pelaku usaha memiliki pasokan yang cukup dan biaya per 
ton yang cukup rendah dibandingkan dengan pesaingnya, terdapat 
kecendrungan pergerakan harga ynag sama yang di duga untuk 
mempertahankan pangsa pasar.----------------------------------------------- 

Pembelaan kami pada butir 2.2 tersebut di atas, secara mutatis mutandis 
berlaku untuk menjelaskan bahwa dugaan terjadinya pengaturan pasokan 
antar para Terlapor adalah tidak benar dan Tim Pemeriksa tidak 
mempertimbangkan alasan-alasan yang telah Terlapor IV/SG sampaikan 
selama proses pemeriksaan berlangsung, baik secara lisan ataupun tulisan.--- 

 

Pada butir 5 analisis hukum LHPL, Tim Pemeriksa telah menyimpulkan 
bahwa:----------------------------------------------------------------------------------- 

4. 3. Dugaan terjadinya pengaturan harga untuk mempertahankan 
tingkat keuntungan disimpulkan oleh Tim Pemeriksa tanpa 
mempertimbangkan alasan-alasan yang telah dikemukakan 
Terlapor IV/SG 

4. 2. Dugaan terjadinya pengaturan pasokan berdasarkan hasil 
analisis pangsa pasar disimpulkan oleh KPPU tanpa 
mempertimbangkan alasan-alasan yang telah dikemukakan 
Terlapor IV/SG 
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5. Berdasarkan analisis tentang tingkat keuntungan untuk masing-masing 
Terlapor dan dengan di kaitkan dengan tujuan dari kartel adalah 
memaksimalkan keuntungan, maka dengan memperhatikan 
perbandingan biaya per ton, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 
2009 di duga terjadi upaya untuk mengatur harga pada level yang 
cukup tinggi untuk mempertahankan tingkat keuntungan.---------------- 

Pembelaan kami pada butir 2.4 tersebut di atas, secara mutatis 
mutandis berlaku untuk menjelaskan bahwa dugaan terjadinya 
pengaturan harga pada level yang cukup tinggi untuk mempertahankan 
tingkat keuntungan adalah tidak benar, dan Tim Pemeriksa tidak 
mempertimbangkan alasan-alasan yang telah Terlapor IV/SG 
sampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung, baik secara lisan 
ataupun tulisan.------------------------------------------------------------------ 

 

Pada butir 6 analisis hukum LHPL, Tim Pemeriksa KPPU telah 
menyimpulkan bahwa:----------------------------------------------------------------- 

6. Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan 
mempertimbangkan adanya rapat-rapat di ASI yang menyajikan 
laporan realisasi produksi dan pemasaran dari masing-masing 
Terlapor serta adanya presentasi dari pemerintah terkait dengan 
harga di masing-masing wilayah ibu kota propinsi, hal ini di duga 
merupakan fasilitas untuk mengatur pasokan dan menentukan harga.-- 

Pembelaan kami pada butir 3 secara mutatis mutandis berlaku untuk 
menjelaskan bahwa dugaan rapat-rapat ASI digunakan sebagai fasilitas 
untuk mengatur pasokan dan harga adalah tidak berdasar dan tidak 
memperdulikan semua fakta-fakta dalam LHPL. 

 

Dalam Analisis Hukum yang baik, seharusnya Tim Pemeriksa dapat menguraikan 
alat bukti yang digunakan dan mampu membuktikan terpenuhinya seluruh unsur-
unsur yang dituduhkan, hingga kesimpulan yang diambil bukan sekedar asumsi 
Tim Pemeriksa semata. Sementara dalam LHPL ini, Analisis Hukum yang 
diuraikan Tim Pemeriksa lebih bersifat ASUMSI, karena tidak disertai dengan alat 

4. 5.  Analisis hukum hanya berupa asumsi tanpa disertai dengan alat 
bukti dan penguraian unsur pasal yang dituduhkan 

4. 4.  Dugaan bahwa rapat-rapat ASI sebagai fasilitas untuk mengatur 
pasokan dan harga adalah tidak berdasar dan tidak 
memperdulikan semua fakta-fakta dalam LHPL 
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bukti yang kuat dan penguraian unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 
5/1999. Dapat dikatakan bahwa dugaan KPPU yang dituduhkan kepada seluruh 
Terlapor tidak kuat.--------------------------------------------------------------------------- 

Dengan demikian LHPL atau analisis hukum seperti ini tidak dapat dijadikan 
sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Terlapor IV bersalah melanggar Pasal 5 
dan Pasal 11 UU No. 5/1999.---------------------------------------------------------------- 

 

Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan:--------------------------------------- 

“ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya 
untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar 
oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.------------ 

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur penting yang harus 
dibuktikan apabila Tim Pemeriksa hendak menyimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:------------------------------------------- 

1. Unsur Pelaku Usaha; 
2. Unsur Perjanjian ; 
3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing; 
4. Unsur Penetapan Harga atas Suatu Barang dan/atau Jasa; 
5. Unsur Harga yang Harus Dibayar Oleh Konsumen atau Pelanggan; 
6. Unsur Pasar Bersangkutan yang Sama.    

Seluruh unsur tersebut di atas harus dapat dibuktikan oleh Tim Pemeriksa berdasar 
kepada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 UU No 5 tahun 1999. Unsur-
unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, jika salah 
satu unsur dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi maka tuduhan 
pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menjadi tidak 
terbukti. Dalam perkara ini, terdapat sedikitnya tiga unsur yang tidak terpenuhi, 
yaitu antara lain unsur ‘Perjanjian’, unsur ‘penetapan harga atas suatu barang dan 
atau jasa’ serta unsur ‘Harga yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan’. 
Adapun penjelasananya adalah sebagai berikut.------------------------------------------ 

 

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah:----------------------- 

5. 1.  Unsur “Perjanjian” tidak terbukti 

5.  TERLAPOR IV/SG TIDAK TERBUKTI MELANGGAR PASAL 5  
AYAT 1 UU NOMOR 5/1999 
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“suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu 
orang lain atau lebih.”----------------------------------------------------------------------- 

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Anti Monopoli, Perjanjian 
diartikan sebagai:------------------------------------------------------------------------------ 

“suatu perbuatan atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri kepada satu 
atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis, maupun tidak 
tertulis.”---------------------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu 
perjanjian membutuhkan sedikitnya ada 2 (dua) pihak, yaitu pelaku usaha yang 
satu dengan pelaku usaha yang lain.-------------------------------------------------------- 

Terlapor IV/SG secara faktual sama sekali tidak pernah membuat perjanjian atau 
kesepakatan apapun dengan pesaing baik secara tertulis ataupun tidak tertulis 
untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran semen. --------------------------------- 

Tim Pemeriksa tidak dapat menggunakan seluruh hasil analisis dalam LHPL untuk 
membuktikan adanya unsur ‘Perjanjian’ karena seluruh analisis tersebut telah 
disimpulkan secara keliru dan tidak berdasar. -------------------------------------------- 

Mengenai unsur perjanjian sebagai mana Kesaksian Saksi Ahli Professor 
Hikmahanto Juwana di dalam Keterangan Ahli atau Affidavitnya pada halaman 7 
(Bukti T.IV – 15), yang menyatakan: ----------------------------------------------------- 

“Oleh karenanya saya berpendapat bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 tidak dapat dibuktikan keberadaannya oleh Tim. Padahal 
perjanjian merupakan unsur penting dalam menduga adanya pelanggaran 
terhadap Pasal 11.”-------------------------------------------------------------------------- 

Dengan demikian, unsur ‘Perjanjian’ dalam perkara ini TIDAK TERBUKTI. ---- 

 

Terlapor IV/SG tidak pernah menetapkan harga semen berdasarkan perjanjian atau 
kesepakatan dengan pelaku usaha pesaing. Harga semen yang dijual oleh Terlapor 
IV/SG sepenuhnya ditentukan oleh Terlapor IV/SG secara independen. Dalam 
LHPL pun juga tidak ada bukti  bahwa Terlapor IV telah menetapkan harga 
semen berdasarkan kesepakatan dengan pelaku usaha pesaing. ----------------------- 

Pendapat Tim Pemeriksa di dalam LHPL yang mengatakan bahwa terjadi 
pengaturan harga dalam level yang cukup tinggi antar para Terlapor adalah 
pernyataan yang salah dan tidak terbukti dalam perkara ini.---------------------------- 

5. 2.  Unsur “Penetapan Harga atas suatu barang dan/atau jasa” Tidak 
Terbukti 
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Hal ini secara tegas juga dinyatakan oleh Ketua ASI, Bapak Ir. Urip Trimurjono 
pada tanggal 22 Februari 2010 dalam butir 14 BAP tanggal 22 Februari 2010 
(Bukti T.IV – 16) , sebagai berikut:-------------------------------------------------------- 

Dengan demikian, unsur “Penetapan harga atas suatu barang dan/atau jasa” 
TIDAK TERBUKTI.------------------------------------ ----------------------------------- 

 

Dalam Pasal 5 UU Nomor 5/1999, secara tegas dinyatakan bahwa harga yang 
dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah harga yang harus dibayar oleh 
konsumen. Konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen akhir atau 
pengguna.Terlapor IV/SG tidak menetapkan harga jual secara langsung kepada 
konsumen akhir. Terlapor IV/SG hanya menjual semen hingga tingkat distributor. 
Selanjutnya pihak distributor yang akan menetapkan harga jual secara independen 
ke pada konsumen akhir. -------------------------------------------------------------------- 

Dengan demikian, unsur “harga yang harus dibayar oleh konsumen atau 
pelanggan” TIDAK TERBUKTI.------------------------------------ ---------------------- 

 

Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, pasar bersangkutan diartikan 
sebagai:----------------------------------------------------------------------------------------- 

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah 
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atasa barang dan atau jasa yang sama atau 
sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”. --------------------------- 

Pertanyaan Bagaimana pendapat Bapak mengenai tuduhan kartel 
terhadap perusahaan semen? 

Jawaban Bila kartel disini dimaksudkan berunding menentukan 
harga, saya rasa mereka tidak berani. 

Pertanyaan Apakah ada pengaturan dari pemerintah dalam 
pendistribusian semen? 

Jawaban Tidak ada. 

5. 4.  Unsur “Pasar Bersangkutan yang sama” Tidak Terbukti 

  

5. 3.  Unsur “Harga yang harus dibayar oleh Konsumen atau 
Pelanggan” Tidak Terbukti 
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Bahwa KPPU telah salah dalam mendifinikan pasar bersangkutan yaitu propinsi di 
seluruh wilayah Indonesia yang benar adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Kep 
Riau, Sumut, Sumsel, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah---------- 

Dengan demikian unsur ”Pasar bersangkutan yang sama” TIDAK TERBUKTI .--  

Berdasarkan seluruh uraian, analisis dan bukti di atas, maka terbukti bahwa 
TERLAPOR IV/SG TIDAK MELANGGAR PASAL 5 AYAT 1 UU NO MOR 
5/1999.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan:-------------------------------------------- 

“ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 
pesaingnnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur penting yang harus 
dibuktikan apabila Tim Pemeriksa hendak menyimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:------------------------------------------ 
a. Unsur Pelaku Usaha;------------------------------------------------------------------ 
b. Unsur Perjanjian;---------------------------------------- ------------------------------ 
c. Unsur Pelaku Usaha Pesaing;------------------------------------------------------- 
d. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga;--------------------------------------- 
e. Unsur Mengatur Produksi dan atau Pemasaran Barang dan atau Jasa;-- 
f. Unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha 

yang Tidak Sehat;--------------------------------------------------------------------- 
 
Seluruh unsur tersebut di atas harus dapat dibuktikan oleh Tim Pemeriksa berdasar 
kepada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 UU No 5 tahun 1999. Unsur-
unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, Jika salah 
satu unsur dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi maka tuduhan 
pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menjadi tidak 
terbukti.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Dalam perkara ini terdapat sedikitnya empat unsur yang tidak terpenuhi yaitu 
antara lain unsur ‘Perjanjian’ , unsur ‘Bermaksud mempengaruhi harga’, unsur 
mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa’, serta unsur 
‘mengakibatkan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha yang Tidak Sehat’. 
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.------------------------------------------- 

6.  TERLAPOR IV/SG TIDAK TERBUKTI MELANGGAR PASAL 1 1 
UU NOMOR 5/1999 
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Penjelasan kami pada butir  3.5.1 di atas secara mutatis mutandis berlaku untuk 
menjelaskan bahwa unsur “Perjanjian” dalam perkara ini TIDAK TERBUKTI.--- 

 

Terlapor IV/SG tidak pernah melakukan tindakan-tindakan apaun dengan pesaing 
dengan maksud untuk mempengaruhi harga semen. Dalam LHPL pun juga tidak 
ada bukti bahwa Terlapor IV/SG telah melakukan hal-hal yang bermaksud untuk 
mempengaruhi harga minyak goreng.------------------------------------------------------ 

Terlapor IV/SG dan pesaing lainnya juga tidak pernah menggunakan asosiasi 
sebagai sarana untuk mempengaruhi harga semen. -------------------------------------- 

Dengan demikian unsur “Bermaksud mempengaruhi harga” dalam Pasal 11 UU 
Nomor 5/1999 TIDAK TERBUKTI.------------------------------------ ------------------ 

 

Terlapor IV/SG tidak pernah membuat kesepakatan dalam bentuk apapun untuk 
mengatur produksi dan/atau pemasaran semen dengan pesaing. Terlapor IV/SG  
juga tidak pernah melakukan pertukaran informasi atau melakukan koordinasi 
dengan pesaing baik secara langsung atau melalui asosiasi mengenai produksi dan 
pemasaran semen. Dalam menentukan jumlah produksi sepenuhnya didasarkan 
atas pertimbangan Terlapor IV/SG sendiri sesuai dengan estimasi  permintaan 
pasar (demand) yang juga disesuaikan dengan kapasitas produksi (supply) yang 
kami miliki.------------------------------------------------------------------------------------ 

Terlapor IV/SG sejak tahun 2005 telah berproduksi pada kapasitas penuh 
sehingga tidak ada pengaturan produksi sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim 
Pemeriksa. Kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan 
kapasitas produksi agar produksi Terlapor IV/SG  dapat memenuhi permintaan 
pasar. Kami juga meningkatkan penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan 
kami serta memperluas pasar produk-produk Terlapor IV/SG  sehingga tidak 
benar kami membatasi produksi ataupun pemasaran. ----------------------------------- 

Dengan demikian, unsur ”Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran barang dan/atau 
jasa” dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 jelas-jelas menjadi TIDAK TERBUKTI.--- 

 

6. 3.  Unsur “mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau 
jasa” Tidak Terbukti 

6. 2.  Unsur “Bermaksud Mempengaruhi Harga” Tidak Terbukti 

6. 1.  Unsur “Perjanjian” Tidak Terbukti 
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6. 4. 1.  Unsur “mengakibatkan praktek monopoli” Tidak Terbukti 

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5/1999 menyatakan bahwa: ------------------------------- 

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih 
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran 
atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha 
tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.” ------------------------------ 

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi 
dalam menentukan adanya praktek monopoli, yaitu: ------------------------------------ 

1. Terdapat pemusatan kekuatan ekonomi;----------------------------------------- 
2. mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran;----------------- 
3. menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan;------------------------------- 
4. merugikan kepentingan umum.--------------------------------------------------- 

Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 di atas tidak 
terbukti berdasarkan penjelasan sebagai berikut:----------------------------------------- 

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1999, Pemusatan kekuatan 
ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh 
satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan 
atau jasa”.-------------------------------------------------------------------------------- 

Terlapor IV/SG sama sekali tidak mempunyai penguasaan yang nyata pada 
pasar bersangkutan. Terlapor IV/SG hanya menguasai pasar pada wilayah 
propinsi Jawa Timur. Namun sebagaimana telah kami jelaskan pada butir 
2.2. dan 2.3 di atas, penguasaan pasar tersebut terjadi bukan karena adanya 
kartel dan sama sekali tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat 
dan merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, syarat terdapat 
“pemusatan kekuaran ekonomi” dalam perkara ini TIDAK TERBUKTI .---- 

2. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terbukti bahwa tidak terdapat 
pemusatan kekuatan oleh Terlapor IV/SG, dengan demikian, unsur atau 
syarat “mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran” TIDAK 
TERBUKTI .--------------------------------------------------------------------------- 

3. Terlapor IV/SG tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Terlapor IV/SG tidak pernah 
menghambat atau menghalangi pelaku usaha lain yang ingin masuk ke 

6. 4.  Unsur “mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha yang tidak sehat” Tidak Terbukti 
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dalam Industri Semen. Terlapor IV/SG juga dalam menjalankan kegiatan 
usahanya selalu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan 
demikian unsur “menimbulkan persaingan usaha tidak sehat” TIDAK 
TERBUKTI.------------------------------------------ --------------------------------- 

4. Terlapor IV/SG tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan 
kepentingan umum atau konsumen seperti misalnya memaksa konsumen 
untuk membeli semen yang diproduksi oleh Terlapor IV/SG. Konsumen 
sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk memilih semen yang di produksi 
oleh pelaku usaha pesaingnya. Demikian juga harga semen yang di produksi 
oleh Terlapor IV/SG dijual dengan harga yang wajar dan bersaing dengan 
pelaku usaha lainnya. Dengan demikian Terlapor IV/SG TIDAK 
TERBUKTI  melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau 
konsumen.------------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa Terlapor IV/SG tidak 
melakukan Praktek Monopoli karena seluruh unsur Praktek Monopoli yang diatur 
dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 TIDAK TERBUKTI.------------ 

6. 4. 2.  Unsur “mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat” Tidak 
Terbukti  

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 menyatakan:--------------------------------- 

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 
persaingan usaha”.-------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam 
menentukan adanya persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah:------------- 

• Dilakukan dengan cara tidak jujur  atau melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha.--------------------------------------------------- 

Terlapor IV/SG dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu bertindak 
secara patut, tidak melawan hukum dan selalu memperhatikan etika bisnis 
serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam LHPL juga tidak ada bukti yang 
menunjukan bahwa Terlapor IV/SG melakukan perbuatan yang melanggar 
hukum. Terlapor IV/SG dalam menjalankan kegiatan bisnis usahanya tidak 
pernah menghambat persaingan usaha dan tidak pernah menghalangi pelaku 
usaha lain untuk masuk ke dalam industri semen. Dengan demikian unsur 
“dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum atau menghambat 
persaingan usaha” TIDAK TERBUKTI .------------------------------------------ 
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Berdasarkan seluruh uraian, analisis dan bukti di atas maka TERLAPOR 
IV/SG TIDAK MELANGGAR PASAL 11 UU NOMOR 5/1999.---- ------ 

 

 

 

Pembelaan kami mengenai butir-butir 7.1 dan 7.2 tersebut di atas kami sampaikan 
dalam Lampiran 1, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pendapat atau 
Pembelaan ini.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan argumen hukum yang telah diuraikan 
di atas, Terlapor IV/SG dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:-------------------------------- 
 
1. Menolak seluruh dalil yang ada dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang 

menyatakan bahwa TERLAPOR IV melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 
UU No. 5/1999;------------------------------------------------------------------------- 

2. Mengesampingkan semua bukti yang tidak benar atau tidak dapat 
dibuktikan;------------------------------------------------------------------------------- 

3. Mempertimbangkan dan menerima semua bukti dan fakta yang ada bahwa 
TERLAPOR IV tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 
5/1999;----------------------------------------------------------------------------------- 

4. Menyatakan TERLAPOR IV tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 
/1999 ;------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Menyatakan TERLAPOR IV tidak melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999.------ 

 

 

7. 2.  Indirect Evidence atau bukti ekonomi tidak dapat dijadikan 
sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan hokum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

7. 1.  Pola harga yang paralel tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti 
berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

7.  HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN TIM 
PEMERIKSA  



S A L I N A N 

 

 Halaman 237 dari 425 

27. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, 

Terlapor V, PT Semen Andalas Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai 

berikut; ------------------------------------------------------------------------------------------  

I.  DUGAAN PELANGGARAN--------------------------------- ---------------------- 
1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, KPPU menduga 

bahwa Para Terlapor telah melanggar pasal 11 dan 5 Undang-undang  

No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”) dengan membentuk kartel semen 

(LHPL, halaman 2 butir II). ------------------------------------------------------ 

2. Berdasarkan LHPL, para terlapor dalam perkara ini (“Para Terlapor”) 

adalah:------------------------------------------------------------------------------- 

a) Terlapor I : PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk.-------------  

b) Terlapor II : PT Holcim Indonesia Tbk. -------------------------- 

c) Terlapor III : PT Semen Baturaja------------------------------------ 

d) Terlapor IV : PT Semen Gresik (Persero) Tbk. ------------------- 

e) Terlapor V : PT Lafarge Cement Indonesia (“LCI” )------------ 

f) Terlapor VI : PT Semen Tonasa ------------------------------------- 

g) Terlapor VII : PT Semen Padang (“SP”)---------------------------- 

h) Terlapor VIII : PT Semen Bosowa Maros --------------------------- 

3. KPPU menyimpulkan bahwa Para Terlapor melanggar Pasal 5 dan 11 

UU No.5/1999 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut (LHPL, 

halaman 87-88):-------------------------------------------------------------------- 

1. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah produk semen OPC, 

PCC dan PPC dengan wilayah pasar untuk masing-masing propinsi 

di seluruh wilayah Indonesia. ----------------------------------------------- 

2. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, untuk 

keseluruhan pasar di masing-masing propinsi kecuali propinsi 

Lampung diduga terjadi upaya untuk menjaga pasokan setiap 

Terlapor untuk tetap mempertahankan dominasi pelaku usaha. ------- 

3. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah dianalisa di atas, diduga 

terjadi upaya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain yang 

memiliki biaya produksi per ton relatif tinggi untuk dapat 
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memasarkan di produknya di wilayah propinsi lainnya dengan 

menjaga harga dalam level yang cukup tinggi. --------------------------- 

4. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah dianalisa di atas, dengan 

beberapa pelaku usaha memiliki pasokan yang cukup dan biaya per 

ton yang cukup rendah dibandingkan dengan pesaingnya, terdapat 

kecenderungan pergerakan harga yang sama yang diduga untuk 

mempertahankan pangsa pasar. -------------------------------------------- 

5. Berdasarkan analisa tentang tingkat keuntungan untuk masing-

masing Terlapor dan dengan dikaitkan dengan tujuan dari kartel 

adalah memaksimalkan keuntungan, maka dengan memperhatikan 

perbandingan biaya per ton, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 

2009 diduga terjadi upaya untuk mengatur harga pada level yang 

cukup tinggi untuk mempertahankan tingkat keuntungan. -------------- 

6. Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan 

mempertimbangkan adanya rapat-rapat di ASI yang menyajikan 

laporan realisasi produksi dan pemasaran dari masing-masing 

Terlapor serta adanya presentasi dari pemerintah terkait dengan harga 

dimasing-masing wilayah Ibukota Propinsi. Hal ini diduga 

merupakan fasilitas untuk mengatur pasokan dan menentukan harga.-  

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

mewajibkan pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya kepada 

pemerintah dan bukan kepada Asosiasi. Permintaan Pemerintah agar 

Asosiasi Semen Indonesia membantu melaporkan perkembangan 

kegiatan usaha anggotanya setiap bulan tidak menentukan bentuk 

pelaporan tersebut sehingga rapat-rapat yang dilaksanakan oleh ASI 

diduga hanya sebagai fasilitas untuk mengatur pasokan dan harga.--- 

II.  TANGGAPAN PEMBELAAN DAN KLARIFIKASI TERLAPOR V 
(LCI)---------------------------------------------- --------------------------------------- 

A. Argumen-argumen LCI yang tidak diindahkan oleh KPPU------------ 
 

Berikut adalah beberapa butir argumen LCI yang tidak diindahkan oleh 

KPPU------------------------------------------------------------------------------- 
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a. Volume penjualan semen LCI hanya sekitar 4% sehingga 

keterlibatan dalam kartel justru akan merugikan kepentingan bisnis 

LCI (tanggapan LCI terhadap LHPP, Ref. No.: 6/LLP/V/2010 

tanggal 24 Mei 2010 (“Tanggapan LCI”) halaman 5)---------------- 

b. LCI merupakan importir semen sejak 2005 sampai saat ini, dan 

karenanya LCI tidak melakukan kontrol produksi karena LCI 

bukan produsen semen (Tanggapan LCI halaman 5 s/d 7).------------ 

c. LCI tidak memperoleh keuntungan yang besar jika dibandingkan 

dengan industri semen lainnya (Tanggapan LCI hal 7 s/d 9).--------- 

d. LCI membuktikan secara statistik dan ilmiah bahwa tidak terdapat 

pergerakan harga semen yang mirip (Tanggapan LCI halaman 12 

dan Pendapat Ahli Ekonomi Prof. Ine S. Ruki halaman 8)------------ 

e. LCI tidak aktif menghadiri rapat-rapat ASI, khususnya rapat 

presidium (Tanggapan LCI hal 9).---------------------------------------- 

1. Pertama (terkait butir a di atas), LCI telah menjelaskan bahwa 

dengan pangsa pasar yang kecil (yaitu sekitar 4%), keterlibatan LCI 

dalam kartel justru akan merugikan kepentingan bisnis LCI. 

Padahal, LCI justru bermaksud memperbesar pangsa pasarnya 

dengan rekonstruksi fasilitas pabrik semen.----------------------------- 

2. Kedua (terkait butir b di atas), KPPU menduga adanya kontrol 

produksi (atau menjaga pasokan) yang dilakukan oleh Para 

Terlapor sehingga KPPU menyimpulkan bahwa terdapat kartel 

diantara Para Terlapor (LHPL, halaman 87 butir 2). LCI sudah 

menyanggah dugaan KPPU tersebut dengan menyatakan bahwa 

LCI berbeda dengan Para Terlapor lainnya karena LCI bukan 

merupakan produsen semen sehingga LCI tidak mungkin bisa 

melakukan kontrol produksi.---------------------------------------------- 

3. Pada tahun 2005, setelah Tsunami menghancurkan pabrik-pabrik 

LCI, LCI mampu tetap bertahan di Indonesia sebagai pelaku usaha 

semen dengan mengimpor semen dari Cementia. Dalam beberapa 

kesempatan, Cementia telah memasok semen kepada LCI dalam 

jumlah yang lebih daripada yang disebutkan dalam kontrak tahunan 
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(dengan cara jual putus atau arm’s length basis) dengan 

keterbatasan logistik dan pasokan yang ada.---------------------------- 

4. Walaupun LCI harus bersaing dengan pelanggan-pelanggan 

Cementia lainnya, LCI mampu meningkatkan volume penjualan 

sebesar 38% dari 1,13 MT pada tahun 2005 menjadi 1,55 MT pada 

tahun 2008-------------------------------------------------------------------. 

Lafarge Cement Indonesia's Domestic Sales Volume
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5. Ketiga (terkait butir c di atas), LCI tidak memperoleh keuntungan 

yang berlebihan (excessive profit) berdasarkan grafik yang 

disajikan oleh KPPU sendiri. Berikut grafik tersebut (yang telah 

LCI kutip dalam Tanggapan LCI halaman 8).--------------------------- 

 
Grafik laba kotor Para Terlapor 

 

Sumber: LHPP halaman 20------------------------------------------------ 

 

Grafik Laba Bersih Para Terlapor--------------------------------------- 

 

Sumber: LHPP halaman 20------------------------------------------------ 
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6. Keempat (terkait butir d di atas), LCI telah menjelaskan bahwa 

LCI tidak pernah mengontrol harga semen dari distributor ke 

retailer, dan tidak pernah mengadakan perjanjian dengan pihak 

manapun juga untuk menetapkan harga semen di Aceh. Bahkan 

pada beberapa kesempatan, harga semen LCI lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga semen Terlapor VII karena LCI harus 

membayar biaya transportasi yang lebih besar untuk mengimpor 

semen dari Langkawi, Malaysia ke Aceh sejak 2005.----------------- 

7. Kelima (terkait butir e di atas), LCI telah menjelaskan bahwa LCI 

tergolong jarang menghadiri pertemuan-pertemuan ASI 

sebagaimana dibuktikan dengan catatan kehadiran LCI di 

pertemuan-pertemuan ASI yang menunjukkan bahwa LCI lebih 

memprioritaskan rapat teknis yang tidak membahas hal-hal yang 

bersifat komersil. Tidak benar bahwa LCI ataupun Para Terlapor 

lainnya menggunakan ASI sebagai wadah untuk memfasilitasi 

kartel.------------------------------------------------------------------------- 

 
B. Tanggapan LCI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan----- 

 
i. LCI tidak melakukan alokasi kuota ataupun pembagian pasar- 

 
KPPU menduga bahwa Para Terlapor melakukan alokasi kuota 

ataupun pembagian pasar dengan “memberikan kesempatan kepada 

pelaku usaha lain yang memiliki biaya produksi per ton relatif 

tinggi untuk dapat memasarkan produknya di wilayah propinsi lain 

dengan menjaga harga dalam level yang cukup tinggi” (LHPL, 

halaman 87 butir 3).--------------------------------------------------------- 

 

Tanggapan ------------------------------------------------------------------ 

Pada umumnya, pelaku usaha mengalami kesulitan untuk 

memperluas pasarnya karena:--------------------------------------------- 

a. Kapasitas produksi yang terbatas---------------------------------- 

b. Keterbatasan transportasi dan biaya transportasi---------------- 
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c. Fasilitas-fasilitas infrastruktur yang terbatas (terminal, 

pelabuhan)------------------------------------------------------------- 

d. Kesetiaan konsumen terhadap merek tertentu (brand loyalty)- 

 

LCI tidak menjual semen ke wilayah lain karena keterbatasan-

keterbatasan yang akan dijelaskan di bawah ini, bukan karena LCI 

melakukan alokasi kuota ataupun pembagian pasar.------------------- 

1. Pertama, sebagai importer/pemasok semen (yang bukan 

merupakan produsen semen), LCI mengalami kesulitan 

lainnya yaitu keterbatasan pasokan karena LCI tidak 

mempunyai fasilitas produksi.-------------------------------------- 

2. Kedua, sebagai importer/pemasok semen, LCI tidak 

mendapatkan keuntungan ekonomi untuk menjual semen di 

pasar-pasar yang lebih jauh letaknya, misalnya Sumatera 

Barat dan Jambi, karena adanya keterbatasan logistik dan 

pasokan serta masalah biaya. Dengan kata lain, lokasi yang 

jauh menyebabkan biaya transportasi yang mahal sehingga 

produk semen LCI pasti kalah bersaing di wilayah Sumatera 

Barat.------------------------------------------------------------------- 
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Keterangan gambar:----------------------------------------------- 

i. Sumatera Barat lokasinya jauh sehingga biaya 

transportasi juga akan jauh lebih mahal.-------------------- 

ii.  Tidak ada terminal di daerah Sumatera Barat.------------- 

3. Terkait biaya transportasi yang tinggi, Prof. Dr. Ine Minara S. 

Ruky sebagai ahli ekonomi menyatakan (pendapat ahli 

ekonomi Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, butir 6.12):------------- 

“Karakteristik semen yang bersifat bulk (berat dalam ukuran 

volume) dan produksinya terikat pada sumber bahan baku 

alami, membuat wilayah pemasaran produk ini menjadi 

terbagi dengan sendirinya”.----------------------------------------- 

4. Jika LCI menjual semen ke wilayah Sumatera Barat, justru 

LCI akan mengalami kerugian.------------------------------------- 

Propinsi Margin 

EBITDA  

Aceh 8% 

Sumatera 

Utara 

10% 

Dumai 4% 

Batam 0% 

 
 

5. Ketiga, pangsa pasar LCI di Aceh sangat berfluktuasi, yaitu 

turun dari 92% pada tahun 2004 menjadi 65% pada tahun 

2009. Hal ini juga menunjukkan bahwa pergerakan turun 

naiknya pangsa pasar LCI disebabkan oleh masalah teknis, 

bukan karena LCI menyepakati alokasi pangsa pasar.--------- 

 

 

 

Jika LCI menjual semen ke 
daerah Sumatera Barat, 
LCI akan mengalami 
kerugian sekitar 15% 
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Pangsa pasar di Aceh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Berikut adalah kronologi dari fluktuasi pasokan semen LCI di 

Aceh sebagaimana digambarkan dalam dua grafik diatas.----- 

2005: rekonstruksi pabrik LCI yang hancur akibat Tsunami 

belum dimulai. LCI memasok dari terminal mengambang 
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ditambah dengan terminal LCI sendiri dan LCI mengalami 

kesulitan pasokan dan logistik.------------------------------------- 

2006: rekonstruksi pabrik LCI di Aceh dimulai. LCI 

menggunakan skema pasokan yang sama walaupun tetap 

mengalami keterbatasan pasokan sembari menunggu 

selesainya konstruksi terminal Lhoknga.------------------------- 

2007: rekonstruksi pabrik LCI di Aceh masih tetap 

berlangsung. Dengan selesainya terminal LCI di Lhoknga, 

LCI bisa menambah pasokan semennya.-------------------------- 

2008: rekonstruksi pabrik LCI di Aceh masih tetap 

berlangsung. Terminal Padang di Aceh mulai beroperasi.----- 

2009: penyelesaian akhir rekonstruksi pabrik LCI di Aceh. 

Terminal Padang kedua di Lhokseumawe mulai beroperasi.-- 

7. Walaupun dihadapkan dengan masalah keterbatasan logistik, 

sebagaimana diuraikan di atas, LCI tetap mampu 

mendapatkan pangsa pasar yang cukup tinggi karena:---------- 

a. LCI telah membangun merek yang kuat (strong brand 

equity) dengan pasokan selama 25 tahun di Aceh.---------- 

b. Pelaku usaha pesaing LCI mempunyai hambatan biaya 

transportasi yang tinggi.----------------------------------------- 

c. Fasilitas pelabuhan di Aceh sangat minim.------------------- 

8. Secara umum, pangsa pasar ditentukan oleh biaya logistik. 

Penelitian terhadap industri semen secara global 

menunjukkan bahwa kebanyakan pabrik-pabrik semen 

menjual hasil produksinya dalam radius 300 kilometer (jarak 

yang dekat dengan lokasi pabriknya). Industri semen di 

Indonesia menghadapi masalah logistik karena keterbatasan 

logistik dan jarak yang jauh.---------------------------------------- 

 
ii.  Tidak terdapat price parallelism --------------------------------------- 

 

KPPU menduga terdapatnya price parallelism melalui grafik-grafik 

yang disajikan dari hal 70-77 LHPL. ------------------------------------ 
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Tanggapan LCI------------------------------------------------------------- 

 

Grafik yang relevan untuk LCI adalah grafik pangsa pasar di 

Sumatera Utara, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau saja. Sementara 

itu, grafik pangsa pasar untuk daerah lain tidak relevan karena LCI 

tidak memasarkan semen ke wilayah-wilayah tersebut.--------------- 

 

Terhadap grafik pangsa pasar untuk wilayah Aceh (LHPL, hal 71 

butir A), bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat price parallelism.-- 

 

 

Catatan: ---------------------------------------------------------------------- 

Grafik di atas mengandung beberapa kelemahan, yaitu: -------------- 

i. grafik di atas hanya menunjukkan secara lengkap tingkat 

penjualan dari 2 pelaku usaha, sementara untuk grafik untuk 

tingkat penjualan 2 pelaku usaha lainnya sangat minim dan 

tidak lengkap; ------------------------------------------------------ 

ii.  harga semen LCI sangat fluktuatif dan hal ini terlihat pada 

bulan November 2006 – Maret 2007, Juli 2007 – Juli 2008, 

dan November 2008 – Mei 2009.-------------------------------- 
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Terhadap grafik pangsa pasar di wilayah Sumatera Utara (LHPL, 

halaman 71 butir B), bisa disimpulkan tidak terdapat price 

parallelism.------------------------------------------------------------------ 

 

Catatan: ---------------------------------------------------------------------- 

i. Data yang ditampilkan KPPU tidak lengkap. Contohnya, data 

pangsa pasar Terlapor II untuk periode Januari 2004 – Januari 

2005, April 2006 – Juli 2006, dan Juli 2006 – Oktober 2006 

tidak ada;-------------------------------------------------------------- 

ii.  Terdapat perbedaan harga semen yang cukup besar diantara 

Para Terlapor dan juga terdapat fluktuasi harga yang 

bervariasi diantara Para Terlapor. Contoh, terdapat perbedaan 

harga yang kecil antara Terlapor VII dan Terlapor V pada 

periode bulan Juli 2007, namun perbedaan harga antara 

Terlapor VII dan V membengkak menjadi 4 kali lipat pada 

periode bulan Januari 2009 ke Oktober 2009.-------------------- 

 

Dalam LHPL, KPPU tidak menyajikan grafik pangsa pasar di Riau 

maupun Kepulauan Riau.--------------------------------------------------- 

 

Merujuk pada kedua grafik di atas sebagaimana dipresentasikan 

oleh KPPU dalam LHPL, terlihat bahwa KPPU tidak menggunakan 

tes statistik untuk membuktikan terdapatnya price parallelism.------ 
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iii.  Walaupun KPPU tetap berpendirian bahwa terdapat price 
parallelism, price parallelism tidak serta merta membuktikan 
adanya kartel--------------------------------------------------------------- 

 
Jikapun KPPU tetap berpendirian bahwa terdapat price parallelism 

(hal mana kami sanggah), maka tanggapan LCI adalah sebagai 

berikut------------------------------------------------------------------------- 

 

Tanggapan LCI------------------------------------------------------------- 

Price parallelism tidak serta-merta merupakan bukti adanya kartel.- 

 

KPPU tidak membuktikan lebih lanjut baik berdasarkan statistik 

maupun data yang sahih bahwa price parallelism dalam grafik 

pangsa pasar di Aceh maupun Sumatera Utara merupakan akibat 

dari adanya kartel atau penetapan harga.--------------------------------- 

 

Prof. Erman Rajagukguk menyatakan (Pendapat Hukum, 4 Mei 

2010):------------------------------------------------------------------------- 

“ Pelaku usaha tidak dapat dihukum oleh KPPU oleh karena dia 
bertindak secara bebas dan mandiri (independence) untuk 
menentukan keputusan bisnisnya, walaupun keputusan bisnis 
tersebut mungkin berakibat terjadinya pola harga yang sama”.------ 

 
Senada dengan pendapat Prof. Erman Rajagukguk, Stanford Law 

Review 1951, Conscious Parallelism – Fact of Fancy, by Board of 

Trustees of the Leland Stanford Junior University menyatakan:----- 

“There are three inferences possible from uniformity of prices or 

trade practices: (1) conspiracy, (2) mutual awareness that no one 

will "spoil the market," and (3) active competition in an attempt to 

keep pace with one's competitors.” (garis bawah ditambahkan) ----- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------ 

“Ada tiga kesimpulan yang bisa ditarik dari kesamaan harga atau 

kesamaan praktik dagang: (1) konspirasi, (2) kesadaran bersama 

bahwa tidak ada pelaku usaha yang akan merusak pasar, dan (3) 
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kompetisi aktif sebagai usaha untuk bersaing dengan langkah dari 

kompetitornya.” (garis bawah ditambahkan) --------------------------- 

 

Sutrisno Iwantono (ketua KPPU pada periode 2004-2009), dalam 

tulisannya di Bisnis Indonesia, tanggal 23 Juli 2010, menyatakan:--  

“Dalam praktiknya, terlalu banyak faktor yang menyebabkan 

terjadinya parallelism harga, yang terjadi justru karena pasarnya 

bersaing secara kompetitif. Dengan kata lain, parallel price atau 

uniform price atau persamaan harga tidak serta-merta membuktikan 

adanya kesepakatan kartel diantara pelaku usaha pesaing”.----------- 

 

iv. Margin operasi (operating margin) LCI sangat rendah 
dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya------------------------- 

 

KPPU berpendapat bahwa dari keuntungan (profit) dapat dilihat 

apakah tujuan dari kartel yaitu memaksimalkan keuntungan terjadi 

dalam perkara ini (LHPL, halaman 77). Lebih lanjut KPPU dalam 

LHPL (halaman 82) mengakui bahwa pada periode 2005 s/d 2008 

keuntungan Terlapor V (LCI) tergolong rendah. ----------------------- 

 

Tanggapan LCI ------------------------------------------------------------------- 

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Tanggapan LCI di 

Pemeriksaan Lanjutan, LCI mempunyai keuntungan yang sangat 

kecil. Margin EBITDA LCI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 

sangat rendah yaitu sekitar 5% dibandingkan dengan margin 

EBITDA rata-rata dari industri semen yaitu sekitar 28%.------------- 

 

Jika harga semen diturunkan lagi maka impor semen menjadi tidak 

mungkin dilakukan karena hal tersebut akan merugikan LCI.-------- 
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Sumber: Laporan tahunan perusahaan------------------------------------ 

 

Selanjutnya, EBITDA rata-rata industri semen sebesar 28% tidak 

dapat dikatakan tinggi mengingat besarnya jumlah modal yang 

ditanamkan dalam industri semen dan jika dibandingkan dengan 

industri lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan----------------------------------- 

 

Selain itu, volume penjualan LCI secara nasional (Indonesia) hanya 

sekitar 4%, oleh karenanya keuntungan LCI sangat kecil. Berikut 

grafik untuk volume penjualan semen.----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G re sik 
G rou p , 
44.6%

Indo  
ce m e n t,  

30.2%

Ho lcim , 
13.8%

And a la s, 
4 .0%

Ba tu ra ja , 
2.7%Bo sow a , 

4 .6%

Average EBITDA Margin (2005-2009)

5%

28%

38% 40% 41% 41% 42%
46%

51% 53% 54%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Lafarge Indonesia
Cement
Industry

Ambuja
Cement
(India)

Shree
Cement
(India)

Medco
(Private)

AALI
(Private)

   XL  
(Private)

Gas
Negara
(State)

Jasa
Marga
(State)

Indosat
(Private &

State)

INCO
(Private)

Citra
Marga

(Private)

 
 
 

(confidential) 



S A L I N A N 

 

 Halaman 252 dari 425 

v. ASI bukan merupakan medium untuk memfasilitasi kartel----- 
 

KPPU menduga bahwa LCI terlibat dalam kartel dan penetapan 

harga karena keikutsertaannya dalam pertemua-pertemuan yang 

diselenggarakan ASI (LHPL, halaman 31 butir 7 dan halaman 87 

butir 6).----------------------------------------------------------------------- 

 

Tanggapan LCI------------------------------------------------------------- 

Pertama, Kementerian Perindustrian telah menegaskan dalam 

suratnya kepada KPPU (tanggal 31 Mei 2010) (Surat dari 

Kementerian Perindustrian kepada KPPU Nomor 297/IAK/5/2010 

Perihal: Keterangan Pemerintah, Bukti KPPU A124) bahwa: -------- 

a. Peran Asosiasi Semen Indonesia dalam penyelenggaraan 

rapat-rapat teknis dan ekonomi bisnis yang dilakukan oleh 

ASI adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 UU Nomor 5 

tahun 1984 tentang Perindustrian (paragraf 1 a).---------------- 

b. Pertemuan antara ASI dengan para anggotanya yang selalu 

dihadiri wakil dari Pemerintah (Kementerian Perindustrian 

dan Kementerian Perdagangan) merupakan pertemuan 

komunikasi antara pelaku usaha dengan Pemerintah yang 

membahas agar tidak terjadi kelangkaan pasokan semen di 

daerah serta untuk mendapatkan masukan tentang kebijakan 

pembangunan semen di Indonesia (paragraf 1 d). -------------- 

c. Dalam pertemuan tersebut tidak pernah dibicarakan tentang 

pengaturan produksi dan pemasaran, pengaturan wilayah, 

pengaturan harga atau pembicaraan lain yang bersifat 

pembentukan kartel (paragraf 1 d).-------------------------------- 

d. Pertemuan yang dilakukan ASI yang dihadiri anggotanya dan 

Kementerian Perindustrian serta Perdagangan merupakan 

amanat dari Pasal 14 UU Nomor. 5 tahun 1984 tentang 

Perindustrian. Untuk itu kegiatan ASI tetap dilanjutkan guna 

pengamanan pasokan semen dalam negeri agar tidak terjadi 
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kelangkaan yang mengganggu proses pembangunan (paragraf 

2).----------------------------------------------------------------------- 

 

Kedua, sesuai dengan interpretasi KPPU atas Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (LHPL, halaman 87 

butir 7), LCI melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah dan 

bukan kepada Asosiasi.---------------------------------------------------- 

 

Ketiga, LCI bukan merupakan anggota aktif di ASI dan sangat 

jarang menghadiri pertemuan ASI.-------------------------------------- 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
# of meeting 4 3 3 7 15 13 12 12 12
Attended 3 3 2 4 9 5 2 5 3
Not attended 1 1 3 6 8 10 7 9
% attendance 75% 100% 67% 57% 60% 38% 17% 42% 25%

ASI PRESIDIUM ASI TECHNICAL ASI BIZ & EKONOMI

 

Keterangan gambar:--------------------------------------------------------- 

# of meeting = jumlah pertemuan----------------------------------------- 

Attended = yang dihadiri--------------------------------------------------- 

Not attended = yang tidak dihadiri---------------------------------------- 

% attendance = persen kehadiran LCI------------------------------------ 

 

LCI lebih banyak terlibat dalam pertemuan yang membahas 

masalah teknis (ASI Technical) untuk membangun jenis semen baru 

demi keuntungan industri semen. LCI juga jarang menghadiri 

pertemuan ekonomi dan bisnis (ASI Biz & Ekonomi) dan CEO LCI 

tidak menghadiri pertemuan presidium (ASI Presidium) sejak 2008 

karena kantor pusat dan operasi LCI ada di Sumatera Utara.--------- 

 

LCI tidak pernah menghadiri pertemuan ASI dimana para 

anggotanya mendiskusikan harga, alokasi pasar, dan hal-hal lainnya 

yang mungkin bisa memfasilitasi kartel.-------------------------------- 

 

Selanjutnya, LCI tidak bisa memberikan komentar terhadap catatan 

tidak resmi diskusi/pertemuan presidium yang diselenggarakan 
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pada tanggal 21 Februari  2006 seperti yang dirujuk KPPU dalam 

LHPL hal 42 karena LCI tidak menghadiri pertemuan tersebut 

(Lampiran A ).-------------------------------------------------------------- 

III.  PETITUM-------------------------------------------- ---------------------------------- 

Berdasarkan alasan-alasan di atas LCI memohon agar KPPU memutuskan 

bahwa LCI tidak melanggar Pasal 11 dan Pasal 5 UU No. 5/1999.------------- 

 

28. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, 

Terlapor VI, PT Semen Tonasa menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ----------  

1 PERNYATAAN TIM PEMERIKSA DALAM LHPL TIDAK SESUAI 

DENGAN FAKTA--------------------------------------- ----------------------------- 

2 PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TERHADAP LHPL TIM 

PEMERIKSA ----------------------------------------- -------------------------------- 

2.1 Analisa Pasar Bersangkutan yang dilakukan Tim Pemeriksa dalam 

LHPL tidak menggunakan Metode yang tepat seusai dengan 

PERKOM Nomor 3 Tahun 2009 

2.2 Analisa Pangsa Pasar yang dilakukan Tim Pemeriksa dalam LHPL 

adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta. ----------------------------- 

2.2.1 Ketidakmampuan Terlapor VI/ST Untuk bersaing di 

wilayah lain bukan merupakan adanya pengaturan 

pasokan------------------------------------------------------------ 

2.2.2 Terlapor VI/ST Memiliki Pangsa Pasar yang Stabil di 

Daerah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur bukan 

merupakan upaya untuk menjaga pasokan untuk 

mempertahankan pangsa pasar.-------------------------------- 

2.2.3 Pangsa Pasar Terlapor VI/ST  sangat berflktuatif di setiap 

daerah-------------------------------------------------------------- 

2.3 Analisa Pasokan yang dilakukan Tim Pemeriksa dalah LHPL telah 

disimpulkan secara salah dan tidak berdasar---------------------------- 

2.4 Analisa Harga Paralel bukan merupakan bukti terjadinya kartel----- 

2.4.1 Tim Pemeriksa tidak melakukan Metode Uji Statistik 

untuk membuktikan adanya Harga Paralel.------------------- 
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2.4.2 Tim Pemeriksa tidak dapat menjadikan Harga Pararel 

sebagai Indikasi adanya Kartel--------------------------------- 

2.5 Analisa keuangan yang dilakukan KPPU telah disimpulkan secara 

salah--------------------------------------------------------------------------- 

3 RAPAT-RAPAT ASI BUKAN MERUPAKAN INDIKASI 

PELANGGARAN KARTEL--------------------------------- ---------------------- 

3. 1. Terlapor VI/ST tidak pernah menggunakan data ASI sebagai bahan 

strategi bisnis.---------------------------------------------------------------- 

4 ANALISA HUKUM DALAM LHPL JUSTRU TIDAK 

MEMPERHITUNGKAN ASPEK HUKUM DALAM PERKARA INI----  

4.1 Analisa hukum diuraikan dalam bentuk asumsi tanpa disertai alat 

bukti--------------------------------------------------------------------------- 

4.2 Analisa hukum tidak disertai dengan pembuktian unsur-unsur dari 

Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999------------------------- 

4.3 Sanggahan terhadap unsur-unsur------------------------------------------ 

4.3.1 Unsur Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti-----  

4.3.2 Unsur Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti---  

 

 

 

 

Pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL------------------------------------------ 

Tim Pemeriksa Dalam menganalisa Pasar Bersangkutan halaman 47, telah 

menyimpulkan bahwa Pasar Produk dari perkara ini adalah pasar produk 

kategori semen, tidak dibedakan antara semen jenis OPC, PPC maupun PCC 

sedangkan Pasar Geografis untuk produk semen adalah pasar geografis 

1. PERNYATAAN TIM PEMERIKSA DALAM LHPL TIDAK 
SESUAI DENGAN FAKTA  

 

PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TERHADAP LHPL TIM 
PEMERIKSA  
 

2.1 Analisa Pasar Bersangkutan yang dilakukan Tim Pemeriksa 
dalam LHPL tidak menggunakan Metode yang tepat seusai 
dengan PERKOM Nomor 3 Tahun 2009. 

 



S A L I N A N 

 

 Halaman 256 dari 425 

propinsi dimana produsen semen berdasarkan pertimbangannya dapat 

memasarkan dan menjual semennya pada lebih dari satu propinsi.------------- 

Tanggapan Terlapor VI/ST-------------------------------------------------------- 

Tim Pemeriksa dalam menganalisis Pasar Bersangkutan justru tidak 

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar 

Bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan 

KPPU No. 3/2009”) yaitu metode analisis preferensi konsumen melalui 

elastisitas permintaan atau melalui uji SSNIP-Test (Small but Significant 

Non Transitory increase Price Test). Metode ini digunakan untuk melakukan 

survey data-data primer tentang prilaku konsumen terkait dengan elastisitas 

permintaan produk semen terhadap perubahan harga pada wilayah tertentu. 

Hal ini juga sesuai dengan Jurisprudensi Penetapan Pasar Bersangkutan 

Dalam Perkara Kepemilikan Silang Telekomunikasi Seluler (Perkara No. 

07/KPPU-L/2007) dilakukan melalui Survey Konsumen, dimana Perkara ini 

telah dijadikan acuan dalam penentuan pasar bersangkutan dalam Peraturan 

KPPU No. 3 Tahun 2009 tersebut. -------------------------------------------------- 

Sehingga apabila penentuan pasar bersangkutan dilakukan tanpa terlebih 

dahulu melakukan proses tes elastisitas permintaan tersebut, maka hasilnya 

pun akan tidak tepat.------------------------------------------------------------------- 

Tim Pemeriksa melakukan pendefinisian Pasar Bersangkutan tersebut 

berdasarkan asumsi-asumsi sehingga pendefinisian pasar bersangkutan 

untuk produk semen adalah pasar geografis propinsi.----------------------------- 

Faktanya pasar bersangkutan Terlapor VI/ST lebih dari satu propinsi seperti 

Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimatan 

Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 

Bali, Maluku, NTB, NTT dan Papua.-------------------------------------------- 

Dengan Menyimpulkan bahwa pasar geografis dalam perkara ini adalah 

dalam cakupan propinsi, maka Tim Pemeriksa seharusnya dapat menjelaskan 
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secara terinci propinsi-propinsi tersebut dengan menyebutkan pelaku-pelaku 

usaha yang bersaing dalam masing-masing propinsi tersebut-------------------- 

Dengan demikian Tim Pemeriksa dalam mendefenisikan pasar 

bersangkutan tidak tepat dan bertentangan dengan PERKOM Nomor 3 

Tahun 1999.---------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2.1. Ketidakmampuan Terlapor VI/ST Untuk bersaing di wil ayah 

lain bukan merupakan adanya pengaturan pasokan--------------- 
 

Pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL------------------------------- 

Tim Pemeriksa Dalam menganalisa Pangsa Pasar (halaman 48-66) 

pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa Terlapor VI/ST 

memiliki kemampuan dan peluang untuk bersaing dengan Terlapor 

lain di beberapa daerah seperti di Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera 

Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, 

Banten dan Jawa Timur akan tetapi tidak dilakukan oleh Terlapor 

VI/ST untuk bersaing di wilayah tersebut hal ini mengindikasikan 

adanya pengaturan pasokan.----------------------------------------------- 

Hal serupa juga terjadi di propinsi Sulawesi Selatan dan 

Kalimantan Timur, dimana Tim Pemeriksa menduga bahwa 

beberapa Terlapor lain secara sengaja tidak memanfaatkan 

kemampuan dan peluangnya untuk bersaing dengan Terlapor VI/ST 

untuk menjaga pangsa pasar Terlapor VI/ST tetap stabil di daerah 

tersebut.---------------------------------------------------------------------- 

Tanggapan Terlapor VI/ST---------------------------------------------- 

Ada beberapa faktor yang membuat Terlapor VI/ST tidak mampu 

bersaing di beberapa daerah seperti di Aceh, Kepulauan Riau, 

2. 2.  Analisa Pangsa Pasar yang dilakukan Tim Pemeriksa dalam 
LHPL adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta 
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Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, 

Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur, yaitu sebagai berikut: --------- 

1. Faktor brand loyality yang tinggi di daerah tersebut terhadap 

produk tertentu.-------------------------------------------------------- 

Salah satu Faktor yang cukup dominan mengapa Terlapor 

VI/ST sulit untuk dapat bersaing dengan Terlapor lain di 

daerah-daerah seperti Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, 

Banten dan Jawa Timur adalah karena adanya loyalitas 

konsumen yang tinggi di daerah tersebut terhadap suatu produk 

tertentu.------------------------------------------------------------------ 

Sebagai contoh untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 

masyarakat yang berada di daerah tersebut cenderung lebih 

memilih semen Andalas yang merupakan produk dari Terlapor 

V. Untuk dapat bersaing dengan semen Andalas tentunya kami 

harus menurunkan harga produk semen kami jauh di bawah 

harga Semen Andalas, karena apabila selisih harga hanya 

sedikit konsumen tentu akan tetap memilih semen Andalas 

karena pengaruh brand loyalty tersebut. Namun, untuk menjual 

produk kami dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga 

Semen Andalas tersebut tentu saja tidak mungkin karena biaya 

distribusi yang kami keluarkan untuk mendistribusikan produk 

kami dari Pangkep Sulawesi Selatan ke Aceh pun cukup tinggi- 

2. Tingginya biaya distribusi semen menyebabkan Terlapor VI/ST 

tidak dapat bersaing dengan Pelaku Usaha lain yang lebih dekat 

dari lokasi pabrik ------------------------------------------------------ 

Apabila Terlapor VI/ST akan memasarkan/mendistribusikan 

produk semen Terlapor VI/ST ke lokasi/daerah yang lebih jauh 

dari lokasi pabrik Terlapor VI/ST maka faktor biaya distribusi 

menyebabkan produk Terlapor VI/ST tidak dapat bersaing 
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dengan Pelaku Usaha lain yang secara geografis lebih dekat di 

daerah pasar tersebut.-------------------------------------------------- 

3. Terlapor VI/ST saat in sulit untuk meningkatkan pangsa pasar 

dikarenakan telah berproduksi pada kapasitas penuh.------------- 

Volume penjualan maupun produksi dalam 2 (dua) tahun 

terakhir sudah melampaui kapasitas terpasang, sehingga sulit 

untuk meningkatkan pangsa pasar Terlapor VI/ST ke daerah 

lain, pada table berikut dapat dilihat perkembangan realisasi 

produksi dan penjualan Terlapor VI/ST.---------------------------- 

TAHUN DESIGN KAPASITAS PRODUKSI PENJUALAN 

2005 3,480,000 2,697,544 3,323,812 

2006 3,480,000 2,943,333 3,339,056 

2007 3,480,000 3,175,904 3,324,208 

2008 3,480,000 3,456,130 3,392,473 

2009 3,480,000 3,527,246 3,769,313 

Sumber: Terlapor VI/ST (Laporan Keuangan Tahunan yang 

telah di audit) ----------------------------------------------------------- 

Table tersebut menunjukan bahwa Produksi Terlapor VI/ST 

mengalami peningkatan tajam sejak tahun 2005 yaitu dari 

2.697.544 ton menjadi 3.527.246 ton pada tahun 2009. ---------- 

Hal ini menunjukan bahwa Terlapor VI/ST tidak melakukan 

pembatasan atau pengaturan produksi justru saat ini yang 

terjadi adalah terlapor VI/ST sedang terus meningkatkan 

pangsa pasar dengan terus melakukan ekspansi produksi. 

Berikut kami sampaikan proyeksi kenaikan produksi dari 

tahun 2005-2013:------------------------------------------------------ 
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Gambar 1.  Data Realisasi dan Proyeksi Penjualan Terlapor 

VI/ST Dalam Negeri Periode 2005 – 2013. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Realisasi proyeksi

Penjualan ST 2,49 2,68 2,93 3,17 3,61 3,90 4,11 5,73 6,44

-

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 
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Sumber: Semen Tonasa  

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2013, produksi Terlapor 

VI/ST akan mencapai 6.440.000 ton atau terjadi kenaikan 

sebesar 158%. Terlapor VI/ST saat in sulit untuk meningkatkan 

pangsa pasar dikarenakan telah berproduksi pada kapasitas 

penuh. Agar proyeksi pada tahun 2013 terwujud saat ini 

Terlapor VI/ST sedang membangun proyek penambahan unit 

baru dengan kapasitas 2,5 juta ton/tahun. Karena itu tidak benar 

Terlapor VI/ST mengatur harga bersama dengan pesaingnya 

melalui pembatasan produksi.---------------------------------------- 

Dengan demikian Ketidakmampuan Terlapor VI/ST Untuk 

bersaing di wilayah lain bukan merupakan adanya 

pengaturan pasokan akan tetapi karena ke tiga faktor 

tersebut, faktor itulah yang seharusnya dijadikan 

pertimbangan oleh Tim Pemeriksa dalam menganalisa 

pangsa pasar. ---------------------------------------------------------- 

 

2.2.2. Terlapor VI/ST Memiliki Pangsa Pasar yang Stabil di Daerah 

Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur bukan merupakan 

upaya untuk menjaga pasokan untuk mempertahankan pangsa 

pasar.------------------------------------------------------------------------- 
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Pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL------------------------------ 

Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 64-65 menyimpulkan bahwa 

Terlapor VI/ST telah melakukan upaya untuk menjaga pasokan 

untuk mempertahankan pangsa pasar meskipun terdapat pelaku 

usaha yang dapat bersaing di wilayah Sulawesi Selatan dan 

Kalimantan Timur.---------------------------------------------------------- 

Tanggapan Terlapor VI/ST---------------------------------------------- 

a. Alasan mengapa Terlapor VI/ST konsentrasi di Sulawesi 

Selatan dan  Kalimantan Timur------------------------------------- 

1. Lokasi Pabrik Terlapor VI/ST terletak di Sulawesi 

Selatan Sehingga sudah menjadi hal yang wajar apabila 

Pelaku Usaha memiliki pangsa pasar yang stabil karena 

ketersediaan produk terjamin.-------------------------------- 

2. Tingginya brand Loyality Konsumen terhadap produk.-- 

Kecendrungan masyarakat wilayah Sulawesi Selatan 

dan Kalimantan Timur lebih memilih produk semen 

Terlapor VI/ST dari pada produk Pelaku usaha lainnya 

hal ini karena adanyanya brand loyality yang sudah 

lama terbangun di wilayah tersebut. Hal ini antara lain 

dibuktikan dengan hasil survey yang sudah di lakukan 

oleh Terlapor VI/ST tahun 2008 dan 2009 untuk 

mengukur tingkat Top of Mind (TOM) yaitu survey 

untuk melihat seberapa besar mind share yang dimiliki 

oleh suatu merek terhadap responden. Semakin tinggi 

angka TOM maka hal ini mengindikasikan semakin 

besarnya loyalitas konsumen terhadap suatu merek. ----- 

Tabel Hasil Survey terhadap TOM di Samarinda dan 

Makassar-------------------------------------------------------- 

 

2008 2009
Samarinda 72 73
Makassar 77 63

Top of Mind (%)
Kota
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Dari tabel di atas tampak bahwa brand loyalty 

konsumen terhadap produk terlapor VI/ST baik di 

Samarinda maupun di Makassar cukup tinggi.------------ 

3. Di Kalimantan Timur Terlapor VI/ST memiliki fasilitas 

pengantongan semen yaitu di daerah Palaran dengan 

kapasitas silo 600.000 ton/tahun. Dengan adanya 

pengantongan semen tersebut membuat ketersediaan 

barang tetap terjamin.----------------------------------------- 

4. Kuatnya brand image produk ST di wilayah tersbut------ 

Faktor alamiah tersebut merupakan faktor yang tidak 

hanya berlaku bagi Terlapor VI/ST tetapi berlaku pula 

bagi semua pelaku usaha lain yang berbisnis di Industri 

semen, maka menjadi hal yang wajar apabila Terlapor 

VI/ST mempunyai pangsa pasar yang stabil di wilayah 

Propinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur 

tersebut, dan bukan upaya untuk menghalangi pelaku 

usaha lain yang akan masuk ke wilayah tersebut, begitu 

juga dengan pelaku usaha lainnya yang lokasi pabriknya 

lebih dekat dengan wilayah tertentu maka akan 

menguasai pangsa pasar yang tinggi. ----------------------- 

Dengan demikian Terlapor VI/ST memiliki Pangsa 

Pasar di Wilayah Sulawesi Selatan dan Kalimantan 

Timur merupakan Faktor alamiah tersebut diatas yang 

dimiliki oleh semua pelaku usaha yang bergerak dalam 

industri semen.------------------------------------------------- 

b. Alasan mengapa terlapor VI/ST mengalami kesulitan 

memasuki wilayah lain---------------------------------------------- 

1. Nature bisnis semen------------------------------------------- 

Masyarakat akan lebih fanatik terhadap produk semen 

yang mempunyai pabrik di lokasi tersebut dan merek 

yang senantiasa ada/tersedia dipasar akan lebih di 

percaya oleh masyarakat ------------------------------------- 
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2. Harga tidak menguntungkan (rugi dibandingkan dengan 

daerah pasar utama)------------------------------------------- 

Harga jual untuk masuk ke wilayah di luar pasar utama 

agar dapat bersaing, harus lebih rendah di bandingkan 

dengan produk yang sudah eksis.--------------------------- 

3. Faktor brand loyality/brand image ------------------------- 

Semakin lama suatu merek di pasar maka 

kecendrungannya semakin kuat brand image merek 

tersebut di masyarakat, begitu juga sebaliknya.----------- 

4. Terlapor VI/STtelah berproduksi pada kapasitas penuh.- 

Produksi Terlapor VI/ST mengalami peningkatan tajam 

sejak tahun 2005 yaitu dari 2.697.544 ton menjadi 

3.771.054 ton pada tahun 2009. Dan sejak tahun 2008 

hingga 2009 produksi Terlapor VI/ST telah melampaui 

kapasitas terpasang.-------------------------------------------- 

5. Keterbatasan ruang palka kapal yang menyebabkan 

biaya distribusi tinggi.----------------------------------------- 

Apabila Terlapor VI/ST akan memasarkan/ 

mendistribusikan produk semen  ke lokasi/daerah 

yang lebih jauh dari lokasi pabrik Terlapor VI/ST, maka 

di butuhkan fasilitas ruang palka kapal sedangkan 

ketersediaanya terbatas  dan kalaupun ada 

menyebabkan biaya distribusi tinggi.----------------------- 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka TIDAK BENAR 

kesimpulan Tim Pemeriksa yang mengatakan bahwa 

Terlapor VI/ST telah melakukan upaya untuk 

menjaga pasokan untuk mempertahankan pangsa 

pasar meskipun terdapat pelaku usaha yang dapat 

bersaing di wilayah Sulawesi Selatan dan 

Kalimantan Timur adalah tidak benar. ---------------- 
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2.2.3. Pangsa Pasar Terlapor VI/ST  sangat berfluktuatif di setiap 

daerah------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa pangsa pasar Terlapor VI/ST adalah sangat berfluktuatif 

pada beberapa wilayah apabila dilihat melalui variabel volume 

penjualan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi persaingan yang 

ketat di daerah tersebut. Berikut terlampir pangsa pasar terlapor 

VI/ST di Kalimantan timur dan Sulawesi Selatan.--------------------- 

Gambar 2. Fluktuasi Pangsa Pasar ST di Wilayah Pemasaran 

Kalimantan Timur (Jan 2005 – Des 2009) 

 

 

Gambar 3. Fluktuasi Pangsa Pasar ST di Wilayah Pemasaran 

Sulawesi Selatan (Jan 2005 – Des 2009)                   
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Dengan demikian Tidak benar jika Terlapor VI/ST dinyatakan 

mengatur kuota pemasaran bersama pelaku usaha pesaingnya. 

Pada Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan pangsa pasar 

Terlapor VI/ST sangat berfluktuasi di daerah-daerah tersebut. 

Data ini membuktikan terjadinya persaingan yang sangat ketat 

antara Terlapor VI/ST dengan pesaingnya.-------------------------- 

 

 

Pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL------------------------------------------ 

Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 66 menyatakan bahwa diduga terdapat 

upaya pengaturan pasokan di masing-masing wilayah propinsi dan untuk 

tetap menjaga pasar yang telah dibangun sebelumnya oleh para Pelaku 

Usaha.------------------------------------------------------------------------------------ 

Tanggapan Terlapor VI/ST--------------------------------------------------------- 

Analisa dari Tim Pemeriksa tersebut merupakan kesimpulan yang salah dan 

tidak berdasar, karena Tim Pemeriksa tidak  menganalisa karakteristik faktor 

alamiah yang terjadi dalam industri semen sebagaimana telah uraikan 

Terlapor VI/ST dalam Point 2.2.1 dan 2.2.2 tersebut. Selain itu, saat ini 

Terlapor VI/ST sedang membangun proyek penambahan unit baru dengan 

kapasitas 2,5 juta ton/tahun. Sehingga tidak benar Terlapor VI/ST 

mengatur pasokan untuk menjaga pangsa pasar. Dengan demikian 

Analisis Tim Pemeriksa tersebut salah dan tidak berdasar.----------------- 

 

 

Pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL------------------------------------------ 

Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 67-77 mengenai Analisa Harga 

Parallel dan grafik harga telah menyimpulkan bahwa terlihat pergerakan 

harga hampir bersamaan dan paralel serta dengan selisih harga yang relatif 

2. 3.  Analisa Pasokan yang dilakukan Tim Pemeriksa dalah 
LHPL telah disimpulkan secara salah dan tidak berdasar 

 

2. 4.  Analisa Harga Paralel bukan merupakan bukti terjadinya 
kartel 
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tipis bahkan untuk daerah-daerah di luar wilayah pabrik. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam hal harga, tidak linear dengan biaya per ton 

sehingga diduga terdapat upaya untuk mengatur harga sehingga masing-

masing perusahaan tetap dapat mempertahankan pangsa pasar dan 

kelangsungan usaha pesaingnya.----------------------------------------------------- 

Tanggapan Terlapor VI/ST--------------------------------------------------------- 

2.4.1. Tim Pemeriksa tidak melakukan Metode Uji Statistik untuk 

membuktikan adanya Harga Paralel.--------------------------------- 

Tim Pemeriksa hanya mendasarkan pada trend harga yang 

ditampilkan oleh grafik. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan 

kesalahan fatal yang dapat membuat kesimpulan menjadi salah. 

untuk dapat menyimpulkan bahwa terjadi pola harga yang sama, 

Tim Pemeriksa seharusnya melakukan melakukan uji secara 

statistik terlebih dahulu untuk membuktikan adanya pola 

harga yang sama. Salah satunya dengan menggunakan uji 

korelasi Pearson. Dalam uji ini, jika hasil uji memiliki nilai 

korelasi yang positif dan mendekati 1, maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua sampel yang dianalisa tersebut memang memiliki 

hubungan yang kuat atau memiliki pola yang sama. Akan tetapi, 

pola data yang sama tersebut secara statistik tidak dapat 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan hubungan sebab akibat 

antara dua sampel tersebut. Oleh karena itu, belum tentu pola harga 

yang sama diantara para produsen semen memiliki hubungan sebab 

akibat.  ----------------------------------------------------------------------- 

Fakta yang terjadi dalam perkara aquo adalah Tim Pemeriksa 

sama sekali tidak menggunakan uji apapun untuk 

membuktikan pola harga yang sama tersebut. Dengan 

demikian Analisa Tim Pemeriksa telah salah dalam 

menyimpulkan analisa harga parallel.-------------------------------- 
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2.4.2. Tim Pemeriksa tidak dapat menjadikan Harga Parallel sebagai 

Indikasi Kartel ----------------------------------- -------------------------- 

Secara teori ekonomi, naik dan turunnya harga ditentukan oleh 

biaya dan permintaan yang terjadi di pasar. Apabila permintaan 

meningkat dan atau biaya produksi meningkat, maka secara 

otomatis harga pun akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Hal 

itulah yang terjadi pada industri semen di Indonesia saat ini.--------- 

Pola harga yang paralel antar pelaku usaha semata-mata hanya 

karena mekanisme pasar yang terjadi dalam industri semen dan 

bukan merupakan indikasi adanya kartel. Kondisi yang seperti ini 

justru menunjukan adanya persaingan yang ketat yang terjadi di 

pasar.-------------------------------------------------------------------------- 

Adanya bukti pola harga yang sama tersebut juga secara hukum 

tidak dapat secara langsung membuktikan adanya pelanggaran 

kartel. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Ahli hukum yaitu 

Prof. Dr. Hikmahanto Juwana di dalam Affidavitnya halaman 9 

yaitu -------------------------------------------------------------------------- 

 

“Tanpa adanya perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha 

pesaing maka pola kesamaan harga belum tentu akibat dari kartel 

ataupun kesepakatan kolutif.”--------------------------------------------- 

 

Dengan demikian Terlapor VI/ST menyimpulkan bahwa Tim 

Pemeriksa dalam menganalisa Harga Paralel dilakukan 

dengan menggunakan metode yang salah sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang salah juga dan pola harga yang 

sama tidak dapat dijadikan sebagai indikasi terjadinya kartel.- 
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Pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL------------------------------------------ 

Tim Pemeriksa Dalam LHPL halaman 83 tentang Analisa Keuangan 

menyimpulkan bahwa keuntungan Terlapor VI/ST selalu meningkat 

meskipun keuntungan tidak cukup tinggi, hal ini diduga karena struktur 

biaya per ton Terlapor VI/ST juga cukup tinggi.----------------------------------- 

Tanggapan Terlapor VI/ST--------------------------------------------------------- 

Perolehan laba bersih Terlapor VI/ST yang meningkat, bukan merupakan 

laba yang berlebihan (excessive profit), hal ini juga sudah diakui oleh Tim 

Pemeriksa bahwa Laba Terlapor VI/ST selalu meningkat tetapi tidak cukup 

tinggi artinya masih dalam tahap kewajaran (lihat analisa keuangan halaman 

83).---------------------------------------------------------------------------------------- 

Perhitungan lebih jauh terhadap rasio-rasio kemampuan perusahaan 

menunjukan bahwa laba Terlapor VI/ST masih wajar (lihat Tabel di bawah 

ini).--------------------------------------------------------------------------------------- 

Perhitungan Laba dan Kinerja Keuangan Lainnya Terlapor VI/ST 

Rp. Juta 

Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 

Laba Bersih      

Penjualan      

Asset      

% Laba Kotor      

% Laba Bersih      

%ROA      

%ROE      

%Ebitda Margin      

Sumber: Semen Tonasa 

Data pada Tabel di atas menunjukkan  margin laba kotor yang bergerak naik 

dari 26,23% pada tahun 2005 menjadi 31,85% pada tahun 2009.  Angka ini 

2. 5.  Analisa Keuangan yang dilakukan KPPU telah disimpulkan 
secara salah 
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bukan merupakan angka yang berlebihan jika dibandingkan dengan margin 

laba kotor perusahaan semen lain baik di Indonesia maupun di dunia 

internasional dikarenakan margin laba kotor Terlapor VI/ST masih berada 

pada kisaran 15% – 44%.-------------------------------------------------------------- 

Begitu pula angka ROA, dimana kenaikan ROA yang signifikan baru terjadi 

pada tahun 2008 dan 2009 yaitu pada saat utilisasi kapasitas produksi telah 

melampaui 100%.----------------------------------------------------------------------- 

Kenaikan laba yang terjadi pada tahun 2007-2009, disebabkan oleh Efisiensi 

yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya: penggunaan material 

ketiga, penggunaan alternatif fuel, dan penurunan klinker fakto r. Akibat 

dari efisiensi terjadi peningkatan optimalisasi produksi,yang mencapai 

kenaikan 8,8% pada tahun 2008, sehingga pada tahun 2008 dan 2009 

Terlapor VI/ ST mampu memproduksi diatas kapasitas terpasang.-------------- 

Dengan demikian laba bersih Terlapor VI/ST yang meningkat tidak 

berlebihan (excessive profit) dan merupakan faktor efisiensi yang 

berjalan dengan baik yang di lakukan oleh Terlapor VI/ST.---------------- 

 

 

Pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL------------------------------------------ 

Tim Pemeriksa dalam halam 87 menyimpulkan bahwa Dugaan terjadinya 

kartel dan penetapan harga adalah dengan mempertimbangkan adanya rapat-

rapat di ASI yang menyajikan laporan realisasi produksi dan pemasaran dari 

masing-masing Terlapor serta adanya presentasi dari Pemerintah terkait 

dengan harga di masing-masing wilayah Ibu kota Propinsi, hal ini di duga 

merupakan fasilitas untuk mengatur pasokan dan menentukan harga. --------- 

 

 

 

 

3. RAPAT-RAPAT ASI BUKAN MERUPAKAN INDIKASI 
ADANYA KARTEL 
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Tanggapan Terlapor VI/ST--------------------------------------------------------- 

Hasil Kesimpulan Analisa Tim Pemeriksa dalam LHPL tersebut merupakan 

kesimpulan yang keliru, Karena sesungguhnya rapat-rapat ASI yang 

selama ini dilakukan adalah terbatas pada hal-hal berikut: ----------------- 

1. Bahwa pada rapat-rapat ASI tidak  pernah membahas hal-hal yang 

terkait penentuan harga, maupun pembagian daerah pasar.--------------- 

2. Bahwa pada rapat ASI bidang ekonomi dan bisnis dikumpulkan data 

yang terkait dengan produksi dan pemasaran semen yang akan 

disampaikan kepada Pemerintah. Namun data ini bukan kesepakatan 

antar pabrik, melainkan data satu arah yaitu dari pabrik kepada ASI 

untuk diteruskan kepada Pemerintah. ---------------------------------------- 

3. Bahwa pengumpulan data industri semen yang dilakukan pemerintah 

berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib 

menyampaikan informasi industri secara berkala kepada pemerintah.--- 

4. Bahwa pada rapat ASI juga merupakan forum sosialisasi kebijakan 

pemerintah di bidang persemenan, selain itu membahas tentang 

proyeksi ekonomi nasional oleh para pakar, sebagai masukan untuk 

perencanaan bisnis di masa depan.-------------------------------------------- 

5. Terlapor VI/ST tidak selalu menghadiri undangan rapat ASI. Seringkali 

urusan intern perusahaan lebih penting dari pada rapat ASI, walaupun 

hadir Terlapor VI/ST hanya mengutus staf pemasaran yang tidak 

mempunyai kewenanngan untuk mengambil keputusan.  ----------------- 

Hal ini secara tegas juga dinyatakan oleh Ketua ASI Bapak Ir. Urip 

Trimurjono pada tanggal 22 Februari 2010 dalam BAP hal 7 yaitu 

sebagai berikut:------------------------------------------------------------------- 

Pertanyaan Bagaimana pendapat Bapak mengenai tuduhan kartel 

terhadap perusahaan semen? 

Jawaban Bila kartel disini dimaksudkan berunding menentukan 

harga, saya rasa mereka tidak berani. 
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Dan juga diperkuat dengan pendapat Ahli, Prof. Dr. Hikmahanto 

Juwana pada halaman 8 yang mengatakan bahwa:------------------------- 

 

“ Keberadaan ASI maupun rapat-rapat teknis dan rapat-rapat ekonomi 

bisnis yang diselenggarakannya bukan merupakan suatu pelanggaran 

hukum dan tidak dapat dikatakan memfasilitasi kartel karena dalam 

pertemuan tersebut tidak pernah dibicarakan tentang pengaturan 

produksi dan pemasaran, pengaturan wilayah, pengaturan harga atau 

pembicaraan lain yang bersifat pembentukan kartel.”-------------------- 

Dengan demikian bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa dalam LHPL 

mengenai adanya rapat-rapat di ASI sebagai indikasi kartel 

merupakan kesimpulan yang keliru dan terkesan memaksakan, 

adanya rapat-rapat teknis dan ekonomi bisnis di ASI adalah 

sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 Undang-Undang No 5 Tahun 

1984 tentang Perindustrian.-------------------------------------------------- 

 

Terlapor VI/ST tidak pernah menggunakan data ASI sebagai 

bahan strategi bisnis.-------------------------------------------------------- 

 

Estimasi penjualan yang diberikan kepada ASI tidak mengikat setiap 

pabrik. Bahkan bagi Terlapor VI/ST, data ini tidak pernah dijadikan 

acuan dalam perencanaan maupun realisasi penjualan sebagaimana 

terlihat pada Gambar dibawah ini, dimana antara estimasi penjualan 

oleh ASI dengan realisasi penjualan oleh Terlapor VI/ST terdapat 

perbedaan yang sangat signifikan dan tidak memiliki pola yang sama. 

Nilai koefisien korelasi antara prognosa dengan realisasi adalah 

0,07 yang artinya tidak terdapat korelasi diantara kedua variabel 

tersebut. Nilai koefisien korelasi yang mendekati nol menunjukkan 

tidak terdapatnya korelasi diantara dua variabel.9--------------------------- 

 

                                                 
9 Lihat dalam Gujarati. 1978. Basic Econometrics. McGraw-Hill.  
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Gambar 4. Perbandingan Antara Estimasi Penjualan Menurut ASI 
dan Realisasi Penjualan ST di Wilayah Pemasaran Bali  

(Jan 2009-Des 2009) 
 

 

Sumber: Semen Tonasa 

Dengan demikian sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, 

menunjukan bahwa tidak adanya korelasi antara estimasi penjualan 

oleh ASI dengan realiasi penjualan oleh Terlapor VI/ST. Hal ini 

membuktikan bahwa Terlapor VI/ST tidak pernah menggunakan 

data ASI sebagai bahan strategi bisnis.--------------- 

 

 

Pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL------------------------------------------ 

Tim Pemeriksa KPPU memberikan kesimpulan analisa hukum sebagai 

berikut:----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah produk semen OPC, 

PCC dan PPC dengan wilayah pasar untuk masing-masing propinsi di 

seluruh wilayah Indonesia------------------------------------------------------ 

2. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, untuk 

keseluruhan pasar di masing-masing propinsi kecuali propinsi 

Lampung di duga terjadi upaya untuk menjaga pasokan setiap 

Terlapor untuk tetap mempertahankan dominasi pelaku usaha.---------- 

3. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, di 

duga terjadi upaya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain 

4.  ANALISA HUKUM DALAM LHPL JUSTRU TIDAK 
MEMPERHITUNGKAN ASPEK HUKUM DALAM 
PERKARA INI  
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yang memiliki biaya produksi per ton relatif tinggi untuk dapat 

memasarkan di produknya di wilayah propinsi lainnya dengan 

menjaga harga dalam level yang cukup tinggi.------------------------------ 

4. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, dengan 

beberapa pelaku usaha memiliki pasokan yang cukup dan biaya per 

ton yang cukup rendah dibandingkan dengan pesaingnya, terdapat 

kecendrungan pergerakan harga ynag sama yang di duga untuk 

mempertahankan pangsa pasar.----------------------------------------------- 

5. Berdasarkan analisa tentang tingkat keuntungan untuk masing-masing 

Terlapor dan dengan di kaitkan dengan tujuan dari kartel adalah 

memaksimalkan keuntungan, maka dengan memperhatikan 

perbandingan biaya per ton, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 

2009 di duga terjadi upaya untuk mengatur harga pada level yang 

cukup tinggi untuk mempertahankan tingkat keuntungan.----------------- 

6. Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan 

mempertimbangkan adanya rapat-rapat di ASI yang menyajikan 

laproan realisasi produksi dan pemasaran dari masing-masing 

Terlapor serta adanya presentasi dari pemerintah terkait dengan 

harga di masing-masing wilayah ibu kota propinsi, hal ini di duga 

merupakan fasilitas untuk mengatur pasokan dan menentukan harga.-- 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

mewajibkan pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya kepada 

pemerintah dan bukan kepada Asosiasi. Permintaan Pemerintah agar 

Asosiasi Semen Indonesia membatu melaporkan perkembangan 

kegiatan usaha anggotanya setiap bulan tidak menentukan bentuk 

pelaporan tersebut sehingga rapat-rapat yang dilaksanakan oleh ASI 

di duga hanya sebagai fasilitas untuk mengatur pasokan dan harga.---- 

 

Tanggapan Terlapor VI/ST--------------------------------------------------------- 

4.1 Analisa hukum diuraikan dalam bentuk asumsi tanpa disertai alat 

bukti.--------------------------------------------- --------------------------------- 
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Terlapor VI/ST berpendapat bahwa analisa hukum yang dilakukan oleh 

Tim Pemeriksa dalam LHPL bukanlah sebagai analisa hukum, 

melainkan hanya merupakan pernyataan yang lebih bersifat ASUMSI, 

karena sama sekali tidak di dukung dengan anlisa pembuktian dan alat 

bukti yang kuat. Padahal untuk menyatakan kesalahan yang dilakukan 

oleh pelaku usaha haruslah adanya pembuktian. Hal inipun secara 

nyata-nyata diakui oleh Tim Pemeriksa dalam Kesimpulan Hal 88 yang 

menyatakan bahwa: Diduga terjadi Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) 

dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Jelaslah bahwa 

bukti tentang terjadinya pelanggaran tidak ditemukan.-------------------- 

4.2 Analisa hukum tidak disertai dengan pembuktian unsur-unsur 

dari Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.-------------------- 

Perlu Terlapor VI/ST tegaskan bahwa untuk menyatakan Pelaku Usaha 

bersalah, Tim Pemeriksa seharusnya membuktikan terpenuhinya unsur-

unsur pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor VI/ST. Akan 

tetapi dalam LHPL Tim Pemeriksa tidak dapat membuktikan unsur-

unsur Pasal 5 dan Pasal 11 UU No 5 tahun 1999, dengan demikian 

Terlapor VI/ST TIDAK TERBUKTI  melakukan kartel sesuai dengan 

tuduhan Tim Pemeriksa.-------------------------------------------------------- 

4.3 Sanggahan Terhadap unsur-unsur.----------------------------------------- 

Unsur kunci tentang pembuktian pelanggaran terhadap Pasal 5 dan 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tentang 

Perjanjian.------------------------------------------------------------------------- 

 

Tentang Unsur Perjanjian---------------------------------------------------- 

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah:---------- 

“Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap satu orang lain atau lebih.”---------------------------------------- 

 

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angkat 7 UU Anti Monopoli, 

Perjanjian diartikan sebagai:--------------------------------------------------- 
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“Suatu perbuatan atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri 

kepada satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apappun, baik 

tertulis, maupun tidak tertulis.”------------------------------------------------ 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

suatu perjanjian membutuhkan sedikitnya ada 2 (dua) pihak, yaitu 

pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain.------------------- 

 

Terlapor VI (ST) secara faktual sama sekali TIDAK PERNAH  

membuat perjanjian atau kesepakatan apapun dengan pesaing baik 

secara tertulis ataupun tidak tertulis untuk menguasai produksi dan/atau 

pemasaran semen. Dalam LHPL Tim Pemeriksa hanya mendasarkan 

pada asumsi/perkiraan, sedangkan asumsi tidak dapat dijadikan 

indikasi telah terjadinya kesepakatan. Dengan demikian unsur 

“perjanjian” TIDAK TERBUKTI.----------------------- ------------------ 
 

Hal ini diperkuat  oleh pendapat Ahli Prof. Dr. Hikmahanto Juwana di 

dalam Affidavitnya halaman 7 yaitu:----------------------------------------- 

 “Saya berpendapat bahwa dalam LDP maupun LHPP tidak ada bukti 

adanya perjanjian antar pelaku usaha yang memproduksi semen. 

Tim juga gagal membuktikan bahwa pelaku usaha semen telah 

membuat perjanjian tidak tertulis melalui Asosiasi Semen Indonesia. 

Bahkan dalam Fakta-Fakta angka (2) Keterangan dan Informasi dari 

Asosiasi Semen Indonesia (ASI) yang termaktub dalam LDP 

disebutkan Fakta dalam angka (6) bahwa “ASI hanya merupakan 

mediator bagi produsen semen di Indonesia sekaligus media diskusi 

jika terjadi perkembangan teknis yang baru. ASI tidak diperbolehkan 

mengatur harga dan membagi pasar.” -------------------------------------- 

Oleh karenaya saya berpendapat bahwa perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 tidak dapat dibuktikan 

keberadaannya oleh Tim Pemeriksa. Padahal Perjanjian merupakan 

unsur penting dalam menduga adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 

dan Pasal 11.”------------------------------------------------------------------- 
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4.3.1 Unsur-unsur Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 TIDAK 

TERBUKTI------------------------------------------- ------------------ 

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 Menyatakan:------------------------ 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang 

dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau 

pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. --------------- 

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat 3 (tiga) unsur penting 

yang harus dibuktikan apabila Tim Pemeriksa akan 

menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 

Tahun 1999, yaitu:------------------------------------------------------ 

1. Unsur Ada bukti tentang perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaing;------------------------------------------------------------ 

2. Unsur Isi Perjanjian tentang penetapan harga; dan---------- 

3. Unsur Harga yang harus di Bayar oleh Konsumen. -------- 

Seluruh unsur-unsur tersebut di atas harus dapat dibuktikan 

oleh Tim Pemeriksa berdasarkan alat-alat bukti yang sah 

menurut Pasal 42 UU No 5 tahun 1999. Apabila salah satu 

unsur dalam Pasal 5 tidak terpenuhi maka tuduhan 

pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No 5 tahun 1999 menjadi 

tidak terbukti .---------------------------------------------------------- 

a. Unsur perjanjian dengan pelaku usaha pesaing 

TIDAK TERBUKTI------------------------------------- ------ 

Penjelasan Terlapor VI/ST pada poin 4.3.1 di atas 

mengenai Perjanjian secara mutatis mutandis berlaku 

untuk menjelaskan bahwa unsur “Perjanjian” dalam 

perkara ini TIDAK TERBUKTI.-----------------------------  

b. Unsur Menetapkan Harga TIDAK TERBUKTI--------- 

Terlapor VI/ST tidak pernah menetapkan harga semen 

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan dengan pelaku 

usaha pesaing. Harga semen yang dijual oleh Terlapor 

VI/ST sepenuhnya ditentukan oleh Terlapor VI/ST secara 
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independen. Dalam LHPL juga tidak ada bukti bahwa 

Terlapor VI/ST telah menetapkan harga semen 

berdasarkan kesepakatan dengan pelaku usaha pesaing. --- 

Pendapat Tim Pemeriksa di dalam LHPL pada Analisis 

Hukum Hal 87 angka 4 yang mengatakan bahwa dalam 

setiap pasar bersangkutan yang telah dianalisa di atas, 

dengan beberapa pelaku usaha memiliki pasokan yang 

cukup dan biaya per ton yang cukup rendah dibandingkan 

dengan pesaingnya, terdapat kecendrungan pergerakan 

harga yang sama yang di duga untuk mempertahankan 

pangsa pasar adalah merupakan pernyataan yang 

salah, karena apabila terdapat kecendrungan harga yang 

sama maka hal ini dapat dipahami dengan mudah karena 

harga semen sudah pasti memperhitungkan harga bahan 

baku, loyalitas produk dari konsumen dan biaya distribusi. 

Sehingga faktor itulah yang menyebabkan kecendrungan 

harga yang sama dalam industri semen bukan untuk 

mempertahankan pangsa pasar.-------------------------------- 

 

Pendapat Tim Pemeriksa di dalam LHPL pada Analisis 

Hukum hal 87 angka 6 yang menyatakan bahwa adanya 

rapat-rapat di ASI yang menyajikan laporan realisasi 

produksi dan pemasaran dari masing-masing Terlapor 

serta adanya presentasi dari pemerintah terkait dengan 

harga di masing-masing wilayah Ibu kota Propinsi 

merupakan fasilitas untuk mengatur pasokan dan 

menentukan harga adalah peryataan yang salah dan 

tidak terbukti dalam perkara ini . Faktanya ASI tidak 

digunakan sebagai media pertukaran informasi baik 

produksi, pemasaran maupun harga namun ASI 

digunakan oleh Terlapor VI (ST) sebagai mitra 

pemerintah untuk mencegah adanya kenaikan harga yang 
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tidak terkendali yang dapat merugikan masyarakat, 

dengan jalan memastikan kontinuitas supply semen di 

daerah dan rapat-rapat yang dilakukan di ASI lebih 

bersifat teknis, rapat ekonomi dan bisnis dilakukan 

semata-mata karena adanya inisiatif dari undangan dari 

pemerintah sebagai tindak lanjut dari implementasi Pasal 

14 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.  --------- 

Hal ini secara tegas juga dinyatakan oleh Ketua ASI 

Bapak Ir. Urip Trimurjono pada tanggal 22 Februari 2010 

dalam BAP hal 7 yaitu sebagai berikut:---------------------- 

Pertanyaan Bagaimana pendapat Bapak mengenai 

tuduhan kartel terhadap perusahaan semen? 

Jawaban Bila kartel disini dimaksudkan berunding 

menentukan harga, saya rasa mereka tidak 

berani. 

Pertanyaan Apakah ada pengaturan dari pemerintah 

dalam pendistribusian semen? 

Jawaban Tidak ada. 

Hal ini membuktikan bahwa dalam rapat di ASI tidak  

digunakan sebagai media pertukaran informasi baik 

produksi, pemasaran maupun harga atau penetapan 

harga.-------------------------------------------------------------- 

 

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, 

bahwa unsur “menetapkan harga” TIDAK TERBUKTI  

dalam perkara ini.------------------------------------------------ 

c. Unsur Harga yang Harus Dibayar Oleh Konsumen 

TIDAK TERBUKTI------------------------------------- ------ 

Dalam pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, secara tegas 

dinyatakan bahwa harga yang dimaksud dalam ketentuan 
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tersebut adalah harga yang harus dibayar oleh konsumen. 

Konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen 

akhir atau pengguna.Terlapor VI/ST tidak menetapkan 

harga jual secara langsung kepada konsumen akhir. 

Terlapor VI/ST hanya menjual semen hingga tingkat 

distributor. Selanjutnya pihak distributor yang akan 

menetapkan harga jual secara independen ke pada 

konsumen akhir. ------------------------------------------------ 

Berdasarkan penjelasan diatas maka unsur “Harga 

yang Harus Dibayar Oleh Konsumen atau Pelanggan” 

TIDAK TERBUKTI. ------------------------------------------- 

 

 

 

 

4.3.2 Unsur-unsur Pasal 11 UU omor 5 Tahun 1999 TIDAK 

TERBUKTI------------------------------------------- ------------------ 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan:----------------------- 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi 

harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu 

barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” . -- 

 

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur penting 

yang harus dibuktikan apabila Tim Pemeriksa hendak 

menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No. 5 

Tahun 1999, yaitu:------------------------------------------------------ 

a. Unsur Membuat Perjanjian dengan pesaing;----------------- 

b. Unsur yang bermaksud mempengaruhi harga ;-------------- 

c. Unsur yang mengatur produksi dan/atau pemasaran 

barang/jasa; dan;------------------------------------------------- 

DENGAN DEMIKIAN DUGAAN TERHADAP 
ADANYA PELANGGARAN PASAL 5 UU NO 5 
TAHUN 1999 YANG DITUDUHKAN KEPADA 
TERLAPOR VI/ST TIDAK TERBUKTI 
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d. Unsur  yang mengakibatkan Praktek Monopoli dan/atau 

Persaingan Usaha yang Tidak Sehat;-------------------------- 

Seluruh unsur-unsur tersebut di atas bersifat kumulatif (bukan 

alternatif) yang harus dibuktikan oleh Tim Pemeriksa berdasar 

kepada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 UU No 5 

tahun 1999. Jika salah satu unsur dalam Pasal 11 tidak 

terpenuhi mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi tidak terbukti.------- 

a. Unsur Membuat Perjanjian dengan Pesaing ------------ 

Penjelasan Terlapor VI/ST pada poin 4.3.1 di atas 

mengenai Perjanjian secara mutatis mutandis berlaku 

untuk menjelaskan bahwa unsur “Perjanjian” dalam 

perkara ini TIDAK TERBUKTI.-----------------------------  

b. Unsur Pelaku Usaha Pesaing -------------------------------- 

Pelaku usaha pesaing menurut ketentuan pada pasal 5 UU 

No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha lain yang berada 

pada pasar bersangkutan yang sama. Pada pasar semen 

yang menjadi pesaing Terlapor VI/ST adalah produsen 

semen lain yang berada pada pasar bersangkutan yang 

sama dengan Terlapor VI/ST. Karena pasar bersangkutan 

Terlapor VI/ST bukan seluruh Indonesia maka yang 

menjadi pelaku usaha pesaingnya juga bukan seluruh 

produsen semen di Indonesia. Terlapor VI/ST Memiliki 

pesaing yang berbeda diwilayah pemasaran yang yang 

berbeda. Dengan demikian unsur “Pelaku Usaha 

Pesaing” sebagaimana tuduhan Tim Pemeriksa 

TIDAK TERBUKTI . ------------------------------------------ 

c. Unsur Mempengaruhi Harga-------------------------------- 

Unsur mempengaruhi harga dengan mengatur produksi 

dan atau pemasaran barang dan jasa tidak terpenuhi. Hal 

ini ditegaskan dengan tidak adanya pengaturan baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha pesaing Terlapor 
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VI/ST, baik dalam hal produksi maupun pemasaran 

produk semen yang Terlapor VI/ST hasilkan dengan 

tujuan mempengaruhi harga di pasar. Dalam LHPL juga 

tidak ada bukti bahwa Terlapor VI/ST telah melakukan 

hal-hal untuk mempengaruhi harga semen.------------------ 

Dengan demikian unsur “mempengaruhi harga” TIDAK 

TERBUKTI .   --------------------------------------------------- 

d. Mengatur Produksi Dan Atau Pemasaran Barang 

Dan Jasa. -------------------------------------------------------- 

Terlapor VI/ST tidak pernah membuat kesepakatan dalam 

bentuk apapun untuk mengatur produksi dan/atau 

pemasaran semen dengan pesaing. Terlapor VI/ST juga 

tidak pernah melakukan pertukaran informasi atau 

melakukan koordinasi dengan pesaing baik secara 

langsung atau melalui ASI mengenai produksi dan 

pemasaran semen. Dalam menentukan jumlah produksi 

sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan Terlapor VI/ST 

sendiri sesuai dengan estimasi permintaan pasar (demand) 

atau berdasarkan data penjualan Terlapor VI/ST 

sebelumnya.------------------------------------------------------ 

Terlapor VI/ST sejak tahun 2008 telah berproduksi pada 

kapasitas penuh sehingga tidak ada pengaturan produksi 

sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa. 

Terlapor VI/ST selalu berusaha semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan kapasitas produksi agar produksi 

Terlapor VI/ST dapat memenuhi permintaan pasar. 

Terlapor VI/ST juga meningkatkan penjualan dan 

pelayanan terhadap pelanggan Terlapor VI/ST serta 

memperluas pasar sehingga tidak benar Terlapor VI/ST 

membatasi produksi ataupun pemasaran. -------------------- 

Dengan demikian unsur” Mengatur Produksi dan/atau 

Pemasaran” TIDAK TERBUKTI ---------------------------- 
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e. Unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat ------------ 

� Unsur mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli--------------------------------------------------- 

Menurut Pasal 1 angkat 2 menyatakan bahwa: ------- 

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan 

ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu 

sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.” - 

 

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa 

syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan 

adanya praktek monopoli, yaitu: ----------------------- 

1. Terdapat pemusatan kekuatan ekonomi;----- 

2. Mengakibatkan dikuasainya produksi dan 

atau pemasaran;------------------------------------ 

3. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 

dan;--------------------------------------------------- 

4. Merugikan kepentingan umum.--------------- 

Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 

Tahun 1999 diatas TIDAK TERBUKTI  dengan 

penjelasan sebagai berikut:------------------------------ 

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 

1999 Pemusatan kekuatan ekonomi adalah 

penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha 

sehingga dapat menentukan harga barang dan 

atau jasa”.------------------------------------------- 

Terlapor VI/ST sama sekali tidak mempunyai 

penguasaan yang nyata Pangsa Pasar Terlapor 
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VI/ST dihitung dari angka nasional maka 

prosentasenya sangat kecil, yaitu rata-rata 

antara tahun 2005-2009 sebesar 8% - 9%, 

dengan jumlah yang sangat kecil tersebut, 

Terlapor VI/ST tidak mempunya kekuatan 

untuk menentukan atau mempengaruhi pasar 

semen di Indonesia apalagi membentuk 

kartel.------------------------------------------------ 

Terlapor VI/ST dalam hal ini adalah pihak 

penerima harga (price taker) yang terbentuk 

secara wajar berdasarkan hukum ekonomi 

“supply” dan “demand” dalam Industri 

Semen. Terlapor VI/ST bukan sebagai penentu 

harga (price maker) dalam pasar bersangkutan, 

dengan demikian, syarat terdapat “pemusatan 

kekuaran ekonomi” dalam perkara ini TIDAK 

TERBUKTI .--------------------------------------- 

2. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, 

TERBUKTI  bahwa tidak terdapat pemusatan 

kekuatan oleh Terlapor VI/ST, dengan 

demikian, unsur atau syarat “mengakibatkan 

dukuasainya produksi dan/atau pemasaran” 

TIDAK TERBUKTI .---------------------------- 

3. Terlapor VI/ST tidak pernah melakukan 

tindakan-tindakan yang menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat. Terlapor VI/ST 

tidak pernah menghambat atau menghalangi 

pelaku usaha lain yang ingin masuk ke dalam 

Industri Semen. Terlapor VI/ST juga dalam 

menjalankan kegiatan usahanya selalu 

memperhatikan ketentuan hokum yang 

berlaku. Dengan demikian unsure 
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“menimbulkan persaingan usaha tidak sehat” 

TIDAK TERBUKTI.-----------------------------  

4. Terlapor VI/ST tidak pernah melakukan 

tindakan yang merugikan kepentingan umum 

atau konsumen seperti misalnya memaksa 

konsumen untuk membeli semen yang 

diproduksi oleh Terlapor VI/ST, konsumen 

sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk 

memilih semen yang di produksi oleh pelaku 

usaha pesaingnya, demikian juga harga semen 

yang di produksi oleh Terlapor VI/ST dijual 

dengan harga yang wajar dan bersaing dengan 

pelaku usaha lainnya, selain itu margin 

keuntungan yang diperoleh Terlapor VI/ST 

dari penjualan semen adalah wajar bahkan 

tidak besar. Dengan demikian Terlapor VI/ST 

TIDAK TERBUKTI  melakukan tindakan 

yang merugikan kepentingan umum atau 

konsumen.------------------------------------------ 

Berdasarkan penjelasan di atas maka Terlapor 

VI/ST tidak melakukan Praktek Monopoli karena 

seluruh unsur Praktek Monopoli yang diatur dalam 

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 TIDAK 

TERBUKTI.------------------------------------------ ---- 

� Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak 

sehat-------------------------------------------------------- 

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 

menyatakan:----------------------------------------------- 

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan 

antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

yang dilakukan dengan cara tidak jujur  atau 
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melawan hukum atau menghambat persaingan 

usaha”.------------------------------------------------- ---- 

 

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat syarat yang 

harus dipenuh dalam menentukan adanya 

persaingan usaha tidak sehat, yaitu:-------------------- 

1. Persaingan antar Pelaku Usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi atau 

pemasaran barang;--------------------------------- 

Faktanya walaupun dalam Industri Semen 

struktur pasarnya bersifat oligopoli, tetapi 

setiap pelaku usaha saling bersaing secara 

ketat satu sama lain, dan konsumen 

mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya 

untuk memilih semen dari setiap pelaku usaha 

yang manapun.------------------------------------- 

2. Dilakukan dengan cara tidak jujur  atau 

melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha.-------------------------------- 

Terlapor VI/ST dalam menjalankan kegiatan 

usahanya selalu bertindak secara patut dan 

tidak melawan hukum dan selalu 

memperhatikan etika bisnis serta ketentuan 

hukum yang berlaku, dalam LHPL juga tidak 

ada bukti yang menunjukan bahwa Terlapor 

VI/ST melakukan perbuatan yang melanggar 

hukum.---------------------------------------------- 

Terlapor VI/ST dalam menjalankan kegiatan 

bisnis usahanya tidak pernah menghambat 

persaingan usaha dan tidak pernah 

menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk 

ke dalam pasar bersangkutan yang sama 
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(Industri Semen). Dengan demikian unsur 

“dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan 

hukum atau menghambat persaingan usaha” 

TIDAK TERBUKTI .----------------------------- 

Dengan demikian bersarkan seluruh 

uraian, analisa dan bukti di atas maka 

Terlapor VI/ST TIDAK TERBUKTI 

melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 

1999.------------------------------------------------- 

 

Maka Terlapor VI/ST mohon kepada Majelis Komisi perkara aquo, 

untuk menyatakan bahwa Terlapor VI/ST TIDAK TERBUKTI  secara 

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU 

Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. ------------------------------------------------ 

Dengan demikian Terlapor VI/ST harus dibebaskan dari segala tuntutan 

hukum sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU 

Nomor 5 tahun 1999.------------------------------------------------------------ 

29. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, 

Terlapor VII, PT Semen Padang menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide 

bukti C14.8); -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

Pendapat Tim Pemeriksa ------------------------------------------------------------------ 

Dalam LHPL halaman 48, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa pasar 

bersangkutan pada perkara ini adalah pasar semen dengan jenis OPC, PPC, dan 

PCC yang dijual dalam cakupan propinsi di seluruh wilayah Indonesia.-------------- 

 

 

 

 

1.1. Pendefinisian Pasar Bersangkutan di dalam LHPL Tidak Sesuai 
dengan Peraturan KPPU No. 3/2009. 

 

4. PEMBELAAN TERHADAP HASIL ANALISIS LHPL 
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Tanggapan Terlapor VII/SP--------------------------------------------------------------- 

Tim pemeriksa di dalam menetapkan pasar bersangkutan tidak menggunakan 

metode yang sesuai dengan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pasar Besangkutan. Tim pemeriksa tidak melakukan analisis preferensi konsumen 

melalui elastisitas permintaan atau melalui uji SSNIP-Test (Small but Significant 

Non Transitory increase Price Test). Padahal sesuai dengan Peraturan KPPU No. 

3 Tahun 2009, KPPU seharusnya melakukannya. Hal ini juga sesuai dengan 

Jurisprudensi Penetapan Pasar Bersangkutan Dalam Perkara Kepemilikan 

Silang Telekomunikasi Seluler (Perkara No. 07/KPPU-L/2007) dilakukan 

melalui Survey Konsumen, dimana Perkara ini telah dijadikan acuan dalam 

penentuan pasar bersangkutan dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 

tersebut.10 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KPPU juga telah menguraikan metode penentuan pasar bersangkutan dengan 

menggunakan SSNIP test yaitu pada halaman 51 buku Hukum Persaingan Usaha 

Antara Teks dan Konteks. Pendekatan SSNIP Test (Small but Significant, Non 

transitory Increase in Price) pada intinya ingin melihat apakah sebuah perusahaan 

akan mendapatkan keuntungan jika menaikkan harga. Proses membuktikan tes ini 

dilakukan dalam dua tahap. 11 (Vide Bukti T.VII.49)------------------------------------ 

Pada LHPL Tim Pemeriksa di dalam menentukan pasar bersangkutan tidak 

menggunakan metode yang sesuai dengan Peraturan Komisi No. 3 tahun 2009 dan 

tidak melakukan uji SSNIP sebagaimana telah diuraikan dalam buku Hukum 

Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks yang dikeluarkan oleh KPPU di tahun 

2009.  Tim Pemeriksa di dalam LHPL hanya melakukan pendefinisian 

berdasarkan asumsi-asumsi saja sehingga pendefinisian pasar bersangkutan pada 

perkara ini salah. ------------------------------------------------------------------------------ 

Tim Pemeriksa di dalam LHPL menyatakan bahwa pasar bersangkutan pada 

perkara ini adalah dalam cakupan propinsi di seluruh wilayah Indonesia, padahal 

pasar bersangkutan pada perkara ini dapat lebih dari satu propinsi, 

misalnya untuk Terlapor VII/SP pasar bersangkutannya adalah Propinsi 

Daerah Istimewa Aceh, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Barat, 
                                                 
10 Lihat Peraturan KPPU_RI No. 3 Tahun 2009 halaman 28) 
11 lihat halaman 51-52 Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. KPPU. 2009  
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Propinsi Riau Daratan, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Jambi, Propinsi 

Sumatera Selatan, Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Bengkulu, Propinsi 

Lampung, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, dan 

Propinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu pendefinisian pasar bersangkutan 

pada perkara ini adalah salah dan seluruh analisa dalam perkara ini salah 

karena didasari pada pasar bersangkutan yang salah.------------------------------ 

 

 

Intisari Tanggapan Terlapor VII/SP----------------- ------------------------------------ 

Tim Pemeriksa di dalam LHPL halaman 48 s/d 66 menganalisis pangsa pasar 

sebagai indikasi adanya pengaturan pasokan dan terjadi pengaturan wilayah oleh 

Terlapor VII/SP untuk mempengaruhi harga. Dalam membuktikan telah terjadinya 

pembagian wilayah pasar tersebut sama sekali tidak didasarkan pada pembuktian 

yang benar. Tim Pemeriksa hanya menduga-duga bahwa telah terjadi 

pembagian wilayah berdasarkan data-data pangsa pasar para produsen 

semen di tiap-tiap wilayah pemasaran.------------------------------------------------- 

Adapun alasan Terlapor VII/SP lebih terkonsentrasi memasarkan di wilayah 

Sumatera Bagian Tengah adalah karena sebagai berikut:-------------------------------- 

1) Karakteristik dari industri semen----------------------------------------------------- 

2) Kapasitas produksi --------------------------------------------------------------------- 

3) Tidak menguntungkan ----------------------------------------------------------------- 

4) biaya transportasi yang tinggi -------------------------------------------------------- 

5) loyalitas konsumen terhadap suatu merek dari produsen semen ---------------- 

6) Infrastruktur dan sarana prasana------------------------------------------------------ 

Oleh karena itu seluruh analisa pangsa pasar untuk Terlapor VII/SP adalah 

tidak tepat. ------------------------------------------------------------------------------------ 

1. 2. 1. Tentang pangsa pasar Terlapor VII/SP yang tidak berubah secara 

nasional.---------------------------------------------------------------------------- 

1.2 Analisis Pangsa Pasar di Dalam LHPL Tidak Tepat 
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Terdapat kesalahan data yang disampaikan tim pemeriksa tentang pangsa 

pasar nasional Terlapor VII/SP sebagaimana tercantum pada halaman 48 

s/d 49, sebagai berikut:------------------------------------------------------------ 

Tahun LHPL Fakta yang Benar* 

2005 15,25% 12,33% 

2006 16,10% 13,64% 

2007 17,76% 14,15% 

2008 15,48% 13,59% 

2009 13,88% 13.19% 

*Sesuai Laporan kepada KPPU tanggal 9 februari 2010 

Pangsa pasar Terlapor VII/SP dari tahun 2005 s/d 2009 tidak mengalami 

perubahan secara signifikan, hal ini disebabkan karena:--------------------- 

1. Kapasitas produksi Terlapor VII/SP sudah maksimum. --------------- 

2. Dalam 5 tahun terakhir Terlapor VII/SP tidak ada penambahan 

kapasitas pabrik secara signifikan.---------------------------------------- 

Tabel  Kapasitas Produksi Semen Padang (Vide Bukti T.VII.17)  

Sumber: PT. Semen Padang 

Sejak tahun 2006 utilitas produksi Terlapor VII/SP telah melebihi 

kapasitas terpasang bahkan utilitas produksi pada tahun 2008 mencapai 

103,2 %. Pada tahun 2009 utilitas produksi Terlapor VII/SP 

mengalami penurunan, namun hal ini bukan karena disebabkan adanya 

pengaturan produksi untuk meningkatkan harga tetapi diakibatkan 

Tahun Kapasitas Terpasang Realisasi Produksi Utilisasi Produksi (%) 

2005 5.240.000 5.112.443 98 

2006 5.240.000 5.312.823 101,4 

2007 5.440.000 5.473.573 100,6 

2008 5.700.000 5.882.637 103,2 

2009 5.900.000 
5.364.706 

(Terjadi Gempa) 
91 
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karena terjadi bencana gempa bumi yang mengganggu proses 

produksi. Terlapor VII/SP telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas 

terpasang guna meningkatkan jumlah produksinya. Oleh karena itu pada 

tahun 2006 Terlapor VII/SP melaksanakan program optimalisasi 

kapasitas produksi yang hasilnya adalah terjadi peningkatan kapasitas 

terpasang sejak tahun 2007 sampai dengan 2009.----------------------------- 

 

Gambar Grafik Kapasitas Terpakai dan Penjualan Terlapor VII/SP 2005-

2009 (Vide Bukti T.VII.28) 

Kap. terpakai Penjualan

Kap.
terpakai

 5,11
2,44

 5,31
2,82

 5,47
3,57

 5,84
0,18

 5,36
4,70

Penjualan  5,21  5,56  6,44  6,06  5,62

2005 2006 2007 2008 2009

 

Dari grafik di atas nampak bahwa realisasi penjualan Terlapor VII/SP 

selalu berada di atas realisasi produksinya. Hal ini disebabkan mulai 

tahun 2006 Terlapor VII/SP melakukan sinergi melalui pembelian semen 

ke SG untuk memasok Batam karena permintaan pasar di Batam masih 

tinggi dan tidak mampu dipenuhi jika hanya mengandalkan produksi 

Terlapor VII/SP akibat Terlapor VII/SP telah berproduksi secara penuh. - 

Berdasarkan fakta dan uraian diatas Terlapor VII/SP telah 

berproduksi dalam kapasitas penuh sehingga tidak memiliki 

kemampuan untuk mengatur pasokan yang ditujukan guna 

mempertahankan harga dan pangsa pasar sebagaimana yang 

dituduhkan oleh Tim Pemeriksa KPPU.------------------------------------- 
 

1. 2. 2. Terlapor VII/SP memiliki pangsa pasar yang tinggi di Sumatera 

Barat karena sesuai dengan karakteristik alami dari industri Semen, 
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dimana pangsa pasar tertinggi akan dimiliki oleh produsen yang 

terdekat dengan lokasi pasar.-------------------------------------------------- 

Pendapat Tim Pemeriksa ------------------------------------------------------- 

Pada LHPL halaman 56 Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor VII/SP 

hampir memonopoli pasar semen di propinsi Sumatera Barat. Terlapor I 

dan perusahaan lainnya yang tidak masuk dalam pasar di propinsi 

Sumatera Barat diduga hanya untuk mempertahankan posisi Terlapor 

VII/SP untuk menjaga harga agar tetap dapat dipertahankan dalam level 

harga yang di tentukan oleh Terlapor VII   ------------------------------------ 

Tanggapan Terlapor VII/SP---------------------------------------------------- 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala pemasaran pada industri 

semen, yaitu:------------------------------------------------------------------------ 

1. Semen adalah barang yang mudah rusak. Oleh karena itu jika 

didistribusikan ke daerah yang jauh maka akan memiliki resiko 

yang lebih besar untuk rusak dibandingkan bila dipasarkan ke 

daerah yang dekat dengan pabrik. -------------------------------------- 

2. Biaya distribusi semen tinggi. Hal ini karena Semen adalah 

komoditas yang bulky sehingga biaya distribusinya menjadi 

tinggi. Kapal yang masuk ke padang tidak banyak memiliki 

muatan balik sehingga biaya angkutan semen per ton menjadi 

mahal. ---------------------------------------------------------------------- 

3. Infrastuktur yang kurang memadai terutama infrastruktur di 

pelabuhan. Infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan 

waktu pendistribusian menjadi lambat sehingga tidak dapat 

dengan segera didistribusikan ke pada konsumen. ------------------- 

4. Loyalitas konsumen akan merek. Masyarakat Sumatera Barat 

memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Semen Padang sehingga 

tidak mudah beralih ke semen merek lain. --------------------------- 

5. Harga pasar semen di Sumatera Barat adalah yang termurah 

di seluruh propinsi di Indonesia, sehingga produsen semen lain 

kurang berminat untuk masuk ke Sumatera Barat.------------------- 
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6. Selain itu Terlapor VII/SP juga tidak pernah menghalang-

halangi produsen semen lain untuk masuk ke Sumatera 

Barat. ---------------------------------------------------------------------- 

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, terbukti Terlapor 

VII/SP memiliki memiliki pangsa pasar yang tinggi di daerah 

pemasaran Sumatera Barat karena sesuai dengan karakteristik 

alami dari bisnis semen, dimana pangsa pasar tertinggi akan 

dimiliki oleh produsen yang terdekat dengan lokasi pasar. Maka 

tidak benar pernyataan KPPU bahwa Terlapor I dan perusahaan 

lainnya yang tidak masuk dalam pasar di propinsi Sumatera barat 

diduga hanya untuk mempertahankan posisi Terlapor VII untuk 

menjaga harga agar tetap dapat dipertahankan dalam level harga 

yang di tentukan oleh Terlapor VII. ----------------------------------------- 
 

1. 2. 3. Terlapor VII/SP sulit dalam mengalihkan alokasi pemasaran semen 

ke daerah pemasaran lainnya karena dapat mengakibatkan 

Terlapor VII/SP mengalami Kerugian.-------------------------------------- 

Terlapor VII/SP sulit mengalihkan atau menggeser alokasi pemasaran 

semennya dari daerah pemasaran yang telah ditentukan sebelumnya ke 

daerah pemasaran lain karena terkendala oleh: ------------------------------- 

1) Biaya distribusi yang tinggi, ---------------------------------------------- 

2) Infrastruktur dan sarana prasarana yang kurang memadai, ----------- 

3) Loyalitas konsumen.-------------------------------------------------------- 

Sebagai contoh, jika Terlapor VII/SP menurunkan jumlah pasokan 

semen ke Aceh dan mengalihkannya ke Jakarta, akan terjadi hal-hal 

sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------- 

1. Kesulitan infrastruktur dan sarana prasarana untuk menambah 

pasokan di Jakarta karena okupansi dermaga yang dipakai saat ini 

sudah maksimal.------------------------------------------------------------- 

2. Dengan kondisi di atas, Terlapor VII/SP akan mengalami kerugian 

demmurage yang sangat tinggi karena kapal akan lama sandar.----- 

3. Kalau alokasi Terlapor VII/SP dialihkan ke Jakarta, maka di Aceh 

hanya ada satu merek semen dengan pasokan yang terbatas. 
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Sehingga, apabila demand lebih tinggi daripada pasokan, akan 

terjadi gejolak harga.------------------------------------------------------- 

4. Dari faktor ekonomi, apabila dilakukan pengalihan pasokan ke 

Jakarta sebesar 100.000 ton dari supply Ekspor dengan 

menurunkan harga sebesar Rp. 2.000/zak, maka Terlapor VII/SP 

akan mengalami kerugian sebesar Rp. 18,85 Milyar, seperti 

perhitungan pada tabel di bawah ini-------------------------------------- 

Tabel Perhitungan Pengalihan Pasokan (Vide Bukti TVII.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Terlapor VII/SP sulit 

dalam mengalihkan alokasi pemasaran semen ke daerah pemasaran 

lainnya karena dapat mengakibatkan Terlapor VII/SP mengalami 

kerugian sehingga lebih memprioritaskan daerah Sumatera Barat 

daripada daerah lain. Selain itu Terlapor VII/SP sebagai sebuah 

perusahaan yang mencari keuntungan tidak mungkin bertindak 

tidak rasional dengan memaksakan mengalihkan pemasaran ke 

daerah yang jauh seperti Jakarta dan harus menanggung rugi 

sebesar 18,85 milyar demi merebut pangsa pasar di DKI Jakarta. --- 
 

1. 2. 4. Pangsa Pasar Terlapor VII/SP untuk pangsa pasar: --------------------- 

1.2.4.1 Daerah Istimewa Aceh ----------------------------------------------- 

Pendapat Tim Pemeriksa-------------------------------------------- 

LHPL Halaman 52 menyatakatan:  Upaya penurunan pasokan 

Terlapor VII ke daerah istimewa Aceh dan juga diduga 

dimaksudkan untuk mengatur pasokan di Daerah  Istimewa 

 
 
 
 
 

(confidential) 
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Aceh dan tetap mempertahankan harga mengikuti harga 

Terlapor V. Hal ini dapat dilakukan karena diduga pasokan 

semen ke Daerah Istimewa Aceh. Pelaku usaha lain yang 

masuk ke wilayah Daerah Istimewa Aceh Pada dasarnya tidak 

cukup mampu bersaing dalam hal harga karena biaya 

transportasi. Namun masuknya pelaku usaha lain yaitu terlapor 

I, II, dan VIII secara bergantian diduga hanya sebagai upaya 

untuk menunjukkan tidak adanya pembagian wilayah.------------ 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP---------------------------------------- 

A. PENGATURAN PASOKAN---------------------------------- 

a) Pasca Tsunami tgl 26 Desember 2004, pabrik SAI 

hancur, karena itu pasokan Semen Padang 

meningkat tajam ke Aceh. Kemudian pada tahun 

2007, SAI kembali merebut pangsa pasar di 

Aceh.------------------------------------------------------ 

b) Semen Padang telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk menguasai pasar Aceh, hal ini 

terbukti :-------------------------------------------------- 

• Pada tahun 2008, Semen Padang telah 

membangun Packing Plant di Malahayati 

dan menyewa Packing Plant di 

Lhokseumawe.------------------------------------ 

• Menyewa dua kapal charter dengan total 

kapasitas 12.000 ton.----------------------------- 

• Melakukan penjualan FOB sehingga 

distributor yang mempunyai kapal dapat 

membeli langsung dari Padang.---------------- 

c) Penjualan Semen Padang selalu mengalami 

fluktuasi karena adanya kendala pembongkaran di 

pelabuhan tujuan :--------------------------------------- 
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• Dermaga yang digunakan adalah dermaga 

umum, sehingga pembongkaran Semen 

Padang bukan prioritas.-------------------------- 

• Aktivitas pelabuhan hanya sampai jam 17.00 

WIB.----------------------------------------------- 

Akibat dari point (b) dan (c) di atas, Semen 

Padang terkena demmurage kapal di tahun 2009 

sebesar (confidential) karena terjadi kongesti 

selama ± 45 hari. --------------------------------------- 

B. PENGATURAN HARGA ------------------------------------- 

Apabila Semen Padang melakukan pengaturan harga 

maka harga tebus distributor yang terjadi di Aceh 

seharusnya lebih tinggi dari kenyataan yang terjadi. 

Perhitungan harga Terlapor VII/SP di Daerah Istimewa 

Aceh adalah sebagai berikut: ---------------------------------- 

 

 

 

 

- Faktanya harga FOT Packing Plant SP kepada 

distributor di Aceh adalah hanya (confidential) 

(sesuai Tanggapan Tertulis No. 

1850/KRE/HKM10/04.10 tanggal 28 April 2010).-- 

Hal ini membuktikan bahwa :---------------------------------- 

Harga tebus SP di Aceh hanya sebesar (confidential) 

karena adanya persaingan yang tajam dengan pesaing. 

Tidak melakukan kartel dan pengaturan harga karena jika 

melakukan hal tersebut, maka harga yang terjadi 

seharusnya lebih tinggi.----------------------------------------- 

  

 

 
 

(confidential) 
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1.2.4.2 Kepulauan Riau-------------------------------------------------------- 

Pendapat Tim Pemeriksa-------------------------------------------- 

LHPL Halaman 53 yang menyatakan: Pelaku usaha yang cukup 

dominan di Propinsi Kepulauan Riau adalah Terlapor VII dan 

Terlapor I. Meskipun terjadi pergerakan pangsa pasar, namun 

posisi pangsa pasar Terlapor VII dan Terlapor I tidak berubah. 

Masuknya Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VIII dalam 

pemasaran di Propinsi Kepulauan Riau diduga tidak untuk 

bersaing secara sungguh-sungguh. ----------------------------------- 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP---------------------------------------- 

- Utilisasi packing plant Batam 98,43%  (pengeluaran 

250.674 ton/tahun dibagi pasok 254.673 ton/tahun – pada 

tahun 2009).--------------------------------------------------------- 

- Tingginya biaya per ton SP disebabkan untuk memasok ke 

Rikep, kapal yang mengangkut dari Sumbar harus memutari 

separoh Pulau Sumatera. Hal ini mempengaruhi kecepatan 

dan ketepatan dalam pasokan semen ke pasar.----------------- 

- Untuk menjaga kelancaran pasok maka SP telah 

menyediakan packing plant meskipun dermaga yang 

digunakan adalah dermaga umum yang menimbulkan 

kongesti. Hal ini nampak dari (kerugian) waktu tunggu 

kapal tahun 2009 mencapai ± 37 hari dengan nilai 

(confidential). ------------------------------------------------------ 

- Untuk memasok di daerah Kepulauan Riau di luar Pulau 

Batam, dermaga umum yang tersedia kecil sehingga kapal 

besar tidak bisa sandar.-------------------------------------------- 

 

 

 

 



S A L I N A N 

 

 Halaman 297 dari 425 

1.2.4.3 Sumatera Utara-------------------------------------------------------- 

Pendapat Tim Pemeriksa-------------------------------------------- 

LHPL Halaman 55 yang menyatakan: Pelaku usaha yang cukup 

dominan di propinsi Kepulauan Riau adalah terlapor VII dan 

terlapor V. Pangsa pasar di Sumatera Utara memang fluktuatif 

namun sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 tidak 

mengalami perubahan dalam urutan pelaku usaha yang 

menguasai pangsa pasar.----------------------------------------------- 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP---------------------------------------- 

a) Semen Padang sebagai produsen semen terbesar di 

Sumatera, senantiasa berusaha untuk menjadi pemimpin 

pasar di propinsi dengan demand semen terbesar di 

Sumatera (Sumatera Utara).------------------------------------ 

b) Semen Padang selalu mempertahankan pangsa pasar di 

Sumatera Utara pada urutan nomor 1 dengan bersaing 

sangat ketat dengan merek lain. Untuk itu, Semen Padang 

melakukan strategi:---------------------------------------------- 

• Men-charter 3 kapal curah (total kapasitas 21.000 ton) 

dan satu kapal bag untuk melayani pasar ---------------- 

• Menggunakan kapal-kapal tramper untuk menambah 

pasokan ------------------------------------------------------- 

• Membangun Packing Plant dengan kapasitas 455.000 

ton per tahun dan menyewa gudang-gudang 

penyangga.---------------------------------------------------- 

• Mengirim lewat jalur darat untuk daerah-daerah 

perbatasan Sumbar – Sumut.------------------------------- 

 

Apabila Semen Padang melakukan pengaturan harga 

maka harga tebus distributor yang terjadi di Sumatera 

Utara seharusnya lebih tinggi dari kenyataan yang terjadi. 
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Perhitungan harga Terlapor VII/SP di Sumatera Utara 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Faktanya harga SP kepada distributor di Medan 

adalah hanya (confidential).---------------------------------- 

Hal ini membuktikan bahwa :---------------------------------- 

- Harga tebus SP di Medan (confidential) karena 

adanya persaingan yang tajam dengan pesaing.------- 

- Tidak melakukan kartel dan pengaturan harga 

karena jika melakukan hal tersebut, maka harga 

yang terjadi seharusnya lebih tinggi.------------------- 

c) Hal-Hal Yang Menyebabkan Semen Padang Memasok Ke 

Sumut Lebih Banyak Dibanding Ke Aceh-------------------- 

• Demand Sumatera Utara 242% lebih besar dari 

demand Aceh------------------------------------------------- 

• Pembongkaran di pelabuhan Belawan dapat dilakukan 

selama 24 jam sedangkan di pelabuhan Malahayati 

dan Lhokseumawe, aktifitas pelabuhan hanya sampai 

pukul 17.00 WIB.-------------------------------------------- 

• Walaupun jarak tempuh ke Sumut lebih jauh tetapi 

biaya distribusi yang terealisir lebih rendah sehingga 

menghasilkan margin lebih baik (sesuai surat no. 

2785/KRE/HKM/10/07.10 tanggal 2 Juli 2010, pada 

Lampiran no. 3 SP 2/7/2010).----------------------------- 

• Selain melalui jalan laut, Semen Padang dapat 

mengirim pasokan ke Sumut melalui jalan darat untuk 

daerah perbatasan Sumbar – Sumut.---------------------- 

 

 
 

(confidential) 
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1.2.4.4 Sumatera Selatan------------------------------------------------------ 

Pendapat Tim Pemeriksa-------------------------------------------- 

LHPL Halaman 57: Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 

2009 pergerakan pangsa pasar masing-masing Terlapor di 

propinsi Sumatera Selatan cenderung konstan dan diduga ada 

upaya mempertahankan pangsa pasar masing-masing.------------ 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP---------------------------------------- 

Untuk meningkatkan pasokan ke Sumatera Selatan SP kesulitan 

untuk mendapatkan kapal karena:------------------------------------ 

a) Kapal dengan muatan balik ke Sumatera Barat sangat 

terbatas ------------------------------------------------------------ 

b) Kapal-kapal muatan semen yang bongkar di Palembang 

sering mengalami keterlambatan karena masalah sarana 

dan pra sarana di pelabuhan.------------------------------------ 

c) Prioritas bongkar muat di pelabuhan Palembang adalah 

kapal sembako dan pupuk.------------------------------------- 

 

Namun demikian untuk daerah perbatasan Sumbar -  Sumsel, 

Semen Padang meningkatkan pengiriman melalui jalan darat.--- 

1.2.4.5 DKI Jakarta---------------------------------------- ------------------- 

Pendapat Tim Pemeriksa------------------------------------------- 

LHPL Halaman 59: Diduga terjadi upaya untuk menjaga 

pangsa pasar Terlapor I tetap stabil meskipun perusahaan-

perusahaan lain memiliki kemampuan pasokan dan harga untuk 

dapat bersaing dengan Terlapor I------------------------------------- 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP---------------------------------------- 

A. Pengaturan Pasokan ------------------------------------------ 

1. Semen Padang berusaha meningkatkan pasokan ke 

Jakarta melalui:---------------------------------------------- 
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- Pembangunan Packing Plant di pelabuhan di 

Tanjung Priok dengan kapasitas 740.000 

ton/tahun.------------------------------------------------- 

- Men-charter 2  (dua) kapal curah dengan total 

kapasitas 26.000 ton.------------------------------------ 

- Pengiriman  dengan kapal kontainer.----------------- 

2. Namun, untuk menambah pasokan semen ke Jakarta 

secara signifikan, Semen Padang mengalami kesulitan 

karena:--------------------------------------------------------- 

- Kapasitas pembongkaran Semen Padang di 

dermaga Tanjung Priok terbatas.---------------------- 

- Dermaga merupakan dermaga umum dengan 

okupansi yang sudah maksimal sehingga antrian 

kapal SP lebih lama. Hal ini ditunjukkan dari 

kerugian waktu tunggu kapal tahun 2009 akibat 

kongesti selama ± 89 hari dengan nilai 

(confidential). ------------------------------------------- 

B. Pengaturan Harga --------------------------------------------- 

• Saat ini harga pasar Semen Padang memiliki 

disparitas yang cukup tinggi dibanding merek lain (Rp 

2.000).-------------------------------------------------------- 

• Apabila dilakukan penurunan harga lagi maka Semen 

Padang mengalami penurunan keuntungan, sehingga 

lebih baik mengalihkan pasokan ke daerah lain. 

Namun apabila hal ini dilakukan diperkirakan harga di 

pasar akan meningkat kembali terkait masalah demand 

dan supply.---------------------------------------------------- 

• Perhitungan ini telah disampaikan ke KPPU sesuai 

dengan surat no. 2785/KRE/HKM/10/07.10 tanggal 2 

Juli 2010, pada Lampiran No. 4 SP 2/7/2010.----------- 
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1.2.4.6 Jawa Barat-------------------------------------------------------------- 

Pendapat Tim Pemeriksa-------------------------------------------- 

LHPL halaman 60: Diduga terjadi upaya untuk menjaga pangsa 

pasar para Terlapor di Propinsi Jawa Barat meskipun terdapat 2 

(dua) Terlapor yang memiliki pabrik di propinsi tersebut.-------- 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP---------------------------------------- 
 

Untuk bersaing dengan pabrikan lain, Semen Padang tetap 

memasok ke Jawa Barat meskipun dengan kondisi:--------------- 

• Biaya distribusi Semen Padang ke Jawa Barat merupakan 

yang tertinggi dibandingkan biaya distribusi ke daerah-

daerah lainnya.------------------------------------------------------ 

• Kemampuan pasok Semen Padang ke Jawa Barat 

dipengaruhi oleh ketersediaan stok di Tanjung Priok. -------- 

1.2.4.7 Banten------------------------------------------------------------------- 

Pendapat Tim Pemeriksa------------------------------------------- 
 

LHPL Halaman 61: Diduga terjadi upaya untuk menjaga 

pangsa pasar Terlapor I tetap stabil meskipun perusahaan-

perusahaan lain memiliki kemampuan pasokan dan harga untuk 

dapat bersaing dengan Terlapor I------------------------------------- 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP---------------------------------------- 

A. Pengaturan Pasokan ------------------------------------------ 

Semen Padang berupaya meningkatkan pasokan ke 

Banten melalui:-------------------------------------------------- 

• Pembangunan Packing Plant dengan kapasitas 

147.000 ton per tahun dan menyediakan gudang-

gudang penyangga.------------------------------------------ 

• Men-charter  kapal curah dengan kapasitas 6.000 ton.- 

• Pengiriman  dengan kapal kontainer.--------------------- 

 

Namun demikian, terdapat kendala sbb:---------------------- 
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• Kapasitas pembongkaran Semen Padang di dermaga 

Ciwandan terbatas.------------------------------------------ 

• Dermaga Ciwandan merupakan dermaga umum 

dengan okupansi yang cukup tinggi dan kapal semen 

bukan menjadi prioritas pembongkaran. Sehingga 

antrian kapal SP lebih lama. Hal ini ditunjukkan dari 

kerugian waktu tunggu kapal tahun 2009 akibat 

kongesti selama ±17 hari dengan nilai (confidential). - 

B. Pengaturan Harga --------------------------------------------- 

• Saat ini harga Semen Padang memiliki disparitas yang 

cukup tinggi dibanding merek lain, yaitu lebih dari Rp 

2.000 per zak.------------------------------------------------ 

• Apabila dilakukan penurunan harga lagi maka Semen 

Padang mengalami penurunan keuntungan, sehingga 

lebih baik mengalihkan pasokan ke daerah lain. 

Namun apabila hal ini dilakukan diperkirakan harga di 

pasar akan meningkat kembali terkait masalah demand 

dan supply.---------------------------------------------------- 

1.2.4.8 Jawa Tengah------------------------------------------------------------ 

Pendapat Tim Pemeriksa-------------------------------------------- 

LHPL Halaman 62: Diduga terjadi upaya unutk menjaga 

pangsa pasar Terlapor I tetap stabil meskipun perusahaan-

perusahaan lain memiliki kemampuan pasokan dan harga untuk 

dapat bersaing dengan Terlapor I------------------------------------- 

Tanggapan Terlapor VII/SP---------------------------------------- 

- Kesulitan dalam mendapatkan kapal karena kapal yang 

tersedia untuk membawa semen, kebanyakan merupakan 

kapal-kapal yang tidak dapat lagi membawa kargo lain. Hal 

ini disebabkan freight kapal untuk mengangkut semen jauh 

lebih murah apabila dibandingkan kargo lainnya.------------- 
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- Prioritas pembongkaran di pelabuhan tujuan adalah 

pembongkaran kapal sembako, penumpang, kapal pesiar 

dan kapal perang.--------------------------------------------------- 

- Kuatnya brand image pesaing.------------------------------------ 

- Dengan perbedaan harga yang ada (Rp 1.000) masih belum 

mampu bersaing dengan pesaing karena semen produk SP 

tidak bersih.--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Pendapat Tim Pemeriksa ------------------------------------------------------------------ 

Tim Pemeriksa berdasarkan gambar grafik pada halaman 67, grafik batang  pada 

halaman 68 s/d 70, dan grafik poin A s/d L halaman 71 s/d 77 menyatakan bahwa 

berdasarkan analisa pergerakan harga untuk beberapa propinsi yang menjadi 

wilayah pemasaran untuk masing-masing Terlapor dibandingkan dengan biaya per 

ton, terlihat bahwa untuk masing-masing Terlapor dibandingkan biaya per ton, 

terlihat bahwa pergerakan harga hampir bersamaan dan paralel serta dengan 

selisih harga yang relatif tipis bahkan untuk daerah-daerah di luar wilayah 

pabrik/pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal harga, tidak linier 

dengan biaya perton sehingga diduga terdapat upaya untuk mengatur harga 

sehingga masing-masing perusahaan tetap dapat mempertahankan pangsa pasar 

dan kelangsungan usaha pesaingnya.------------------------------------------------------ 

Tanggapan Terlapor VII/SP--------------------------------------------------------------- 

1. 3. 1. Harga Paralel Tidak Dapat Menjadi Alat Bukti Adanya  Kartel 

karena Harga Paralel Bukan Output dari Kolusi namun Output dari 

Persaingan yang Kompetitif. -------------------------------------------------- 
 

Harga paralel tidak dapat menjadi bukti yang cukup untuk membuktikan 

telah terjadinya kartel pada suatu pasar. Terjadinya harga paralel pada 

suatu industri disebabkan oleh adanya guncangan (shock) yang 

menyebakan produsen merespon dengan menaikkan harga jual poduknya 

1.3 Analisis Harga Paralel di Dalam LHPL tidak tepat 
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di pasar. Terdapat dua jenis guncangan yang mampu mempengaruhi 

harga dipasar yaitu common shock dan specific shock. Common shock 

adalah guncangan yang berdampak sama kepada semua perusahaan 

sedangkan specific shock adalah guncangan yang memberikan dampak 

pada satu perusahaan di pasar.12  (Vide Bukti T.VII.50)-------------------- 

 

Paolo Buccirossi (2006) menganalisa pengaruh adanya shock terhadap 

harga paralel pada suatu pasar. Dalam penelitiannya Buccirossi 

menciptakan model yang mengukur apakah harga paralel merupakan 

indikasi terjadinya kolusi diantara pelaku usaha ataukah merupakan 

indikasi telah terjadinya persaingan yang sehat diantara para pelaku 

usaha. Buccirosi menyimpulkan bahwa harga paralel cenderung 

merupakan hasil dari adanya persaingan yang kompetitif. 13 (Vide 

Bukti T.VII.50) Maka pembuktian adanya kolusi dengan menjadikan 

harga paralel sebagai alat bukti sangat tidak tepat karena adanya 

harga paralel merupakan hasil dari adanya persaingan yang 

kompetitif bukan dari hasil adanya kolusi. --------------------------------- 
 

Tim Pemeriksa Pada LHPL halaman 45 poin D.7 menyatakan 

“Bahwa dalam oligopoli yang simetris, perusahaan tidak dapat 

menaikkan harga untuk memaksimumkan keuntungan tanpa diikuti 

oleh pelaku usaha pesaing. Hal tersebut disebabkan naluri bisnis.” 

Hal ini membuktikan Tim pemeriksa juga telah mengakui bawa 

harga paralel tidak disebabkan oleh terjadinya kartel.  ----------------- 
 

Selain itu kartel dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 

yang berlebihan sehingga jika terjadi harga paralel karena kolusi 

haruslah memiliki pola harga yang selalu positif. Faktanya grafik pada 

poin A, B, C, D, E, F, dan G halaman 71 s/d 74, pola harga yang terjadi 

diantara para produsen semen tidak selalu positif. Hal ini membuktikan 

                                                 
12 Lihat Jurnal Paolo Buccirossi. 2006. Does Parallel Behaviour Provide Some Evidence of Collusion. 
Review of Law & economics hal 92, Bepress.  
13 Lihat Jurnal Paolo Buccirossi. 2006. Does Parallel Behaviour Provide Some Evidence of Collusion. 
Review of Law & economics hal 92-97, Bepress 
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bahwa paralel harga terjadi karena adanya persaingan yang 

kompetitif bukan akibat adanya kolusi.      --------------------------------- 
 

1. 3. 2. KPPU Tidak Melakukan Uji Statistik Dalam Membuktika n Adanya 

Paralel Harga. 

KPPU sama sekali tidak melakukan uji statistik mengenai harga paralel. 

KPPU hanya mendasarkan pada trend harga yang diplot ke dalam grafik. 

Teknik pengambilan kesimpulan seperti ini secara konsepsional salah 

bila digunakan untuk membuktikan harga paralel. Hal ini dikarenakan 

dapat menimbulkan kesalahan paralaks yang mengakibatkan kesimpulan 

yang diambil menjadi bias. Faktanya grafik pada poin B, D, E, F, dan G 

halaman 71 s/d 74 sangat jelas terlihat terjadi terjadi kesalahan paralaks. 

Grafik-grafik tersebut apabila hanya dilihat secara visual tampak tidak 

terdapat harga yang paralel karena harga dari masing-masing terlapor 

saling berpotongan. Grafik pada poin A halaman 71 dan grafik poin C 

halaman 72 meski pola harga tidak berpotongan namun jelas terlihat 

tidak memiliki pola yang sama. Oleh karena itu berdasarkan grafik pola 

data harga yang terdapat di LHPL halaman 71 s/d 74 telah terbukti 

tidak terjadi harga yang paralel diantara para Terlapor. --------------- 

KPPU seharusnya melakukan uji secara statistik untuk membuktikan 

adanya harga paralel. Harga paralel dapat terjadi karena adanya pola data 

yang sama diantara gugus data harga dari tiap-tiap produsen semen. 

Menguji adanya kesamaan pola data dari data harga tersebut dapat 

menggunakan uji korelasi Pearson.14 ------------------------------------------- 

Dalam uji korelasi Pearson, jika hasil uji memiliki nilai korelasi yang 

positif dan mendekati satu maka dapat dinyatakan bahwa kedua sampel 

memiliki hubungan yang kuat atau memiliki pola data yang sama. 

Namun demikian pola data yang sama tersebut secara statistik bukan 

berarti kedua gugus data tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Oleh 

karena itu belum tentu harga paralel diantara para produsen semen 

memiliki hubungan sebab akibat.  ---------------------------------------------- 

                                                 
14 Ronald E.Walpole. Pengantar Statistika Edisi Ke-3. 2007. Jakarta: PT Gramedia Utama 
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Pola data yang sama dapat terjadi pada dua data yang tidak berhubungan 

sama sekali contohnya data harga semen dari tahun 2000 s/d 2009 

memiliki pola yang sama dengan harga buku tulis untuk periode waktu 

yang sama. Pola data yang sama biasa terjadi pada data runut waktu 

(time series) maka untuk melihat ada tidaknya hubungan antara dua 

gugus data harus dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan uji 

regresi.-------------------------------------------------------------------------------  

Faktanya KPPU sama sekali tidak menggunakan uji apapun untuk 

membuktikan harga paralel. Karena itu KPPU telah membuat kesalahan 

dalam menyimpulkan tentang adanya harga paralel. Disamping itu, 

adanya harga paralel antara pelaku usaha semen tidaklah dapat dijadikan 

sebagai alat bukti atas terjadinya pelanggaran dalam perkara kartel 

manapun. --------------------------------------------------------------------------- 

Dalam teori persaingan usaha yang berlaku di negara manapun, harga 

paralel tersebut lebih merupakan hasil dari keputusan keputusan bisnis 

masing-masing pelaku usaha yang bebas dan kemudian harga tersebut 

menjadi parallel karena para pelaku usaha tersebut memiliki beberapa 

kesamaan dalam beberapa hal antara lain, struktur biaya, kepentingan 

ekonomi, dan informasi mengenai pasar.--------------------------------------- 

Secara hukum harga paralel tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti 

bahwa telah terjadi kartel. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Ahli 

hukum yaitu Profesor Hikmahanto Juwana di dalam Affidavitnya 

halaman 9 yaitu: ------------------------------------------------------------------- 

“Tanpa adanya perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha 

pesaing maka pola kesamaan harga belum tentu akibat dari kartel 

ataupun kesepakatan kolusif.” (Vide Bukti T.VII.51)------------------------ 

Paralel harga digunakan sebagai bukti adanya kartel adalah tidak tepat 

karena adanya harga paralel tersebut tidak selalu merupakan hasil dari 

kolusi antar pelaku usaha, melainkan dapat disebabkan oleh common 

shock sehingga harga paralel tersebut merupakan hasil dari persaingan 

yang kompetitif. ------------------------------------------------------------------- 
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Tim Pemeriksa dalam menyimpulkan adanya harga paralel salah 

karena tidak melakukan uji secara statistik namun hanya 

berdasarkan trend harga yang diplot ke dalam grafik. Secara 

statistik untuk menguji apakah kedua peubah memiliki pola gugus 

data yang sama, harus dilakukan adalah uji korelasi Pearson 

dilanjutkan dengan uji analisis regresi. Tanpa melakukan uji-uji 

yang telah disebut diatas maka kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa 

ada harga paralel di pasar semen adalah tidak tepat.-------------------- 

 

 

1. 4. 1. Terlapor VII/SP tidak terbukti memiliki keuntungan yang 

berlebihan.------------------------------------------------------------------------- 

Pendapat Tim Pemeriksa ------------------------------------------------------ 

Tim Pemeriksa di dalam LHPL Halaman 84 menyatakan keuntungan 

Terlapor VII selalu meningkat meskipun keuntungan tidak cukup tinggi, 

hal ini diduga karena struktur biaya perton Terlapor VII juga cukup 

tinggi. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP------------------------------------------------------ 

 

Tabel Laba Operasional Terlapor VII/SP audited  

(Vide Bukti T.VII.23) 

 

 

 

 

 

 

Benar pendapat dari Tim Pemeriksa seperti di halaman 84 LHPL hal ini 

dibuktikan Terlapor VII/SP telah 12 tahun tidak mampu mendirikan 

pabrik baru untuk perluasan, sedangkan utilisasi kapasitas produksi telah 

melampaui 100% dengan perhitungan sebagai berikut:---------------------- 

1.4 Analisis Keuangan  di Dalam LHPL tidak tepat 

 
 
 

(confidential) 
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a) Prediksi kenaikan demand kedepan sekitar 10%. Pendirian pabrik 

baru memerlukan investasi, yang bersumber dari dana tunai dan 

pinjaman di lembaga keuangan/perbankan.----------------------------- 

b) Pada saat ini, kondisi keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:- 

Laba setelah pajak (confidential) 

Dividen untuk pemerintah (50%) (confidential) 

Dana tersedia (confidential) 

Investasi rutin (menjaga utilitas pabrik) (confidential) 

Dana tersedia untuk pendirian pabrik (confidential) 

 

Biaya untuk mendirikan pabrik baru dengan kapasitas 2,5 juta 

ton/tahun, membutuhkan investasi sebesar (confidential).------------ 

Jika investasi dilakukan dengan dana sendiri maka dibutuhkan 

waktu 20 tahun untuk penambahan kapasitas tersebut.---------------- 

Namun jika sumber-sumber pendanaan menggunakan dana 

pinjaman dengan perbandingan DER 40 : 60, cukup dibutuhkan 

dana internal (confidential). Ini pun akan memakan waktu ± 8 

tahun baru bisa mengembangkan pabrik baru.-------------------------- 

Padahal seharusnya minimal setiap 5 tahun sudah mulai mendirikan 

pabrik baru, mengingat masa konstruksi sampai selesai dibutuhkan 

waktu ± 3 tahun. ------------------------------------------------------------ 

Untuk itu diperlukan dana pengembangan (confidential) per tahun 

(sedang saat ini baru bisa menyediakan dana (confidential) per 

tahun). ------------------------------------------------------------------------ 

Faktanya,Terlapor VII/SP selama 12 tahun terakhir belum bisa 

mendirikan pabrik baru.---------------------------------------------------- 

Kalau diperbandingkan Net Profit Margin/ NPM Terlapor VII/SP 

dengan rata-rata industri mining dan agriculture dari tahun 2005 

sampai 2008 NPM Terlapor VII/SP lebih rendah terlihat pada 

grafik dibawah. (Vide Bukti T.VII.52)----------------------------------- 
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2005 2006 2007 2008

I Agriculture 17% 11% 15% 11%
I Mining 14% 19% 31% 16%
PT SP 6% 9% 11% 13%

NET PROFIT MARGIN

PT SP I Mining I Agriculture
 

Kalau diperbandingkan ROA, ROE, dan NPM Terlapor VII/SP 

dengan PT. Bukit Asam dan PT. United Tractors dari tahun 2005 

sampai 2008, ROA, ROE dan NPM Terlapor VII/SP berada di 

antara dua perusahaan tersebut seperti terlihat pada grafik dibawah. 

(Vide Bukti T.VII.53-54)--------------------------------------------------- 

2005 2006 2007 2008 2009

PT SP 8% 14% 18% 20% 22%
PT BA 23% 22% 27% 42%
PT UT 15% 12% 16% 17%

RETURN ON ASSET

PT SP PT BA PT UT
 

2005 2006 2007 2008 2009

PT SP 18% 27% 32% 35% 32%
PT BA 32% 29% 38% 64%
PT UT 38% 29% 36% 35%

RETURN ON EQUITY

PT SP PT BA PT UT
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2005 2006 2007 2008 2009

PT SP 6% 9% 11% 13% 14%
PT BA 16% 14% 18% 24%
PT UT 8% 7% 8% 10% 13%

NET PROFIT MARGIN

PT SP PT BA PT UT
 

Selain itu perlu kami jelaskan bahwa adanya kenaikan laba baik 

bersih maupun kotor memang menjadi ukuran kinerja suatu badan 

usaha. Jika tidak demikian tentu bertentangan dengan azas 

pembentukan sebuah badan usaha. Adanya keharusan Terlapor 

VII/SP untuk menghasilkan laba juga telah sesuai dengan amanah 

Kementrian BUMN sebagaimana dinyatakan dalam Keterangan 

Saksi dan atau Keterangan Pemerintah dalam hal ini dari 

Kementrian BUMN pada poin 3 halaman 3 Tentang Target 

Kemampulabaan Perusahaan yaitu: (Vide Bukti T.VII.26)------------- 

c) Bahwa sesuai amanat UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN 

adalah “mengejar keuntungan”. Atas dasar amanat UU tersebut, 

Kementerian BUMN menjadikan profitabilitas sebagai salah satu 

aspek pembinaan dalam rangka mewujudkan kondisi BUMN 

termasuk BUMN semen menjadi entitas bisnis yang “sehat”. 

Dalam mengimplementasikan amanat UU dimaksud, Kementerian 

BUMN dalam berbagai arahan maupun keputusan mewajibkan 

Direksi BUMN untuk patuh dan comply dengan peraturan 

perundangan yang berlaku dalam menjalankan roda bisnis 

perseroan.--------------------------------------------------------------------- 

d) Bahwa target laba/profitabilitas merupakan “bottom line” dari 

pencapaian target kinerja secara keseluruhan. Relatif sama dengan 
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penjelasan kami pada butir 2 di atas, target laba/profitabilitas 

BUMN pada umumnya dari tahun ke tahun cenderung harus 

memperlihatkan adanya pertumbuhan (growth) dari realisasi tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan target laba/profitabilitas minimal yang 

harus dapat diraih adalah pada kisaran 10%-25%. --------------------- 

Terlapor VII/SP dalam melakukan peningkatan laba selalu 

dilakukan dengan cara berbisnis yang baik dan bersaing secara 

sehat serta dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate 

governance. Hal tersebut telah menjadi karakter dasar Terlapor 

VII/SP yang selalu berupaya keras untuk meningkatkan, kinerja, 

produktivitas, efisiensi dan inovasi, serta patuh terhadap hukum 

termasuk UU No. 5 Tahun 1999. ----------------------------------------- 

 

 

 

Pendapat Tim Pemeriksa------------------------------------------------------------------- 

Tim Pemeriksa di halaman 87 poin 6 dan 7 LHPL menyatakan:----------------------- 

a) Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan 

mempertimbangkan adanya rapat-rapat di ASI yang menyajikan laporan 

realisasi produksi dan pemasaran dari masing-masing Terlapor serta adanya 

presentasi dari pemerintah terkait dengan harga di masing-masing wilayah 

Ibukota Propinsi. Hal ini diduga merupakan fasilitas untuk mengatur 

pasokan dan menentukan harga.------------------------------------------------------ 

b) Undang-undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian mewajibkan 

pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah dan bukan 

kepada Asosiasi. Permintaan Pemerintah agar Asosiasi Semen Indonesia 

membantu melaporkan perkembangan kegiatan usaha anggotanya setiap 

bulan tidak menentukan bentuk pelaporan tersebut sehingga rapat-rapat yang 

dilaksanakan oleh ASI diduga hanya sebagai fasilitas untuk mengatur 

pasokan dan harga.--------------------------------------------------------------------- 

 

5. ANALISIS TENTANG ASI TIDAK TEPAT. 
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Tanggapan Terlapor VII/SP--------------------------------------------------------------- 

Bahwa rapat-rapat yang dilakukan ASI bukan merupakan fasilitas untuk mengatur 

pasokan dan menentukan harga. Sepengetahuan kami peran dari ASI adalah 

sebagai berikut:  ------------------------------------------------------------------------------ 

1. ASI adalah mitra pemerintah (Departemen Perindustrian) untuk mencegah 

adanya kenaikan harga yang tidak terkendali yang dapat merugikan 

masyarakat, dengan jalan memastikan kontinuitas supply semen di daerah. -- 

2. Rapat-rapat ASI lebih bersifat teknis, rapat ekonomi dan bisnis dilakukan 

semata-mata karena adanya inisiatif dan undangan dari pemerintah sebagai 

tindak lanjut dari implementasi Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1984 tentang Perindustrian.  ---------------------------------------------------------- 

3. Pemerintah membutuhkan data dari pelaku usaha semen untuk mengetahui 

sebaran permintaan semen agar dapat menjaga kestabilan pasokan semen 

nasional.---------------------------------------------------------------------------------- 

4. Pemerintah untuk merencanakan kebijakan pembangunan industri semen 

nasional memerlukan data yang tepat mengenai produksi dan permintaan 

semen. Perlu diketahui bahwa pembangunan pabrik semen membutuhkan 

waktu minimal 3 tahun. Oleh karena itu data tersebut sangat dibutuhkan 

guna menghindarkan terjadinya kelangkaan semen yang akan merugikan 

masyarakat------------------------------------------------------------------------------- 

Mengenai Peran ASI sebagaimana yang kami sampaikan di atas telah pula 

dinyatakan secara sangat tegas dalam Keterangan Saksi dan atau Keterangan 

Pemerintah secara tertulis dalam Surat Kementrian Perindustrian No 

297/IAK/5/2010 tertanggal 31 Mei 2010 tentang Keterangan Pemerintah yang 

isinya sebagai berikut: (Vide Bukti T.VII.27)--------------------------------------------- 

1. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian 

menegaskan bahwa: sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya, 

perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala 

mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada pemerintah, berdasarkan 

hal tersebut kami menyampaikan bahwa:------------------------------------------- 

a. Peran Asosiasi Semen Indonesia dalam penyelenggaraan rapat-rapat 

teknis dan ekonomi bisnis yang dilakukan oleh ASI adalah sebagai 
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pelaksanaan dari pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian.---------------------------------------------------------------------- 

b. Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, 

maka ketersediaan semen diseluruh wilayah Indonesia dengan tepat 

jumlah dan waktu sangat diharapkan mengingat semen merupakan 

komoditi strategis. Oleh karena itu pemerintah melalui ASI  

berkepentingan untuk mengetahui perkembangan industri semen dan 

distribusinya ke seluruh Indonesia serta kendala-kendala yang terjadi di 

lapangan setiap waktu.------------------------------------------------------------ 

c. Pemerintah meminta agar ASI dapat memberikan infomasi dari industri 

semen secara cepat dan tepat tentang kondisi komoditi industri tersebut, 

sekaligus sebagai forum dan sarana komunikasi yang paling efektif 

untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 

pembangunan ekonomi maupun  pengembangan industri semen di 

Indonesia.--------------------------------------------------------------------------- 

d. Pertemuan ASI dengan para Anggotanya yang dilakukan secara rutin  

dan selalu dihadiri wakil dari Pemerintah (Kementerian Perindustrian 

dan Kementerian Perdagangan) merupakan pertemuan komunikasi 

antara pelaku usaha dengan Pemerintah yang membahas agar tidak 

terjadi kelangkaan pasokan semen di daerah serta untuk mendapatkan 

masukan tentang kebijakan pembangunan semen di Indonesia. Dalam 

pertemuan tersebut tidak pernah dibicarakan tentang pengaturan 

produksi dan pemasaran, pengaturan wilayah, pengaturan harga atau 

pembicaraan lain yang bersifat pembentukan kartel. ----------------------- 

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut pendapat kami 

pertemuan rutin yang dilakukan oleh ASI dan dihadiri para Anggotanya dan 

Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan tidak 

melanggar UU Nomor 5 tahun 1999, karena kegiatan dimaksud merupakan 

pelaksanaan dari Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1984. Untuk itu kegiatan ASI 

tetap dilanjutkan guna pengamanan pasok semen dalam negeri agar tidak 

terjadi kelangkaan yang mengganggu proses pembangunan.-------------------- 
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Mengenai peran ASI tersebut juga dikuatkan dengan Keterangan Saksi Ahli 

atau Affidavit dari Profesor Hikmahanto Juwana pada halaman 8 yang isinya 

sebagai  berikut:------------------------------------------------------------------------- 

“Saya berpendapat bahwa keberadaan ASI maupun rapat-rapat teknis dan 

rapat-rapat ekonomi bisnis yang diselenggarakannya bukan merupakan 

suatu pelanggaran hukum dan tidak dapat dikatakan memfasilitasi kartel 

karena dalam pertemuan tersebut tidak pernah dibicarakan tentang 

pengaturan produksi dan pemasaran, pengaturan wilayah, pengaturan 

harga, atau pembicaraan lain yang bersifat pembentukan kartel.” (Vide 

Bukti T.VII.51)------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan poin-poin di atas maka tidak terbukti bahwa adanya 

rapat-rapat ASI digunakan untuk memfasilitasi kegiatan mengatur 

pasokan dan menentukan harga. Faktanya ASI berfungsi sebagai mitra 

pemerintah (Departemen Perindustrian) untuk mencegah adanya 

kenaikan harga yang tidak terkendali yang dapat merugikan 

masyarakat, dengan jalan memastikan kontinuitas supply semen di 

daerah. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Pendapat Tim Pemeriksa ------------------------------------------------------------------ 

Pada point VI halaman 87 s/d 88 LHPL Tim Pemeriksa KPPU memberikan 

analisa hukum sebagai berikut:-------------------------------------------------------------- 

1. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah produk semen OPC, PCC dan 

PPC dengan wilayah pasar untuk masing-masing propinsi di seluruh wilayah 

Indonesia--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

6. TENTANG ANALISA HUKUM PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR 
PASAL 5 DAN 11 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 
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Tanggapan Terlapor VII/SP--------------------------------------------------------------- 

- Lihat Pasal 1 ayat (10) UU Antimonopoli : “Pasar bersangkutan adalah 

pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu 

oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau 

substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”------------------------------------ 

 

Terlapor VII/SP memiliki pasar di beberapa wilayah Propinsi dengan 

pesaing yang berbeda-beda, sehingga pasarnya tidak bersangkutan, seperti 

DI.Aceh pesaingnya SAI sedangkan di DKI pesaing utamanya Holcim dan 

Indocement.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, untuk 

keseluruhan pasar di masing-masing propinsi kecuali propinsi Lampung di 

duga terjadi upaya untuk menjaga pasokan setiap Terlapor untuk tetap 

mempertahankan dominasi pelaku usaha.------------------------------------------ 

3. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, di duga terjadi 

upaya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain yang memiliki 

biaya produksi per ton relatif tinggi untuk dapat memasarkan di produknya 

di wilayah propinsi lainnya dengan menjaga harga dalam level yang cukup 

tinggi.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP 

SP tidak pernah menjaga jumlah pasokan untuk tetap mempertahankan 

dominasi pelaku usaha tertentu, dan memberikan kesempatan kepada pelaku 

usaha lain yang memiliki biaya produksi relatif tinggi untuk memasarkan 

produknya untuk menjaga harga di level yang cukup tinggi.-------------------- 

Keterbatasan pasokan ke wilayah tertentu sepenuhnya tergantung dengan : 

kemampuan menjual distributor (daya saing dan daya serap pasar), 

kemampuan pasok sarana produksi dan distribusi (ketersediaan kapal dan 

kapasitas silo serta packing plant), fasilitas pelabuhan tujuan (kongesti di 

Pelabuhan tujuan), serta loyalitas konsumen terhadap brand tertentu 
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(terutama produk lokal seperti SAI di Aceh, Baturaja di Sumsel, Holcim dan 

Indocement di DKI, dll).--------------------------------------------------------------- 

4. Dalam setiap pasar bersangkutan yang telah di analisa di atas, dengan 

beberapa pelaku usaha memiliki pasokan yang cukup dan biaya per ton yang 

cukup rendah dibandingkan dengan pesaingnya, terdapat kecendrungan 

pergerakan harga ynag sama yang di duga untuk mempertahankan pangsa 

pasar.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP--------------------------------------------------------------- 

- Tidak ada pergerakan harga dilakukan secara sama, dibuktikan sendiri pada 

grafik dalam LHPL halaman 71 s/d 75 dimana banyak garis yang 

berpotongan yang menandai bahwa pada saat pesaing naik bisa saja 

produsen lain turun dan sebaliknya.-------------------------------------------------- 

- SP menjual dengan sistem putus kepada distributor, dimana harga jual 

distributor kepada konsumen tidak ditentukan oleh pabrik (SP) tetapi 

diserahkan sepenuhnya kepada distributor.----------------------------------------- 

Harga jual SP sendiri sepenuhnya tergantung dengan harga pokok produksi 

dan beban penjualan ditambah dengan margin yang diharapkan sesuai 

dengan target RKAP perusahaan----------------------------------------------------- 

 

5. Berdasarkan analisa tentang tingkat keuntungan untuk masing-masing 

Terlapor dan dengan di kaitkan dengan tujuan dari kartel adalah 

memaksimalkan keuntungan, maka dengan memperhatikan perbandingan 

biaya per ton, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 di duga terjadi 

upaya untuk mengatur harga pada level yang cukup tinggi untuk 

mempertahankan tingkat keuntungan.---------------------------------------------- 
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Tanggapan Terlapor VII/SP--------------------------------------------------------------- 

- Keuntungan adalah salah satu tujuan SP sebagai BUMN sebagaimana 

amanat UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara salah 

satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah “mengejar keuntungan”-- 

- Tinggi rendahnya suatu keuntungan sangat relative tergantung sisi pandang 

masing-masing, namun secara umum suatu perusahaan harus memperoleh 

keuntungan minimal untuk dapat mengumpulkan modal kembali untuk 

memperbaiki dan mengembangkan perusahaannya ke depan.------------------- 

Rata-rata keuntugan SP dalam 5 tahun terakhir adalah 14,98% dimana yang 

terendah 9,18% dan tertinggi 19,13% . Dengan tingkat keuntungan tersebut 

sampai saat ini SP masih belum mampu mengembangkan perusahaannya.---------- 

 

6. Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan 

mempertimbangkan adanya rapat-rapat di ASI yang menyajikan laporan 

realisasi produksi dan pemasaran dari masing-masing Terlapor serta adanya 

presentasi dari pemerintah terkait dengan harga di masing-masing wilayah 

ibu kota propinsi, hal ini di duga merupakan fasilitas untuk mengatur 

pasokan dan menentukan harga.------------------------------------------------------ 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

mewajibkan pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah 

dan bukan kepada Asosiasi. Permintaan Pemerintah agar Asosiasi Semen 

Indonesia membatu melaporkan perkembangan kegiatan usaha anggotanya 

setiap bulan tidak menentukan bentuk pelaporan tersebut sehingga rapat-

rapat yang dilaksanakan oleh ASI di duga hanya sebagai fasilitas untuk 

mengatur pasokan dan harga.--------------------------------------------------------- 

 

Tanggapan Terlapor VII/SP -------------------------------------------------------------- 

- Bahwa ASI hanyalah organisasi perusahaan produsen semen dengan peran dan 

fungsi sebagaimana yang terdapat dalam LHPL halaman 42 s/d 43.-------------- 

- Data-data yang dibahas di ASI adalah data-data historis masalalu (bulan lalu) 

sebagai salah satu input Pemerintah nantinya dalam membuat laporan statistik. 
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- Masalah pembatasan produksi dan harga di masa yang akan datang (bulan 

berikutnya) tidak ditentukan oleh ASI.------------------------------------------------ 

Justru melalui ASI pemerintah menyampaikan himbauannya agar jangan terjadi 

kelangkaan semen dan gejolak harga pada suatu wilayah.------------------------------ 

 

Selain itu kami juga berpendapat bahwa analisa hukum yang dilakukan oleh Tim 

Pemeriksa dalam LHPL bukanlah sebagai analisa hukum, melainkan hanya 

merupakan pernyataan yang lebih bersifat ASUMSI karena sama sekali tidak di 

dukung dengan anlisa pembuktian dan alat bukti yang kuat. Padahal untuk 

menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha haruslah adanya 

pembuktian. Hal inipun secara nyata-nyata diakui oleh Tim Pemeriksa dalam 

Kesimpulan Hal 88 yang menyatakan bahwa:---------------------------------------- 

DIDUGA TERJADI PELANGGARAN PASAL 5 AYAT (1) DAN PAS AL 11 

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999.-------------------------------------- 

Jelaslah bahwa bukti tentang terjadinya pelanggaran tidak ditemukan.-------- 

Selanjutnya perlu kami tegaskan bahwa untuk menyatakan Pelaku Usaha bersalah, 

Tim Pemeriksa seharusnya membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran 

yang dituduhkan.------------------------------------------------------------------------------ 

Unsur kunci tentang pembuktian pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 adalah tentang Perjanjian.------------------------------ 

Tentang Unsur Perjanjian----------------------------------------------------------------- 

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah:----------------------- 

“suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu 

orang lain atau lebih.”----------------------------------------------------------------------- 

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angkat 7 UU Anti Monopoli, Perjanjian 

diartikan sebagai:------------------------------------------------------------------------------ 
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“suatu perbuatan atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri kepada satu 

atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apappun, baik tertulis, maupun tidak 

tertulis.”---------------------------------------------------------------------------------------- 

Berbicara tentang unsur-unsur perjanjian, secara umum Abdulkadir Muhammad, 

mengatakan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------- 

a. ada pihak-pihak sedikitnya dua orang; ---------------------------------------------- 

b. ada persetujuan diantara pihak-pihak itu; ------------------------------------------ 

c. ada tujuan yang akan dicapai; -------------------------------------------------------- 

d. ada prestasi yang akan dilaksanakan; ----------------------------------------------- 

e. ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan; ---------------------------------------------- 

f. ada syarat-syarat tertentu, sebagai isi perjanjian. ---------------------------------- 

Ad.a. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang---------------------------------------------- 

Dalam suatu perjanjian pihak-pihak merupakan unsur yang utama, karena 

disamping pihak-pihak itu dijadikan sebagai subjek perjanjian, juga 

perjanjian itu tidak akan pernah ada apabila tidak adanya pihak yang 

menginginkan, membuat perjanjian itu. -------------------------------------------- 

Pihak-pihak dalam perjanjian itu yang menurut hukum perjanjian merupakan 

subjek perjanjian selain berupa manusia juga dapat berupa badan hukum. 

Karena menurut hukum, manusia dan badan hukum merupakan subjek 

hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum di dalam 

masyarakat.------------------------------------------------------------------------------ 

Ad.b. Ada persetujuan diantara pihak-pihak itu ------------------------------------------ 

Persetujuan disini adalah merupakan keputusan, setelah dilakukannya 

perundingan. Karena perundingan itu sendiri adalah tindakan pendahulu 

untuk menuju tercapainya persetujuan. Selanjutnya persetujuan itu 

ditunjukkan dengan penerimaan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan 
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syarat-syarat dan objek perjanjian tersebut, maka timbullah persetujuan 

sebagai salah satu syarat dari perjanjian. ------------------------------------------- 

Ad.c. Ada tujuan yang akan dicapai ------------------------------------------------------- 

Tujuan mengadakan perjanjian adalah mencapai sesuatu yang dibutuhkan 

oleh pihak-pihak. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi dengan cara 

mengadakan perjanjian dengan orang lain. Namun belum berarti para pihak 

boleh mengadakan perjanjian dengan mencapai kebutuhan tersebut secara 

bebas yang mutlak. Karena undang-undang telah membatasinya, dimana 

tujuan yang akan dicapai itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban 

umum, disesuaikan dan bertentangan dengan undang-undang. ----------------- 

Ad.d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan----------------------------------------------- 

Sebagai akibat adanya persetujuan timbullah kewajiban untuk melakukan 

suatu prestasi yang merupakan kewajiban para pihak sesuai dengan syarat-

syarat perjanjian. ----------------------------------------------------------------------- 

Ad.e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan ---------------------------------------------- 

Bentuk perjanjian ini berguna untuk dijadikan dasar kekuatan mengikat dan 

kekuatan pembuktiannya. Bentuk perjanjian ini biasanya dibuat dalam 

bentuk akte atau tulisan. Selain itu perjanjian diperbolehkan juga untuk 

dibuat secara lisan, dalam hal ini sebagai catatan haruslah diperbuat dengan 

kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya. --------------------------------------- 

Ad.f. Ada syarat-syarat tertentu, sebagai isi perjanjian ---------------------------------- 

Syarat-syarat ini pada hakikatnya adalah merupakan isi perjanjian. Karena 

dari syarat-syarat inilah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. 

Kemudian syarat-syarat tersebut pada umumnya terdiri dari syarat-syarat 

pokok, seperti tentang barang, dan harganya.-------------------------------------- 

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 

KUH Perdata yang berbunyi: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 

empat syarat”: -------------------------------------------------------------------------- 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ------------------------------------ 
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ----------------------------------- 

3. Suatu hal tertentu ------------------------------------------------------------------ 

4. Suatu sebab yang halal.”  --------------------------------------------------------- 

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai 

orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua 

syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai 

perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. -- 

Kata sepakat disini harus diberikan secara bebas oleh kedua pihak, sehingga 

tercapai persesuaian/persetujuan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa 

diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian 

kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang 

dikehendaki oleh orang lain. Kedua kehendak ini bertemu dalam sepakat 

tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan 

mengucapkan perkataan-perkataan misalnya “setuju”, “oke” Dan lain-lain 

sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda-tanda dibawah 

pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah 

pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Ada lima 

cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:--------------------------------------- 

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis --------------------------------------------- 

2. Bahasa yang sempurna secara lisan -------------------------------------------- 

3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan -------- 

4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya --------------------- 

5. Diam atau membisu, tetapi asal bisa dipahami atau diterima oleh pihak 

lawan.-------------------------------------------------------------------------------- 

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum . Pada asasnya 

setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut 

hukum.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Setidaknya dapat ditentukan 

bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti 

akan ada. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan, barang yang 

dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain jalan umum, pelabuhan 

umum, gedung-gedung umum, dll, tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian, 

barang tersebut juga harus dapat ditentukan jenisnya. ---------------------------- 

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah suatu sebab yang 

halal. Yang dimaksudkan dengan sebab yang halal itu ialah isi dari 

perjanjian itu sendiri. Selain itu, yang tidak halal maksudnya yang 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.------- 

Terlapor VII/SP secara faktual sama sekali tidak pernah membuat 

perjanjian atau kesepakatan apapun dengan pesaing baik secara 

tertulis ataupun tidak tertulis untuk menguasai produksi dan/atau 

pemasaran semen. Dalam LHPL Tim Pemeriksa hanya mendasarkan pada 

asumsi/perkiraan. Dengan demikian unsur “perjanjian” tidak terbukti.- -- 

Mengenai unsur tidak terpenuhinya unsur perjanjian, dikuatkan juga oleh 

Kesaksian dari Saksi Ahli Professor Hikmahanto Juwana di dalam 

Affidavitnya pada halaman 7 yaitu: ------------------------------------------------- 

“ Oleh karenanya saya berpendapat bahwa perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat dibuktikan keberadaannya oleh Tim. 

Padahal perjanjian merupakan unsur penting dalam menduga adanya 

pelanggaran terhadap Pasal 11.” (Vide Bukti T.VII.51)------------------------ 

 

Pasal 5 ayat 1  UU No. 5 Tahun 1999 Menyatakan:-------------------------------------- 

“ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya 

untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar 

oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.------------ 

3.1 Unsur-Unsur Pasal 5 ayat 1 Tidak Terpenuhi 
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Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur penting yang harus 

dibuktikan apabila Tim Pemeriksa hendak menyimpulkan adanya pelanggaran 

terhadap Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:----------------------------------- 

1. Unsur Pelaku Usaha;------------------------------------------------------------------- 

2. Unsur Membuat perjanjian;----------------------------------------------------------- 

3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing;--------------------------------------------------------- 

4. Unsur Menetapkan Harga atas Suatu Barang dan atau Jasa yang Harus 

Dibayar Oleh Konsumen atau Pelanggan;------------------------------------------- 

5. Unsur Pasar Bersangkutan yang Sama.---------------------------------------------- 

Seluruh unsur-unsur tersebut di atas harus dapat dibuktikan oleh Tim Pemeriksa 

berdasar kepada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 UU No 5 tahun 1999. 

Jika salah satu unsur dalam Pasal 5 (1) tidak terpenuhi maka tuduhan 

pelanggaran terhadap Pasal 5 (1) UU No. 5 Tahun 1999 menjadi tidak 

terbukti.------------------------------------------ --------------------------------------------- 

a. Unsur Pelaku Usaha------------------------------------------------------------------ 

Memang benar bahwa Terlapor VII/SP adalah pelaku usaha. Namun 

demikian bukanlah pelaku usaha yang dimaksudkan oleh Pasal 5 (1), karena 

maksud dari Pasal 5 (1) adalah pelaku usaha yang melakukan perjanjian 

denga pelaku usaha lain untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau 

jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar 

bersangkutan yang sama, sedangkan Terlapor VII/SP tidak melakukan hal 

tersebut. Oleh karena itu unsur “pelaku usaha” ini tidak tepenuhi. ----------- 

b. Unsur Membuat Perjanjian--------------------------------------------------------- 

Penjelasan mengenai perjanjian telah kami sampaikan pada halaman 32 

berlaku mutatis muntandis pada poin ini yang intinya tidak terbukti adanya 

perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor VII/SP dengan pesaingnya. Karena 

itu unsur  “perjanjian”   tidak terpenuhi.------------------------------------------ 

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaing------------------------------------------------------- 

Pelaku usaha pesaing menurut ketentuan pada Pasal 5 (1) UU No. 5 Tahun 

1999 adalah pelaku usaha lain yang berada pada pasar bersangkutan yang 
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sama. Pada pasar semen yang menjadi pesaing Terlapor VII/SP adalah 

produsen semen lain yang berada pada pasar bersangkutan yang sama 

dengan Terlapor VII/SP. Karena pasar bersangkutan Terlapor VII/SP bukan 

propinsi di seluruh wilayah Indonesia maka yang menjadi pelaku usaha 

pesaing bukan seluruh produsen semen di seluruh propinsi di Indonesia. 

Terlapor VII/SP memiliki pesaing yang berbeda diwilayah pemasaran yang 

yang berbeda. -------------------------------------------------------------------------- 

Untuk wilayah pemasaran:----------------------------------------------------------- 

- D.I Aceh pesaingnya adalah Terlapor I; --------------------------------------- 

- Kepulauan Riau pesaingnya adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, 

Terlapor  VIII;---------------------------------------------------------------------- 

- Sumut pesaingnya adalah Terlapor V, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor 

VIII; --------------------------------------------- ------------------------------------ 

- Sumbar pesaingnya adalah Terlapor I; ----------------------------------------- 

- Sumsel pesaingnya adalah Terlapor III, Terlapor VIII, Terlapor I, 

Terlapor II;-------------------------------------------------------------------------- 

- DKI Jakarta pesaingnya adalah Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor II, 

Terlapor VIII;----------------------------------------------------------------------- 

- Jabar pesaingnya adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV;--------------- 

- Banten pesaingnya adalah Terlapor III, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor 

IV, Terlapor VIII,------------------------------------------------------------------ 

- Jateng pesaingnya adalah  Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor 

VI;  ---------------------------------------------------------------------------------- 

Tim Pemeriksa telah salah dalam menentukan pesaing Terlapor VII/SP, 

karena itu unsur “Pelaku Usaha Pesaing” sebagaimana tuduhan KPPU  

tidak terpenuhi------------------------------------------------------------------------- 

d. Unsur Menetapkan Harga atas Suatu Barang dan atau Jasa yang Harus 

Dibayar Oleh Konsumen atau Pelanggan---------------------------------------- 

 

Terlapor VII/SP tidak pernah menetapkan harga semen berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan dengan pelaku usaha pesaing. Harga semen 

yang dijual oleh Terlapor VII/SP sepenuhnya ditentukan oleh Terlapor 
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VII/SP secara independen. Pada LHPL juga tidak bukti bahwa terlapor 

Terlapor VII/SP telah menetapkan harga semen berdasarkan kesepakatan 

dengan pelaku usaha pesaing. -------------------------------------------------------- 

    

Selain itu dalam Pasal 5 (1) UU Antimonopoli secara tegas dinyatakan 

bahwa harga yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah harga 

yang harus dibayar oleh konsumen. Konsumen yang dimaksud dakam hal 

ini adalah konsumen akhir atau pengguna. Terlapor VII/SP tidak 

menetapkan harga jual secara langsung kepada konsumen akhir. 

Terlapor VII/SP hanya menjual semen hingga tingkat distributor. 

Selanjutnya pihak distributor yang akan menetapkan harga jual secara 

independen ke pada konsumen akhir. ---------------------------------------------- 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka unsur “menetapkan harga 

atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen 

atau pelanggan” tidak terpenuhi.--------------------------------------------------- 

e. Unsur Pasar Bersangkutan yang Sama. ----------------------------------------- 

  Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Antimonopoli, pasar bersangkutan 

diartikan sebagai:----------------------------------------------------------------------- 

 “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau 

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atasa barang dan atau jasa 

yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”.-  

Bahwa KPPU telah salah dalam mendefinikan pasar bersangkutan yaitu 

propinsi di seluruh wilayah Indonesia, yang benar bagi Terlapor VII/SP 

pasar bersangkutannya adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Propinsi 

Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau Daratan, Propinsi 

Kepulauan Riau, Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi 

Bangka Belitung, Propinsi Bengkulu, Propinsi Lampung, Propinsi DKI 

Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Jawa Tengah.  

Oleh karena itu ”unsur pasar bersangkutan yang sama” sebagaimana 

yang  dituduhkan oleh KPPU tidak terpenuhi. ------------------------------------ 

 



S A L I N A N 

 

 Halaman 326 dari 425 

DENGAN TIDAK TEPENUHINYA UNSUR-UNSUR PADA PASAL 5 

AYAT (1) UU No. 5/1999, MAKA SECARA SAH DAN MEYAKIN KAN 

TERLAPOR VII/ PT SEMEN PADANG TIDAK TERBUKTI 

MELANGGAR PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 5/1999 

  

 

 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan:--------------------------------------------- 

 “ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, 

yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan 

atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. ------------ 

 

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur penting yang harus 

dibuktikan apabila Tim Pemeriksa hendak menyimpulkan adanya pelanggaran 

terhadap Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:------------------------------------------ 

a. Unsur Pelaku Usaha;------------------------------------------------------------------- 

b. Unsur Membuat Perjanjian;----------------------------------------------------------- 

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaing;--------------------------------------------------------- 

d.  Unsur Mempengaruhi Harga dengan Mengatur Produksi dan atau 

Pemasaran Barang dan atau Jasa;----------------------------------------------------- 

e. Unsur  Mengakibatkan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha yang 

Tidak Sehat;----------------------------------------------------------------------------- 

Seluruh unsur-unsur tersebut di atas harus dapat dibuktikan oleh Tim Pemeriksa 

berdasar kepada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 UU No 5 tahun 1999. 

Jika salah satu unsur dalam Pasal 11 tidak terpenuhi maka tuduhan pelanggaran 

terhadap Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi tidak terbukti.---------------------- 

 

3.2 Unsur-Unsur Pasal 11 Tidak Terpenuhi 
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a. Unsur Pelaku Usaha ----------------------------------------------------------------- 

Memang benar bahwa SP adalah pelaku usaha. Namun demikian bukanlah 

pelaku usaha yang dimaksudkan oleh Pasal 11, karena maksud dari Pasal 11 

adalah pelaku usaha yang melakukan Kartel, sedangkan SP tidak melakukan 

kartel. Oleh karena itu unsur “pelaku usaha” tidak terpenuhi. ----------------- 

b. Unsur Membuat Perjanjian  ------------------------------------------------------- 

Penjelasan mengenai perjanjian yang kami sampaikan pada halaman 32 

berlaku mutatis muntandis pada poin ini yang intinya tidak terbukti adanya 

perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor VII/SP dengan Pesaingnya. Karena 

itu unsur “perjanjian”   tidak terpenuhi.------------------------------------------- 

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaing ------------------------------------------------------ 

Pelaku usaha pesaing menurut ketentuan pada pasal 11 UU No. 5 Tahun 

1999 adalah pelaku usaha lain yang berada pada pasar bersangkutan yang 

sama. Pada pasar semen yang menjadi pesaing Terlapor VII/SP adalah 

produsen semen lain yang berada pada pasar bersangkutan yang sama 

dengan Terlapor VII/SP. Karena pasar bersangkutan Terlapor VII/SP bukan 

propinsi di seluruh wilayah Indonesia maka yang menjadi pelaku usaha 

pesaing bukan seluruh produsen semen di seluruh propinsi di Indonesia. 

Terlapor VII/SP memiliki pesaing yang berbeda diwilayah pemasaran 

yang yang berbeda. ------------------------------------------------------------------- 

Untuk wilayah pemasaran :----------------------------------------------------------- 

D.I Aceh pesaingnya adalah Terlapor I; -------------------------------------------- 

Kepulauan Riau pesaingnya adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, 

Terlapor  VIII;-------------------------------------------------------------------------- 

Sumut pesaingnya adalah Terlapor V, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VIII;- 

Sumbar pesaingnya adalah Terlapor I; ---------------------------------------------- 

Sumsel pesaingnya adalah Terlapor III, Terlapor VIII, Terlapor I, Terlapor 

II,;----------------------------------------------------------------------------------------- 

DKI Jakarta pesaingnya adalah Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor II, Terlapor 

VIII;---------------------------------------------- ---------------------------------------- 
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Jabar pesaingnya adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV;------------------- 

Banten pesaingnya adalah Terlapor III, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, 

Terlapor VIII,--------------------------------------------------------------------------- 

Jateng pesaingnya adalah  Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor VI;-   

 

Tim Pemeriksa telah salah dalam menentukan pesaing Terlapor VII/SP, 

karena itu unsur “Pelaku Usaha Pesaing” sebagaimana tuduhan KPPU  

tidak terpenuhi.------------------------------------------------------------------------- 

d. Unsur Mempengaruhi Harga dengan Mengatur Produksi dan atau 

Pemasaran Barang dan Jasa. ----------------------------------------------------- 

Unsur “mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau 

pemasaran barang dan jasa” tidak terpenuhi. Hal ini ditegaskan dengan 

tidak adanya pengaturan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha pesaing 

kami, baik dalam hal produksi maupun pemasaran produk semen yang kami 

hasilkan dengan tujuan mempengaruhi harga di pasar.   ------------------------- 

 

Sebagaimana telah kami sampaikan pada Tabel  Kapasitas Produksi Semen 

Padang halaman 8 dari Tanggapan Tertulis bahwa Terlapor VII/SP sejak 

tahun 2006 telah berproduksi pada kapasitas penuh sehingga tidak ada 

pengaturan produksi sebagaimana yang dituduhkan oleh KPPU. Kami selalu 

berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas produksi agar 

produksi kami dapat memenuhi permintaan pasar. Kami juga meningkatkan 

penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan kami serta memperluas pasar 

produk-produk kami sehingga tidak benar kami membatasi produksi 

ataupun pemasaran. ----------------------------------------------------------------- 

e. Unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan 

usaha yang tidak sehat -------------------------------------------------------------- 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 5 tahun 1999 yang disebut 

praktek monopoli adalah:------------------------------------------------------------- 
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“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau 

lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”---- 

 

Dalam hal ini tidak terbukti bahwa Terlapor VII/SP telah melakuka n 

pemusatan ekonomi karena sesuai dengan Pasal 1 angka 3 yang dimaksud 

dengan pemusatan ekonomi adalah:------------------------------------------------- 

  

“ Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu 

pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat 

menentukan harga barang dan atau jasa.”----------------------------------------- 

 

Terlapor VII/SP dengan pangsa pasar secara nasional yang hanya 

sebesar 13,88% pada tahun 2009 sebagaimana dicantumkan pada tabel 

di poin II halaman 48 LHPL.  Hal ini menunjukkan tidak mungkin SP 

memiliki kemampuan untuk melakukan penguasaan pasar yang nyata. 

Karena itu unsur “Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli”  tidak 

terpenuhi.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Menurut  Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang disebut 

persaingan usaha tidak sehat adalah:------------------------------------------------ 

 

“ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha.”---------------------------------------------------- 

 

Terlapor VII/SP tidak melakukan persaingan usaha dengan tidak jujur maka 

unsur “mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan 

usaha yang tidak sehat tidak terpenuhi”, karena tidak ada bukti bahwa 

kami  menguasai produksi atau pemasaran yang merugikan kepentingan 
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umum, tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan. 

Bahkan hingga saat ini Manajemen dan seluruh Staf PT. Semen Padang 

sangat menghormati dan melaksanakan sepenuhnya prinsip persaingan 

usaha yang sehat agar dapat berperan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia.----------------------------------------------------------------- 

 

DENGAN TIDAK TEPENUHINYA UNSUR-UNSUR PADA PASAL 11 

UU No. 5/1999, MAKA SECARA SAH DAN MEYAKINKAN 

TERLAPOR VII/ PT SEMEN PADANG TIDAK TERBUKTI 

MELANGGAR PASAL 11 UU NO. 5/1999 

 

30. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, 

Terlapor VIII, PT Semen Bosowa Maros menyampaikan hal-hal sebagai berikut 

(vide bukti C14.9); ----------------------------------------------------------------------------  

I.  PENDAHULUAN---------------------------------------- ----------------------------- 

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan untuk menyampaikan Tanggapan atas LHPL. Kami memahami 

dan menyadari bahwa kesempatan ini diberikan KPPU agar kami dapat 

mempelajari dan menanggapi hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa KPPU 

sebelumnya, termasuk data dan pendapat atau kesimpulan terkait. Sejalan 

dengan tujuan tersebut, kami dengan rendah hati menyampaikan tanggapan 

ini dan berharap agar tanggapan tertulis ini berikut substansi di dalamnya 

dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Komisi dalam 

memeriksa dan memutus perkara a quo.-------------------------------------------- 

 
Sebelum kami menyampaikan tanggapan atas LHPL ini dan tanpa 

mengurangi rasa hormat kami kepada KPPU, perkenankan kami untuk 

menyampaikan beberapa hal terkait proses penanganan perkara a quo (due 

process of law) sebagai berikut:------------------------------------------------------ 

1. Jangka waktu yang diberikan kepada kami untuk menyiapkan tanggapan 

terhadap LHPL sangat sempit dan tidak memungkinkan bagi kami untuk 

menjawab dan mengelaborasi substansi dalam LHPL secara optimal dan 
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maksimal. Berdasarkan surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(“KPPU”) No. 955/AK/KMK/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal 

Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-I/2010 

jo. Petikan Penetapan KPPU No. 126/KPPU/PEN/VII/2010 tanggal 7 

Juli 2010 (selanjutnya disebut “Surat KPPU”), KPPU menetapkan 

jangka waktu pelaksanaan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 

7 Juli 2010 sampai dengan 18 Agustus 2010. Adapun Surat KPPU baru 

dikirimkan pada tanggal 28 Juli 2010 dan baru kami terima pada tanggal 

29 Juli 2010, yang waktunya sangat dekat dengan panggilan untuk hadir 

dalam Sidang Majelis Komisi yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 

Agustus 2010. Sehingga kami hanya mempunyai waktu 3 (tiga) hari 

kerja untuk menyusun Tanggapan atas LHPL ini.----------------------------- 

2. Penempatan waktu yang berdekatan antara penerimaan salinan LHPL 

dengan pemeriksaan berkas perkara (enzage) menyulitkan kami dalam 

menganalisis pernyataan, pertimbangan dan/atau kesimpulan Tim 

Pemeriksa dalam LHPL untuk dikonfirmasi dengan data yang ditemukan 

pada saat enzage. Salinan LHPL kami terima pada tanggal 29 Juli 2010 

sedangkan enzage dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2010. Sehingga 

kami hanya memiliki waktu 1 (hari) kerja untuk mempelajari LHPL.----- 

3. Pada saat enzage, kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen/berkas 

yang tidak terkait dan/atau berhubungan dengan informasi rahasia 

(confidential) Para Terlapor lain perkara a quo tidak dapat diperlihatkan 

kepada kami. Namun ada beberapa dokumen/berkas yang menurut 

pendapat kami sepatutnya dapat diperlihatkan pada saat enzage namun 

dokumen/berkas tersebut tidak diberikan, antara lain:------------------------ 

a. Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan  (“LHPP”) 

SBM----------------------------------------------------------------------------- 

b. Keterangan Ahli (Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, S.E., M.E.)------------ 

c. Daftar Harga Jual Terlapor Lain. Karena perkara a quo terkait dengan 

dugaan pelanggaran penetapan harga (Pasal 5) dan kartel (Pasal 11) 

UU No. 5/1999, maka untuk dapat mengkonfirmasi atau menanggapi 
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dugaan tersebut, kami perlu mengetahui data mengenai harga jual 

Para Terlapor lain.------------------------------------------------------------- 

 
Selanjutnya sesuai dengan tujuan dari kesempatan yang diberikan kepada 

kami ini dan tanpa bermaksud apriori terhadap LHPL dan substansinya, 

kami ingin menyampaikan keberatan dan penolakan kami atas seluruh 

pernyataan, pertimbangan dan/atau kesimpulan Tim Pemeriksa dalam LHPL, 

khususnya data atau kesimpulan LHPL yang berkaitan dengan SBM dan 

dugaan keterkaitan SBM dengan pelanggaran UU No. 5/1999 yang menurut 

kami tidak sesuai dengan fakta, bukti dan kondisi sebenarnya, kecuali yang 

secara tegas diakui dalam Tanggapan atas LHPL ini.----------------------------- 

 
II.  POKOK-POKOK SUBSTANSI TANGGAPAN LAPORAN HASIL 

PEMERIKSAAN LANJUTAN------------------------------- ---------------------- 

 
Adapun hal-hal pokok substansial dari LHPL yang akan kami tanggapi 

dalam Tanggapan atas LHPL ini adalah sebagai berikut:------------------------- 

1. Data atau keterangan baik yang berupa tabel, grafik, dan pernyataan atau 

kesimpulan Tim Pemeriksa yang perlu kami pelajari lebih lanjut dan 

membutuhkan penjelasan dari Tim Pemeriksa;-------------------------------- 

2. Pendefinisian Pasar Bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam 

Bagian I Bab tentang Analisis LHPL, halaman 47; --------------------------- 

3. Adanya dugaan menjaga pasokan semen untuk mempertahankan 

dominasi pelaku usaha yang dilakukan para Terlapor, khususnya 

Terlapor VIII (SBM), sebagaimana dinyatakan dalam Bagian II tentang 

Analisis Pangsa Pasar  di Sub-Bagian A hal. 52, Sub-Bagian B hal 54, 

Sub-Bagian E hal. 57, Sub-Bagian G hal 59, Sub-Bagian I hal 61, Sub-

Bagian K hal. 63, Sub-Bagian L hal. 64, dan Sub-Bab M hal. 66 LHPL;-- 

4. Adanya dugaan pengaturan pemasaran yang dilakukan para Terlapor, 

khususnya Terlapor VIII (SBM), sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 

III tentang Analisis Pasokan LHPL, halaman 66;----------------------------- 

5. Analisis Tim Pemeriksa mengenai pergerakan harga yang sama yang 

diduga bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar sebagaimana 
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dinyatakan dalam Bagian IV tentang Analisis Harga Paralel LHPL, 

halaman 77;------------------------------------------------------------------------- 

6. Adanya analisis Tim Pemeriksa mengenai pengaturan harga yang 

dilakukan para Terlapor dengan tujuan mempertahankan tingkat 

keuntungan sebagaimana dinyatakan dalam Bagian V tentang Analisis 

Keuangan LHPL, halaman 86;--------------------------------------------------- 

7. Adanya analisis Tim Pemeriksa yang menduga terjadinya kartel dan 

penetapan harga dengan mempertimbangkan rapat-rapat di Asosiasi 

Semen Indonesia (“ASI”) sebagaimana dinyatakan dalam Bagian VI 

tentang Analisis Hukum LHPL, halaman 87.---------------------------------- 

 
 

III.  PEMBAHASAN ATAU TANGGAPAN ATAS LHPL --------------- -------- 

 
A. AKURASI DAN RELEVANSI DATA &  KETERANGAN -------------------------- 

Dalam LHPL, kami menemukan adanya data ataupun informasi yang 

sumber dan/atau penafsiran serta penggunaannya di dalam LHPL tidak 

tepat dan perlu kami mohonkan pertimbangan Yang Mulia Majelis 

Komisi. Selain itu terdapat informasi yang kurang lengkap terkait dengan 

pembahasan mengenai SBM, sehingga kami merasa perlu untuk 

menanggapinya. Adapun hal-hal terkait dengan penyajian data dan 

informasi di dalam LHPL yang ingin kami tanggapi agar dapat menjadi 

pertimbangan Yang Mulia Majelis Komisi adalah sebagai berikut:-------- 

 

1. Tentang Identitas SBM ----------------------------------------------------- 

Pada halaman 4 hingga halaman 42 LHPL terdapat pembahasan 

mengenai para Terlapor dalam perkara No. 1/KPPU-I/2010 baik dari 

sisi identitas dan juga penyajian data-data keuangan masing-masing 

Terlapor. Namun demikian dalam LHPL halaman 39 hingga halaman 

42 kami tidak menemukan pembahasan yang memadai tentang 

identitas SBM, baik dari penyebutan nama PT Semen Bosowa Maros 

maupun penjelasan tentang profil perusahaan. --------------------------- 
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Dalam pandangan kami, pembahasan mengenai identitas dan profil 

Terlapor mempunyai nilai yang penting agar dapat menentukan 

posisi dan kondisi Terlapor tersebut di pasar bersangkutan serta 

kebijakan yang diambilnya, misalnya dalam hal pemasaran atau 

distribusi, yang sangat mempengaruhi penilaian kewajaran dan 

tanggung jawab dari tindakan Terlapor tersebut di pasar. Salah satu 

yang penting adalah mengenai sistem distribusi SBM yang sangat 

menggantungkan kepada distributor independen untuk memasarkan 

semen Bosowa di hampir semua wilayah di luar wilayah Sulawesi 

Selatan dimana masing-masing distributor memiliki kewenangan 

yang besar dan penting dalam menentukan tingkat harga jual dan 

penjualan semen Bosowa. --------------------------------------------------- 

 

2. Tentang Harga Jual Loco Pabrik SBM --------------------------------- 

Di dalam LHPL halaman 41, terdapat penyajian data harga jual loco 

pabrik SBM yang tidak sesuai dengan data yang kami miliki. Harga 

jual loco pabrik adalah harga jual dari pabrik kepada para distributor 

yang tidak memasukkan perhitungan biaya pengangkutan yang 

besarannya dapat mencapai tiga puluh persen dari harga jual 

akhir/retail kepada konsumen akhir. Berdasarkan data yang kami 

miliki maka harga jual loco pabrik SBM dari tahun 2006 hingga 

tahun 2009 adalah sebagai berikut:----------------------------------------- 

Harga Jual Semen Bosowa Loco Pabrik (Rp) 
 

Provinsi 2006 2007 2008 2009 

Aceh     

Sumatera Utara     

Riau     

Kepulauan Riau     

Jambi     

Sumatera Selatan     

DKI Jakarta     
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Banten     

Jawa Timur     

Kalimantan Barat     

Kalimantan Selatan     

Kalimantan Timur     

Sulawesi Tenggara     

Sulawesi Selatan     

Sulawesi Tengah     

Sulawesi Utara     

Bali     

Nusa Tenggara Barat     

Maluku     

Papua     

Sumber: data internal PT Semen Bosowa Maros 
 
Apabila tabel di atas dibandingkan dengan data mengenai harga loco 

pabrik SBM yang ada di dalam LHPL halaman 41 terlihat perbedaan 

yang sangat signifikan antara data yang digunakan oleh Tim 

Pemeriksa dengan data yang kami miliki. Untuk provinsi-provinsi 

lain yang tidak terdapat di dalam tabel di atas dapat kami jelaskan 

bahwa memang merupakan kebijakan SBM yang tidak melakukan 

penjualan secara langsung di provinsi-provinsi tersebut. Dalam 

melakukan penjualan, pihak kami bekerja sama dengan para 

distributor independen dengan menggunakan sistem Free on Board 

(FOB) dan Free on Packing Plant (FOPP) yang selanjutnya akan 

memasarkan kembali semen Bosowa di wilayah lain di Indonesia. 

Distributor kemudian akan menjualnya kembali kepada pembelinya, 

termasuk toko atau retailer yang berada di sekitar wilayah pemasaran 

distributor tersebut sehingga jika terdapat data tentang penjualan 

produk kami di luar data pada tabel di atas, maka hal itu di luar dari 

kendali kami sehingga kami sama sekali tidak dapat mempengaruhi 

harga maupun jumlah penjualan di wilayah tersebut. -------------------- 
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3. Tentang Pertemuan-Pertemuan ASI yang Diikuti oleh SBM 

Pada halaman 42 LHPL dijelaskan bahwa SBM mengikuti rapat-

rapat yang diselenggarakan oleh ASI baik rapat Presidium maupun 

rapat-rapat lainnya, diantaranya adalah rapat bidang Ekonomi dan 

Bisnis. Pada bagian analisis hukum halaman 88 LHPL Tim 

Pemeriksa lebih jauh menyatakan bahwa “…. sehingga rapat-rapat 

yang dilaksanakan ASI diduga hanya sebagai fasilitas untuk 

mengatur pasokan dan harga.”--------------------------------------------- 

 
Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan bukti absensi yang kami 

lihat dalam berkas perkara a quo pada saat melakukan enzage dan 

juga sesuai dengan kenyataannya bahwasanya pihak kami tidak 

selalu mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh pihak ASI, rapat-

rapat yang tidak kami ikuti di antaranya:---------------------------------- 

a. Rapat Pajak dan Retribusi yang diadakan di ruang rapat ASI hari 

Kamis, 07 Juni 2006;----------------------------------------------------- 

b. Rapat Ekonomi dan Bisnis yang diadakan di ruang rapat ASI hari 

Selasa, 9 Januari 2007;--------------------------------------------------- 

c. Rapat Ekonomi dan Bisnis yang diadakan di ruang rapat ASI hari 

Jum’at, 9 Februari 2007;------------------------------------------------- 

d. Rapat Ekonomi dan Bisnis yang diadakan di ruang rapat ASI hari 

Kamis, 9 Agustus 2007;-------------------------------------------------- 

e. Rapat Ekonomi dan Bisnis yang diadakan di ruang rapat ASI hari 

Rabu, 9 Januari 2008;----------------------------------------------------- 

f. Rapat Bid. Ekbis 126 yang diadakan di ruang rapat ASI hari 

Rabu, 10 Juli 2008;------------------------------------------------------- 

g. Rapat Bid. Ekbis 128 yang diadakan di ruang rapat ASI hari 

Selasa, 9 September 2008;----------------------------------------------- 

h. Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis Mei 2009 yang diadakan di 

ruang rapat ASI hari Kamis, 14 Mei 2009;---------------------------- 

i. Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis ke 137 yang diadakan di 

kantor ASI hari, Jum’at 12 Juni 2009; dan--------------------------- 
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j. Rapat Bidang Ekbis ke 143 yang diadakan di kantor Asosiasi 

Semen Indonesia hari Rabu, 9 Desember 2009.---------------------- 

 
Jika Tim Pemeriksa menduga terdapat pertemuan/rapat yang 

diadakan oleh ASI yang diikuti oleh para Terlapor termasuk SBM 

untuk mengatur terjadinya [dugaan] kartel, maka selayaknya Tim 

Pemeriksa dapat menjelaskan atau menentukan dengan pasti serta 

membuktikan pertemuan-pertemuan mana yang diduga terjadi 

pengaturan kartel tersebut. Faktanya adalah bahwa SBM tidak selalu 

mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh ASI, dan Tim Pemeriksa 

juga tidak dapat menunjukkan serta membuktikan secara tegas 

pertemuan atau rapat mana yang di duga terjadi pengaturan kartel di 

dalamnya. Kalaupun pertemuan itu dikaitkan dengan upaya 

pengawasan terhadap [dugaan] kartel, maka selayaknya pula kami 

atau para Terlapor yang terlibat di dalamnya untuk selalu hadir dalam 

setiap pertemuan tersebut agar mekanisme pengawasan dan [dugaan] 

kartel tersebut menjadi efektif. Tanpa mekanisme pengawasan, maka 

[dugaan] kartel menjadi tidak beralasan. ---------------------------------- 

 

4. Tentang Pendapat Ahli------------------------------------------------------ 

Di dalam LHPL halaman 44 terdapat penjelasan mengenai pendapat 

ahli terkait persaingan pada industri semen nasional. Namun 

demikian kami melihat bahwa, tanpa bermaksud mempertanyakan 

keahliannya, pendapat ahli yang keterangannya dibahas di dalam 

LHPL tersebut sama sekali tidak dikaitkan dengan atau menyentuh 

substansi tentang kondisi persaingan industri semen nasional. Tidak 

ada data-data sebagai bukti yang digunakan dan tidak ada pula 

pembahasan oleh ahli tersebut tentang para pelaku usaha di pasar 

semen nasional. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh ahli 

tersebut hanya bersifat teoretis semata yang berlaku umum dan tidak 

dapat memberikan gambaran tentang kondisi persaingan usaha pada 

industri semen nasional serta tidak dapat digunakan untuk 

membuktikan adanya kartel di pasar semen nasional. Sebagaimana 
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telah diketahui secara umum, analisis dalam kasus persaingan usaha 

untuk menentukan ada-tidaknya praktek antipersaingan harus 

dilakukan dengan pendekatan kasus demi kasus (case-by-case 

approach), sehingga tanpa adanya analisis terhadap fakta-fakta dan 

bukti-bukti dalam kasus ini, keterangan ahli yang dikutip oleh Tim 

Pemeriksa dalam LHPL sama sekali tidak memiliki bobot sebagai 

alat bukti. ----------------------------------------------------------------------- 

 
Dalam berkas perkara yang ditunjukan kepada kami selama proses 

enzage, kami juga tidak dapat mempelajari Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP) dari ahli yang telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang pada 

dasarnya diajukan oleh salah satu Terlapor dalam perkara a quo dan 

keterangan yang diberikan oleh ahli seharusnya bukan termasuk 

kategori informasi yang harus dirahasiakan oleh Tim Pemeriksa. Hal 

ini sangat kami sayangkan karena kami berharap bahwa dalam 

keterangan ahli tersebut kami dapat memperoleh masukan atau 

informasi yang sangat mungkin dapat membantu kami menjelaskan 

mengenai tidak adanya dasar atau alasan untuk menyatakan bahwa 

telah terjadi kartel atau penetapan harga di pasar semen nasional. ----- 

 
5. Tentang Penjelasan Pasar Bersangkutan di Dalam LHPL---------- 

Dengan tetap menghormati kewenangan dan upaya KPPU dalam 

memeriksa perkara a quo, SBM menyatakan berkeberatan dengan 

analisis pembahasan pasar bersangkutan yang ditetapkan oleh Tim 

Pemeriksa di dalam bagian analisis LHPL halaman 48, dimana Tim 

Pemeriksa telah menentukan pasar bersangkutan yang digunakan 

dalam perkara ini yaitu “pasar semen dengan jenis OPC, PPC dan 

PCC yang dijual dalam cakupan provinsi di seluruh wilayah 

Indonesia”. --------------------------------------------------------------------- 

 
Kami melihat bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam menentukan 

pasar bersangkutan, seperti terlihat pada analisis pasar produk, 

dimana pada dasarnya Tim Pemeriksa mengakui bahwa terdapat 
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banyak jenis produk semen yang ada di pasar, dimana OPC, PPC dan 

PCC hanya sebagian dari keseluruhan jenis produk semen yang ada, 

seperti tertulis pada paragraf pertama hal. 47 LHPL “bahwa di dalam 

pasar semen diketahui terdapat beberapa jenis semen yang 

ditransaksikan, antara lain semen dengan jenis OPC, PPC dan jenis 

PCC.” --------------------------------------------------------------------------- 

 
Selain semen jenis OPC, PPC dan PCC, juga terdapat jenis semen 

lainnya, yaitu Super Masonary Cement (SMC), Oil Well Cement, 

Special Blended Cement (SBC) yang diproduksi di pasar Indonesia.15  

 
Dalam pembahasan pasar geografis juga terjadi inkonsistensi dimana 

di dalam LHPL ditetapkan bahwa pasar geografis dari perkara a quo 

adalah cakupan propinsi di seluruh wilayah Indonesia, namun di 

dalam pembahasan analisis pasar bersangkutan hal. 51 hingga hal. 77 

Tim Pemeriksa hanya membahas 12 propinsi saja atau hanya sekitar 

36% dari total populasi yang seharusnya dianalisis, sehingga 

menjadikan hasil kesimpulan Tim Pemeriksa menjadi prematur dan 

tidak dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang kuat dalam 

menentukan ada atau tidaknya pelanggaran khususnya yang diduga 

dilakukan oleh SBM.---------------------------------------------------------- 

 

6. Tentang Sumber Data dan Informasi------------------------------------ 

Di dalam LHPL, Tim Pemeriksa banyak menyajikan data-data yang 

tidak jelas baik sumber data maupun keterangan data tersebut. Hal ini 

sangat penting agar kami dapat melihat kembali apakah mungkin ada 

kekeliruan data atau ada data yang menyebabkan penafsiran yang 

berbeda-beda. ------------------------------------------------------------------ 

 

                                                 
15 lihat http://www.semengresik.com/ina/ProductProfile.aspx (diakses pada 2 Agustus 
2010) 
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Sebagai contoh, pada halaman 40 LHPL nomor 3 terdapat tabel data 

penjualan SBM namun tidak jelas data penjualan apa yang terdapat 

pada tabel tersebut, apakah data penjualan clinker ataukah data 

penjualan semen atau data penjualan lain dari SBM? ------------------- 

 
Contoh lainnya dapat dilihat di halaman 44 LHPL bagian tentang 

pendapat ahli yang menyebutkan bahwa “motivasi pelaku usaha 

melakukan kartel adalah untuk memaksimalkan keuntungan”. 

Sepanjang pengetahuan kami, tujuan dari setiap perusahaan adalah 

untuk memaksimalkan keuntungan (to maximize profit), sehingga 

pendefinisian yang terdapat dalam LHPL tersebut sepertinya tidak 

tepat. Otoritas Persaingan Inggris, Office Of Fair Trading (OFT), di 

dalam economic discussion paper bulan Maret 2005 menjelaskan 

sebagai berikut: “cartels are agreements between firms to reduce the 

level of competition between them with the aim of raising prices and 

profitability.” 16 Sehingga, kartel sebenarnya bertujuan mengurangi 

atau menghilangkan persaingan dalam rangka untuk menaikkan 

harga dan keuntungan, dan bukan untuk memaksimalkan 

keuntungan.--------------------------------------------------------------------- 

 
Kami juga kurang mengerti mengenai analisis dalam LHPL halaman 

52 yang menyatakan bahwa “….yaitu terlapor I, II, dan VIII secara 

bergantian diduga hanya sebagai upaya untuk menunjukkan tidak 

adanya pembagian wilayah”. Kehadiran SBM di pasar Nanggroe 

Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2009 adalah sebagai hasil dari 

telah beroperasinya pabrik semen PT Bosowa Batam dan bukan 

karena adanya hasil kesepakatan pembagian wilayah. Nilai pangsa 

pasar kami di Aceh yang hanya 0,26% pada tahun 2009 adalah 

sesuatu yang wajar karena SBM adalah new entrant dan lagi sangat 

bergantung kepada strategi dari distributor independen yang 

memasarkan semen Bosowa di wilayah tersebut.------------------------- 

 
                                                 
16  Lihat http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft773.pdf , diakses pada 02 agustus 2010 
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Selain itu, pada halaman 54 LHPL juga dinyatakan bahwa 

“Masuknya Terlapor II, Terlapor V dan Terlapor VIII dalam 

pemasaran di Provinsi Kepulauan Riau diduga tidak untuk bersaing 

secara sungguh-sungguh,...”. Dari tabel penguasaan pasar Provinsi 

Kepulauan Riau, terlihat bahwa pangsa pasar SBM naik secara 

signifikan dari 5,57% pada tahun 2008 menjadi 11,39% pada 2009. 

Kenaikan pangsa pasar ini disebabkan telah beroperasinya pabrik 

semen PT Bosowa Batam, sehingga pasokan semen Bosowa yang 

dapat ditawarkan menjadi semakin besar dan juga menunjukkan 

kinerja distributor independen yang sangat baik dalam memasarkan 

semen Bosowa di wilayah itu. Dengan fakta pertumbuhan pangsa 

pasar ini, pernyataan Tim Pemeriksa bahwa SBM tidak bersaing 

sungguh-sungguh adalah kesimpulan yang sangat tidak berdasar pada 

fakta dan tanpa disertai analisis bisnis dan ekonomi yang layak.------- 

 
B. KARAKTERISTIK INDUSTRI SEMEN INDONESIA (PRODUKSI DAN 

DISTRIBUSI ) ------------------------------------------------------------------------ 

1. Karakter Khusus Industri Semen --------------------------------------- 

Industri semen merupakan contoh khas sebuah industri oligopoli. 

Semen adalah produk yang homogen dengan elastisitas permintaan 

yang lemah, produksi membutuhkan investasi yang besar, dan 

kegiatan distribusi melibatkan biaya transportasi yang tinggi. 

Akibatnya, seringkali terdapat pesaing-pesaing lokal. Meskipun 

demikian, perusahaan semen tersebut tetap menghadapi persaingan 

dari produsen lain yang berada di luar teritorinya, dari pelaku usaha 

yang jauh yang menjual produknya pada tingkat harga di biaya 

marjinal.17---------------------------------------------------------------------- 

 
Permintaan dalam industri semen memiliki karakter yang khas 

berupa kegiatan yang sudah mapan, siklinal dan dengan elastisitas 

                                                 
17 Claude d’Aspremont, David Encaoua, dan Jean Pierre Ponssard, “Competition policy and game theory: 
reflection based on the cement industry case”, dalam George Norman dan Jacques –Francois Thisse, Ed., 
Market Structure and Competition Policy, hal. 11, 
http://assets.cambridge.org/97805217/83330/sample/9780521783330ws.pdf. 
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harga yang rendah. Permintaan juga dicirikan dengan tingkat 

differensiasi horizontal yang tinggi dalam hal lokasi dan tingkat 

diferensiasi vertikal yang rendah dalam hal kualitas. Brand name 

bukanlah sesuatu yang penting sehingga produk satu produsen semen 

dapat dengan mudah digantikan oleh produk semen produsen yang 

lain. Kualitas semen dijamin dengan standar yang bersifat nasional 

yang harus diikuti oleh produsen semen. Permintaan terhadap semen 

secara geografis tersebar dengan luas dan memiliki keterkaitan 

dengan kepadatan penduduk. Dalam industri semen, permintaan 

terhadap semen tersebar pada beberapa zona konsumsi, yang masing-

masing terdiri dari banyak konsumen. Oleh karena itu faktor 

geografis menjadi penentu dari struktur pasar.18------------------------- 

 
Dari sisi pasokan, terdapat dua alasan ekonomi yang penting dalam 

menyusun pasokan dalam pasar yang dicirikan dengan differensiasi 

horizontal yang kuat, yaitu pertama, trade-off antara biaya-biaya 

tetap dengan biaya-biaya transportasi yang, tergantung pada ukuran 

ekonomi dari pabrik, memberikan gagasan awal tentang kepadatan 

jaringan unit produksi yang mencakup wilayah, dalam kaitannya 

dengan kapadatan permintaan; kedua, tingkat biaya investasi dan 

lamanya masa pakai fasilitas produksi yang menentukan kekakuan 

(rigidity) dan lamanya (duration) jaringan.19------------------------------ 

 
Dalam teori yang umum berlaku, dalam kondisi cateris paribus, 

harga seharusnya turun ketika kepadatan produsen (jumlah produsen 

per area) meningkat karena peningkatan jumlah pelaku usaha ini 

meningkatkan kemungkinan bagi konsumen untuk melakukan 

substitusi. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh Chad 

Syverson terhadap pasar ready-mix concrete di Amerika Serikat,  

                                                 
18 Ibid., hal. 13. 
19 Ibid., hal. 15. 
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harga rata-rata adalah lebih rendah di daerah dengan tingkat 

kepadatan pelaku usaha yang lebih tinggi.20------------------------------- 

 
2. Karakter khusus Industri Semen di Indonesia------------------------ 

Industri semen di Indonesia juga menunjukkan karakteristik khas 

industri oligopoli. Biaya investasi yang tinggi dan berbagai hambatan 

struktural lainnya menyebabkan hingga tahun 2010 hanya ada 9 

perusahaan semen yang telah memproduksi dan memasarkan produk 

semen di Indonesia. Dengan tingginya biasa transportasi (sekitar 30% 

dari harga jual semen), maka pemasaran semen oleh satu pelaku 

usaha akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang dekat dengan 

lokasi pabrik semen. ---------------------------------------------------------- 

 
Pemasaran yang dilakukan terlalu jauh dari lokasi pabrik akan 

menyebabkan pembengkakan komponen biaya distribusi dan 

transportasi sehingga produsen semen hanya bisa meraih marjin 

keuntungan yang tipis jika hendak bersaing dengan produsen 

incumbent di wilayah tersebut. Sesuai dengan hakikat perusahan 

sebagai a maximazing-profit entity, produsen semen akan 

menfokuskan pemasaran produknya di daerah ia memiliki kekuatan 

pasar dan akan memasarkan produknya yang tidak terserap di pasar 

utamanya ke wilayah lain meskipun dengan resiko tingkat marjin 

yang lebih tipis karena harus menanggung biaya transportasi yang 

lebih besar dan menghadapi persaingan dari produsen semen yang 

menjadi incumbent di wilayah tersebut. Namun meskipun tingkat 

marjin lebih tipis, demi mencegah kerugian karena produk tidak laku, 

kelebihan produksi tersebut akan dikirimkan ke wilayah-wilayah 

yang masih memungkinkan untuk dijangkau tanpa harus menjual 

dengan harga yang lebih rendah dari incumbent di wilayah tersebut 

namun harga jual tersebut bukanlah harga jual rugi (harga jual yang 

ditetapkan di bawah total biaya produksi dan biaya pemasaran).------- 

                                                 
20 Chad Syverson, “Prices, Spacial Competition and Heterogenous Producers: An Empirical Test”, Working 
Paper,  Mei 2006, www.nber.org/papers/w/2231. 



S A L I N A N 

 

 Halaman 344 dari 425 

3.  Karakter Khusus SBM ---------------------------------------------------- 

SBM adalah pemain yang relatif baru dalam industri semen di 

Indonesia, dengan investasi yang seluruhnya berasal dari dalam 

negeri. Kondisi keuangan keuangan yang sebelumnya negatif baru 

dapat menjadi positif baru pada tahun 2009. Seiring dengan 

peningkatan permintaan terhadap semen Bosowa, PT Bosowa 

Corporation, yang merupakan induk perusahaan SBM, mendirikan 

pabrik semen baru di Batam, melalui PT Semen Bosowa, yang 

merupakan sister company dari SBM. Konstruksi pabrik semen 

Bosowa tersebut dimulai pada tahun 2006 dan selesai pada awal 

tahun 2008 dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun. Pabrik ini 

diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada awal Desember 

2008. Semen Bosowa hasil produksi pabrik yang di Batam ini 

ditujukan untuk wilayah pemasaran Pulau Sumatera.-------------------- 

 
Dalam mendistribusikan semen Bosowa, SBM menjalin kerjasama 

dengan distributor independen dengan membuat perjanjian distribusi. 

Penjualan semen Bosowa kepada distributor menggunakan metode 

FOB, artinya SBM tidak menanggung biaya pengiriman semen 

Bosowa. SBM sama sekali tidak menentukan berapa harga jual akhir 

yang dapat ditetapkan oleh distributor namun SBM menetapkan 

target penjualan minimum yang harus dipenuhi oleh distributor untuk 

tiap tahunnya.------------------------------------------------------------------ 

 
Selama tahun 2006 hingga akhir tahun 2009 tingkat utilisasi alat 

produksi semen Bosowa milik SBM telah meningkat dari 78% di 

tahun 2006 menjadi 94% di tahun 2008, namun sayangnya terpaksa 

kemudian turun menjadi 80% di tahun 2009 yang disebabkan oleh 

berkurangnya pasokan listrik dari PLN (lihat Tabel). Tingkat utilisasi 

yang tinggi dan cederung meningkat ini menunjukkan bahwa SBM 

tidak pernah menahan produksi semen Bosowa dalam rangka 

membatasi pasokan semen di pasar.---------------------------------------- 
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Kapasitas Produksi, Volume Produksi, dan Utilisasi SBM 

 

Kapasitas 
Produksi (ton) 

Volume 
Produksi (ton) 

Utilisasi 

2006 1.800.000 1.412.706 78% 
2007 1.800.000 1.596.323 89% 
2008 1.800.000 1.686.067 94% 
2009 1.800.000 1.448.066 80% 

Sumber data: SBM 
 

Produksi semen Bosowa telah mengalami peningkatan, sesuai 

dengan kapasitas produksi yang ada serta ketersediaan pasokan listrik 

dari PLN, yang pada kenyataannya pasokan listrik dari PLN sangat 

mempengaruhi kemampuan SBM dalam meningkatkan produksi 

semen. Sebagai contoh adalah adanya Surat PT PLN wilayah Sulsel 

dan Sulteng No. 649/150/GM/2009 tanggal 11 September 2009 yang 

pada pokoknya meminta SBM untuk membatasi konsumsi tenaga 

listrik selama terjadi defisit daya, yang pada akhirnya pembatasan 

tersebut mempengaruhi kemampuan SBM dalam memproduksi 

semen SBM dan/atau memaksimalkan utilisasi alat produksi. --------- 

 

Di tengah keterbatasan atau permasalahan dengan tenaga listrik, 

SBM tetap berupaya untuk meningkatkan volume produksi dan 

penjualan, yang dibuktikan dengan peningkatan produksi dan 

penjualan semen dari tahun ke tahun (kecuali di tahun 2007 untuk 

produksi dan tahun 2009 untuk penjualan) yang pada akhirnya pada 

tahun 2009 volume produksi SBM mencapai 1.448.066 ton (lebih 

kurang 80% dari kapasitas produksi SBM) dan penjualan mencapai 

1.452.347 ton. Tetapi di sisi lain, persaingan dengan produk semen 

yang lain sangat ketat sehingga peningkatan produksi maupun 

penjualan semen SBM tidak mampu untuk meningkatkan pangsa 

pasar SBM secara signifikan. ----------------------------------------------- 
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Dari sisi kondisi laporan keuangan yang diaudit, maka kondisi 

Laba/(Rugi) sebelum pajak SBM juga masih negatif di tahun 2007 

dan 2008. SBM baru mendapatkan posisi Laba sebelum pajak positif 

di tahun 2009. Sehingga, tidak ada alasan bagi SBM untuk menahan 

laju kapasitas produksi maupun penjualan. Kondisi sebaliknya bagi 

SBM adalah melakukan produksi semen dan penjualan yang sebesar-

besarnya untuk meningkatkan kinerja keuangan dari kondisi negatif 

menjadi positif. --------------------------------------------------------------- 

 

Pada dasarnya daerah pemasaran semen Bosowa yang diproduksi 

oleh SBM difokuskan untuk wilayah pemasaran Sulawesi, Maluku 

dan Papua, sebagian Jawa Timur (Banyuwangi), Bali, NTB, NTT, 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Penentuan daerah 

pemasaran ini didasarkan pada target pasar yang merupakan 

penilaian dan keputusan mandiri (independent) SBM dan bukan 

didasarkan pada kerja sama atau perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaing SBM.------------------------------------------------------------------ 

 
Wilayah dengan tingkat profitabilitas yang paling tinggi akan 

menjadi target utama penjualan semen Bosowa. Wilayah dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi adalah wilayah-wilayah jaraknya 

cukup dekat dengan pabrik SBM sehingga dengan biaya transportasi 

yang lebih rendah, SBM dapat menetapkan harga jual dengan tingkat 

marjin yang lebih tinggi. Apabila permintaan dari wilayah-wilayah 

dengan tingkat profitabilitas tinggi tersebut kurang dari tingkat 

produksi SBM, baru selanjutnya semen Bosowa dipasarkan ke 

wilayah lain yang lebih jauh meskipun harus menanggung biaya 

transportasi dan biaya distribusi yang lebih mahal. Oleh karena itu, 

untuk wilayah-wilayah tertentu yang jauh dari pabrik, pasokan semen 

Bosowa belum tentu ada atau selalu ada apabila produksi semen yang 

ada dapat diserap seluruhnya oleh daerah pemasaran yang dekat 

dengan pabrik semen Bosowa. Sebagai contoh, pemasaran ke 

wilayah Jakarta yang sangat jauh dari pabrik SBM di Sulawesi 
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Selatan hanya dilakukan apabila jumlah produksi semen Bosowa 

yang ada belum diserap di wilayah pemasaran utama, yaitu wilayah 

Indonesia Timur. Karena itu bukanlah sesuatu yang tidak logis dari 

sisi ekonomi apabila di wilayah Jakarta, ketersediaan semen Bosowa 

akan jarang ditemui karena memang Jakarta hanya dijadikan sebagai 

pasar penyangga (buffer market) saja. ------------------------------------- 

 
C. PASAR BERSANGKUTAN ---------------------------------------------------------- 

1 Pasar Produk----------------------------------------------------------------- 

Dalam pembahasan mengenai pasar produk pada hal. 47, Tim 

Pemeriksa menyimpulkan bahwa semua jenis semen adalah berada 

dalam satu pasar karena saling bersubstitusi berdasarkan kemiripan 

harga jual dan karena kesamaan karakteristik dan kegunaan. Perlu 

kami sampaikan bahwa kesimpulan ini adalah tidak tepat. Masing-

masing jenis semen memilik karakteristik dan kegunaan yang 

berbeda. Sebagai contoh, semen putih (white cement) diproduksi 

untuk digunakan untuk dekorasi interior dan eksterior bangunan. 

Tidak ekonomis untuk menggunakan semen putih untuk 

pembangunan struktur bangunan. Sementara itu, semen abu-abu 

(grey cement) memiliki karakteristik dan digunakan untuk 

pembangunan berbagai jenis bangunan dan apat dibedakan dalam 

berbagai tipe dengan karakteristik yang berbeda. Dengan perbedaan 

karakteristik dan kegunaan itu, meskipun kedua jenis semen tersebut 

memiliki harga jual yang tidak berbeda jauh, namun perubahan harga 

jenis semen yang satu tidak akan mungkin mempengaruhi permintaan 

terhadap jenis semen yang lain. Jenis semen yang lain lain adalah 

seperti oil well cement (OWC). OWC adalah jenis semen yang 

digunakan untuk pembuatan sumur minyak bumi dan gas baik untuk 

on-shore dan untuk off-shore. Semen jenis ini tidak akan digunakan 

untuk pembangunan rumah biasa atau bangunan beringkat untuk 

perumahan. Oleh karena itu, kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa 

seluruh jenis semen memiliki karakteristik dan kegunaan yang sama 

adalah kesimpulan yang salah. ---------------------------------------------- 
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2 Pembahasan pasar geografis---------------------------------------------- 

Dalam  pembahasan di LHPL, Tim Pemeriksa menyebutkan bahwa 

pasar geografis adalah mencakup wilayah propinsi. Dengan batas 

pasar geografis ini maka terdapat 33 propinsi yang harus dianalisis 

untuk membuktikan ada tidaknya praktek kartel dan di pasar 

geografis mana saja praktek tersebut terjadi serta di daerah mana 

tidak ada. Namun dalam di dalam analisis pangsa pasar dan analisis 

harga paralel hanya data atau fakta di 12 atau 13 propinsi saja yang 

dibahas. Ini menimbulkan keraguan-raguan mengenai pasar geografis 

di dalam perkara ini, apakah hanya propinsi-propinsi tersebtu saja 

atau mencakup keseluruhan propinsi yang ada di pasar 

bersangkutan.-------------------------------------------------------------------  

 
D. PANGSA PASAR DAN PERGERAKANNYA ---------------------------------------  

 
Di dalam LHPL halaman 51 hingga halaman 54, Tim Pemeriksa 

menduga telah terjadi pembagian wilayah (market allocation) pada 

daerah Aceh dan Kepulauan Riau yang melibatkan SBM di dalamnya. 

Hal ini tercermin dari pernyataan Tim Pemeriksa yang menyatakan 

bahwa: “namun masuknya pelaku usaha lain ke dalam wilayah Aceh 

yaitu Terlapor I, II, dan VIII secara bergantian diduga hanya sebagai 

upaya untuk menunjukkan tidak adanya pembagian wilayah”. 

Selanjutnya Tim Pemeriksa juga menyatakan tentang kondisi persaingan 

industri semen di Kepulauan Riau, yaitu: “Masuknya Terlapor II, 

Terlapor V, dan Terlapor VIII dalam pemasaran di Provinsi Kepulauan 

Riau diduga tidak untuk bersaing secara sungguh-sungguh”.--------------- 

 
Terhadap kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut kami menyampaikan 

tanggapan sebagai berikut:------------------------------------------------------- 

- SBM menolak dan berkeberatan dengan kesimpulan yang 

menyatakan bahwa kehadiran Semen Bosowa di Aceh dan 

Kepulauan Riau adalah bentuk dari pembagian wilayah dan bukan 

untuk bersaing secara sungguh-sungguh. Untuk bisa menjangkau 
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wilayah pemasaran Pulau Sumatera telah dibangun pabrik semen 

Bosowa di Pulau Batam dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun yang 

dilengkapi dengan peralatan yang memiliki keunggulan teknologi 

dari Jerman, Cina, dan Indonesia. Pabrik ini dilengkapi dengan 

pelabuhan bongkar muat yang mampu disandari kapal laut sebesar 

30.000 ton dengan panjang dermaga kurang lebih 150 meter. Pabrik 

ini dilengkapi dengan 2 fasilitas bulk loading dan 2 alat pengepakan 

yang mampu memproduksi 2.500 ton per hari. Investasi untuk 

pembangunan pabrik ini dan fasilitas pendukungnya adalah tidak 

sedikit. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal apabila kemudian Tim 

Pemeriksa menyimpulkan bahwa kehadiran semen Bosowa di 

wilayah pemasaran Kepulauan Riau adalah tidak bersungguh-

sungguh. Untuk apa menghabiskan dana investasi yang sangat besar 

untuk membangun pabrik dengan kapasitas 1,2 ton per tahun apabila 

semen Bosowa tidak sungguh ingin dipasarkan di Kepulauan Riau 

dan propinsi lain di Pulau Sumatera.---------------------------------------- 

 
- Kehadiran semen Bosowa di Aceh adalah sejak 2009 sebagai hasil 

dari telah beroperasinya pabrik semen PT Bosowa Batam yang 

selesai dibangun pada awal 2008, seperti terlihat pada data penjualan 

semen Bosowa berikut ini:--------------------------------------------------- 

2007 2008 2009 
Provinsi 

Bosowa Bosowa Bosowa 
NAD (Aceh)                -                -         2.500  
Sumatera Utara                -         3.949       9.680  
Sumatera Barat                -                 -                 -   
Riau        3.500      6.901       1.821  
Kepulauan Riau        8.693     32.498      79.774  
Jambi                -       1.125        5.320  
Sumatera Selatan      12.980    11.136      28.317  
Bangka Belitung                -               -                 -   
Bengkulu                -               -                 -   
Lampung                -                -                 -   
DKI Jakarta      16.111  121.840    233.522  
Banten    107.679    41.183        1.330  
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Jawa Barat                -                -                 -   
Jawa Tengah                -                -                 -   
DIY (Yogya)                -                -                 -   
Jawa Timur    129.745  118.618    170.550  
Kalimantan Barat      15.330    31.855    108.277  
Kalimantan Selatan        3.692      4.000        6.525  
Kalimantan Tengah        1.350      4.000        2.199  
Kalimantan Timur      63.361    95.775      98.166  
Sulawesi Tenggara      35.555    56.301      56.642  
Sulawesi Selatan    288.545  371.929    482.252  
Sulawesi Barat                -               -                 -   
Sulawesi Tengah      21.055    46.592      36.201  
Sulawesi Utara      30.045    46.889      18.556  
Gorontalo      36.860    45.777      41.261  
Bali      40.456    63.454      79.253  
Nusa Tenggara Barat      60.880    76.898      88.970  
Nusa Tenggara Timur      91.246  107.818    139.344  
Maluku      22.512     25.762      29.467  
Maluku Utara                -                -                 -   
Papua Barat                -                -                 -   
Papua      45.504     3.472      34.906  

Sumber: data internal PT Semen Bosowa Maros 
 

Dari data di atas terlihat jelas bahwa tidak ada dasar bagi Tim 

Pemeriksa untuk menduga bahwa kehadiran SBM di Aceh adalah 

kehadiran yang dilakukan secara bergantian dan merupakan sebuah 

bentuk pembagian wilayah. SBM hadir di Aceh karena melihat 

potensi permintaan semen, karena kondisi Aceh yang masih dalam 

tahap pembangunan dan juga adanya distributor independen yang 

memiliki komitmen untuk memasarkan semen Bosowa di wilayah 

tersebut. ------------------------------------------------------------------------ 

- Dugaan Tim Pemeriksa tentang kehadiran SBM di Kepulauan Riau 

adalah “tidak untuk bersaing secara sungguh-sungguh” juga 

merupakan suatu dugaan yang tidak memiliki dasar dan sangat 

spekulatif. Hal ini dikarenakan pangsa pasar yang dimiliki oleh SBM 

terus meningkat secara signifikan terutama setelah beroperasinya 

pabrik semen PT Bosowa Batam, seperti terlihat pada grafik berikut:- 
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                                       Sumber: data internal PT Semen Bosowa Maros 
 

Data di atas menunjukkan bahwa pada bulan Oktober 2008 setelah 

beroperasinya pabrik semen PT Bosowa Batam, terjadi peningkatan 

baik dalam penjualan maupun pangsa pasar SBM dimana tren ini 

terus berlanjut hingga 2009. Adanya fluktuasi dalam nilai penjualan 

dan pangsa pasar justru menunjukkan bahwa posisi SBM belumlah 

aman dan menggambarkan bahwa tingkat persaingan cukup tinggi. 

Dengan demikian berdasarkan fakta yang ada dan uraian di atas, 

maka kami menolak dan berkeberatan dengan dugaan Tim Pemeriksa 

tentang persaingan semu yang SBM lakukan pada daerah Aceh dan 

Kepulauan Riau.--------------------------------------------------------------- 

 
Hal lain yang ingin kami sampaikan yaitu, SBM memiliki daerah 

pemasaran utama yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, dan Kalimantan Timur. Dalam kondisi masih terdapat stok 

produksi yang cukup banyak, maka produk SBM akan dipasarkan 

pada daerah pemasaran sekunder yaitu: Bali, NTB dan NTT. Jika 

masih terdapat kelebihan stok produksi maka akan dipasarkan ke 

daerah Papua lalu Surabaya dan terakhir Jakarta.------------------------- 

 

Papua, Surabaya dan Jakarta merupakan area penyangga (buffer 

area) yang memang ditujukan untuk melepas produk SBM yang 
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tersisa karena tidak terserap di daerah pemasaran utama. Pada prinsip 

ekonomi yang berlaku secara umum, setiap pelaku usaha akan 

berusaha untuk memaksimalkan potensi keuntungan pada target 

pasar yang memang dikuasainya dibandingkan dengan target pasar 

yang tidak dikuasai. Hal ini lah yang menjelaskan harga jual produk 

kami relatif lebih mahal pada daerah pemasaran utama dibandingkan 

dengan daerah-daerah lain (buffer area), karena memang penjualan 

pada buffer area hanya ditujukan untuk sekedar menghabiskan stok 

produksi SBM dan ini yang menjelaskan mengapa pangsa pasar SBM 

sangat kecil pada daerah-daerah di luar wilayah pemasaran utama.---- 

 
 
E. HARGA DAN PERGERAKANNYA ------------------------------------------------- 

Peran SBM dalam menentukan harga jual konsumen tidak terlalu besar. 

Harga yang diatur oleh SBM adalah harga loco pabrik dimana biaya 

pengangkutan ditanggung sepenuhnya oleh distributor. Distributor 

menentukan berapa harga yang akan diberikan kepada kontraktor sebagai 

pengguna akhir ataupun kepada toko pengecer.------------------------------- 

Harga loco pabrik pada setiap penjualan adalah harga kesepakatan dari 

negosiasi yang dilakukan antara produsen dengan distributor. Produsen 

akan berusaha menjual dengan harga setinggi-tingginya, sementara 

distributor yang bertindak sebagai pembeli, akan berusaha mendapatkan 

harga paling rendah. Produsen akan tetap menjual meski hanya 

mendatangkan keuntungan yang rendah asalkan tidak sampai jual 

dibawah biaya produksi. Hal inilah yang dilakukan oleh SBM sebagai 

pelaku pasar termuda dan market follower untuk bisa penetrasi pasar. ---- 

 
Dari beberapa grafik yang ada pada analisis pergerakan harga di LHPL, 

SBM hanya terdapat pada pada grafik pergerakan harga di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Grafik tersebut tampak dibawah ini:----------------------- 

 



S A L I N A N 

 

 Halaman 353 dari 425 

 
 Sumber: LHPL, KPPU, 2010 

 
Pada data tersebut tampak pergerakan harga dari Terlapor I yaitu ITM, 

Terlapor VI yaitu ST, dan Terlapor VIII SBM. Namun pada grafik 

tersebut kami menganggap data yang digunakan tidak sesuai. SBM 

tampak sebagai produk dengan harga yang paling tinggi dibandingkan 

dengan produk dari ITM dan ST. Grafik di atas kami duga menggunakan 

harga retail untuk SGM, sementara untuk ITM dan ST menggunakan 

data loco pabrik sehingga datanya tidak bisa dibandingkan satu sama 

lain.---------------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan kesaksian PT Adhiguna Sejahtera selaku distributor SBM di 

wilayah DKI Jakarta diperoleh keterangan bahwa harga semen SBM 

merupakan harga terendah di antara produksi produsen semen lainnya. 

Hal yang sama juga ditemukan pada kesaksian PT Inti Sarwaboga selaku 

distributor ST di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara 

dimana PT Sarwaboga menyatakan bahwa harga semen SBM lebih 

murah jika dibandingkan dengan harga semen ST dan semen ITP. -------- 

 
Pada kurun waktu 2005-2009, harga SBM mengalami peningkatan 

perlahan di Sulawesi Selatan. Namun demikian, di Jawa Timur harga 

justru turun pada tahun 2006 dan 2007. Pada 2006 dan 2008 penurunan 

harga juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, sementara di Kepulauan 

Seribu mengalami penurunan pada tahun 2009.------------------------------- 
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Harga SBM berfluktuasi naik dan turun secara wajar mengikuti 

perkembangan pasar yang ada. Produsen tidak menahan harga jual tetap 

tinggi pada saat harga jual memang layak untuk mengalami penurunan.-- 

 
F. TANGGAPAN ATAS PERTEMUAN ASOSIASI SEMEN INDONESIA (ASI)----- 

Pada LHPP halaman 87 angka 6, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa 

dugaan adanya kartel dan penetapan harga adalah dengan 

mempertimbangkan adanya rapat-rapat ASI yang menyajikan laporan 

realisasi produksi dan pemasaran dari masing-masing Terlapor serta 

adanya presentasi dari pemerintah terkait dengan harga di masing-masing 

wilayah ibukota propinsi. Selain itu, pada LHPP halaman 87 angka 7, 

Tim Pemeriksa menyatakan bahwa rapat-rapat yang dilaksanakan oleh 

ASI diduga hanya sebagai fasilitas untuk mengatur pasokan dan harga 

karena pemerintah tidak menentukan bentuk pelaporan dari ASI dalam 

melaporkan perkembangan kegiatan usaha anggotanya setiap bulan.------ 

 
Perlu kami tegaskan bahwa sepanjang pengetahuan kami, rapat-rapat 

ASI atau setidak-tidaknya rapat ASI yang diikuti oleh SBM tidak pernah 

sekalipun membahas mengenai penetapan harga, pengaturan pasokan, 

dan pemasaran semen. Meskipun dalam rapat ASI membahas mengenai 

informasi industri, akan tetapi informasi tersebut bukanlah informasi 

yang melanggar ketentuan UU No.5/1999 dan semata-mata bertujuan 

untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah untuk dapat memperoleh 

informasi industri semen secara cepat dan tepat tentang kondisi industri 

tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian Perindustrian 

Dirjen Industri Argo dan Kimia No 297/IAK/5/2010 tanggal 30 Mei 

2010 tentang Keterangan Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan:- 

d. pertemuan ASI dengan para Anggotanya yang dilakukan secara rutin 

dan selalu dihadiri wakil dari Pemerintah (Kementerian Perindustrian 

dan Kementerian Perdagangan) merupakan pertemuan komunikasi 

antara pelaku usaha dengan Pemerintah yang membahas agar tidak 

terjadi kelangkaan pasokan semen di daerah serta untuk mendapatkan 
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masukan tentang kebijakan pembangunan semen di Indonesia. Dalam 

pertemuan itu tidak pernah dibicarakan tentang pengaturan produksi 

dan pemasaran, pengaturan wilayah, pengaturan harga atau 

pembicaraan lain yang bersifat pembentukan kartel.------------------------ 

 
Selain itu, penyelenggaraan rapat ASI tersebut merupakan implementasi 

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (selanjutnya disebut “UU No.5/1984”) yang mewajibkan 

perusahaan industri menyampaikan informasi secara berkala mengenai 

kegiatan dan hasil produksinya kepada pemerintah. -------------------------- 

 

Pasal 14 ayat (1) UU No.5/1984:------------------------------------------------ 

“sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya, perusahaan 

industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala 

mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada pemerintah.”----------- 

 
Perlu pula kami sampaikan bahwa dalam rapat ASI, selain dihadiri oleh 

anggota ASI, meskipun tidak selalu dihadiri oleh seluruh anggota ASI, 

juga sepanjang pengetahuan kami selalu dihadiri oleh perwakilan dari 

pemerintah yaitu perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan 

Kementerian Perdagangan. Dengan adanya perwakilan pemerintah 

tersebut, maka bagi pemerintah, rapat ASI memegang peranan penting 

sebagai forum dan sarana komunikasi yang paling efektif untuk 

menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan 

ekonomi maupun pengembangan industri semen di Indonesia. ------------ 

 
Selain itu, meskipun ada pengumpulan data akan tetapi hal tersebut tidak 

dilakukan oleh semua produsen semen yang tergabung dalam ASI dan 

data yang disampaikan tersebut tidak lengkap atau terinci sehingga tidak 

dapat dianggap memfasilitasi terjadinya penetapan harga atau pengaturan 

pasokan. Data yang disampaikan tersebut hanya data tentang jumlah 

pasokan semen di suatu daerah dan bukan data tentang nilai penjualan, 

harga maupun pangsa pasar dari tiap produsen semen di daerah tersebut. 
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ASI bukan merupakan sarana 

bagi pelaku usaha semen untuk melakukan penetapan harga atau 

mengatur pasokan (kartel).------------------------------------------------------- 

 
Berdasarkan fakta hukum dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa rapat ASI sama sekali tidak membahas maupun mengatur hal-hal 

yang mengarah kepada perjanjian penetapan harga maupun mengatur 

pasokan. Sekalipun Tim Pemeriksa berpendapat bahwa rapat ASI dapat 

memfasilitasi terjadinya penetapan harga dan/atau kartel, kiranya perlu 

dipahami bahwa mekanisme rapat maupun pembahasan dalam rapat ASI 

adalah implementasi dari kewajiban ketentuan peraturan perundang-

undangan yang bersifat imperatif. Yang juga penting adalah bahwa di 

dalam pertemuan ASI tersebut ada perwakilan dari departemen 

perdagangan yang mengumpulkan data mengenai harga pasar semen di 

setiap provinsi di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi, yang 

sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan 

Pemerintah (berkas No. B-69 dan B-70), memang diatur berdasarkan 

surat edaran dirjen. ---------------------------------------------------------------- 

 

IV.  TANGGAPAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN -------------------------- 

A. TANGGAPAN ATAS PEMBUKTIAN ADANYA DUGAAN PERJANJIAN ATAU 

KERJA SAMA ---------------------------------------------------------------------- 

Sepanjang pemahaman kami mengenai hukum persaingan usaha, 

perjanjian tidak tertulis mengenai penetapan harga dapat disimpulkan 

apabila terpenuhi dua syarat yaitu adanya harga yang sama dan adanya 

komunikasi antar pelaku usaha mengenai harga tersebut.21 Selain itu, 

untuk menentukan ada atau tidaknya penetapan harga dapat dilihat pada 

ada atau tidaknya kebijakan penetapan harga jual secara seragam atau 

sistematis.22------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                 
21 Lihat analisa pemenuhan unsur Pasal 5 UU No.5/1999 dalam Putusan No.28/KPPU-I/2007 tentang Jasa Pelayanan Taksi di Kota 

Batam. 
22 Lihat kesimpulan KPPU dalam Putusan Perkara No.10/KPPU-L/2005 tentang Perdagangan Garam ke Sumatera Utara. 
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Di sisi lain, harga yang sama bisa terjadi sebagai akibat adanya 

persaingan yang sehat dan ketat. Sebagaimana Sugiarto dkk23 

berpendapat bahwa “bila konsumen memiliki informasi sempurna 

tentang harga, semua perusahaan akan menerapkan harga sama 

sehingga tiap perusahaan memiliki kurva permintaan yang horisontal.” 

Dengan kata lain, hanya ada satu harga yang berlaku di dalam pasar. 

Meskipun pendapat tersebut dikaitkan dengan teori tentang pasar 

persaingan sempurna, tetapi bukan berarti hal tersebut tidak mungkin 

terjadi di pasar yang lain.--------------------------------------------------------- 

 
Demikian juga dengan kenaikan harga yang relatif sama atau paralel 

tidak dapat menjadi satu-satunya bukti adanya kolusi atau kesepakatan 

untuk menetapkan harga secara bersama-sama. Hal ini telah 

dikemukakan dalam model hukum atau undang-undang persaingan usaha 

yang disusun oleh United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD). UNCTAD Model Law on Competition, 2007, 

hal. 23 menyatakan:--------------------------------------------------------------- 

‘Nevertheless, it is also important to mention that parallel price 

increases, particularly during periods of general inflation are as 

consistent with competition as with collusion and provide no strong 

evidence of anti competitive behaviour.’--------------------------------------- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------------ 

[Namun demikian, adalah penting untuk menegaskan pula bahwa adanya 

kenaikan harga yang paralel, khususnya pada saat inflasi, (dapat) 

merupakan hal yang konsisten dengan persaingan ataupun (dapat pula 

merupakan) tindakan kolusi. Oleh karenanya (kenaikan harga paralel) 

tidak dapat menjadi bukti kuat adanya tindakan anti persaingan]---------- 

 
Selanjutnya, banyak pula pendapat ahli hukum persaingan yang 

menyatakan bahwa perilaku pelaku usaha di pasar oligopoli yang 

memperhitungkan aksi dari pelaku usaha pesaingnya merupakan 

tindakan yang rasional dan efisien dan karenanya tidak perlu atau tidak 

                                                 
23 Sugiarto dkk, Ekonomi Mikro, Sebuah Kajian komprehensif, edisi kedua, 2002, halaman 482 
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dapat dilarang, selama tindakan atau perilaku itu dilakukan secara 

mandiri (independent) tanpa kerja sama dengan pelaku usaha pesaingnya 

dan untuk kepentingan dari pelaku usaha itu sendiri. Pernyataan tersebut 

didukung oleh beberapa pakar hukum persaingan sebagaimana tercantum 

dalam ABA Issues in Competition Law and Policy, 2008, hal. 1144-

1145, yang menjelaskan sebagai berikut:--------------------------------------- 

 
‘As most economists, lawyers, and judges have now recognized, 

members of an oligopoly acting as “profit maximizers” must take into 

account the actions and anticipated reactions of their rivals when 

making pricing decisions. No enforceable rule can be prescribed that 

would preclude such companies from thinking about and acting upon 

such market information. They have a duty to shareholders to manage 

their business so as to maximize profits. Although the result might be 

higher consumer prices or lower output, such mutual recognition of 

interdependence is rational, efficient behavior....----------------------------- 

‘The standard in circumstantial evidence cases is that a price fixing suit 

will not be sent to the factfinder for decision unless the plaintiff presents 

evidence “that tends to exclude the possibility”that the alleged 

conspirators acted independently. Thus, a court must determine whether 

the evidence is more consistent with conspiracy than it is with 

independent conduct’-------------------------------------------------------------- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------------- 

[Sebagaimana banyak diakui oleh ekonom, pengacara, dan hakim, 

anggota (dalam pasar) oligopoli bertindak sebagai “pihak yang 

memaksimalkan keuntungan”, (dan oleh karenanya) harus 

memperhitungkan tindakan dan reaksi dari kompetitor mereka pada saat 

membuat keputusan mengenai harga. Tidak ada peraturan yang dapat 

menghalangi perusahaan untuk memikirkan dan bertindak berdasarkan 

informasi pasar tersebut. Mereka memiliki tanggung jawab kepada 

pemegang saham untuk mengelola bisnis dengan tujuan mencapai 

keuntungan maksimal. Meskipun hasilnya dapat berupa kenaikan harga 
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(pada tingkat) konsumen atau output yang lebih rendah, tindakan saling 

bergantung merupakan hal yang rasional, (dan merupakan suatu) 

tindakan yang efisien.------------------------------------------------------------- 

Standar yang ada pada kasus-kasus yang menggunakan bukti tidak 

langsung adalah gugatan/tuduhan penetapan harga tidak akan 

disampaikan kepada penyidik/otoritas kecuali penggugat memberikan 

bukti “yang cenderung mengenyampingkan kemungkinan” bahwa para 

pihak yang diduga melakukan konspirasi telah bertindak independen. 

Oleh karenanya, pengadilan harus menentukan apakah bukti (yang 

tersedia) lebih menunjukkan adanya konspirasi daripada adanya tindakan 

independen] ------------------------------------------------------------------------ 

 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh ahli hukum persaingan 

sebagaimana tertuang dalam OECD, Prosecuting Cartels without Direct 

Evidence of Agreement, 2005, halaman 29, sebagai berikut:---------------- 

 

’Concious parallelism’ which involves nothing more than identical 

pricing or other parallel behaviour deriving from independent 

observation and reaction by rivals in the market place, is not unlawful”-- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------------- 

[‘Paralelisme yang disadari’ yang hanya melibatkan harga yang sama 

atau perilaku paralel lain yang berasal dari pengamatan dan reaksi 

mandiri (independen) oleh pesaing di pasar, tidaklah melanggar hukum]- 

 

Dengan demikian, kenaikan harga yang paralel bukan menjadi satu-

satunya petunjuk yang kuat untuk menentukan ada tidaknya penetapan 

harga. Pendapat ini juga diperkuat dengan pendapat yang menyatakan 

bahwa perilaku oligopolistik yang paralel murni tidak serta merta 

dilarang tetapi membutuhkan bukti lain. Hal ini bisa dilihat dari pendapat 

beberapa ahli sebagai berikut:---------------------------------------------------- 
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Ivo van Bael dan Jean-Francois Bellis, Competition Law of the European 

Community, 4th ed, 2005 menyatakan sebagai berikut:----------------------- 

“Parallel behaviour between two or more undertakings as such does not 

constitute sufficient evidence to establish the existence of a concerted 

practice”-------------------------------------------------- -------------------------- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------------ 

[Perilaku paralel antara dua atau lebih pelaku usaha saja bukan 

merupakan bukti yang cukup untuk menentukan adanya tindakan 

bersama]----------------------------------------------------------------------------- 

 

Alison Jones and Brenda Sufrin, EC Competition Law, 2004, hal. 823 

mengemukakan:-------------------------------------------------------------------- 

‘it is clear that purely parallel oligopolistic behaviour is not prohibited 

per se by Article 81 (1). The requirement of concertation thus appears to 

require some reciprocity of communication between the competitors on 

the market ’------------------------------------------------------------------------- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------------- 

[Jelas bahwa tindakan oligopoli paralel murni tidak dilarang secara per 

se oleh Pasal 81 (1). Persyaratan dari sebuah tindakan bersama 

tampaknya membutuhkan adanya komunikasi timbal balik antar para 

pesaing di pasar]------------------------------------------------------------------- 

 

Massimo Motta, Competition Policy: Theory and Practice, 2004, hal. 

187:----------------------------------------------------------------------------------- 

‘The firm might have simply raised prices in the expectation that the 

rival would follow its price rise, and the rival might have simply decided 

to follow, either happy to raise prices or in the expectation that a failure 

to do so would trigger a price war that would reduce profits. In the 

absence of hard evidence, a court would have to prove infringement of 

the law by second-guessing the firms’ intentions and their motivations’--- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------------- 
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[Suatu perusahaan mungkin menaikkan harga dengan harapan 

pesaingnya akan melakukan kenaikan harga juga, dan pesaingnya dapat 

memutuskan untuk mengikuti, baik secara sukarela ikut menaikkan harga 

atau dengan pertimbangan bahwa keengganan untuk menaikkan harga 

akan memicu perang harga yang akan mengurangi keuntungan. Dengan 

ketiadaan bukti langsung, pengadilan harus membuktikan (adanya) 

pelanggaran hukum dengan menilai niat dan motivasi perusahaan 

tersebut]----------------------------------------------------------------------------- 

 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, 

OECD, DAF/COMP, Roundtable on Facilitating Practices in 

Oligopolies, 2008, hal. 9 dan 11:------------------------------------------------- 

 
‘As firms should not be condemned for actions that represent merely a 

rational adaptation in an oligopolistic market, an unlawful facilitating 

practice should be found only where a competition authority or court can 

identify culpable conduct for which meaningful relief can be ordered. 

Thus, there may be markets in which competition authorities observe 

parallel conduct and supracompetitive outcomes without an additional 

facilitating practice, but intervention through competition law 

enforcement is not advisable because there is no meaningful relief.------- 

 
Purely unilateral acts, such as public, unilateral price announcements, 

might facilitate coordination among competitors. In most countries, 

however, such conduct cannot be condemned unless it can be shown that 

firms have reached some type of agreement or coordinated action 

concerning their future conduct.....---------------------------------------------- 

In some countries, competition authorities may be able to use provisions 

applicable to dominant firm conduct to reach unilateral conduct that can 

be considered a facilitating practice, such as unilateral price 

announcements. This may include situations where a dominant firm 

announces certain conduct with the expectation that other firms will 

adopt parallel conduct. However, such provisions have to be enforced 
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carefully to prevent their application to purely oligopolistic, 

interdependent conduct, for example when smaller rivals follow the price 

leadership of a dominant firm.’-------------------------------------------------- 

 

Dalam kasus Wood Pulp (1993), European Court of Justice membatalkan 

sebagian Putusan Komisi Eropa dengan alasan sebagai berikut:------------ 

- “parallel conduct cannot be regarded as furnishing proof of 

concertation unless concertation constitutes the only plausible 

explanation for such conduct” --------------------------------------------------- 

- “[Art. 81 of the Treaty] does not deprive economic operators of the 

right to adopt themselves intelligently to the existing and anticipated 

conduct of their competitors” ----------------------------------------------- 

 

Dalam kasus Dyestuffs (European Court of Justice, 1972) menyimpulkan 

bahwa telah terdapat perjanjian untuk pengaturan harga dengan 

menemukan bahwa kasus ini adalah ‘a case where concertation was only 

plausible explanation of parallel pricing’.------------------------------------- 

Dalam Putusan kasus Scandlines Sverige AB v Port of Helsinborg Case 

COMP/A.36.568/D3, 23 Juli 2004, pada paragraf 226 dan 227, Komisi 

Eropa menyebutkan bahwa:------------------------------------------------------ 

“The determination of economic value of a product/service should also 

take account of other non-cost related factors especially as regards the 

demand-side aspects of the product/service concerned. The demand-side 

is relevant mainly because customers are notably willing to pay more for 

something specific attached to the product/service concerned. The 

demand-side is relevant mainly because customers are notably willing to 

pay more for something specific attached to the product/service they 

consider valuable. This specific feature does not necessarily imply 

higher production costs for the provider. However it is valuable for the 

customer and also for the provider, and thereby increases the economic 

value of the product/service”(penekanan ditambahkan).--------------------- 
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Dari uraian dan pendapat di atas, jelas bahwa perilaku independen dan 

rasional dari pelaku usaha tidak dapat dan tidak seharusnya dihukum atau 

dinyatakan melanggar hukum persaingan usaha atau UU No. 5/1999. ---- 

 

Berkaitan dengan pertukaran data atau informasi, ada beberapa pendapat 

yang menyatakan bahwa pertukaran informasi antar pelaku usaha yang 

bersaing bisa jadi tidak membahayakan dan bahkan dapat sangat 

menguntungkan bagi struktur persaingan di pasar. Hal ini dikemukakan 

oleh Alison Jones and Brenda Sufrin, EC Competition Law, 2004, hal. 

811:--------------------------------------------------------------------------------- 

‘ the dissemination and exchange of information between competitors and 

the creation of a transparent market may be harmless or even highly 

beneficial to the competitive structure of the market...’----------------------- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------------- 

[penyebaran dan pertukaran informasi antara pesaing dan penciptaan 

pasar yang transparan bisa jadi tidak berbahaya dan bahkan sangat 

bermanfaat bagi struktur pasar yang kompetitif...]---------------------------- 

Lebih lanjut, keduanya mempertegas pendapatnya dalam halaman 812 

dengan menyatakan sebagai berikut:-------------------------------------------- 

’Statistical information which enables undertakings to assess the level of 

demand and output in the market or the costs of its competitors may be 

beneficial and is not of itself objectionable. Similarly, exchange of 

technical or other information that does not restrict the parties’ freedom 

to determine their market behavior independently should not be 

objectionable.’---------------------------------------------------------------------- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------------- 

[Informasi statistik yang mengakibatkan pelaku usaha dapat menilai 

tingkat permintaan dan output di pasar atau biaya dari pesaingnya bisa 

jadi bermanfaat (bagi persaingan) dan tidak dengan sendirinya harus 

ditolak. Hal yang sama juga berlaku bagi pertukaran informasi teknis 

atau informasi lainnya yang tidak membatasi kebebasan pelaku usaha 
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untuk menentukan perilaku mereka di pasar secara mandiri yang 

seharusnya tidak perlu dilarang]------------------------------------------------- 

 

Hal yang lebih kurang sama juga dikemukakan dalam diskusi roundtable 

di Directorate For Financial And Enterprise Affairs Competition 

Committee, OECD, DAF/COMP, mengenai “Facilitating Practices in 

Oligopolies”, 2008, hal. 10:------------------------------------------------------- 

‘Most conduct characterized as facilitating practice can have pro-

competitive effects and anticompetitive effects, depending on the 

circumstances in which it occurs. For example, information exchanges 

can restrict competition, in particular when the information exchanged 

concerns future prices or strategic conduct. But information exchanges 

can also have a wide range of benefits, including providing better 

information to customers, benchmarking among industry participants, 

more accurate forecast of supply and demand, and more efficient 

allocation of production. Given the ambiguous nature of most conduct 

considered a facilitating practice, a careful examination of a specific 

practice, its anticompetitive effects and efficiencies, as well as its 

objective or purpose, will usually be necessary to determine whether a 

given practice can be considered unlawful.’----------------------------------- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------------ 

[Kebanyakan tindakan yang dikategorisasikan sebagai tindakan 

memfasilitasi dapat memiliki efek pro persaingan dan anti persaingan, 

bergantung pada keadaan yang terjadi. Misalnya, pertukaran informasi 

dapat membatasi persaingan bila informasi yang dipertukarkan berkaitan 

dengan (kemungkinan) harga yang akan datang dan tindakan strategis 

(perusahaan). Pertukaran informasi juga dapat memiliki berbagai 

keuntungan, termasuk menyediakan informasi lebih baik kepada 

pelanggan, tolak ukur dikalangan pelaku industri, perkiraan yang lebih 

akurat mengenai permintaan dan penawaran, dan alokasi produksi yang 

lebih efisien. Mengingat adanya ambiguitas terhadap kebanyakan 

tindakan yang dianggap sebagai tindakan memfasilitasi, pemeriksaan 
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yang seksama terhadap tindakan tertentu dan bagaimana efek anti-

persaingan dan efisiensinya, pada umumnya merupakan hal yang 

diperlukan untuk menentukan apakan suatu tindakan dapat dianggap 

melanggar hukum]----------------------------------------------------------------- 

 

Pendapat di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa data pasar yang 

cukup lengkap atau terinci dapat membantu pelaku usaha untuk 

merencanakan strategi atau pengembangan usahanya, misalnya dengan 

menghindari terjadinya kelebihan kapasitas atau penentuan kebijakan 

harga yang akan diterapkannya secara independen atau mandiri. 

Sehingga, pertukaran data yang tidak membatasi kebebasan pelaku usaha 

untuk menentukan perilaku dan kebijakannya di pasar secara independen 

seharusnya tidak perlu dilarang. Data pasar yang telah lalu (past data) di 

pasar yang terus berkembang atau tumbuh pada dasarnya tidak 

menimbulkan dampak yang membahayakan. Apalagi, jika data tersebut 

juga bisa ditemukan atau diperoleh melalui sarana atau akses publik.----- 

 

Berdasarkan fakta dan penjelasan kami sebelumnya serta pendapat para 

ahli sebagaimana diuraikan di atas, maka secara jelas dapat dilihat bahwa 

tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kebijakan penetapan 

harga jual secara seragam dan sistematis antara SBM dengan pelaku 

usaha pesaing dalam industri semen di Indonesia yang merupakan 

praktek penetapan harga yang dilarang oleh UU No. 5/1999. Kalaupun 

ada fakta yang menyatakan adanya pergerakan harga yang relatif sama 

dapat pula berarti adanya persaingan antara pelaku usaha sehingga tidak 

dapat dijadikan sebagai satu-satunya bukti adanya penetapan harga yang 

dimaksud dalam UU No. 5/1999. Pada kenyataannya, penetapan harga 

jual dan penentuan produksi semen SBM semata-mata ditentukan secara 

independen oleh SBM. Berdasarkan pendapat di atas, kebijakan dan 

penentuan strategi usaha yang independen dan rasional dari pelaku usaha 

tidak dapat serta merta dinyatakan bersalah ataupun melanggar hukum 

persaingan usaha.------------------------------------------------------------------- 
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B. Tanggapan atas Dugaan Pelanggaran Pasal 5 (Penetapan Harga)----------- 

Ketentuan Pasal 5 UU No. 5/1999 pada dasarnya mengatur mengenai 

larangan perjanjian antar pelaku usaha yang bersaing untuk menetapkan 

harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen. ----- 

 
1. Tentang Harga Jual Semen yang Paralel----------------------------- 

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai dugaan penetapan 

harga, pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa kami masih 

belum memahami mengenai harga yang menjadi permasalahan atau 

indikasi adanya pelanggaran Pasal 5 dan/atau Pasal 11 UU 

No.5/1999 dalam perkara a quo yang dituduhkan kepada SBM. 

Apakah harga yang dimaksud dalam LHPL merupakan harga jual 

semen Bosowa dari SBM kepada distributor (“Harga Jual 

Produsen”), harga jual semen Bosowa dari distributor kepada toko 

(“Harga Jual Distributor ”) atau harga jual semen Bosowa dari 

toko kepada pengguna akhir (konsumen) (“Harga Retail”)? Hal ini 

dikarenakan dalam LHPL halaman 41 bagian III B.8 angka 4, Tim 

Pemeriksa menyebutkan harga jual loco pabrik akan tetapi dalam 

uraiannya menunjukan bahwa sebetulnya data yang digunakan oleh 

Tim Pemeriksa merupakan Harga Retail yang sudah 

memperhitungkan biaya transportasi sekitar 30% (tiga puluh 

persen), margin distributor dan margin toko sehingga tidak 

menunjukkan harga jual loco pabrik. Ketidakjelasan mengenai data 

harga dan analisisnya membuat kami kesulitan untuk memahami 

dan menanggapi tuduhan pelanggaran yang dikenakan kepada 

SBM.-------------------------------------------------------------------------- 

 
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan putusan-

putusan KPPU sebelumnya dan pendapat para ahli, untuk 

menentukan ada atau tidaknya suatu perjanjian tidak tertulis 

mengenai penetapan harga setidaknya harus didasarkan kepada dua 

syarat, yaitu adanya kesamaan harga dan adanya komunikasi antar 

pelaku usaha mengenai kesepakatan atau kerjasama tersebut. 
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Adanya pergerakan harga yang sama bukan merupakan satu-

satunya bukti atau tidak secara otomatis membuktikan adanya atau 

telah terjadinya penetapan harga di antara pesaing. Sebagaimana 

para ahli berpendapat bahwa di pasar tertentu (misalnya pasar 

oligopoli) adanya pergerakan harga yang sama atau perilaku yang 

paralel bisa jadi menunjukkan adanya perilaku yang rasional dan 

efisien dari pelaku usaha.--------------------------------------------------- 

 

Dalam kesimpulan mengenai analisis harga paralel di hal. 77, Tim 

Pemeriksa menyebutkan bahwa terlihat pergerakan harga yang 

paralel serta dengan selisih harga yang relatif tipis bahkan untuk 

wilayah-wilayah di luar wilayah pabrikan. Ketidaklinearan antara 

biaya per ton dengan harga yang ditetapkan diduga sebagai upaya 

untuk mengatur harga sehingga masing-masing perusahaan tetap 

dapat mempertahankan pangsa pasar dan kelangsungan usaha 

pesaingnya. ------------------------------------------------------------------ 

Sebagaimana yang disebutkan Motta bahwa satu pelaku usaha 

mungkin menaikkan harga dengan harapan pesaingnya akan 

melakukan kenaikan harga juga dan pesaingnya dapat memutuskan 

untuk mengikuti, baik secara sukarela ikut menaikkan harga atau 

dengan pertimbangan bahwa keengganan untuk menaikkan harga 

akan memicu perang harga yang akan mengurangi keuntungan. Ini 

menunjukkan bahwa tindakan satu pelaku usaha, terlebih di pasar 

yang berbentuk pasar oligopoli seperti industri semen, untuk 

menaikkan harga tidak selalu harus didasarkan pada suatu kondisi 

adanya kenaikan biaya. Bisa saya tindakan menaikkan harga 

dilakukan sebagai tindakan mengikut pesaing yang dominan yang 

menaikkan harga dengan tujuan untuk ikut memaksimalkan 

keuntungan.  ---------------------------------------------------------------- 

 

Selanjutnya sebagaimana yang disebutkan Komisi Eropa dalam 

Putusan Scandlines Sverige AB v Port of Helsinborg, dalam 
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menetapkan harga, pelaku usaha tidak hanya melihat faktor biaya 

produksi saja, tetapi juga melihat pada sisi permintaan. Artinya 

suatu produk yang diproduksi dengan biaya yang lebih rendah tidak 

harus selalu dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan 

produk yang biaya produksinya lebih tinggi. Apabila produk 

tersebut memiliki keunggulan yang tidak dimiliki produk lainnya 

yang memiliki biaya produksi yang lebih mahal, dengan economic 

value yang lebi tinggi ini, produk dengan biaya produksi yang lebih 

rendah dapat saja dijual dengan harga yang lebih tinggi yang 

mencerminkan economic value-nya dan ini bukanlah suatu praktek 

antipersaingan. Ini merupakan bagian dari mekanisme pasar.-------- 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pernyataan Tim 

Pemeriksa yang menyebutkan bahwa penetapan harga semen di 

pasar bersangkutan yang tidak linear dengan biaya produksi semen 

per ton adalah sesuatu yang tidak wajar dan patut dicurigai sebagai 

indikasi adanya kartel untuk mengatur harga jual semen di pasar 

bersangkutan adalah kesimpulan yang menurut kami tidak tapat. 

Perlu dipahami bahwa dalam menentukan harga semen Bosowa, 

SBM tidak hanya melihat besarnya biaya produksi, tetapi juga 

melihat tingkat persaingan di pasar dan keunggulan SBM di suatu 

wilayah. Di wilayah yang dekat dengan pabrik semen Bosowa, 

SBM memikili keunggulan dibandingkan dengan produsen semen 

yang lokasi pabriknya jauh, yaitu biaya transportasi yang lebih 

rendah dan jarak yang lebih dekat. Dengan kedua keunggulan ini, 

SBM bisa menjamin kesinambungan pasokan semen sehingga 

dengan demikian SBM dapat menetapkan harga dengan tingkat 

marjin keuntungan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk wilayah 

yang jauh dari pabrik, SBM tidak dapat unggul karena jarak 

tempuh lebih lama untuk pengiriman dan biaya transportasinya 

juga lebih mahal sehingga supaya semen Bosowa dapat laku di 

wilayah yang jauh ini mau tak mau SBM harus menjual 
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(menetapkan harga loco) semen Bosowa supaya harga jual semen 

Bosowa dapat lebih murah daripada harga jual produsen semen di 

wilayah tersebut meskipun dibandingkan dengan semen Bosowa 

untuk wilayah pemasaran yang lebih dekat atau jauh lebih dekat 

pabrik SBM pada hakikatnya tidak ada perbedaan biaya produksi. 

Dalam hal ini, perbedaan harga jual tersebut sama sekali tidak 

mencerminkan adanya perbedaan biaya produksi semen Bosowa 

per ton.  ---------------------------------------------------------------------- 

 

Oleh karena itu, menurut kami, ketidaklinearan biaya produksi 

semen per ton dengan harga jual semen bukanlah bukti yang kuat 

mengenai pengaturan harga di dalam pasar bersangkutan. 

Sementara itu, pergerakan harga yang relatif sama juga bukan bukti 

adanya penetapan harga melainkan hasil dari interaksi di pasar 

semen yang berbentuk oligopoli.----------------------------------------- 

  

2. Tentang Komunikasi yang Melibatkan Harga---------------------- 

Kalaupun terdapat pemberian informasi, misalnya dalam rapat-

rapat ASI, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur atau 

menetapkan harga jual di masa mendatang (fixing future prices). 

Pengumpulan data tersebut semata-mata bertujuan untuk 

mengakomodasi kepentingan pemerintah untuk dapat memperoleh 

informasi industri semen secara cepat dan tepat tentang kondisi 

industri semen nasional, sebagaimana tertuang dalam Surat 

Kementerian Perindustrian Dirjen Industri Argo dan Kimia No 

297/IAK/5/2010 tanggal 30 Mei 2010 tentang Keterangan 

Pemerintah. Pengumpulan data tersebut juga merupakan 

implementasi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1984 tentang Perindustrian. Hal lain yang perlu dicermati adalah 

bahwa data yang disampaikan tersebut hanya data mengenai jumlah 

pasokan (supply) semen pada bulan atau tahun yang telah berjalan 
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dan bukan data tentang nilai penjualan yang dapat digunakan oleh 

produsen semen untuk melakukan penetapan harga.-------------------  

 

Sebagaimana pendapat dari beberapa ahli hukum persaingan yang 

menyatakan bahwa data statistik dapat pula memberi manfaat bagi 

pelaku usaha untuk dapat bersaing lebih baik (EC Competition 

Law, 2004, hal. 812):------------------------------------------------------- 

’Statistical information which enables undertakings to assess the 

level of demand and output in the market or the costs of its 

competitors may be beneficial and is not of itself objectionable. 

Similarly, exchange of technical or other information that does not 

restrict the parties’ freedom to determine their market behavior 

independently should not be objectionable.’---------------------------- 

Terjemahan bebasnya:------------------------------------------------------ 

[Informasi statistik yang mengakibatkan pelaku usaha dapat 

menilai tingkat permintaan dan output di pasar atau biaya dari 

pesaingnya bisa jadi bermanfaat (bagi persaingan) dan tidak dengan 

sendirinya harus ditolak. Hal yang sama juga berlaku bagi 

pertukaran informasi teknis atau informasi lainnya yang tidak 

membatasi kebebasan pelaku usaha untuk menentukan perilaku 

mereka di pasar secara mandiri yang seharusnya tidak perlu 

dilarang]---------------------------------------------------------------------- 

 

Selain itu, pada kenyataannya hanya beberapa atau dengan kata lain 

tidak semua produsen semen menyampaikan data sehingga data 

tersebut tidak dapat dipakai atau dianggap memfasilitasi terjadinya 

penetapan harga. Berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa ASI dan/atau data yang terkait tidak dapat 

digunakan sebagai sarana bagi produsen semen untuk melakukan 

kartel.------------------------------------------------------------------------- 
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SBM dalam memasarkan produk semennya di tiap-tiap daerah 

pemasaran menggunakan distributor independen melalui Perjanjian 

Jual Beli Semen antara SBM dengan Distributor (“Perjanjian Jual 

Beli Semen”). Dalam Perjanjian Jual Beli Semen, distributor 

independen bertindak selaku pembeli sekaligus penyalur langsung 

produk semen Bosowa. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

Perjanjian Jual Beli Semen adalah SBM hanya menentukan harga 

loco pabrik yang harus dibayarkan oleh distributor kepada SBM. 

Sedangkan mengenai harga jual dari distributor kepada 

pelanggannya dan seterusnya sepenuhnya merupakan kewenangan 

distributor dan/atau pembelinya tanpa melibatkan SBM. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan melihat pada ketentuan mengenai harga 

dalam Perjanjian Jual Beli Semen dan kesaksian PT Adhiguna 

Sejahtera (vide bukti B-20) yang menjelaskan bahwa tidak ada 

rekomendari harga dari SBM dalam melakukan semen karena 

harga semen SBM ditentukan oleh pasar. Selain itu, perlu pula 

kiranya dicermati bahwa SBM tidak selalu hadir pada setiap rapat-

rapat yang diadakan oleh ASI sebagaimana dibuktikan dari daftar 

hadir rapat ASI yang dimiliki oleh KPPU sehingga tidak ada cukup 

bukti yang menunjukkan bahwa SBM terlibat dalam dugaan 

penetapan harga yang mensyaratkan adanya mekanisme 

pengawasan dan sanksi yang ketat dan berkelanjutan (terus 

menerus).--------------------------------------------------------------------- 

 

Dari analisis pergerakan harga produsen semen yang terdapat 

dalam LHPL, hanya ada satu grafik yang menggambarkan 

pergerakan harga semen Bosowa, yaitu grafik pergerakan harga 

yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Lebih lanjut grafik itu 

pun bukan atau tidak menunjukan harga loco pabrik SBM karena 

harga yang tercantum dalam grafik tersebut seluruhnya berada di 

atas harga loco pabrik SBM dari tahun 2005 sampai dengan tahun 

2009. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada bukti dan 
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analisisnya yang tercantum dalam LHPL yang menunjukan adanya 

pergerakan harga semen Bosowa yang paralel dan/atau penetapan 

harga yang dilakukan oleh SBM sama dengan pelaku usaha 

lainnya.------------------------------------------------------------------------ 

 
C. TANGGAPAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PASAL 11 (KARTEL )-------- 

Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 tentang 

kartel pada dasarnya mengatur mengenai larangan perjanjian antara 

pelaku usaha yang bersaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 

produksi dan/atau pemasaran suatu barang atau jasa. ------------------------ 

 

Menanggapi mengenai unsur “perjanjian”, SBM menyatakan bahwa 

SBM tidak pernah melakukan perjanjian dengan pesaing untuk 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran 

semen. Perjanjian yang dibuat oleh SBM adalah dengan para distributor 

yang akan memasarkan kembali semen Bosowa di wilayah lain di 

Indonesia yang berdasarkan pertimbangan masing-masing distributor 

masih memberikan keuntungan bagi distributor tersebut.  Terkait dengan 

rapat-rapat ASI, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam 

pertemuan tersebut hanya disampaikan data mengenai ketersediaan 

pasokan (supply) semen di tiap wilayah atau propinsi di Indonesia yang 

merupakan implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan permintaan pemerintah yang membutuhkan data tersebut. Data 

tersebut hanya menunjukkan data ketersediaan semen di suatu wilayah 

di waktu yang telah lalu dan bukan menunjukkan data mengenai nilai 

penjualan atau pangsa pasar yang dikuasai oleh setiap produsen semen di 

suatu wilayah sehingga tidak dapat digunakan atau disimpulkan sebagai 

sarana untuk melakukan pengaturan produksi atau pemasaran semen. 

Dalam pertemuan atau rapat tersebut, tidak pernah ditetapkan atau 

disepakati tingkat pangsa pasar bagi setiap produsen semen di setiap 

wilayah di Indonesia ataupun pemberian sanksi kepada produsen yang 

mengalami peningkatan pangsa pasar. ---------------------------------------- 
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1. Tentang Pengaturan Produksi------------------------------------------ 

Terkait dengan unsur “pengaturan produksi”, SBM menyatakan 

bahwa SBM tidak pernah melakukan pengaturan produksi semen 

Bosowa dalam rangka mengatur harga semen nasional. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan diakui oleh Tim 

Pemeriksa bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 

tingkat utilisasi alat produksi semen Bosowa telah meningkat dari 

78% di tahun 2006 menjadi 94% di tahun 2008, namun sayangnya 

terpaksa turun kembali menjadi 80% di tahun 2009 yang 

disebabkan oleh berkurangnya pasokan listrik ke pabrik SBM. 

Tingkat utilisasi yang tinggi dan cederung meningkat ini 

menunjukkan bahwa SBM tidak pernah menahan produksi semen 

Bosowa dalam rangka membatasi pasokan semen di pasar dan/atau 

mempengaruhi harga semen.----------------------------------------------- 

 
2. Pengaturan Pemasaran--------------------------------------------------- 

Terkait dengan unsur “pengaturan pemasaran”, SBM menyatakan 

bahwa meskipun SBM tidak memiliki posisi dominan di wilayah-

wilayah dimana semen Bosowa dipasarkan, tetapi pangsa pasar 

SBM secara nasional terus mengalami peningkatan dari 3.0% di 

tahun 2007 menjadi 3.6% di tahun 2008 dan 4.64% untuk tahun 

2009. Bahkan, dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan 

ekspansi pasar ke wilayah Indonesia bagian barat, Bosowa 

Corporation, yang merupakan induk perusahaan  SBM, telah 

mendirikan PT Semen Bosowa Batam dan membangun pabrik 

semen dengan kapasitas produksi sebesar 1,2 juta ton/tahun dan 

telah mulai beroperasi sejak tahun tahun 2008. Meskipun demikian, 

SBM sebagaimana layaknya pelaku usaha lainnya pada umumnya, 

tidak dapat menjamin bahwa produk yang dijualnya akan selalu ada 

di setiap wilayah di Indonesia, apalagi jika memperhatikan tingkat 

persaingan dan jangkauan pemasaran produsen semen yang 

sifatnya lokal sebagaimana definisi pasar bersangkutan yang dibuat 

oleh Tim Pemeriksa. Apabila kondisi persaingan di suatu wilayah 
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menyebabkan semen Bosowa tidak bisa bersaing secara kompetitif 

di wilayah tersebut, misalnya karena biaya transportasi yang sedang 

naik karena cuaca, maka SBM tidak bisa memaksakan kepada 

distributor independennya untuk masuk atau memasarkan semen 

Bosowa ke wilayah tersebut.---------------------------------------------- 

 
Dalam buku “Marketing Management, Capter 11 Dealing with 

Competition, karangan Philip Kotler (mahaguru ilmu pemasaran) 

dan Kevin Lane Keller, 2006, penulis menjelaskan sebagai 

berikut:------------------------------------------------------------------------ 

- “While trying to expand total market size, the dominant firm 

must continuously defent its current market share (hal. 326)”, - 

- “Preemtive Defense. A more aggressive maneuver is to attack 

before the enemy start its offense (hal. 328)”,---------------------- 

- “Counteroffensive defense. When attacked, most market leaders 

will respond with a counterattack (hal. 328)”.--------------------- 

 
Mengenai cenderung bertahannya pangsa pasar incumbent di suatu 

pasar, atau apabila ada penurunan namun tidak terlalu drastis, atau 

setelah ada penurunan di tahun tertentu tetapi kemudian naik di 

tahun berikutnya, adalah suatu kesimpulan yang salah apabila 

situasi tersebut dianggap sebagai bukti adanya pengaturan 

pemasaran dalam bentuk market allocation atau market quota. 

Yang perlu dipahami adalah bahwa dalam praktek bisnis, pelaku 

usaha dominan dan incumbent akan selalu berusaha 

mempertahankan pangsa pasarnya yang dikuasai (begitu juga yang 

kecil) karena hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban 

manajemen perusahaan terhadap pemegang saham. Oleh karena itu, 

ketika terjadi penurunan di tahun tertentu, kemudian meningkat di  

tahun berikutnya, kondisi ini tidak bisa secara sederhana dibaca 

sebagai pertanda pesaing yang bukan incumbent sengaja mengalah. 

Ada kemungkinan lain, dan ini yang paling masuk akal, adalah 

bahwa incumbent telah melakukan serangan balik untuk merebut 
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kembali pangsa pasarnya yang telah direbut oleh pesaingnya. 

Adanya upaya serangan balik ini dapat digali dengan melihat 

apakah ada perubahan strategi baik dari sisi harga, ketersediaan 

pasokan, atau penggantian distributor. ----------------------------------- 

 
Sangat disayangkan Tim Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 

kondisi stabilnya pangsa pasar atau perubahan pangsa pasar 

produsen sebagai indikasi pengaturan pasokan pemasaran tanpa ada 

analisis yang memadai dan detail yang didukung dengan kajian 

yang mendalam yang memuat banyak faktor yang secara kuat dapat 

menunjukkan bahwa situasi tersebut tidak dapat dijelaskan selain 

karena adanya praktek pengaturan pemasaran. ------------------------- 

    
3. Tentang Keuntungan----------------------------------------------------- 

Mengenai kinerja finansial, kondisi laporan keuangan SBM yang 

telah diaudit menunjukkan bahwa kondisi Laba/(Rugi) sebelum 

pajak SBM di tahun 2007 dan 2008 juga masih “negatif” dan baru 

mendapatkan posisi Laba sebelum pajak “positif” di tahun 2009. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak ada alasan bagi SBM 

untuk menahan laju kapasitas produksi dan/atau pembatasan 

pemasaran semen Bosowa. ------------------------------------------------ 

 
Terkait dengan harga semen Bosowa di beberapa wilayah di 

Indonesia sangat erat hubungannya dengan pendefinisian pasar 

bersangkutan sebagaimana yang diakui oleh Tim Pemeriksa, yaitu 

hanya mencakup wilayah per provinsi saja dan bukan bersifat 

nasional. Dengan demikian, analisis harga semen Bosowa harus 

dinilai berdasarkan tingkat persaingan di masing-masing wilayah 

termasuk tingkat permintaan di wilayah tersebut. Apabila di suatu 

wilayah tingkat persaingannya sangat tinggi sehingga harga semen 

cenderung murah, maka apabila dari aspek biaya transportasi yang 

merupakan komponen biaya yang cukup besar dalam pemasaran 

semen di Indonesia ternyata tidak dapat memberikan keuntungan 
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yang wajar bagi distributor independen untuk dapat memasarkan 

semen Bosowa di wilayah tersebut, maka merupakan hal yang 

wajar dan rasional apabila di wilayah tersebut tidak bisa dipasarkan 

semen Bosowa. Di sisi lain, SBM akan selalu bersedia untuk 

memasok distributor independen potensial maupun yang sudah ada 

yang hendak membeli semen Bosowa dari SBM dan yang akan 

dipasarkan di wilayah manapun di Indonesia sepanjang harga yang 

ditawarkan oleh distributor tersebut masih dapat memberikan 

keuntungan yang wajar bagi SBM.  -------------------------------------- 

 
Sebagai tambahan informasi, pada beberapa daerah pemasaran 

untuk pasar luar daerah memang terdapat kondisi dimana harga jual 

loco pabrik semen Bosowa lebih murah dibandingkan dengan harga 

jual loco pabrik untuk pasar lokal yang merupakan pasar domisili 

SBM. Hal tersebut disebabkan karena SBM harus bisa menjual 

lebih banyak semen yang diproduksinya dengan tetap 

menghasilkan keuntungan atau dengan kata lain tidak jual rugi. 

Oleh karena itu, selain melakukan pemasaran ke pasar lokal, 

pilihan lain yang dilakukan SBM adalah memasarkan ke pasar lain. 

Namun, hal tersebut terkendala ongkos angkut/biaya transportasi 

semen yang cukup besar karena bobot semen yang berat. Apabila 

tetap menggunakan harga loco pabrik yang sama dengan pasar 

lokal, maka akan membuat harga jual di tingkat konsumen menjadi 

sangat tinggi dan tidak kompetitif dengan pesaing lokalnya. 

Dengan ongkos angkut/biaya transportasi yang relatif tetap, maka 

satu-satunya jalan ialah dengan menurunkan profit margin-nya 

sehingga dapat tercapai tingkat harga yang kompetitif di tingkat 

konsumen.-------------------------------------------------------------------- 

 
Bahwa sebagaimana diakui pula oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam 

LHPL hal. 86 bahwa SBM merupakan produsen semen yang tidak 

menunjukkan kecenderungan peningkatan keuntungan [yang tidak 
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wajar]. Harga jual semen Bosowa dari SBM kepada para 

distributornya didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan mandiri 

(independen) dari SBM dengan tetap memperhatikan dan 

mempertimbangkan biaya produksi semen Bosowa, karakteristik 

pasar semen nasional dan tingkat persaingan di masing-masing 

wilayah agar SBM dapat terus meningkatkan labanya dalam rangka 

memperluas wilayah pemasaran SBM, sebagaimana dibuktikan 

dengan adanya pabrik baru di Batam yang beroperasi sejak tahun 

2009.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Terkait dengan dugaan kartel, kami menyatakan keberatan dan 

menolak kesimpulan yang menyatakan bahwa SBM melakukan 

kartel atau pengaturan produksi dan pemasaran semen sehingga 

melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 5/1999. ---- 

 
Mengenai pasokan dan pemasaran, jika dikaitkan dengan pasar 

bersangkutan yang sifatnya lokal atau wilayah tertentu dan bukan 

nasional maka ketiadaan semen tertentu di wilayah tertentu adalah 

wajar dan normal. Kalaupun ada semen lain bisa disebabkan karena 

kebutuhan untuk memasarkan produk di wilayah lain karena di 

wilayah sendiri/lokal permintaan terbatas dan/atau persaingan 

sudah ketat.------------------------------------------------------------------- 

 
Jika melihat pada tabel penguasaan pangsa pasar di Provinsi 

Kepulauan Riau sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 

halaman 53 LHPL, maka dapat diketahui bahwa SBM yang pada 

tahun 2004 hanya menguasai 2,53% pangsa pasar di Provinsi 

Kepulauan Riau mengalami peningkatan secara signifikan pada 

tahun 2009 dengan menguasai 11,39% pangsa pasar. Sehingga jelas 

bahwa terdapat persaingan yang cukup kuat di antara pelaku usaha 

semen di Provinsi Kepulauan Riau.--------------------------------------- 
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Berdasarkan uraian fakta dan data tersebut di atas, maka secara 

jelas dapat diketahui bahwa tidak ada maksud untuk atau akibat 

berupa pengaturan pasokan, produksi atau pemasaran secara 

sistematis yang dilakukan oleh SBM dalam rangka mempengaruhi 

atau menaikkan harga yang tidak rasional atau tanpa alasan yang 

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak ada praktek 

monopoli sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No.5/1999 

maupun persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud Pasal 

1 angka 6 UU No.5/1999 yang dilakukan oleh SBM.------------------ 

 

V. KESIMPULAN ---------------------------------------- ------------------------------- 

Sebagaimana telah dinyatakan di awal, kami pada dasarnya menyatakan 

berkeberatan dan menolak setiap dan seluruh pernyataan, pertimbangan 

dan/atau kesimpulan Tim Pemeriksa dalam LHPL, khususnya kesimpulan 

LHPP yang berkaitan dengan SBM, kecuali yang secara tegas diakui dalam 

Tanggapan Tertulis ini. ---------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan fakta, penjelasan dan analisis yang terpapar di atas, kami 

berpendapat dan berkeyakinan bahwa dalam perkara a quo, tidak ada bukti 

yang cukup, baik bukti langsung (direct evidence) maupun bukti tidak 

langsung (circumstancial evidence), baik dalam bentuk bukti komunikasi 

maupun bukti ekonomi, yang menunjukkan bahwa terdapat perjanjian atau 

kesepakatan atau pengaturan antara SBM dengan Terlapor lain yang 

bertujuan untuk melakukan pengaturan harga, pengaturan produksi, dan/atau 

pengaturan pemasaran semen di Indonesia ataupun di wilayah-wilayah 

tertentu di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum untuk 

menyatakan adanya pelanggaran Pasal 5 (yang melarang penetapan harga) 

dan Pasal 11 (yang melarang kartel produksi dan pemasaran) UU No. 5/1999 

yang dilakukan oleh SBM.------------------------------------------------------------ 

 
SBM selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat 

dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tidak akan pernah melakukan 
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praktek-praktek antipersaingan demi meningkatkan pendapatan usahanya 

dengan cara-cara yang merugikan konsumen.-------------------------------------- 

 
Tanggapan ini kami sampaikan, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada 

KPPU, semata-mata dalam rangka menunjukkan sikap kami yang kooperatif 

kepada KPPU dengan membantu KPPU agar dapat melihat duduk perkara 

secara lebih obyektif dan proporsional dengan harapan yang sangat besar 

agar Tanggapan ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan hukum 

sehingga pada akhirnya KPPU dapat memberikan putusan yang adil dan 

bijaksana dalam perkara a quo. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk 

dapat menyampaikan Tanggapan ini dan kami juga ingin menyampaikan 

permohonan maaf apabila selama dalam pemeriksaan di KPPU atas perkara 

a quo ada kekhilafan yang tidak disengaja yang kurang berkenan yang 

dilakukan oleh SBM. ------------------------------------------------------------------ 

31. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti 

dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;--------------------------------  

 
TENTANG HUKUM 

 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), 

Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumen-

dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, 

menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah 

terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam 

perkara a quo. Majelis Komisi melakukan penilaian dalam beberapa butir: ----------------  

1. Tentang LHPL; ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Tentang Identitas Terlapor; --------------------------------------------------------------------  

3. Tentang Pasar Bersangkutan dan Pangsa Pasar; --------------------------------------------  

4. Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing;-----------------------------------------  

5. Tentang Petunjuk Ada/Tidaknya Kartel; ----------------------------------------------------  

6. Tentang Perjanjian untuk Menetapkan/Mempengaruhi Harga;---------------------------  

7. Tentang Dampak; -------------------------------------------------------------------------------  
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8. Tentang Pembuktian Unsur Pasal 5 UU No. 5/1999; --------------------------------------  

9. Tentang Pembuktian Unsur Pasal 11 UU No. 5/1999;-------------------------------------  

10. Tentang Kesimpulan; ---------------------------------------------------------------------------  

11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus; -------------------------------  

12. Tentang Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah; ------------------------------------  

13. Tentang Penutup dan Diktum Putusan:-------------------------------------------------------  

 

Berikut uraian masing-masing butir sebagaimana tersebut di atas:---------------------------  

1. Tentang LHPL; -------------------------------------- ----------------------------------------  

Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:----  

a. Bahwa dalam setiap pasar bersangkutan diduga terjadi upaya memberikan 

kesempatan kepada pelaku usaha lain yang memiliki biaya produksi per ton 

relatif tinggi untuk dapat memasarkan di produknya di wilayah propinsi 

lainnya dengan menjaga harga dalam level yang cukup tinggi;--------------------  

b. Bahwa dalam setiap pasar bersangkutan, beberapa pelaku usaha memiliki 

pasokan yang cukup dan biaya per ton yang cukup rendah dibandingkan 

dengan pesaingnya, namun terdapat kecenderungan pergerakan harga yang 

sama yang diduga untuk mempertahankan pangsa pasar;--------------------------  

c. Bahwa berdasarkan analisa tentang tingkat keuntungan untuk masing-masing 

Terlapor dan dengan dikaitkan dengan tujuan dari kartel adalah 

memaksimalkan keuntungan, maka dengan memperhatikan perbandingan 

biaya per ton, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 diduga terjadi 

upaya untuk mengatur harga pada level yang cukup tinggi untuk 

mempertahankan tingkat keuntungan; -------------------------------------------------  

d. Bahwa dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan 

mempertimbangkan adanya rapat-rapat di Asosiasi Semen Indonesia 

(selanjutnya disebut ASI) yang menyajikan laporan realisasi produksi dan 

pemasaran dari masing-masing Terlapor serta adanya presentasi dari 

pemerintah terkait dengan harga dimasing-masing wilayah Ibukota Propinsi. 

Hal ini diduga merupakan fasilitas untuk mengatur pasokan dan menentukan 

harga; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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e. Bahwa berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan terjadi pelanggaran 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

dilakukan oleh: Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), Terlapor III (SB), Terlapor 

IV (SG), Terlapor V (Lafarge), Terlapor VI (ST), Terlapor VII (SP) dan 

Terlapor VIII (SBM); --------------------------------------------------------------------  

f. Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai LHPL dan pendapat atau 

pembelaan para Terlapor yang akan diuraikan dalam butir (2) sampai dengan 

(8) berikut; ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------------  

a. Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai 

berikut;- ------------------------------------------------------------------------------------  

a.1. Bahwa Terlapor I, PT Indocement Tunggal Perkasa, Tbk. (ITP) 

merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan pada 

tanggal 16 Januari 1985 berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta 

dengan nama Perseroan PT Inti Cahaya Manunggal. Selanjutnya 

berdasarkan Risalah Rapat, PT Inti Cahaya Manunggal tanggal 11 Juni 

1985 yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., nama Perseroan 

berubah menjadi PT Indocement Tunggal Prakarsa, berkedudukan serta 

berkantor pusat di Jakarta (vide Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 

16/7 – 1985 No.57), yang pada tahun 2001, HedelbergCement Group 

menjadi pemegang saham mayoritas (vide Laporan Tahunan 2009), 

yang melakukan kegiatan usaha antara lain  menjalankan usaha dalam 

bidang industri pada umumnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk 

mendirikan pabrik semen dan bahan bangunan, industri makanan dan 

minuman, indutri tekstil, industri kimia, industri kertas, industri 

telekomunikasi lainnya (vide Pernyataan Keputusan Rapat Umum 

Pemegang saham Tahunan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

tanggal 10 Juni 2008 Nomor 23); ---------------------------------------------  

a.2. Bahwa Terlapor II, PT Holcim Indonesia, Tbk. (HI) merupakan badan 

usaha berbentuk badan hukum yang didirikan pada tanggal 15 Juni 

1971 dengan nama PT Semen Tjibinong berkedudukan di Jakarta, yang 
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kemudian pada tanggal 26 April 2005, nama Perseroan diubah menjadi 

PT Holcim Indonesia, Tbk (vide Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 

12/10 – 1971 No. 82 tambahan Nomor 466/1971, Tambahan Berita 

Negara R.I. tanggal 3/2 – 2006 Tambahan Nomor: 1311/2006), yang 

memiliki kegiatan usaha antara lain mengusahakan pabrik semen serta 

melakukan segala sesuatu yang berguna yang bertalian dengan usaha 

tersebut (vide Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 12/10 – 1971 No. 

82 tambahan Nomor 466/1971); ----------------------------------------------  

a.3. Bahwa Terlapor III, PT Semen Baturaja (Persero) (SB) merupakan 

badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan pada tanggal 14 

November 1974, berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang 

(vide Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) Luar Biasa PT Semen Baturaja (Persero) No. 4 Tanggal 13 

Juni2 008), melakukan kegiatan usaha antara lain menambang atau 

menggali dan/atau mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi 

bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen atau produk 

lainnya, mengolah bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai 

macam semen (portland, semen putih dan lainnya) serta mengolah 

berbagai macam semen atau produk lainnya atau lebih lanjut menjadi 

barang-barang jadi lebih bermanfaat (vide Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Semen 

Baturaja (Persero) No. 4 Tanggal 13 Juni2 008); --------------------------  

a.4. Bahwa Terlapor IV, PT Semen Gresik (Persero) Tbk (SG) merupakan 

badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan pada tanggal 24 

Oktober 1969 dengan nama Perseroan PT Semen Gresik (Persero), 

berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya (vide Tambahan Berita 

Negara R.I. Tanggal 28/11 – 1969 No. 96 Tambahan Nomor 

255/1969), melakukan kegiatan usaha antara lain menggali dan/atau 

mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok 

yang diperlukan guna pembuatan semen (input product), mengolah 

bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai macam semen (semen 

portland, semen putih dan lain sebagainya) (main product) serta 
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mengolah berbagai macam semen itu lebih lanjut menjadi barang jadi 

yang lebih bermanfaat ((vide Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 

28/11 – 1969 No. 96 Tambahan Nomor 255/1969); -----------------------  

a.5. Bahwa Terlapor V, PT Lafarge Cement Indonesia (Lafarge), 

merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang dahulu bernama 

PT Semen Andalas Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam 

Bonjol No. 42A, Medan Sumatera Utara, Indonesia; ----------------------  

a.6. Bahwa Terlapor VI, PT Semen Tonasa (ST), merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Biringere-Pangkep 

Sulawesi Selatan 90651, Indonesia; ------------------------------------------  

a.7. Bahwa Terlapor VII, PT Semen Padang (SP), merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 

oleh swasta Belanda dengan nama NV Nederlandsch Indische Portland 

Cement Maatschappij, yang kemudian pada tahun 1971 melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1971 ditetapkan statusnya 

menjadi PT (Persero) berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Juli 

1972 (vide PT Semen Padang (C11)), dan berdasarkan Surat Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 5-326/MK.016/1995, Pemerintah 

melakukan konsolidasi atas 3 (tiga) pabrik semen milik Pemerintah 

yaitu PT Semen Tonasa, PT Semen Padang dan PT Semen Gresik yang 

terealisasi pada tanggal 15 September 1995, sehingga saat ini Terlapor 

VII berada di bawah PT Semen Gresik (Terlapor IV) (vide PT Semen 

Padang (C11)), yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang industri 

semen; -----------------------------------------------------------------------------  

a.8. Bahwa Terlapor VIII, PT Semen Bosowa Maros (SBM), merupakan 

badan usaha berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Menara 

Bosowa, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman No.5 Makassar, Sulawesi 

Selatan; ----------------------------------------------------------------------------  

b. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor I (ITP), 

Terlapor II (HI), Terlapor III (SB), Terlapor IV (SG), Terlapor V (Lafarge), 

Terlapor VI (ST), Terlapor VII (SP), Terlapor VIII (SBM) pada pokoknya 



S A L I N A N 

 

 Halaman 384 dari 425 

tidak membantah fakta mengenai identitas dan kegiatan usaha para Terlapor 

sebagaimana dituangkan dalam LHPL;------------------------------------------------  

c. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Majelis Komisi menilai Identitas 

Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), Terlapor III (SB), Terlapor IV (SG), 

Terlapor V (Lafarge), Terlapor VI (ST), Terlapor VII (SP) dan Terlapor VIII 

(SBM) sesuai dengan fakta sebagaimana tercantum dalam LHPL dengan 

melengkapi identitas Terlapor V (Lafarge), Terlapor VI (ST), Terlapor VIII 

(SBM) sebagai berikut  : -----------------------------------------------------------------  

c.1. Bahwa Terlapor V, PT Lafarge Cement Indonesia (Lafarge), 

merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang dahulu bernama 

PT Semen Andalas Indonesia yang didirkan pada tahun 1980 dengan 

Akta Pendirian Nomor 115 Tahun 1980 disetujui oleh Menteri 

Kehakiman, yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, yang pada 

tahun 1993, sahamnya dimiliki LaFarge sebesar 20%, yang kemudian 

pada tahun 2002 sahamnya dimiliki LaFarge sebesar 99%, dan 

selanjutnya berubah nama menjadi PT Lafarge Cement Indonesia. (vide 

BAP Pemeriksaan Pendahuluan), melakukan kegiatan usaha dalam 

bidang industri semen; ----------------------------------------------------------  

c.2. Bahwa Terlapor VI, PT. Semen Tonasa (ST), merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang didirikan pada tahun 1960, dibangun 

berdasarkan Ketetapan MPRS pada tahun 1968, yang saham 

terbesarnya dimiliki oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk sebesar 

99,99% dan 0,01% dimiliki oleh koperasi karyawan.(vide BAP 

Pemeriksaan Pendahuluan), yang berkedudukan di Biringere-Pangkep 

Sulawesi Selatan, dan  melakukan kegiatan usaha dalam bidang 

industri semen, ------------------------------------------------------------------  

c.3. Bahwa Terlapor VIII, PT Semen Bosowa Maros (SBM)¸ merupakan 

badan usaha berbentuk badan hukum yang mulai beroperasi pada tahun 

1999, berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dan melakukan 

kegiatan usaha dalam bidang industri semen, perkapalan, transportasi 

darat, dan ready mix;------------------------------------------------------------  
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d. Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 

Terlapor III (SB), Terlapor IV (SG), Terlapor V (Lafarge), Terlapor VI (ST), 

Terlapor VII (SP), dan Terlapor VIII (SBM) masing-masing adalah badan 

usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, yaitu dalam bidang industri semen; ----  

3. Tentang Pasar Bersangkutan dan Pangsa Pasar; ------------------------------------  

a. Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut; 

a.1. Bahwa pasar produk pada perkara ini adalah pasar produk kategori 

semen, tidak dibedakan antara semen jenis OPC, PPC maupun PCC;---  

a.2. Bahwa pasar geografis untuk produk semen mencakup wilayah 

propinsi, di mana produsen semen berdasarkan pertimbangannya, dapat 

memasarkan dan menjual semennya pada lebih dari satu propinsi;------  

a.3. Bahwa dengan demikian, pasar bersangkutan pada perkara ini adalah 

pasar semen dengan jenis OPC, PPC dan PCC yang dijual dalam 

cakupan propinsi di seluruh wilayah Indonesia; ----------------------------  

a.4. Bahwa pangsa pasar masing-masing Terlapor dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: ------------------------------------------------------------------------  

                                         Tabel 128. 

      Pangsa Pasar Masing-Masing Terlapor (2005-2009) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapr I 29.65% 30.57% 30.88% 31.65% 30.17% 

Terlapor II 20.94% 19.03% 20.36% 18.28% 18.78% 

Terlapor III 2.84% 2.92% 2.97% 2.79% 2.71% 

Terlapor IV 25.10% 24.72% 21.65% 21.93% 23.83% 

Terlapor V 3.57% 3.99% 4.10% 4.07% 4.03% 

Terlapor VI 8.71% 9.22% 9.67% 8.91% 9.80% 

Terlapor VII 12.33% 13.65% 14.15% 13.59% 13.19% 

Terlapor VIII 3.17% 3.21% 2.94% 3.60% 4.67% 

 

b. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor I (ITP) pada 

pokoknya tidak menyampaikan pendapat dan atau pembelaan terkait pasar 

bersangkutan dan pangsa pasar: --------------------------------------------------------  
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c. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor II (HI) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

c.1. Bahwa KPPU tidak tepat, tidak jelas, dan tidak konsisten dalam 

menetapkan pasar bersangkutan; ----------------------------------------------  

c.2. Bahwa Terlapor II (HI) memiliki pangsa pasar nasional dalam jumlah 

yang relatif kecil (selalu berada di bawah 16%) dan lebih rendah dari 

pada pangsa pasar beberapa perusahaan pesaingnya; ----------------------  

d. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor III (SB) pada 

pokoknya menyatakan tidak melakukan pengaturan pasokan di wilayah pasar 

Lampung dan Sumatera Selatan karena pangsa pasar Terlapor III (SB) di dua 

propinsi tersebut pergerakannya naik turun; ------------------------------------------  

e. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor IV (SG) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

e.1. Bahwa analisis pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa 

tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;------  

e.2. Bahwa analisis pangsa pasar yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa telah 

disimpulkan secara keliru dan tidak mendasar; -----------------------------  

f. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor V (Lafarge) 

pada pokoknya menyatakan pangsa pasar Terlapor V (Lafarge) kecil (sekitar 

4%), sehingga keterlibatan Lafarge dalam kartel justru akan merugikan 

kepentingan bisnis Terlapor V (Lafarge); ---------------------------------------------  

g. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor VI (ST) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

g.1. Bahwa analisis pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa 

dalam LHPL tidak menggunakan Metode yang tepat sesuai dengan 

Perkom 3 Tahun 2009;----------------------------------------------------------  

g.2. Bahwa analisis pangsa pasar yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa 

dalam LHPL adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta; -----------------  

h. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor VII (SP) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

h.1. Bahwa pendefinisian pasar bersangkutan di dalam LHPL tidak sesuai 

dengan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009; --------------------------------  
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h.2. Bahwa analisis pangsa pasar di dalam LHPL tidak tepat karena pangsa 

pasar Terlapor VII (SP) secara nasional tidak berubah secara 

signifikan;-------------------------------------------------------------------------  

i. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor VIII (SBM) 

pada pokoknya menyampaikan terdapat inkonsistensi penentuan pasar 

bersangkutan dalam LHPL; -------------------------------------------------------------  

j. Menimbang bahwa terhadap LHPL dan pendapat atau pembelaan para 

Terlapor, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -------------------------  

j.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999, yang 

dimaksud dengan Pasar Bersangkutan adalah “pasar yang berkaitan 

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha 

atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari 

barang dan atau jasa tersebut”;----------------------------------------------  

j.2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi No. 3 Tahun 

2009 tentang Pedoman Pasar Bersangkutan KPPU, cakupan pengertian 

pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu 

pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar 

berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan 

dan/atau tingkat substitusinya, sedangkan pasar berdasarkan cakupan 

geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah permasaran;--------  

k. Pasar Bersangkutan 

k.1. Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap definisi pasar bersangkutan 

dalam LHPL dan memperhatikan pendapat dan atau pembelaan para 

Terlapor, Majelis Komisi mempunyai penilaian tersendiri mengenai pasar 

bersangkutan, baik pasar produk maupun pasar geografisnya; ----------------  

(a). Pasar Produk 

k.1.a.1. Bahwa pasar produk didefinisikan sebagai produk-

produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan 

produk lain yang dapat menjadi substitusi dari produk 

tersebut. Produk lain menjadi substitusi sebuah produk 

jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang 

kenaikan harga dari produk tersebut;---------------------  
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k.1.a.2. Bahwa analisis pasar produk pada intinya bertujuan 

untuk menentukan jenis barang dan atau jasa yang 

sejenis atau tidak sejenis tapi merupakan substitusinya 

yang saling bersaing satu sama lain. Untuk melakukan 

analisis ini maka suatu produk harus ditinjau dari 

beberapa aspek, yaitu: kegunaan, karakteristik, dan 

harga;----------------------------------------------------------  

k.1.a.3. Bahwa terkait dengan pasar produk, Majelis Komisi 

menilai terdapat beberapa jenis semen yang 

diproduksi di Indonesia, yaitu antara lain:---------------  

� Semen Portland Tipe I, II, III, IV, dan V 

(Ordinary Portland Cement/OPC); ------------------  

� Semen Portland Putih (White Cement);-------------  

� Semen Portland Komposit (Portland Composite 

Cement/PCC); ------------------------------------------  

� Semen Pemboran (Oil Well Cement/OWC);-------  

� Semen Portland Pozolan (Portland Pozolan 

Cement/PPC);-------------------------------------------  

� Semen Portland Campur (White Mortar); ----------  

� Super Masonary Cement (SMC); --------------------  

� Special Blended Cement (SBC); ---------------------  

� Fly Ash Cement (FAC); -------------------------------  

� Ready Mix; ----------------------------------------------  

k.1.a.4. Bahwa masing-masing Terlapor memproduksi semen 

dengan rincian sebagai berikut: ---------------------------  

� Terlapor I (ITP): PCC, OPC Tipe I, II, dan V, 

OWC, White Cement, White Mortar, dan ready 

mixed concrete; -----------------------------------------  

� Terlapor II (HI): OPC, PCC dan White Mortar; ---  

� Terlapor III (SB): OPC Tipe I; -----------------------  

� Terlapor IV (SG): OPC Tipe I, II, III dan V, 

PPC, PCC, SMC, OWC, SBC; -----------------------  
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� Terlapor V (Lafarge): PCC dan PPC; ---------------  

� Terlapor VI (ST): OPC Tipe I, II, dan V, SMC 

dan FAC; ----------------------------------------------- . 

� Terlapor VII (SP): OPC Tipe I, II, III dan V, 

OWC, SMC dan PPC; ---------------------------------  

� Terlapor VIII (SBM): OPC dan Ready Mix; -------  

k.1.a.5. Bahwa dari aspek kegunaan, jenis semen dalam 

perkara a quo yang merupakan substitusi yang saling 

bersaing satu sama lain adalah jenis semen OPC Tipe 

I, II, III, IV dan V, semen jenis PPC dan semen jenis 

PCC yang digunakan untuk pembangunan atau 

membuat struktur bangunan seperti rumah, bangunan 

tinggi, jembatan, jalan beton;------------------------------  

k.1.a.6. Bahwa dari aspek karakteristik, ketiga jenis semen 

tersebut memiliki karakteristik yang mirip yang terdiri 

dari campuran klinker, gypsum dan material pozzolan; 

k.1.a.7. Bahwa dari aspek harga, ketiga jenis semen tersebut 

memiliki harga yang relatif sama per satuan berat; ----  

k.1.a.8. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun terdapat 

beberapa jenis semen, namun yang menjadi pasar 

produk dalam perkara ini adalah semen abu-abu dalam 

bentuk curah, digunakan untuk pembangunan atau 

membuat struktur bangunan seperti rumah, bangunan 

tinggi, jembatan, jalan beton, dan sebagainya, yang 

diproduksi oleh para Terlapor, tanpa membedakan 

jenis OPC, PPC atau PCC;---------------------------------  

(b). Pasar Geografis 

k.1.b.1. Bahwa pasar geografis adalah wilayah dimana suatu 

pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa 

menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa 

kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah 

ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. Hal ini 
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antara lain terjadi karena biaya transportasi yang harus 

dikeluarkan konsumen tidak signifikan, sehingga tidak 

mampu mendorong terjadinya perpindahan konsumsi 

produk tersebut; ---------------------------------------------  

k.1.b.2. Bahwa analisis pasar geografis bertujuan untuk 

menjelaskan di area mana saja pasar produk yang 

telah didefinisikan saling bersaing satu sama lain;-----  

k.1.b.3. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat 31 (tiga puluh 

satu) wilayah pemasaran yang dapat dijangkau oleh 

semua Terlapor tanpa adanya pembatasan regulasi, 

dengan rincian sebagai berikut: ---------------------------  

Tabel 129. 

Wilayah Pemasaran 

No. Pasar 
Geografis/Propinsi Pelaku usaha 

1. NAD 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor  V (Lafarge), Terlapor VII 
(SP), dan Terlapor VIII (SBM) 

2. Sumatera Utara 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor  V (Lafarge), Terlapor VII 
(SP), dan Terlapor VIII (SBM) 

3. Sumatera Barat 
Terlapor I (ITP) dan Terlapor VII 
(SP) 

4. Riau  
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor  V (Lafarge), Terlapor VII 
(SP), dan Terlapor VIII (SBM) 

5. Kepulauan Riau 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor  V (Lafarge), Terlapor VII 
(SP), dan Terlapor VIII (SBM) 

6. Jambi 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor III (SB), Terlapor VII 
(SP), dan Terlapor VIII (SBM) 

7. Sumatera Selatan 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor III (SB), Terlapor VII 
(SP), dan Terlapor VIII (SBM) 

8. Bangka – Belitung 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor III (SB), dan Terlapor VII 
(SP). 

9. Bengkulu 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor III (SB), dan Terlapor VII 
(SP). 

10. Lampung 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor III (SB), Terlapor VII 
(SP), dan Terlapor VIII (SBM) 

11. DKI Jakarta 

Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor IV (SG), Terlapor VI (ST), 
Terlapor VII (SP), dan Terlapor 
VIII (SBM) 

12. Banten 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor III (SB), Terlapor IV (SG), 
Terlapor VII (SP), dan Terlapor 
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No. Pasar 
Geografis/Propinsi Pelaku usaha 

VIII (SBM) 

13. Jawa Barat 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor IV (SG), dan Terlapor VII 
(SP) 

14. Jawa Tengah 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor IV (SG), Terlapor VI (ST), 
dan Terlapor VII (SP) 

15. DIY 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
dan Terlapor IV (SG) 

16. Jawa Timur 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI),  
Terlapor IV (SG) dan Terlapor VIII 
(SBM) 

17. Kalimantan Barat 

Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor IV (SG), Terlapor VI (ST), 
Terlapor VII (SP), dan Terlapor 
VIII (SBM) 

18. Kalimantan Selatan 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor IV (SG), Terlapor VI (ST), 
dan Terlapor VIII (SBM) 

19. Kalimantan Tengah 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor IV (SG), Terlapor VI (ST), 
dan Terlapor VIII (SBM) 

20. Kalimantan Timur 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor IV (SG), Terlapor VI (ST), 
dan Terlapor VIII (SBM) 

21. Sulawesi Tenggara 
Terlapor I (ITP), Terlapor VI (ST), 
dan Terlapor VIII (SBM) 

22. Sulaesi Selatan 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor VI (ST), dan Terlapor VIII 
(SBM) 

23. Sulawesi Barat --- 

24. Sulawesi tengah 
Terlapor I (ITP), Terlapor VI (ST), 
dan Terlapor VIII (SBM) 

25. Sulawesi Utara 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor VI (ST), dan Terlapor VIII 
(SBM) 

26. Gorontalo 
Terlapor I (ITP), Terlapor VI (ST), 
dan Terlapor VIII (SBM) 

27. Bali 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor IV (SG), Terlapor VI (ST), 
dan Terlapor VIII (SBM) 

28. NTB 
Terlapor I (ITP), Terlapor IV (SG), 
Terlapor VI (ST), dan Terlapor VIII 
(SBM) 

29. NTT 
Terlapor I (ITP), Terlapor IV (SG), 
Terlapor VI (ST), dan Terlapor VIII 
(SBM) 

30. Maluku 
Terlapor I (ITP), Terlapor IV (SG), 
Terlapor VI (ST), dan Terlapor VIII 
(SBM) 

31. Maluku Utara Terlapor I (ITP) tahun 2009 
32. Papua Barat --- 

33. Papua 
Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 
Terlapor IV (SG), Terlapor VI (ST), 
dan Terlapor VIII (SBM) 

 

k.1.b.4. Bahwa Majelis Komisi menilai dalam perkara ini, 

perhitungan harga semen adalah berdasarkan harga 
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franco pabrik sehingga untuk pendistribusian semen 

tergantung pada kemampuan dan keinginan masing-

masing Terlapor untuk menjangkau wilayah 

distribusinya secara nasional; -----------------------------   

k.1.b.5. Bahwa Majelis Komisi menilai pasar geografis dalam 

perkara ini adalah pasar nasional di seluruh Indonesia 

yang saat ini baru mencapai 31 propinsi sebagaimana 

disebutkan di atas;-------------------------------------------  

k.2. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan Pasar 

Bersangkutan dalam perkara ini adalah semen abu-abu dalam bentuk 

curah, digunakan untuk pembangunan atau membuat struktur bangunan 

seperti rumah, bangunan tinggi, jembatan, jalan beton, dan sebagainya, 

yang diproduksi oleh para Terlapor, tanpa membedakan jenis OPC, PPC 

atau PCC dalam pasar geografis nasional di seluruh Indonesia yang saat ini 

baru mencapai 31 (tiga puluh satu) daerah pemasaran;-------------------------  

k.3. Bahwa setelah menentukan pasar bersangkutan, Majelis Komisi juga 

menilai pangsa pasar masing-masing Terlapor berdasarkan daerah 

pemasarannya, sebagai berikut: ----------------------------------------------------  

1. Nanggroe Aceh Darussalam 
 

                                          Tabel 130. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 NAD 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor V 70.08% 53.19% 60.23% 65.86% 64.98% 

Terlapor VII 28.66% 43.83% 38.97% 33.80% 34.67% 

Terlapor II 0.00% 2.98% 0.80% 0.34% 0.09% 

Terlapor I 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Terlapor VIII 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 

 

2. Sumatera Utara 
 

                                      Tabel 131. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Sumut 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VII 43.89% 44.51% 46.10% 45.89% 42.34% 

Terlapor V 35.77% 39.21% 35.65% 35.73% 34.50% 

Terlapor I 12.37% 14.27% 14.57% 14.65% 17.35% 
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Terlapor II 7.97% 2.00% 3.68% 3.54% 4.94% 

Terlapor VIII 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.87% 

 
3. Sumatera Barat 
                                         
                                         Tabel 132. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Sumbar 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VII 89.51% 90.18% 91.10% 98.28% 95.92% 

Terlapor I 10.49% 9.82% 8.90% 1.72% 4.08% 

 
4. Riau 
                                         
                                       Tabel 133. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Riau 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VII 87.96% 91.11% 86.35% 85.84% 77.43% 

Terlapor V 5.01% 4.76% 6.29% 6.46% 11.66% 

Terlapor I 3.47% 2.31% 1.93% 1.27% 0.83% 

Terlapor VIII 2.61% 0.66% 0.38% 0.91% 2.49% 

Terlapor II 0.95% 1.17% 5.06% 5.51% 7.59% 

 
5. Kepulauan Riau 
                             
                                         Tabel 134. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Kepri 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VII 42.95% 49.59% 58.12% 49.56% 48.92% 

Terlapor I 24.75% 22.81% 25.96% 30.98% 23.82% 

Terlapor V 16.24% 13.26% 5.09% 3.77% 6.22% 

Terlapor II 13.53% 8.29% 9.78% 10.12% 9.65% 

Terlapor VIII 2.53% 6.04% 1.05% 5.57% 11.39% 

 
6. Jambi 

 
                                       Tabel 135. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jambi  2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VII 67.38% 78.53% 76.62% 79.18% 74.11% 

Terlapor III 15.26% 13.58% 11.18% 3.80% 7.55% 

Terlapor I 13.52% 6.92% 8.03% 7.67% 6.28% 

Terlapor II 3.84% 0.98% 4.17% 8.80% 10.66% 

Terlapor VIII 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% 1.40% 
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7. Sumatera Selatan 
                                                                

                                       Tabel 136. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Sumsel 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor III 58.40% 63.80% 59.67% 61.04% 58.09% 

Terlapor VII 28.83% 19.35% 20.07% 17.28% 18.42% 

Terlapor I 8.79% 13.59% 14.33% 13.93% 12.84% 

Terlapor II 3.98% 2.80% 4.59% 6.64% 8.21% 

Terlapor VIII 0.00% 0.45% 1.34% 1.11% 2.45% 

 
8. Bangka Belitung 
 
                                    Tabel 137. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Babel 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor II 53.15% 32.91% 22.75% 31.19% 28.62% 

Terlapor I 37.72% 60.52% 74.00% 67.31% 69.86% 

Terlapor VII 5.17% 3.25% 1.62% 1.33% 1.52% 

Terlapor III 3.96% 3.32% 1.63% 0.17% 0.00% 

 
9. Bengkulu 
 
                                         Tabel 138. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Bengkulu 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VII 80.62% 78.25% 75.47% 70.31% 66.82% 

Terlapor III 13.61% 10.32% 10.70% 5.02% 5.23% 

Terlapor I 5.77% 10.89% 5.51% 9.86% 13.98% 

Terlapor II 0.00% 0.54% 8.32% 14.81% 13.98% 

 
10. Lampung 
 
                                        Tabel 139. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Lampung 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor III 32.93% 32.77% 34.08% 32.35% 29.94% 

Terlapor I 30.10% 31.74% 37.12% 33.39% 37.94% 

Terlapor II 18.10% 13.06% 13.82% 17.74% 22.49% 

Terlapor VII 16.69% 19.77% 14.97% 16.52% 10.63% 

Terlapor VIII 2.18% 2.67% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
 
 
 



S A L I N A N 

 

 Halaman 395 dari 425 

11. DKI Jakarta 
                            
                                        Tabel 140. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 DKI Jakarta 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 54.32% 52.38% 52.20% 54.38% 47.36% 

Terlapor IV 17.02% 19.10% 14.48% 13.44% 16.26% 

Terlapor VII 13.76% 17.13% 16.79% 14.27% 16.47% 

Terlapor II 12.83% 10.83% 15.26% 13.83% 11.59% 

Terlapor VIII 1.60% 0.00% 0.56% 3.87% 7.89% 

Terlapor VI 0.47% 0.57% 0.71% 0.21% 0.43% 

 
12. Banten 
 
                                           Tabel 141. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Banten 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 43.73% 40.89% 48.88% 50.51% 51.00% 

Terlapor IV 23.79% 24.00% 16.28% 16.30% 16.73% 

Terlapor II 18.23% 16.43% 19.30% 20.64% 18.48% 

Terlapor VII 5.11% 8.46% 7.90% 10.51% 12.79% 

Terlapor VIII 4.65% 6.74% 5.39% 1.88% 0.07% 

Terlapor III 4.50% 3.49% 2.25% 0.16% 0.94% 

 
 
13. Jawa Barat 
 
                                         Tabel 142. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Jabar 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 46.82% 51.84% 51.33% 51.03% 49.25% 

Terlapor II 28.34% 26.69% 30.43% 29.46% 29.17% 

Terlapor IV 22.98% 19.63% 15.49% 17.24% 18.64% 

Terlapor VII 1.86% 1.84% 2.75% 2.27% 2.94% 

 
14. Jawa Tengah 
 
                                         Tabel 143. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Jateng 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 36.16% 40.03% 41.31% 44.69% 42.81% 

Terlapor IV 30.76% 35.62% 31.75% 32.14% 33.39% 

Terlapor II 29.13% 21.28% 24.03% 21.32% 22.12% 

Terlapor VII 3.22% 2.60% 2.51% 1.66% 1.66% 

Terlapor VI 0.73% 0.47% 0.39% 0.19% 0.03% 
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15. DIY  
 
                                          Tabel 144. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 DIY 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor II 47.34% 0.00% 47.87% 45.10% 40.56% 

Terlapor IV 42.93% 82.98% 38.71% 38.52% 42.35% 

Terlapor I 9.72% 17.02% 13.42% 16.38% 17.09% 

 
16. Jawa Timur 
 
                                           Tabel 145. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Jatim 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor IV 74.25% 70.98% 72.51% 74.49% 75.21% 

Terlapor I 12.84% 16.51% 15.32% 13.05% 11.84% 

Terlapor II 8.80% 8.74% 9.43% 10.19% 9.63% 

Terlapor VIII 4.11% 3.76% 2.74% 2.27% 3.32% 

 
17. Kalimantan Barat 
 
                                           Tabel 146. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Kalbar 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 56.07% 59.61% 61.44% 59.68% 45.98% 

Terlapor II 28.97% 17.03% 17.78% 20.00% 16.45% 

Terlapor VI 14.05% 19.75% 15.55% 7.55% 5.83% 

Terlapor VII 0.90% 0.00% 1.75% 0.00% 0.00% 

Terlapor VIII 0.00% 3.61% 3.48% 7.12% 19.14% 

Terlapor IV 0.00% 0.00% 0.00% 5.64% 12.60% 

 
18. Kalimantan Selatan 
 
                                           Tabel 147. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Kalsel 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor IV 37.42% 44.09% 37.38% 32.42% 38.24% 

Terlapor I 33.93% 24.45% 29.66% 32.69% 28.33% 

Terlapor VI 28.66% 31.17% 29.21% 23.90% 25.39% 

Terlapor VIII 0.00% 0.29% 1.18% 0.70% 1.02% 

Terlapor II 0.00% 0.00% 2.57% 10.29% 7.02% 
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19. Kalimantan Tengah 
 
                                           Tabel 148. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Kalteng 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor IV 79.47% 81.99% 76.71% 75.10% 82.85% 

Terlapor I 14.38% 7.15% 7.28% 15.56% 6.62% 

Terlapor VI 6.16% 10.87% 15.46% 8.08% 7.03% 

Terlapor VIII 0.00% 0.00% 0.55% 1.26% 0.66% 

Terlapor II 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.84% 

 
20. Kalimantan Timur 
 
                                           Tabel 149. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Kaltim  2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VI 59.65% 62.04% 60.96% 50.49% 53.90% 

Terlapor I 17.44% 15.49% 18.48% 21.01% 14.94% 

Terlapor IV 14.65% 12.82% 8.24% 11.72% 17.10% 

Terlapor VIII 8.26% 7.23% 7.59% 10.05% 10.01% 

Terlapor II 0.00% 2.42% 4.72% 6.73% 4.05% 

 
21. Sulawesi Tenggara 
                                           Tabel 150. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Sultra 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VI 66.15% 70.06% 75.30% 60.92% 54.32% 

Terlapor VIII 18.49% 19.01% 14.93% 22.78% 26.80% 

Terlapor I 15.36% 10.92% 9.77% 16.30% 18.88% 

 
22. Sulawesi Selatan 
 
                                           Tabel 151. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Sulsel 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VI 67.51% 67.22% 66.44% 65.91% 63.64% 

Terlapor VIII 26.52% 26.69% 25.33% 26.30% 29.01% 

Terlapor I 5.97% 6.09% 8.24% 7.80% 7.16% 

Terlapor II 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 
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23. Sulawesi Tengah 
 
                                           Tabel 152. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Sulteng 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VI 81.23% 84.56% 77.03% 74.92% 81.29% 

Terlapor I 11.00% 8.29% 9.30% 12.71% 9.57% 

Terlapor VIII 7.78% 7.15% 13.67% 12.37% 9.14% 

 
 

24. Sulawesi Utara 
 
                                            Tabel 153. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Sulut 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VI 67.95% 68.59% 66.58% 62.95% 67.48% 

Terlapor I 22.04% 23.97% 25.94% 27.49% 27.57% 

Terlapor VIII 10.02% 7.44% 7.48% 9.48% 3.91% 

Terlapor II 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 1.04% 

 
25. Gorontalo 
 
                                           Tabel 154. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Gorontalo 2004 2005 2006 2007 2008 

Terlapor VIII 78.83% 37.17% 36.24% 36.44% 43.17% 

Terlapor I 21.17% 16.57% 22.84% 24.84% 0.00% 

Terlapor VI 0.00% 49.27% 40.93% 38.72% 56.83% 

 
 
26. Bali 
 
                                           Tabel 155. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Bali 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor IV 45.41% 47.04% 35.40% 28.93% 29.21% 

Terlapor I 28.06% 31.23% 40.03% 40.86% 36.81% 

Terlapor VI 11.12% 11.33% 11.59% 16.34% 18.42% 

Terlapor II 8.18% 3.99% 7.63% 7.93% 8.44% 

Terlapor VIII 7.23% 6.40% 5.35% 5.94% 7.12% 
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27. NTB 
 
                                           Tabel 156. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 NTB 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 50.07% 58.33% 59.05% 63.50% 65.70% 

Terlapor VI 25.03% 18.60% 21.69% 13.01% 11.49% 

Terlapor VIII 12.83% 11.87% 12.94% 13.09% 13.39% 

Terlapor IV 12.07% 11.20% 6.31% 10.39% 9.41% 

 
28. NTT 
 
                                           Tabel 157. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 NTT 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VI 65.69% 50.17% 53.22% 21.53% 31.10% 

Terlapor VIII 21.36% 26.42% 29.68% 26.29% 27.37% 

Terlapor I 10.66% 12.47% 15.72% 26.69% 10.29% 

Terlapor IV 2.28% 10.94% 1.38% 25.49% 31.23% 

 
29. Maluku 

 
                                           Tabel 158. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Maluku 2004 2005 2006 2007 2008 

Terlapor VI 79.58% 70.40% 74.74% 67.73% 71.17% 

Terlapor IV 10.93% 10.86% 11.70% 19.76% 16.58% 

Terlapor I 5.11% 10.30% 6.77% 5.70% 4.37% 

Terlapor VIII 4.37% 8.44% 6.79% 6.81% 7.89% 

 
 

30. Maluku Utara 
 
                                          Tabel 159. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Malut 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
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31. Papua 
 
                                           Tabel 160. 
                     Pangsa Pasar Terlapor (2005-2009) 

 Papua 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor VI 52.13% 50.33% 46.90% 44.30% 44.92% 

Terlapor I 22.49% 24.90% 23.74% 23.17% 16.37% 

Terlapor IV 18.29% 16.99% 17.68% 18.28% 29.75% 

Terlapor VIII 7.09% 7.78% 11.03% 12.08% 7.15% 

Terlapor II 0.00% 0.00% 0.65% 2.17% 1.81% 

 

k.4. Bahwa berdasarkan perhitungan pangsa pasar di masing-masing daerah 

pemasaran tersebut di atas, Majelis Komisi memperhitungkan pangsa pasar 

nasional sebagai berikut: ------------------------------------------------------------  

Tabel 161. 
Pangsa Pasar Nasional (2005-2009) 

 Nasional 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 29.74% 30.94% 30.92% 31.91% 30.19% 

Terlapor IV 25.15% 25.01% 21.68% 22.12% 23.93% 

Terlapor II 15.51% 11.80% 14.57% 14.23% 14.01% 

Terlapor VII 12.37% 13.80% 14.17% 13.58% 13.08% 

Terlapor VI 7.91% 8.50% 8.59% 8.42% 9.30% 

Terlapor V 3.58% 4.04% 4.10% 4.11% 4.05% 

Terlapor VIII 2.85% 2.96% 2.98% 2.82% 2.72% 

Terlapor III 2.84% 2.94% 2.97% 2.82% 2.72% 

 

k.5. Bahwa definisi pasar bersangkutan dan penentuan pangsa pasar masing-

masing Terlapor di masing-masing daerah pemasaran serta perhitungan 

pangsa pasar nasional, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam 

menganalisis unsur-unsur pasal; ---------------------------------------------------   

4. Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing; ----------------------------------  

a. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir 2 Tentang Identitas Para 

Terlapor dan butir 3 Tentang Pasar Bersangkutan dan Pangsa Pasar, Majelis 

Komisi menilai Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), Terlapor III (SB), Terlapor 

IV (SG), Terlapor V (Lafarge), Terlapor VI (ST), Terlapor VII (SP) dan 

Terlapor VIII (SBM) merupakan pelaku usaha yang sama-sama melakukan 

kegiatan usaha di bidang industri semen; ---------------------------------------------  

b. Menimbang bahwa pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada 

di dalam satu pasar bersangkutan;------------------------------------------------------  
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c. Menimbang bahwa Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), Terlapor III (SB), 

Terlapor IV (SG), Terlapor V (Lafarge), Terlapor VI (ST), Terlapor VII (SP) 

dan Terlapor VIII (SBM) merupakan pelaku usaha yang memiliki kegiatan 

usaha sejenis dan menjadi pesaing satu sama lainnya untuk masing-masing 

pasar bersangkutan berdasarkan daerah pemasaran masing-masing Terlapor; --  

d. Menimbang bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I (ITP), Terlapor 

II (HI), Terlapor III (SB), Terlapor IV (SG), Terlapor V (Lafarge), Terlapor VI 

(ST), Terlapor VII (SP) dan Terlapor VIII (SBM) merupakan pelaku usaha di 

industri semen yang saling bersaing dalam pasar semen abu-abu dalam bentuk 

curah, digunakan untuk pembangunan atau membuat struktur bangunan seperti 

rumah, bangunan tinggi, jembatan, jalan beton, dan sebagainya, yang 

diproduksi oleh para Terlapor, tanpa membedakan jenis OPC, PPC atau PCC 

dalam pasar geografis nasional di seluruh Indonesia yang saat ini baru 

mencapai 31 (tiga puluh satu) daerah pemasaran; -----------------------------------  

 

5. Tentang Petunjuk Ada/Tidaknya Kartel; -------------- --------------------------------  

a. Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

a.1. Bahwa para Terlapor diduga mempertahankan pangsa pasarnya di 

Propinsi-Propinsi wilayah pemasarannya yang ditunjukkan dengan 

pergerakan pangsa pasar yang tidak berubah untuk market leader;------  

a.2. Bahwa para Terlapor diduga mempertahankan pangsa pasarnya dengan 

mengatur pasokan semen meskipun memiliki kemampuan mengambil 

alih pangsa pasar pelaku usaha pesaingnya; ---------------------------------  

a.3. Bahwa grafik pergerakan harga di Propinsi yang telah dianalisa 

menunjukkan adanya pergerakan harga yang paralel;----------------------  

a.4. Bahwa keuntungan para Terlapor cukup tinggi dan meningkat secara 

bersama-sama kecuali Terlapor VIII karena terdapat perbedaan biaya 

yang cukup tinggi sehingga diduga terdapat upaya mengatur harga 

pada harga tertentu untuk mempertahankan kelangsungan usaha; -------  

b. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor I (ITP) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  
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b.1. Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan 

makna dari alat bukti petunjuk. Oleh sebab itu harus ditafsirkan secara 

sistematik lewat peraturan hukum lainnya. Pasal 188 ayat (1) KUHAP 

mendefinisikan mengenai petunjuk yaitu: perbuatan, kejadian atau 

keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang 

lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah 

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya: ---------------------------  

b.2. Bahwa perilaku harga paralel tidak menunjukkan adanya kartel dan 

tidak cukup sebagai bukti adanya perjanjian harga; ------------------------  

b.3. Bahwa margin profit Terlapor I ditentukan berdasarkan Internal Rate 

Of Return (IRR) yang ingin dicapai oleh pemegang saham mengingat 

industri semen adalah industri yang padat modal dan hal ini tidak 

didasarkan pada adanya penetapan harga maupun kartel; -----------------  

b.4. Bahwa harga semen ditentukan oleh distributor dan pihak pengecer 

pemilik toko dengan mempertimbangkan kondisi pasar;------------------  

b.5. Bahwa perilaku harga paralel tidak cukup sebagai bukti kartel;----------  

b.6. Bahwa tidak ada larangan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi 

dan tidak ada indikator tingkat kewajaran keuntungan. Tingkat 

keuntungan industri semen tidak dapat dibandingkan dengan industri 

lainnya karena perbedaan investasi dan modal; -----------------------------  

b.7. Bawah tidak ada pengaturan pasokan karena siapapun dapat 

mengimpor semen tanpa harus membayar bea masuk; --------------------  

b.8. Bahwa tidak ada pengaturan untuk mempertahankan pangsa pasar 

karena apabila terdapat pengaturan pangsa pasar maka pangsa pasar 

tetap dipertahankan sama dengan mengikuti trend kenaikan permintaan 

dan proporsional dengan utilisasi produksi setiap perusahaan. Tim 

Pemeriksa tidak mempertimbangkan faktor logistik dan infrastruktur 

dalam menilai pengaturan pangsa pasar; -------------------------------------  

c. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor II (HI) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ----------------------------------  



S A L I N A N 

 

 Halaman 403 dari 425 

c.1. Bahwa tingkat keuntungan Terlapor II di bawah pesaingnya. 

Keuntungan Terlapor II diperoleh dari efisiensi yang diikuti dengan 

peningkatan volume penjualan;------------------------------------------------  

c.2. Bahwa tidak ada pengaturan atau alokasi pasar karena pangsa pasar 

masing-masing Terlapor fluktuatif dan fluktuasinya berbeda-beda; ----  

c.3. Bahwa Terlapor II tidak melakukan kesepakatan atau pengaturan 

dengan pesaingnya karena Terlapor II memiliki strategi pemasaran 

sendiri; ----------------------------------------------------------------------------  

c.4. Bahwa Terlapor II tidak melakukan pengaturan pasokan karena 

Terlapor II berusaha memproduksi sesuai dengan kapasitas yang 

dimiliki dan mempertahankan ketersediaan untuk menjaga kepercayaan 

konsumen. Terlapor II menjalankan kegiatan usaha berdasarkan 

business plan yang jelas dan terukur termasuk dalam rangka memnuhi 

permintaan pasar dan tidak didasrkan pada keteraturan permintaan. 

Adanya sisa kelebihan produksi adalah untuk menjaga ketersediaan 

produk dan bukan untuk mengatur pasokan semen di pasar;--------------  

d. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor III (SB) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

d.1.  Terlapor III tidak dapat mengatur harga pada tingkat toko karena telah 

mengikuti mekanisme pasar dan harga tergantung kepada pasokan, 

handling, dan fanatisme merk;-------------------------------------------------  

d.2. Terlapor III tidak mengatur pasokan karena pergerakan pangsa pasar 

Terlapor III yang fluktuatif. Kapasitas produksi Terlapor III sangat 

kecil dibandingkan dengan pesaing lainnya sehingga tidak dapat 

mengatur pasokan;---------------------------------------------------------------  

e. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor IV (SG) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ----------------------------------  

e.1. Bahwa tidak ada paralisme harga karena grafik menunjukkan banyak 

terjadi perpotongan harga. Pembuktian paralisme harga tidak disertai 

dengan uji statistik. Harga paralel bukan berarti disebabkan oleh kartel; 
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e.2. Bahwa keuntungan Terlapor IV masih wajar dibandingkan perusahaan 

lain. Laba diperoleh bukan karena kartel namun karena efisiensi 

sebagaimana data COGS dalam LHPL; --------------------------------------  

e.3. Bahwa tidak ada upaya untuk menjaga pangsa pasar masing-masing 

perusahaan karena pangsa pasar masing-masing perusahaan fluktuatif. 

Perluasan wilayah di luar wilayah produksinya adalah dimaksudkan 

untuk menjaga pasokan di wilayah Indonesia, menjaga brand image, 

dan mempersiapkan ekspansi; -------------------------------------------------  

e.4. Bahwa konsentrasi pasar adalah pada wilayah yang dekat dengan 

pabrik. Tingginya biaya distribusi akan menurunkan laba perusahaan 

apabila memasarkan pada daerah yang jauh dari pabrik; -----------------  

e.5. Bahwa pengalihan pasokan ke daerah lain akan berdampak pada 

gejolak pasar;---------------------------------------------------------------------  

f. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor V (Lafarge) 

pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;----------------------------  

f.1. Bahwa grafik paralelisme harga tidak menunjukkan paralelisme dan 

Tim Pemeriksa tidak melakukan uji paralelisme. Paralelisme harga 

bukan merupakan bukti kartel; ------------------------------------------------  

f.2. Bahwa margin operasi Terlapor V sangat rendah dibandingkan dengan 

pesaingnya yaitu 5% (lima persen) sedangkan rata-rata industri semen 

adalah 28% (dua puluh delapan persen); -------------------------------------  

f.3. Bahwa Terlapor V tidak mengontrol produksi karena Terlapor V 

adalah trader. Kenaikan penjualan Terlapor V karena Terlapor V 

memiliki pembeli tradisional;--------------------------------------------------  

f.4. Bahwa tidak ada alokasi kuota karena atau pemasaran karena tidak 

mudah untuk meluaskan wilayah penjualan karena: hambatan kapasitas 

produksi, hambatan transportasi dan biaya transportasi, infrastruktur 

(pelabuhan dan jalan), dan hambatan loyalitas merk. Bagi Terlapor V, 

terdapat hambatan lainnya yaitu terkait dengan pasokan semen karena 

Terlapor V saat ini masih bertindak sebagai trader;------------------------  

f.5. Bahwa tidak ada insentif bagi Terlapor V untuk meluaskan wilayah 

pemasarannya karena alasan pasokan dan biaya transportasi; ------------  
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g. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor VI (ST) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ----------------------------------  

g.1. Bahwa Tim Pemeriksa tidak menggunakan uji statistik untuk 

membuktikan adanya harga paralel diantaranya dengan menggunakan 

uji korelasi Pearson. Meskipun terdapat pola harga yang sama, namun 

tidak serta merta memiliki hubungan sebab akibat dan harga paralel 

tidak dapat dijadikan indikasi kartel; -----------------------------------------  

g.2. Bahwa keuntungan Terlapor VI bukan merupakan laba yang berlebihan 

(excessive profit). Hal ini didasarkan pada perbandingan laba kotor 

perusahaan lainnya dan laba kotor industri semen internasional. 

Peningkatan keuntungan Terlapor VI tahun 2007 – 2009 karena adanya 

efisiensi antara lain berupa: penggunaan material ketiga, penggunaan 

alternatif fuel dan penurunan klinker faktor; --------------------------------   

g.3. Bahwa Terlapor VI merupakan pihak penerima harga (price taker) 

karena pangsa pasar Terlapor VI sangat kecil yaitu berkisar 8% - 9% 

(delapan persen sampai dengan sembilan persen). Harga jual Terlapor 

VI adalah wajar dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan 

margin keuntungan yang wajar dan tidak besar; ----------------------------  

g.4. Bahwa Terlapor VI tidak mengatur pasokan untuk menjaga pangsa 

pasarnya dan pangsa pasar pesaingnya di masing-masing wilayah 

propinsi pemasarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan 

adalah: faktor brand loyalty yang tinggi terhadap produk tertentu, 

tingginya biaya distribusi yang menyebabkan Terlapor VI tidak dapat 

bersaing dengan pelaku usaha lain di wilayah yang terdapat atau dekat 

dengan pabrik pesaingnya, dan Terlapor VI sulit meningkatkan pangsa 

pasar karena telah berproduksi pada kapasitas penuh. Untuk 

meningkatkan penjualan, Terlapor VI saat ini sedang membangun 

penambahan unit baru dengan kapasitas 2,5 juta ton/tahun; --------------  

h. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor VII (SP) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ----------------------------------  

h.1. Bahwa Terlapor VII tidak melakukan pengaturan harga dengan 

pesaingnya dan bahkan terjadi persaingan yang tajam. Terdapat 
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disparitas harga. Apabila Terlapor VII menurunkan harga maka akan 

mengurangi keuntungan karena peningkatan penjualan tergantung 

kepada logistik dan infrastruktur; ---------------------------------------------  

h.2. Bahwa harga paralel tidak cukup menjadi bukti adanya kartel dan harus 

dilakukan uji statistik ada tidaknya harga paralel;--------------------------  

h.3. Bahwa keuntungan yang cukup tinggi karena diperlukan untuk 

investasi kembali. Dengan perhitungan investasi kembali setiap 5 

(lima) tahun dan waktu kontruksi 3 (tiga) tahun, maka diperlukan dana 

(confidential)/tahun. Pada tingkat keuntungan saat ini Terlapor VII 

hanya dapat menyediakn dana (confidential) per tahun;-------------------  

h.4. Bahwa tidak ada upaya untuk mengatur pangsa pasar di masing-masing 

Propinsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan pangsa pasar 

yang harus dipertimbangkan adalah logistik dan infrastruktur;-----------  

h.5. Bahwa Terlapor VII tidak melakukan pengaturan pasokan di Aceh. 

Terlapor VII telah melakukan upaya untuk meningkatkan penjualan di 

Aceh dengan mempersiapkan logistik. Namun keterbatasan 

infrastruktur di Aceh menyebabkan Terlapor VII tidak dapat secara 

kontinyu mempertahankan pangsa pasarnya di Aceh; ---------------------  

h.6. Bahwa Terlapor VII tidak melakukan pembatasan produksi karena 

Terlapor VII telah berproduksi pada tingkat 91% (sembilan puluh satu 

persen) pada tahun 2009 dan bahkan tahun 2008 mencapai 102% 

(seratus dua persen); ------------------------------------------------------------  

i. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor VIII (SBM) 

pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:----------------------------  

i.1. Bahwa Terlapor VIII bertindak sebagai follower dalam mengikuti 

harga pasar yang mendatangkan keuntungan paling besar untuk 

perusahaan; -----------------------------------------------------------------------  

i.2. Bahwa keuntungan Terlapor VIII tidak sebesar keuntungan para 

pesaingnya dan tidak pernah menikmati keuntungan yang eksesif;------  

i.3. Bahwa Terlapor VIII tidak mengatur pasokan karena produksi 

tergantung pada pasokan listrik;-----------------------------------------------  
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i.4. Bahwa Terlapor VIII berusaha memperluas pangsa pasarnya dengan 

membangun grinding plant di Batam; ----------------------------------------  

i.5. Bahwa terdapat hambatan untuk meningkatkan penjualan sebagai 

upaya peningkatan pangsa pasar yaitu: biaya transportasi tinggi, 

investasi tinggi, produk homogen dan elastisitas rendah; -----------------  

j. Menimbang bahwa terhadap LHPL dan pembelaan para Terlapor, Majelis 

Komisi menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------  

j.1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat indikasi ada tidaknya kartel dan 

penetapan harga sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria: (1) 

Harga yang paralel dan eksesif, (2) Pengaturan produksi dan 

pemasaran, (3)  Keuntungan yang eksesif;-----------------------------------  

j.2. Bahwa masing-masing kriteria sebagaimana disebutkan dalam butir di 

atas, akan diuraikan dalam analisis sebagai berikut: -----------------------  

(a). Tentang Harga; --------------------------------------------------------------  

j.2.a.1. Harga Paralel (price parallelism); ------------------------  

(a). Bahwa untuk membuktikan adanya price 

parallelism digunakan metode Uji Korelasi 

Pearson dan Uji Homogeneity of Varians;--------  

(b). Bahwa Uji Korelasi Pearson digunakan untuk 

melihat derajat korelasi antara dua variabel 

(dalam hal ini harga semen Terlapor tertentu 

dengan Terlapor lain) untuk dapat diindikasikan 

ada tidaknya kemiripan harga secara statistik. 

Angka korelasi Pearson dalam statistik diukur 

berkisar antara -1 < 0 < 1. Semakin  mendekati 

angka 1 maka dapat dikatakan harga tersebut 

berkorelasi positif, dengan kata lain jika salah 

satu variabel naik maka variabel lain cenderung 

naik atau sebaliknya;---------------------------------  

(c). Bahwa Uji Homogeneity of Varians dengan 

pendekatan Bartlett bertujuan untuk melihat 

apakah beberapa sample harga yang diuji 
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memiliki varian yang homogen atau tidak. 

Variasi harga dikatakan homogen bila hasil nilai 

uji (P-Value) lebih besar dari nilai 0.05; ----------  

(d). Bahwa Majelis Komisi melakukan analisis Uji 

Korelasi Pearson dan Uji Homogeneity of 

Varians terhadap harga semen franco pabrik 

yang akan dijual di 31 propinsi di Indonesia. 

Harga semen franco pabrik adalah harga jual 

pabrikan di lokasi produksi/pabrik; ---------------- 

(e). Bahwa Majelis Komisi menggunakan harga 

franco pabrik sebagai dasar penilaian dengan 

pertimbangan biaya produksi franco pabrik 

masing-masing Terlapor relatif sama; ------------  

(f). Bahwa hasil Uji Korelasi Pearson dan Uji 

Homogeinity of Varians adalah sebagaimana 

dimuat dalam lampiran 1 dan lampiran 2 

Putusan ini; --------------------------------------------  

(g). Bahwa berdasarkan Uji Korelasi Pearson dan Uji 

Homogeneity of Varians terhadap harga semen 

franco pabrik di Indonesia  periode Januari 2005 

s/d Desember 2009, Majelis Komisi berpendapat 

bahwa terdapat variasi harga yang paralel di 14 

propinsi di Indonesia; --------------------------------  

(h). Bahwa 14 propinsi tersebut adalah: Sumatera 

Utara, Jambi, Riau Kepulauan, Bengkulu, 

Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, 

Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, 

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara;--------  

(i). Bahwa berdasarkan uji Homogeneity of Varians 

terhadap pelaku usaha yang menjalankan 

kegiatan usaha di 14 propinsi yang terdapat price 

parallelism, yaitu; ------------------------------------  
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- di Propinsi Sumatera Utara terjadi harga 

paralel antara Terlapor I, Terlapor II dan 

Terlapor VII;-------------------------------------- 

- di Propinsi Jambi terjadi harga paralel 

antara: Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor 

VII; ---------------------------------------------  

- di Propinsi Kepulauan Riau terjadi harga 

paralel antara: Terlapor I, Terlapor V dan 

Terlapor VII;-------------------------------------- 

- di Propinsi Bengkulu terjadi harga paralel 

antara: Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor 

VII; ---------------------------------------------  

- di Propinsi Lampung terjadi harga paralel 

antara: Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor 

III; ---------------------------------------------  

- di Propinsi Banten terjadi harga paralel 

antara:Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III 

dan Terlapor IV; ---------------------------------  

- di Propinsi DKI Jakarta terjadi harga paralel 

antara: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV 

dan Terlapor VI; ---------------------------------  

- di Propinsi Jawa Barat terjadi harga paralel 

antara: Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor 

IV; ---------------------------------------------  

- di Propinsi Jawa Tengah terjadi harga paralel 

antara: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV 

dan Terlapor VI; ---------------------------------  

- di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

terjadi harga paralel antara: Terlapor I, 

Terlapor II dan Terlapor IV; -------------------  
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- di Propinsi Jawa Timur terjadi harga paralel 

antara: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV 

dan Terlapor VIII; -------------------------------  

- di Propinsi Bali terjadi harga paralel antara: 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor 

VI dan Terlapor VIII; ---------------------------  

- di Propinsi Sulawesi Tengah terjadi harga 

paralel antara: Terlapor I dan Terlapor VI; --  

- di Propinsi Sulawesi Tenggara terjadi harga 

paralel antara: Terlapor I dan Terlapor VI; --  

(j). bahwa terdapat 3 Terlapor yang paling sering 

terlibat dalam tindakan harga paralel yaitu 

Terlapor I di 14 propinsi, Terlapor II di 9 

propinsi dan Terlapor IV di 7 propinsi;-------  

(k). Bahwa Majelis Komisi menilai dan 

menyimpulkan berdasarkan analisis hasil uji 

statistik menunjukkan terjadi harga yang paralel 

di 14 propinsi;-----------------------------------------  

j.2.a.2. Harga Eksesif; -----------------------------------------------  

(a). Bahwa untuk membuktikan adanya excessive 

price digunakan metode perbandingan antara 

harga semen domestik dengan harga semen 

internasional sebagaimana ditunjukkan dalam 

tabel berikut; ------------------------------------------  

Tabel 162. 
Perbandingan Harga Semen Domestik 

Dengan Harga Semen Internasional  
(2006-2008) 

(US$/ton) 
  2006 2007 2008 
Brunei Darusalam 88,00 107,00 107,00 
Singapura 62,00 90,28 101,45 
Filipina 78,34 84,50 86,60 
Indonesia (Ritel) 64,50 83,80 85,10 
Malaysia 50,61 62,60 80,54 
Thailand 59,51 67,87 69,99 
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Vietnam 51,10 57,75 69,24 

                 Sumber: ACFM tahun 2008. 

(b). Bahwa berdasarkan tabel tersebut, Majelis 

Komisi berpendapat harga semen Indonesia di 

tingkat ritel pada tahun 2006 sampai dengan 

tahun 2008 berada di urutan ke-4 tertinggi dari 7 

Negara anggota ASEAN;----------------------------  

(c). Bahwa harga rata-rata per tahun franco pabrik 

masing-masing Terlapor adalah sebagai berikut: 

Tabel 163. 
Harga Rata-Rata Per Tahun Franco Pabrik 

Masing-Masing Terlapor (2006-2009) 
                                                                                              (US$/ton) 

 2006 2007 2008 

Terlapor I    

Terlapor II    

Terlapor III    

Terlapor IV    

Terlapor V    

Terlapor VI    

Terlapor VII    

Terlapor VIII    

 

(d). bahwa terdapat perbedaan harga yang signifikan 

antara harga rata-rata franco pabrik yang lebih 

rendah daripada harga rata-rata ritel di 

Indonesia. Perbedaan harga ini belum temasuk 

ongkos angkut dan biaya pemasaran lainnya; ----  

(e). Bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, 

Majelis Komisi menyimpulkan tidak cukup 

alasan untuk menyatakan harga semen para 

Terlapor adalah eksesif; -----------------------------  

(b). Tentang Pengaturan Produksi dan Pemasaran;--------------------------  

(a). Bahwa untuk membuktikan adanya pengaturan pasokan 

digunakan metode perbandingan antara kapasitas produksi 
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dengan volume produksi dan volume penjualan 

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut; --------------  

Tabel 164. 
Perbandingan Kapasitas Produksi, Volume Produksi, 

Volume Penjualan 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor I 65,90% 64,11% 66,08% 73,36% 69,04% 

Terlapor II 68,78% 59,95% 75,05% 76,28% 73,82% 

Terlapor III 74,72% 77,40% 84,19% 89,24% 87,28% 

Terlapor IV 96,86% 97,82% 99,23% 103,20% 102,74% 

Terlapor VI 77,52% 67,40% 91,26% 99,31% 101,36% 

Terlapor VII 86,65% 90,05% 92,77% 99,71% 90,93% 

Terlapor VIII 52,74% 57,88% 55,24% 74,95% 82,34% 

RATA-RATA 
UTILISASI 

74,74% 73,52% 80,55% 88,01% 86,79% 

 

Tabel 165. 
Volume Penjualan 

 (ton) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Terlapor 
I 

9.050.752 9.329.310 9.765.762 10.552.332 12.043.094 11.547.983 

Terlapor 
II 

  4.864.982 3.725.396 4.973.482 5.372.594 5.360.129 

Terlapor 
III 

907.719 891.409 929.418 1.014.632 1.062.519 1.041.810 

Terlapor 
IV 

8.007.987 7.903.632 7.894.471 7.399.314 8.350.752 9.155.540 

Terlapor 
V 

  1.124.580 1.274.062 1.399.861 1.551.127 1.549.209 

Terlapor 
VI 

2.377.227 2.479.904 2.683.445 2.932.189 3.177.636 3.555.971 

Terlapor 
VII 

3.740.113 3.881.539 4.355.597 4.836.587 5.124.371 5.002.792 

Terlapor 
VIII 

911.733 895.232 932.861 1.015.877 1.062.516 1.041.808 

TOTAL 24.995.531 31.370.588 31.561.012 34.124.274 37.744.609 38.255.242 

 

(b). Bahwa Majelis Komisi berpendapat suatu perusahaan 

dapat dinilai melakukan pengaturan pasokan apabila 

masing-masing Terlapor memproduksi semen di bawah 

75% dari kapasitas produksi. Pendapat ini didasarkan 

pada pertimbangan adanya pertumbuhan ekonomi dan 

konsumsi semen dalam negeri yang terus positif selama 

lima tahun terakhir;----------------------------------------------  

(c). Bahwa Majelis Komisi berpendapat utilisasi kapasitas 

produksi selalu meningkat setiap tahunnya dan sejak 

tahun 2007 utilisasi kapasitas produksi berada pada 
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kisaran 73,52% (angka terendah pada tahun 2006) sampai 

dengan 88,01% (angka tertinggi pada tahun 2008)  dan 

meningkat pada tahun-tahun berikutnya;---------------------  

(d). Bahwa selama lima tahun terakhir, utilisasi kapasitas 

produksi Terlapor I (ITP) selalu berada dalam posisi 

terendah bila dibandingkan dengan Terlapor yang lain; ---  

(e). Bahwa angka total produksi terus meningkat sejalan 

dengan peningkatan volume penjualan dan konsumsi;-----   

(f). bahwa peningkatan produksi ini sejalan dengan 

peningkatan permintaan semen sehingga Majelis Komisi 

menilai tidak ada upaya untuk mengurangi/membatasi 

produksi/pasokan dari para Terlapor; -------------------------  

(g). Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan 

tidak terdapat cukup alasan untuk mengatakan adanya 

upaya pengaturan produksi dan pemasaran; -----------------   

(c). Tentang Keuntungan; -------------------------------------------------------  

(a). Bahwa untuk membuktikan adanya excessive profit 

Majelis Komisi berpendapat  perlu membandingkan rasio 

keuangan Return On Investment (ROI) para Terlapor 

dengan suatu angka pembanding yaitu rata-rata kupon 

(bunga variabel) obligasi negara berjangka 10 tahun 

ditambah dengan insentif bagi perusahaan investor untuk 

melakukan investasi atau ekspansi usaha di luar obligasi 

negara;-------------------------------------------------------------  

(b). Bahwa rata-rata bunga obligasi berjangka 10 tahun yang 

dimaksud adalah berkisar ± 10%, sedangkan insentif yang 

wajar diberikan kepada perusahaan investor dimaksud 

berkisar ± 5% dengan mempertimbangkan berbagai resiko 

berinvestasi di Indonesia. Sehingga excessive profit terjadi 

apabila ROI para Terlapor jauh lebih besar dari 15%; -----  
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(c). Bahwa besaran ROI para Terlapor adalah sebagai berikut; 

Tabel 166. 
Rata-rata ROI Terlapor 

 2005 2006 2007 2008 2009 RATA- 
RATA 

Terlapor I 7,02% 6,18% 9,76% 15,47% 20,47% 11,78% 

Terlapor II -4,56% 2,49% 2,34% 3,44% 12,33% 3,21% 

Terlapor III 3,10% 4,18% 5,49% 18,46% 25,47% 11,34% 

Terlapor IV 13,86% 17,47% 21,08% 24,04% 25,93% 20,48% 

Terlapor V  - - 3,00% 2,00% 2,00% 2,33% 

Terlapor VI 9,17% 12,60% 13,80% 15,85% 17,90% 13,86% 

Terlapor VII 7,81% 14,18% 2,76% 20,47% 20,95% 13,23% 

Terlapor VIII -5,28% -3,65% -5,23% -4,11% 0,23% -3,61% 

 

(d). Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Majelis Komisi 

berpendapat bahwa rata-rata ROI selama 5 tahun terakhir 

pada umumnya berada di bawah  angka pembanding 

dimaksud di atas, kecuali Terlapor IV yang menunjukkan 

ROI sebesar 20,48% yang menurut Terlapor IV 

merupakan akibat dari peningkatan efisiensi; ---------------  

(e). Bahwa Majelis Komisi menilai besarnya keuntungan yang 

diindikasikan angka ROI dari masing-masing Terlapor 

masih dalam batas keuntungan yang wajar; -----------------  

(f). Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan 

keuntungan yang diperoleh para Terlapor tidak dapat 

dikatakan sebagai keuntungan yang eksesif; ----------------  

j.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap harga paralel (price 

parallelism), harga yang eksesif (excessive price), pengaturan produksi 

dan pemasaran, dan keuntungan yang eksesif (excessive profit), Majelis 

Komisi berkesimpulan tidak cukup alasan untuk menyatakan terdapat 

petunjuk adanya kartel; ---------------------------------------------------------  

6. Tentang Perjanjian; -------------------------------------------------------------------------  

a. Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan rapat-rapat ASI 

merupakan fasilitas untuk mengatur pasokan dan menentukan harga yang 

dibuktikan dengan adanya surat undangan rapat, daftar hadir dan notulensi 

rapat ASI Bidang Ekonomi dan Bisnis yang dihadiri oleh wakil dari 

Pemerintah yaitu dari Kementerian Perindustrian (Sebelumnya Departemen 
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Perindustrian) dan Kementerian Perdagangan (Sebelumnya Departemen 

Perdagangan), yang secara rutin mengagendakan:-----------------------------------  

���� Evaluasi mengenai distribusi semen disetiap daerah pemasaran berkaitan 

dengan masalah kelancaran pasokan dan stok; --------------------------------  

���� Konfirmasi realisasi pengadaan semen per pabrik dan per daerah;--------- 

���� Kinerja masing-masing unit pabrik;---------------------------------------------  

���� Evaluasi pengadaan semen; ------------------------------------------------------  

���� Proyeksi sementara pengadaan semen nasional; ------------------------------  

b. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor I (ITP) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

b.1. Bahwa rapat-rapat ASI tidak dapat dijadikan petunjuk atau indirect 

evidence akan adanya perjanjian untuk menetapkan harga ataupun 

membentuk kartel, mengingat tujuan dari rapat itu justru untuk 

memastikan agar pasokan semen nasional dapat memenuhi kebutuhan 

pembangunan nasional; ---------------------------------------------------------  

b.2. Bahwa keterangan Saksi yang merupakan alat bukti langsung (direct 

evidence), baik keterangan saksi dari pemerintah maupun keterangan 

saksi para distributor/sub-distributor yang diberikan di bawah sumpah, 

justru membuktikan tidak adanya kegiatan penetapan harga ataupun 

kartel; -----------------------------------------------------------------------------  

c. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor II (HI) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

c.1. Bahwa unsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang terpenuhi hanyalah 

unsur pelaku usaha, sedangkan unsur-unsur lainnya seperti unsur 

perjanjian untuk menetapkan harga dan unsur pasar bersangkutan yang 

sama dan pelaku usaha pesaing lainnya sama sekali tidak terpenuhi ;---  

c.2. Bahwa tidak pernah ada suatu kesepakatan/perjanjian antara Terlapor 

II dengan produsen semen lainnya, baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis mengenai atau sehubungan atau yang berkaitan dengan harga, 

baik cara mengatur volume produksi, dan alokasi pasar produk semen 

atau dengan cara lainnya. Terlapor II menerapkan sendiri formula 
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penghitungan harga produk semen secara mandiri agar dapat bersaing 

dengan produk semen pelaku usaha lainnya ; -------------------------------  

d. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor III (SB) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

d.1. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang ada KPPU tidak dapat 

membuktikan secara formil bahwa Terlapor III telah membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan harga 

atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen dan 

juga dari aspek materiil, secara fakta KPPU tidak berhasil 

membuktikan adanya perjanjian terselubung.; ------------------------------  

d.2. Bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga jual Terlapor III 

sangat fluktuatif dan merupakan bukti tidak adanya perjanjian 

pengaturan pasokan ataupun upaya untuk mengatur harga antara 

Terlapor III dengan pelaku usaha pesaingnya; ------------------------------  

e. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor IV (SG) pada 

pokoknya menyatakan Pemerintah berpendapat bahwa ASI bukan merupakan 

alat bagi produsen semen yang memfasilitasi adanya kartel dalam industri 

semen di Indonesia. Sepanjang pengetahuan Pemerintah, rapat-rapat yang 

diadakan oleh ASI tidak pernah membicarakan pengaturan produksi atau 

pemasaran atau penetapan harga atau hal-hal lain yang dapat memfasilitasi 

terbentuknya kartel. Rapat-rapat yang diselenggarakan ASI, selaku partner 

Pemerintah khususnya dalam pengembangan industri semen di Indonesia, 

dilakukan atas inisiatif dari Pemerintah dengan tujuan untuk memonitor 

perkembangan industri semen agar dapat berperan secara dinamis dalam 

pembangunan fisik melalui penyediaan semen yang tepat jumlah dan tepat 

waktu sehingga kesinambungan pasokan semen dapat tetap terjamin di seluruh 

wilayah Indonesia; ------------------------------------------------------------------------  

f. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor V (Lafarge) 

pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:----------------------------  

f.1. Bahwa peran Asosiasi Semen Indonesia dalam penyelenggaraan rapat-

rapat teknis dan ekonomi bisnis yang dilakukan oleh ASI adalah 

sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 UU Nomor 5 tahun 1984 tentang 
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Perindustrian. Untuk itu kegiatan ASI tetap dilanjutkan guna 

pengamanan pasokan semen dalam negeri agar tidak terjadi kelangkaan 

yang mengganggu proses pembangunan. Dalam pertemuan tersebut 

tidak pernah dibicarakan tentang pengaturan produksi dan pemasaran, 

pengaturan wilayah, pengaturan harga atau pembicaraan lain yang 

bersifat pembentukan kartel; ---------------------------------------------------  

f.2. Bahwa Terlapor V (LCI) lebih banyak terlibat dalam pertemuan yang 

membahas masalah teknis (ASI Technical) untuk membangun jenis 

semen baru demi keuntungan industri semen. LCI juga jarang 

menghadiri pertemuan ekonomi dan bisnis (ASI Biz & Ekonomi) dan 

CEO LCI tidak menghadiri pertemuan presidium (ASI Presidium) sejak 

2008 karena kantor pusat dan operasi LCI ada di Sumatera Utara; ------  

g. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor VI (ST) pada 

pokoknya menyatakan keberadaan ASI maupun rapat-rapat teknis dan rapat-

rapat ekonomi bisnis yang diselenggarakannya bukan merupakan suatu 

pelanggaran hukum dan tidak dapat dikatakan memfasilitasi kartel karena 

dalam pertemuan tersebut tidak pernah dibicarakan tentang pengaturan 

produksi dan pemasaran, pengaturan wilayah, pengaturan harga atau 

pembicaraan lain yang bersifat pembentukan kartel. Adanya rapat-rapat teknis 

dan ekonomi bisnis di ASI adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 Undang-

Undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;------------------------------------  

h. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor VII (SP) pada 

pokoknya menyatakan pertemuan ASI dengan para anggotanya yang dilakukan 

secara rutin  dan selalu dihadiri wakil dari Pemerintah (Kementerian 

Perindustrian dan Kementerian Perdagangan) merupakan pertemuan 

komunikasi antara pelaku usaha dengan Pemerintah yang membahas agar tidak 

terjadi kelangkaan pasokan semen di daerah serta untuk mendapatkan masukan 

tentang kebijakan pembangunan semen di Indonesia. Dalam pertemuan 

tersebut tidak pernah dibicarakan tentang pengaturan produksi dan pemasaran, 

pengaturan wilayah, pengaturan harga atau pembicaraan lain yang bersifat 

pembentukan kartel. ---------------------------------------------------------------------  
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i. Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor VIII (SBM) 

pada pokoknya menyatakan Terlapor VIII (SBM) tidak pernah membuat atau 

mengikatkan diri dalam perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan 

produsen semen lain yang bersaing untuk menetapkan harga jual semen. SBM 

tidak pernah melakukan perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga 

dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran semen. Tidak ada bukti yang 

cukup, baik bukti langsung (direct evidence) maupun tidak langsung 

(circumstancial evidence), baik dalam bentuk bukti komunikasi maupun bukti 

ekonomi, yang menunjukkan bahwa terdapat perjanjian antara SBM dengan 

terlapor lain yang bertujuan untuk melakukan pengaturan harga, pengaturan 

produksi, dan/atau pengaturan pemasaran semen di Indonesia maupun 

wilayah-wilayah tertentu di Indonesia; ------------------------------------------------  

j. Menimbang bahwa menurut Pedoman Kartel, surat dan/atau dokumen yang 

dapat menjadi bukti terjadinya kartel antara lain dapat berupa;-------------------- 

���� Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau 

pembagian wilayah pemasaran;--------------------------------------------------  

���� Dokumen atau rekaman daftar harga (price list) yang dikeluarkan oleh 

pelaku usaha secara individu selama beberapa periode terakhir; ----------- 

���� Data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan di 

beberapa wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir; ----------- 

���� Data laporan keuangan perusahaan untuk masing-masing anggota yang 

diduga terlibat selama beberapa periode terakhir;-----------------------------  

���� Data pemegang saham setiap perusahaan yang diduga terlibat beserta 

perusahaannya; ---------------------------------------------------------------------  

k. Menimbang bahwa terhadap LHPL dan pendapat atau pembelaan para 

Terlapor, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -------------------------  

k.1. Bahwa Majelis Komisi menilai alat bukti surat undangan rapat, daftar 

hadir dan notulensi rapat ASI merupakan alat bukti yang sah untuk 

membuktikan adanya perjanjian di antara para Terlapor untuk 

mengatur harga dan pasokan; --------------------------------------------------  
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k.2. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, para Terlapor tidak 

membantah adanya rapat rutin ASI dan penyampaian data realisasi 

produksi dalam rapat-rapat tersebut;------------------------------------------  

k.3. Bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada 

pemerintah terkait dengan kegiatan usahanya sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1984 seharusnya disampaikan langsung kepada Pemerintah tanpa 

melalui ASI; ----------------------------------------------------------------------  

k.4. Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan adanya bukti dokumen 

mengenai pengaturan produksi maupun harga secara eksplisit yang 

dilakukan oleh para Terlapor;--------------------------------------------------  

k.5. Bahwa meskipun demikian, dengan diketahuinya informasi mengenai 

data realisasi produksi masing-masing Terlapor sebagaimana dapat 

dibuktikan berdasarkan notulen rapat ASI dan Laporan Tahunan ASI, 

maka secara individual, masing-masing Terlapor dengan difasilitasi 

oleh ASI, dapat mengatur harga, produksi dan pemasaran dengan 

mempertimbangkan data realisasi produksi dan harga per Propinsi dari 

Terlapor lain yang merupakan pesaingnya dan Pemerintah, sehingga 

berdampak pada terjadinya perilaku yang terkoordinasi (concerted 

actions);---------------------------------------------------------------------------  

7. Tentang Dampak;----------------------------------------------------------------------------  

a. Menimbang bahwa menurut Pedoman Kartel, secara umum para ahli sepakat 

bahwa kartel mengakibatkan kerugian baik bagi perekonomian suatu Negara 

maupun konsumen; -----------------------------------------------------------------------  

b. Bahwa kerugian bagi perekonomian suatu negara dapat berupa:------------------ 

���� Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi;-------------------------  

���� Dapat mengakibatkan inefisiensi produksi; ------------------------------------  

���� Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru; ----------------- 

���� Menghambat masuknya investor baru; -----------------------------------------  

���� Dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan 

tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-

negara lain yang menerapkan sistem persaingan usaha yang sehat;-------- 
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c. Bahwa kerugian bagi konsumen dapat berupa:---------------------------------------   

���� Konsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada 

harga pada pasar yang kompetitif;-----------------------------------------------  

���� Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan 

atau mutu dibandingkan apabila terjadi persaingan yang sehat di antara 

para pelaku usaha; -----------------------------------------------------------------  

���� Terbatasnya pilihan pelaku usaha;-----------------------------------------------   

d. Menimbang bahwa dengan tidak ditemukannya petunjuk adanya kartel 

sebagaimana diuraikan dalam butir 5 di atas, sehingga Majelis Komisi 

menyimpulkan tidak terjadi dampak yang merugikan secara signifikan baik 

bagi perekonomian nasional maupun bagi konsumen; ------------------------------  

8. Tentang Pembuktian Unsur Pasal 5 UU No. 5/1999;---------------------------------  

a. Menimbang bahwa Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa 

yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar 

bersangkutan yang sama;---------------------------------------------------------  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:----  

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau ---  

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku; --  

b. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi 

mempertimbangkan unsur-unsur pasal sebagai berikut:----------------------------  

b.1. Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing; -------------------------  

(a). Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 

5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;--------------------------------  
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(b). Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing 

dalam perkara a quo adalah sebagaimana dimaksud dalam Bagian 

Tentang Hukum butir 4 Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha 

Pesaing di atas;---------------------------------------------------------------  

(c). Bahwa dengan demikian, Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha 

Pesaing terpenuhi;----------------------------------------------------------  

b.2. Unsur Perjanjian untuk Menetapkan Harga;------------------------------  

(a). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999, definisi 

perjanjian adalah “suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis”; ---------  

(b). Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam perkara a quo 

bukan merupakan suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha 

patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang 

yang berlaku;-----------------------------------------------------------------  

(c). Bahwa dengan diketahuinya informasi mengenai data realisasi 

produksi masing-masing Terlapor sebagaimana dapat dibuktikan 

berdasarkan notulen rapat ASI dan Laporan Tahunan ASI, maka 

secara individual, masing-masing Terlapor dengan difasilitasi oleh 

ASI, dapat mengatur harga, produksi dan pemasaran dengan 

mempertimbangkan data realisasi produksi dan harga per Propinsi 

dari Terlapor lain yang merupakan pesaingnya dan Pemerintah, 

sehingga berdampak pada terjadinya perilaku yang terkoordinasi 

(concerted actions); ---------------------------------------------------------  

(d). Bahwa adanya perilaku yang terkoordinasi tersebut dilakukan 

bukan dalam rangka menetapkan harga; ---------------------------------  

(e). Bahwa dengan demikian Unsur Perjanjian Penetapan Harga tidak 

terpenuhi; ---------------------------------------------------------------------  

c. Bahwa dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 

1999 maka Majelis Komisi tidak perlu menguraikan unsur-unsur lainnya;------  

9. Tentang Pembuktian Unsur Pasal 11 UU No. 5/1999; -------------------------------  
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a. Menimbang bahwa Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat”;--------------------------------------------------------------------------------------  

b. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi 

mempertimbangkan unsur-unsur pasal sebagai berikut;----------------------------  

b.1. Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaingnya;---------------------  

(a). Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 

5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;--------------------------------  

(b). Bahwa menurut Pedoman Kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam 

perjanjian kartel harus lebih dari dua pelaku usaha. Agar kartel 

sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagaian besar pelaku 

usaha pada pasar bersangkutan; -------------------------------------------  

(c). Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing 

dalam perkara a quo adalah sebagaimana dimaksud dalam Bagian 

Tentang Hukum butir 4 Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha 

Pesaing di atas;---------------------------------------------------------------  

(d). Bahwa dengan demikian, Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha 

Pesaing terpenuhi;----------------------------------------------------------  

b.2. Unsur Perjanjian untuk Mempengaruhi Harga dengan Mengatur 

Produksi dan atau Pemasaran;------------------------------------------------  

(a). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999, definisi 

perjanjian adalah “suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 
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untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis”; ---------  

(b). Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam perkara a quo 

bukan merupakan suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha 

patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang 

yang berlaku;-----------------------------------------------------------------  

(c). Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap harga paralel (price 

parallelism), harga yang eksesif (excessive price), pengaturan 

produksi dan pemasaran, dan keuntungan yang eksesif (excessive 

profit), tidak cukup alasan untuk menyatakan terdapat petunjuk 

adanya kartel; ----------------------------------------------------------------  

(d). Bahwa dengan diketahuinya informasi mengenai data realisasi 

produksi masing-masing Terlapor sebagaimana dapat dibuktikan 

berdasarkan notulen rapat ASI dan Laporan Tahunan ASI, maka 

secara individual, masing-masing Terlapor dengan difasilitasi oleh 

ASI, dapat mengatur harga, produksi dan pemasaran dengan 

mempertimbangkan data realisasi produksi dan harga per Propinsi 

dari Terlapor lain yang merupakan pesaingnya dan Pemerintah, 

sehingga berdampak pada terjadinya perilaku yang terkoordinasi 

(concerted actions; ----------------------------------------------------------  

(e). Bahwa dengan demikian Unsur Perjanjian untuk Mempengaruhi 

Harga dengan Mengatur Produksi dan atau Pemasaran, tidak 

terpenuhi; --------------------------------------------------------------------  

c. Bahwa dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur Pasal 11 UU No. 5 Tahun 

1999 maka Majelis Komisi tidak perlu menguraikan unsur-unsur lainnya;------  

10. Tentang Kesimpulan; -----------------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi 

sampai pada kesimpulan sebagai berikut;--------------------------------------------------  

a. Bahwa tidak terbukti terjadi penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor I 

(ITP), Terlapor II (HI), Terlapor III (SB), Terlapor IV (SG), Terlapor V 

(Lafarge), Terlapor VI (ST), Terlapor VII (SP) dan Terlapor VIII (SBM);------  
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b. Bahwa tidak terbukti terjadi pengaturan produksi dan atau pemasaran utnuk 

mempengaruhi harga yang dilakukan oleh Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), 

Terlapor III (SB), Terlapor IV (SG), Terlapor V (Lafarge), Terlapor VI (ST), 

Terlapor VII (SP) dan Terlapor VIII (SBM);----------------------------------------- 

11. Tentang Saran dan Pertimbangan; ------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan analisis dalam perkara a quo, Majelis 

Komisi merekomendasikan kepada Ketua Komisi untuk memberikan Saran dan 

Pertimbangan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------  

a. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membubarkan ASI karena dapat 

memfasilitasi terjadinya pengaturan harga, produksi dan pemasaran dalam 

industri semen dan selanjutnya tugas fungsi ASI dapat ditangani oleh 

Pemerintah; --------------------------------------------------------------------------------  

b. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menetapkan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) guna melindungi konsumen;----------------------------------------  

c. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan 

semen di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau; ------------- 

 

12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan 

mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis 

Komisi:------------------------------------------------------------------------------------------  

 

MEMUTUSKAN  

 

1. Menyatakan Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), Terl apor III (SB), Terlapor IV 

(SG), Terlapor V (Lafarge), Terlapor VI (ST), Terlapor VII (SP) dan Terlapor 

VIII (SBM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU 

No. 5 Tahun 1999;------------------------------------------------------------------------------  

2. Menyatakan Terlapor I (ITP), Terlapor II (HI), Terl apor III (SB), Terlapor IV 

(SG), Terlapor V (Lafarge), Terlapor VI (ST), Terlapor VII (SP) dan Terlapor 

VIII (SBM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU 

No. 5 Tahun 1999;------------------------------------------------------------------------------  
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Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi  

pada hari Rabu, 18 Agustus 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan 

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri 

dari Benny Pasaribu, Ph.D sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. A.M. Tri Anggraini, 

S.H., M.H. dan Ir. H. Tadjuddin Noersaid masing-masing sebagai Anggota Majelis 

Komisi, dan dibantu oleh  Rosanna Sarita, S.H. dan Hafis Sutomo, S.E. masing-masing 

sebagai Panitera.  

 
              Ketua Majelis, 

 
         t.t.d 

 
              Benny Pasaribu, Ph.D 

 
 

Anggota Majelis, 
 
 

t.t.d. 
 

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. 

Anggota Majelis, 
 
 

t.t.d 
 

Ir. H. Tadjuddin Noersaid 
 
 
 

Panitera, 
 
 

t.t.d 
 

Rosanna Sarita, S.H. 

 
 

t.t.d. 
 

Hafis Sutomo, S.E. 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya : 
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

Plt. Sekretaris Jenderal, 
 
 
 
 

Mokhamad Syuhadhak 


